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Bab I

BAB I
PENDAHULUAN

menentukan prioritas kebijakan dalarn ApBN 2005 mengilrgat pada dasarnya
hak untLrk melakukan perubahan-peru lrahan ApBN 2005 sesuai dengan
priolitas kebrjakan fiskal sepenuhnya ada di tangan pemerintah dan DpR
hasi lPenr i lu  2004,

Dalam upaya mewu.judkan kesinambungan fiskal din.raksud, rnaka langkah
strategis .vang pcrlu dijalankan olch Pemerintah, yaitu; (l) menurLrnkan defisit
APBN secara bertahap rnenuju kondisi seimbang atau surplus, dan (il)
melakukan manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, can

AIBN 2005 d isusun
engan semangal

Pe4'usunanAPBN 2005
bercdat khusus terk&it
dcngan masa peralihan
K e l { U 4 t 4 d n

penerin!dhcrn dan
Ke  l e  n tua t l - ke  t en tu  ah
baru dalam UU No l7
Tahun  2a03  ten tang
Keuangan Negara

PenyustnanAPBN 2005
diatahkan utl tuk teke
ne n1 a di.i a n gkt r da I a nt
menjaga stabi l i tas

Langkah slralegi. \
m e v u j u d k a n
kesinambungan Jitkal,
yaitu; (i) nenurunkah



Bab IPendohuluan

deJit i t  APBN secata

bet lahaP tnettuJu

kondi\i se inllctttg alctu

surplas, (ii) iellkukan
mo n oJ e tn a n pe n D ta|tdan

anggu onya g oplifial,

e/i:ien, dan efekttl

,llPBN dipenEarulli oleh

as  t n t  i  t ak to  Yang

Bab  I l  mengu ra i  kan
perke nt ba nga n e konotrti

I  ndones ia tcrki l1i ,  dfth

kebi. jakan ekttnotnt
makro dan prttspek

ekotnmi Indotrcsia

efektif. Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar tambahan beban

Nota Kcuangan dan APBN 2005, secara berurutan diawali dengan Bab

Pendahuluai  yang mengula ikan dasar  hukum, kondis i  khusus yang

melatarbclakarlgi p;nyusunan, arah kebrlakan, dan gambaran umum APBN

2005,

Bab II Prospek Ekonomi Indonesia lbhun 2005 dan Asumsi Dasar APBN

2005 n.rengtiraikan perkembangan ekonomi Indonesia terkini, arah kebijakan

ekonomi inaklo, d'an prospek ekonomi Indonesia beserta asumsi dasar

ekouomi makro APBN 2005. Secara umum, kinerya ekonomi Indonesia

dalam tahun 2004 dipcrkirakan cukup baik. Sasaran perttlmbuhan ekonomi

4,8 persen dalam tahun 2004 diperkirikan dapat dicapai, darr masih ditopang

oi"h kon.umsi serta didukung oleh lingkulgan ekstefnal yang kondusif

Pertunbuhan ekonomi tallun-tahun sebelumnya lebih rendah yaitu untuk

t_



Bab I
P endqhuluan

Bttb II I  mengwaikan
p e r k e n b a n g a n
pelalaanaan leuangan
negarc (APBN) selana
tiEa tah n letakhr dali
tahun 200),2003, dan
2004

Bab IV ntenjelaskan
targe t dan langkah-
ldngkah kebi jakan
APJ]N 2OOJ



Bab II Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2005 dan Asumsi Dqsar APBN ?005

Manajemen eko otr l i
makro yang sehat dan
kcnajuan yang dicapai
dolam reformasi
s  t r uk tu rd l  l e l ah
m e n g h a s i l k a n
perbaikan kinerja
e ko n o trl ) s ecd f a tnan Mp,

Kineja ekonomi Indo-
nesia masih te inggal
clibdtldingkan dengan
beDefapa f iegara
teldngga

Prospek akononti lndo-
nesio lahun 2005 dan
jangka nencngah cukup
nenjanjikan

Praspek eko omi
ditl kung oleh kohitnen
Pefierintah unluk
mel an1 ut kan kons o li dasi

Jiskal.

BAB II

PROSPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN
2OO5 DAN ASUMSI DASAR APBN 2OO5

Pendahuluan
Manajemen ekonomi mako yang sehat dan kemajuan yang dicapai dalaln
reformasi struktural telah menghasilkan perbaikan kinerja ekonomi secara
mantap. Dalam beberapa tahun terakhir, PDB riil telah melampaui tingkat
sebelum krisis, nilai tukar relatif stabil, inflasi terkendali pada tingkat yang

ekonomi nasional.

sistem hukum.

yang relatif aman,



lJab II Prospek Ekonomi Indonesitt Tahun 2005 dan Asunsi Dqsqr APILN 2005

ketergantlll)gan pada penerimaan minyak. Dalam konteks ini, reformasi

Kemajuan dalarn menurunkan inflasi dalaur beberapa tahun terakhir telah
melnungkinkan Bar*Indonesia untLk melakukan kebi jakan Inoneteryang lebih
akornodatif. Tingkat bunga telah turLrn secara berafii dibandingkan tahun
sebelurnnya tanpa meningkatkan inflasi dan mengganggu stabilitas rupiah.
Kedcpan, kebrjakan moneter yang hati-hati perlu terus dipelihara mengingat
adanya polensi sentimen pasar yang cukup rentan selama periode pemilihal
umum, dan kerrungkinan adanya kenaikan tingkat bunga luar negeri. Selain
itu, rnulai tahun 2005 Pemerintah dan Bank Indonesia bermaksud untuk
menerapkan kerangka target inflasi yang konsistcn dcngan upaya mendorong
kecelderungan penunrnan ekspektasi ilfl asi,

Prospek ekonomi lahun 2005 pada gilirannya sangat rnencntukan di dalani
penyusunan besaran-besaran APBN 2005. Dalanr kajtan initcrdapat beberapa
indikator ekonomi maklo yang tetkait erat dengan besaran-besaran APBN
yaitu, pedumbuhau ekonomj, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBI)-3 bulan, harga minyak mentah, dan tingkat produksi
rninvak lndonesia. Asurnsi pertumbuhan ekonomi darl inflasi sangat berperan
di dalam penyusunan kebutuhan prakiraan berbagai elemen APBN yangterkait
erat dcngan kcrnajuan ekonomi seperti penerimaan perpajakan. Asumsi nilai
tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang
terkait dengan mata uangasing, sepedi penerirnaan pinjaman dan pembayaran
utang lLrar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Asumsi
suku bunga SBI-3 bulan digunakan mengiugat pembayaran bunga sebagian
utang dalam negeri pemerintah didasarkan kepada suku bunga tersebut.
Sementara itu, hirga miryzk rnertah da-n produksiminyak Indonesia nrenentukan
besarnya hasil penerimaan rninyak dau pelnberian subsidi BBM. Dengan
demikian, variabel asumsi dasar ekonotni makro tersebut sangat menentukan
besarnya penerirnaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan,
sefta besalnya pembjayaan anggaran. Adapun asumsi ekonomi mako yang
meMasari penyusunan APBN 2005 terdapat dalarn Tabel II.l.

Tabel l l . l
P ERKEIVI BANGAN ASUMSI MAKRO. 2OO2-2005

2A02 2003 2404 2005

Realisasi Realisasi Perk Proleksi
Realisasi

'I F€nurbuhan H(onom (persen)
2 

'Tingkat 
inflasi( persen)

3 NilaiTukaf Rupiah (Rp/uS$)
4 Suku Bunga SBI-3 bulan ( persen)
5 l-larga Mnyak l,4entah Indonesia (Us$/barel)
6 froduksi Mnyak (juta barel/hari)

4,5 4,6 5.4
4  t  7  4 q

9 311 8 .577 I900 8 .600
15,24 10,2 7,5 6,5
23,5 28,7 5 36 24
1 ,26 1,092 1,072 1,125

4 ,J
'10

Kenajuon dalatn
menurunkan inf lasi
dalam beberapa tahun
terckhir telah
menungkinkdn Baak
Indones id  un luk
nelakukan kehi lakan
none te r  yanE  l eb  i h
akomodatif.

Prospek ekononi tdhutl
)005 pada gi l i rat lnya
sqngat nenentukdn di
aa la  pe4yusunah
besdrcn-besdran APBN
2005
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KtneUa perekonontian

Indonesia yang slabi l

Can nemhaik selamo
tahnn  2003 ,  l e rus
berlangsung hingga
tahun2004

Perekonomian Inclone-
sio d iperkirckan
t  mb  h  4 ,8  pe t sen

ddlan lahun 2004.

Sejalan dengan
m e m b a i k n y a
kepercayoan dunia
tu saha (bu s ine s s conJi-
dence ) ,  pe rba i kan
ekonomi terur be anjul

datLtm tahwt 2003

Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia
Terkini

Dada Derekonomian. Dalam kaitan ini, komitmen yang tinggi atas penerapan
kebijakan ekonomi sebagaimana tercanhrm dalam paket kebijakan ekonomi
pem-erintah, serta pelaksanaan kebijakan yang responsifatas berbagai gejolak
ekstemal mempunyai peranan kunci atas membaiknyakinerjapetekonontan
Indonesia.

juga mendorong peningkatan konsumsi

Sampai dengan triwulan III 2004, beberapa indikator ekonomi cenderung
menunjukkaln perbaikan. Proses perbaikan ini terus berlangsung ditengah
pelaksanaan peita demokasi (Pemilu 2004) yang terbukli berlangsung atnan,



sehiugga nenambah kepercayaan konsulen dalt para investor di salllpil ' lg
u.renjadi faktor pendukulg ekspektasi positifpcrbaikan ekonomi ke depan
Narnun denrikian, proses berlangsungnya perbaikan ekonomi di tahun 2004
rnasih menghadapi berbagai tantat)gan. Di sisi eksternal, hal yang perlu
d iwaspadai  adalah kenaikan suku bLrnga the Fed Fund dan upaya
pemerintah Cina untuk menahan laju pertumbuhan ekonominya Sementara
itu di dalarn negeri, beberapa kcndala yang dihadapi adalah terbatasnya
sumber investasi, tingginya pengangguran serta masalah kelebihan likuiditas
perbankan karena bclum pulihnya fungsi intermediasi perbankan

Mcmbarknya kinerja perekonomian tennasuk manLapnya stabilitas ekonomi
makro tidak terlepas dari kinerja fiskal. Kebrjakan tiskal dalam tahun 2004
telah nrembcrikan harapan kepada pasar bahwa ketahanan fiskal pemerintah
dapat terjaga. Realisasi defisit dalam APBN+ 2004 rncncapai sebesar 1,3
persen telhadap PDB, lebih rendah dari realisas i defisit APBN tahun 2003

2004.

terL(ama oleh kot porasi besar untuk pembayaran trtang dan impor' Di samping
itr.r, tekallau terhadap nilai tukar rupiahjuga dipicu oleh mcnguatnya nilai

dolar Amerika Serikat di pasar internasional, ekspektasi ahan atlanya
kenaikan suku bunga lfte Fetl Fund, settapercepatan pemulihan ekonomi

Amerika Selikat. Berkaitan dengan hal ilu, Bank Indonesia telah lnelakukan

diperkirakan mencapai rata-rata Rp8 900/US$

Sanpaidengatl bivu|an
III  2004, bebarapa
indikaror e kanont
menunjt*kanperbaikan

lvlentbaiknya kine r l  t t
pe t e konom t i:t t1 t e t' lasll(
nd lapnya stahi l i tal
ekonomi makro I idak
ter!epas dari ki  ne t ja

rtskal

Stab r l i l as  ekono  l
d i dukung  pu la  o l eh
kinerJd seklot oneter.

Bab I1 ['rospek Ekononi Indctnesiq Tqhun 2005 dtrn Asumsi Dasar APtsN 2005
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Ke bij aktn nte ns t a b i I kan
nilai tukar rupiah
nentpakan salah satu

faktor yang sangat
penting unluk nengen-

lkselerast penurunan
s ultu btnga SBI
cenderung melamba!
dalan behenpa bulan

l'enurunan suku bunga
SIJI le!ah . l i respon
sektor perbankan

]! i t let ja rektar per-

bankan sampai rlengan
u'iwulan III200l pcara

keselutuha stdbil.

Se[anta /0 bulan per-

tana talun 2044 IHSG

n e n u n j u k k a n
perkembangan dengon
k e c e n d e r u n g a n
tnenguot.

dengal perkembangan inflasi dalam beberapa tahun terakhir, inflasi dalam

tahun 2004 masih dalarr.rjalur kecendet ungan inflasi yang menurull secara
berLahap dalarn jangka mcnengall.

performing /aar (NPL) dalam tahun 2004,

Sementara itu selama l0 bulan telakhir tahun 2004 indeks harga saham
gabungan (lFlSG) menunjukkan perkembaugan yang berflxktuatif dengan

f,.""nJ"trngnn rnenguat. Perkemballgall IHSG tersebut tidak terlepas dari

pergerakan nilaitukai rupiah, suku bunga, dan perkembangan^bursa regional'

had*a bulan Oktober 2004, IHSG clitutup pada level 860 yang beI'arti

mengalarni kerlaikan 168 poin (24,3 persen) dibandingkan dengan penutupan

pada akhir tahun 2003.
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Perkembangan persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih
baik dibandingkan dengan petranarnan modal asing (PMA). Sampai deugan
bulan Oktober tahun 2004, persetujuan penanaman modal dalarn negeri
mencapai Rp28.865,4 miliar, lebih tinggi 47 persen dibandiugkan dengan
periode yang sarna tahun sebelumnya scbesar Rp 19.688,6 miliar. Senrentara
itu, persctujuan penanarlan modal asing mencapai sebesar USg8,850,9juta,
lebrh tendah l2  persen dar i  persetu juan per iode yang sama tahun
sebelumnya sebesar US$9,9 I 4,9 juta.

Penanaman modal dalam negeriyang disetujui dalarn peliode Januari sampai
dengan Oktobcr 2004 sebanyak 145 proyek, yang terdiri dari 126 proyek
balu dan l9 proyek pengalihan status, Di samping i1u terdapat 89 proyek
perluasan. Dali 145 proyek yang disetujui, bidang usaha yang paling diurinatt
adalah lndustli rnakanan, 'Iianspoftasi, gudang dan komunikasi serta Industri
Iogam, mesin dan elektronik. Sernentala itu, perranaman modal asing yang
disetujui scbanyak 969 proyek, yang terdiri dari 853 proyek barLr dan I l6
proyek pengalihau status. I)i samping itu terrJapat 225 proyek perluasa .
Dari 969 proyek yang disetujui, bidang r.rsaha yang paling diminati adalah
perdagangan dan reparasi, Jasa lainnya, sefta Industri logam, mesin dan
elektlonik. Nilai persetujuan PMDN yang rnenonjol adalah bidang Industri
Loganr, mesin dan elektron ik, Hotel dan restoran, serta Induslri tekstil.

Dari sisi eksternal, harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun
2004 diperkirakan rnasih relatiftinggi yaitu sekitar US$36 per barel, lebih
tinggi dari rata-r'a1a tahun 2003 yang mencapai US$28,75 per barel dan
asumsi dalam APBN 2004 yailu US$22 per barel. Tingginya harga rninyak
antara laiu karena masih beluln pulihnya fhktor keanianan di Timur Tengah
dan tinggiuya permintaan minyak sehubungan dengan meningkatnya
pertumbuhan ekonolni duuia,

Nilai ekspol dan irlpor 'Lrdonesia dalam pcriode Januari-Oktober 2004
mcngalami peningkatan terutama karena lebih tingginya harga minyak.
Deugan dcn.rikian, pehrang metnbajknya ekonomi internasional dalam tahun
2004 ini belum termanfaatkan sccara optimal yang tefcermin dari relatif
lendahnya kenaikan volume perdagangan in ternasional  (non-migas)
Indonesia. Hal ini telkait dengan pernrasalahan penarvalau, antara lain
permasalahar sttrktural dan daya saing dalanr sektor industri hrdonesia
yang mcnghasilkan produk unggulan ekspor, Pertumbuhan nilai ekspor non-
migas dalarn semester I 2004 (y-o-y) mencapai sebesar 15,76 persen, Iebih
reudah dibaudingkan pedurnbuhan Januari-Oktober 2003 yang mencapai
sebesar'3,4 persen. Dalam kurun waktu yang sama, irlpor non-migas tunrbuh
sebesar 38,81 persen, lebih tinggi darj tahun sebelumnya sebcsat 2,52 persen.
Tingginya impor terkait dengan relatiftingginya perlumbuhan konsumsi dan
mulai pulihnya investasi di lndonesia. Untuk peliode Januari-Oktober 2004,
pertumbuhan total ekspor dan impor (y-o-y) rneningkat masing-nrasing
sebesar 6,0 persen dan 5,84 persen,

Seiring dengan meningkatnya harga minyak di pasar internasional,
pertumbuhan impor diperkirakan masih akan berlanjut pada bulan-bulan
mendatang. Pertumbuhan impor yang meningkat cukup tinggi melebihi
kenaikan ckspor, mengakibatkan neraca pcrdagangan turun sebesar 13,6
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persen selanla periode Januari-Oktober tahun 2004. Selain itu, cadangan
devisa pada akhir Oktober 2004 turun sebesar US$0,9 miliar dibandingkan
dengan posisi akhir taliun 2003, yang antara lain digunakan unttrk penbayaran
utang luar negeri dan operasi moneter Bank Indonesia. Namun demikian
dalam bulan Oktober 2004 posisi cadangan devisa masih cukup tinggi yaitu
rnencapai US$3 5,4 miliar atau setara dengan 6 bulan impor dan pembayaran
utang luar negeri pemerintah,

Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia 2OO5

Kebij akan ekonomi makro lndonesia tahun 2005 pada dasamya merupakan
kesinambungan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat
bahwa konsjstensi kebijakan sangat penting di dalam mencapai sasaran-
sasaran pernbangunan, baik dalarn jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk itu, kebijakan ekonomi makro tahun 2005 selain memperkuat
fundamental ekonomi yang sudah rnembaik sampai dengan tahun 2004,juga
untuk mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin tirnbul sejalan
dengan kemajuan demokratisasi ekonorni di Indonesia dan globalisasi
ekonomi. Tantangan dan sasaral kebijakan ekonomi makro tahun 2005
tersebut  terutama adalah menjaga stabi l i tas ekonomi rnakro dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan
kualitas dan kinerja perekonornian.

Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar untLtk memberikan
kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas yang dicapai dalam
beberapa tahun terakhir senantiasa dipertahankan dalam tahun 2005. Hal
ini rnengingat terdapatnya kemungkinan pcrubahan arah keblakan dari
negara-negara maj u yang saat ini metnberlakukan kebijakan moneter yang
agak longgar rnenuju kebijakan moneter yang agak ketat sehingga dapat
mcnimbulkan gejolak terhadap ekonomi dalam negcri. Di dalam negeri.
perubahan politik dengan terbentuknya administrasi penierintahan baru pada
umumnya akan memberikan dampak baik positif matrpun negatil yang
keduanya dapat rnernpengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri.

Sementara itu, perrumbuhan ekonomi yang dicapai dalam tahun 2004
dipandang masih moderat dibandingkan dengan masa-tnasa sebelum krisis,
Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi
konsurnsi, sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produkti{ seperti
investasi dan ekspor rnasih harus lebih dioptirnalkan.

Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan yang dicapai dalam tahun 2004 belurn
dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja baru yang bertamball
sekitar 2,5 juta orang per tahunnya.Oleh karena itu, disamping upaya unhtk
mcncapai  t ingkat  per tumbuhan ya g t inggi ,  per lu  juga d iupayakan
pertLrmbuhan dengan kualitas yang lebih baik yaitu yang dapat menyerap
lebih besar tenaga kerja, dan dengan dcmikian sekaligus dapat rnengurangi
iumlah oenduduk miskin.



Bab II Prospek Ekonomt Indonesia Tohun 2()()5 dan,4sum.si Dctsar APBN 200:

Tercapainya pertumbnhan ekonomi yang tinggi dan lebih berkualitas perlu
diupayakan agat berkesinambungan dimasa yang akan datang. Untuk
lnenjaga kcsinambunga[, peltumbuhan ekonomi perlu dicapai dengan
efi siensi pelekonomian yangtinggi, yaitu metalui telwujudnya kelembagaan
ekonorni (khusrrsnya Lelrbaga-lelnbaga keuangan) yang efisien dan solid,
penerapalr good corltorate governqnce, serta pembenahan kelembagaan
di sektor pemcrintah. Di samping itu, diperlukan penyempurnaan peratulall
perurdalgan yang dapat menjarnin terwujudnya pcrencanaafl, pelaksanaan
dan pengawasan yang eflsien dan efcktif.

Bcbcrapa pokok kebrjakau ekorromi makro yang akan dilaksanakan dalarr
tahun 2005 mencakup; (l) rnernaksimalkan implementasi hrstruksi Prcsiden
Nomor 5 Tahul 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan
sesudah bc lakhi rnya prograrn ker jasama dengar IMF ( l ihaL Boks
1:Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003), (lr) rnenetapkan sasaran
laju pertumbuhan ekonomi dengan kualitas pertumbuhan yang lebih tir)ggi
dari tahun-tahun sebelumnya, (il l) menetapkan dan mencapai sasaran laju
inflasi yang lelatif lendah melalui koordinasi dengan Bank Indonesia,
(lr,) merlaga rerbentLrknya tingkat suku bunga yang cukup kondusifunLuk
mernbelikan insentifkcpada investor, (v) menjaga terbentukuya t)ilai tukar
y a n g  c u k u p  k o n d u s i f  b a g i  k e g i a t a n  i n v e s t a s i  d a n  p e r d a g a n g a n ,
(r,i) memantapkan sistem keuangan yang diupayakan melalui pen ingkatan
kinerja dan ketahanan pcrbankan, lernbaga keuangan nonbank dan pasar
m o d a l  ( l i h a t  B o k s  2 : R e f o r m a s i  S e k t o r  K e u a n g a n  I n d o n e s i a ) ,
(vli) niemperbaiki iklim usaba dau investasi melalui pemantapan sitLtasi
keamanan dan ketertiban, reformasi hukurn, perbaikan iklim perburuhan,
pelbaikan sisterr perpajakan dan kepabeanan, perbaikan prasarana ekonomi,
percabutan ketentuan-kete l l tuan pusat  dau daerah yang menghambat
investasi dan perdagangau, (vlli) mendorong investasi yang menyerap
banyak tenaga ker.ja, (x) melanjLrtkan refortnasi perekonomiar) dalaln bidang
pclatlrrall dan perundangan di bidang industri dan perdagangau untuk
rnendorong ekspor. terutama ckspor non-migas, scrta (;r) mcnghidupkan
kembali folrnula subsidi, untuk rnengatasi dampak klisis yang rnasih berlanj Lrt
bagi sebagian peududuk yang tnasih berada di bar.vah gat is kemiskinen.

Prospek Ekonomi 2OO5 dan Asumsi Dasar
APBN 2OO5
Proses pelnantapan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berlangsung
di tahun 2005, Berbagai indikator makro diperkirakan akan sernakin membaik
dan diharapkan dapat membentuk ekspcktasi positifpara pelaku ckonomi
telhadap pelekonornian Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pedumbuhan
pada tahun 2005 diperkir.akan akan semakin membaik dibandingkan dengan
tahun sebelLLrnnya, Pertumbuhan konsumsi tahun 2005 secara rclatif masih
kuat, meskipun dengan laju yang lebih rendah. Setrentara itu, illvestasijuga
rncnunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. FIal ini sejalan dengan ketnajuan
dalarn restrukturisasi utang swasta sehingga mengaktifkan kembali aliran
kredit oer bankan,
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Boks I : Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003
I

j
!

(eou,uru"n untuk menghentikan program kerjasama dengan IMF lahir dari suatu proses
yarfu tidak rnudah. Proses tersebut diawali dengan mosi tidak percaya dari sebagian masyarakat
mengenai efeldivitas kerjasama dengan IME kemudian dilanjutkan dengan perdebatan di forum
MPR, dan diaklriri dengan keluarnya Tap MPR NomorYU2002yangditetapkan dalam sldang
tahunan MPR dalam bulan Agustus 2003. Tap MPR tersebut meminta Pemerintah untuk
rirempersiapkan terminasi yang kemudian dikenal dengan exit stlategt) dari program IMF tanpa
menimbulkan guncangan morieter.

Sebagaitindak lanj ut dari Tap MPRtersebut dan untuk lebih mendayagunakan sumber ekonomi
dalam negeri guna meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, ditetapkan
program kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003
ienting Pakei Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhimya Program Kerjasama
Dengan IMF. Sasaran pokok dari program tersebut adalah untuk (i) memelihara dan
memantapkan stabilitas ekoncmi makro, (ii) melanjutkan restrukturisasi dar reformasi sektor
keuangan, dan (ili) meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Hingga bulan Juni 2004 telah banyak langkah yang ditempuh dan hasil yang telah dicapai'
Secira keseluruhan, lebih tiari 75 persen rencana tindak telah dilaksanakan sesuai sasaran
waktu yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan program stabilisasi ekonomi makro telah
ditenrpuh kebijakan konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara maupun belanja negara.
Di sisi pendapatan negara telah diselesaikan RUU tentang reformasi perpajakan, administrasi
perpajakan, liebijakan administrasi kepabeanan, dan kebijakan cukai rokok. Dari kebijakan

ierpajakan telah diperoleh sekitar 500 ribu wajib pajak baru orang pribadi dan badan. Selain itu
jug, tetuh diterbitkan Keputusan Presiden yang menghapus pengecualian PPN atas tokok,
BBM, dan rnobil di Pulau Batam.

Selanjutnya, untuk memperbaiki efisiensi belanja negara telah dilakukan pengembangan dan
irnplernentasi e-procurement untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
Sejalan dengan itu, juga telah diselesaikan konsep 6 rancangan peraturan pemerintah (RPP)
se6agai petunjuk pelaksanaan Undang-undangNomor l7 tahun 2003 tentang keuangan negara'

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan konsolidasi desentralisasi fiskal dilakukan
penyernpurnaan uridang-undang di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
baerah,'khususnya menyangkul hubungan keuangan antara Pemda Provinsi dengan Pe-mda
Kabupaten/Kota, perirberian diskesi yang lebih besar kepada daerah untuk mengenakan pajak
dan retribusi daerah, dan penyempumaan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menjaga kemantapan rieraca pembayaran diupayakan tercapainya keamanan transaksi
berjalan yar.rg cidukung oleh ekspor nonmigas, pariwisata, danjasa TKI yang meningkat. Selain
itu;diupayakan pula peningkatan iklimyang kondusifbagi investasi luar negeri dan arus modal
masuk, yang pilaksanaannya ditugaskan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan
Peningkatan litvestasi. Dalam rangka pengamanan sektor keuangan, dilakukan persiapan
pembJntukan otoritas jasa keuangan (OJK), sementara dalam rangka restrukturisasi dan
penyehatan perbankan ditempuh divestasi bank-bank di bawah BPPN dan aset lain yang belum
terjual, serta perbaikan Governance Structure bank-bank BUMN.
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Kebijakan lain yang ditempuh dalam kerangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2003 adalah
kebijakan di bidang pasar modal, asuransi dan dana pensiun, peningkatan kinerja BUMN,
pengembangan profesi akuntan publilq penciptaan lapangan kerja, serta industri dan perdagangan.
Berkaitan dengan sektor transportasi dan telekomunikasi telah berhasil dilakukan percepatan
penyelesaian beberapa proyek pembangunan disektor tersebut. Sementara itu, pemrosesan
sertifikasi tanah untuk mendorong usaha kecil, menengah dan koperasi telah dipercepat. Untuk
membantu usaha kecil dan miko dalam mengakses pinjaman bank, telah didirikan konsultan
keuangan mitra bank (KKMB) di pusat dan beberapa daerah. Selanjutnya strategi
penanggulangan kemiskinan nasional (SPKN) telah disusun untuk menanggulangi masalah
kemiskinan. Berbagai kebijakan lain yang telah ditempuh mencakup; reformasi hukum, energi,
kelistrikan, sumber daya air, keamanan dan ketertiban, pelayanan masyarakat, serta
ketenagakerjaan.

T€rdapat beberapa faktor yang mendukung proyeksi pertumbuhan 2005.
Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, prospek pertumbuhan tahun
2005 antara lain dipengaruhi oleh kondisi permintaan dunia, meskipun
diperkirakan tidak sekuat tahun 2004. Perkembangan ekonomi dunia tahun
2004 merupakan yang tertinggi dalam empattahun terakhir, yang didukung
oleh membaiknya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, masih tingginya
pertumbuhan ekonomi China, dan pemulihan ekonomi Jepang yang lebih
tinggi dari yang diperkirakan semula. Dalam tahun 2005, kecenderungan
meningkatnya suku bunga global dan upaya perlambatan pertumbuhan
ekonomi China merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan
perkembangan perekonomian dunia 2005 diperkirakan tidak akan sekuat
tahun 2004, namun masih tetap dalam jalur penguatan. Pada tahun 2005,
kebijakan fiskal yang ekspansifdari negara-negara maju utama diperkirakan
masih akan mendukung tingkat produksi global yang tinggi. Perekonomian
negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa
diperkirakan masih cukup kuat.

Dalam tahun 2005 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih cukup
tinggi. Meskipun pertumbuhannya sedikit melambat, secara keseluruhan
pedumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan mencapai 4,3 persen yang
didukung oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara seperti Amerika Serikat
(3,5 persen), kawasan Eropa (2,2 persen) maupun negara-negara industri
lainnya. Pertumbuhan ekonomi kawasan negara berkembang masih lebih
tinggi dibanding negara-negara maju namun dengan laju yang sedikit
melambat, yakni 5,9 persen . Sedikit melambatnya laju pertumbuhan ekonomi
dunia tersebut juga mempengaruhi volume perdagangan dunia, yang
diperkirakan menurun dari 8,8 persen (2004) menj adi 7,2 persen tahun 2005.
Gambaran ringkas laju pertumbuhan ekonomi dunia dapat dilihat pada
Tabel II.2. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi mako, dan membaiknya
kondisi sosial politik dan keamanan dalam negeri akan semakin meningkatkan

Perkembangan per-
eko omiah dunia 2005
diperkirukan t idak
sekual tahun 2004.

Dalan tahun 2005
pertumb han ekohomi
d nia diperkirakan
masih cukup tinggi,
mencapai 4,3 pe6en
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Boks 2: Reformasi Sektor Keuangan Indonesia

frogram reformasi sektor keuangan pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan utama, yaitu
Kebijakan Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Financial Safety Net) dar; Stabilitas Sistem
Keuangan, Penyusunan RUU LPS, Kebijakan Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan sesuai
d.engari 25 Basel Core Principle,Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
Penyusunan Amandemen UU Pasar Modal.

Kebijakan Jaring Pengaman Sektor Keuangan bertujuan untuk membentuk suatu
mekanisme koordinasi yang efisien dan efektif diantara berbagai lembaga yang bertanggung
jawab dalam pembinaan sistem keuangan nasional terutama dalam menghadapi kondisi yang
bersifat sistemik. Hal ini dimaksudkal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi
kepentingan penggunajasa sektor keuangan Indonesia. Dengan adanya Jaring Pengaman Sektor
Keuangan diharapkan akan meningkatkan koordinasi diantara lembaga yang terkait dengan
pembinaan sistem keuangan nasional dalam menghadapi gangguan yang berpotensi mengancam
stabilitas sektor keuangan nasional. Ruang lingkup Jaring Pengaman Sektor Keuangan meliputi
lembaga pembina sektor keuangan yaitu; (l) Bank Indonesia yang berhrgas sebagai pemegang
otoritas moneter dan melaksanakan sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Bank Indonesia memelihara stabilitas sistem keuangan melalui peranannya sebagai Lendet of
The Last .lResorl (LoLR), yaitu pemberian fasilitas pembiayaan darurat atau krisis yang
pendanaamya menj adi beban Pemerintah, (lt) Otoritas Jasa Kenangan bertugas sebagai pengatur
dan pengawas jasa perbankan, (ili) Lembaga Penjamin Simpanan bertugas sebagai penjamin
simpanan nasabah bank termasuk didalamnya pelaksanaan klaim dan tindakan operasional, dan
(iv) Departemen Keuangan bertugas sebagai pemegang otoritas fiskal.

RUU Lembiga Penjamin Simpanan (LPS) disusun dalam rangka pembentukan lembaga
penjamin simpanan, yang merupakan kelanj utan dari upaya Pemerintah untuk terus memberikan
rnsa aman masyarakat atas dananya yang disimpan di lembaga perbankan. LPS tersebut akan
rlenggantikan fungsi Pemerintah dalam melakukan penjaminan. Secara garis besar RUU LPS
memuat berbagai halyang terkait dengan progam penj aminan simpanan nasabah bank, misalnya
fungsi, pendanaan, penggunaan dana, dan koordinasi dengan lembaga lain (Otoritas Jasa
Keuangan/OJK, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan).

Kebijakan Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan sesuai dengan Basel Corc
Principle yang antara lain meliputi pedoman penerapan manajemen risiko bagi perbankan,
ketentuan CAR yang memperhitungkan risiko pasar, penyempurnaan ketentu an Fit and Proper
Zerl, pedoman Risk Based Supervision, penerapan prinsip mengenal nasabah untuk bank
umLrrn dan BPR, serta pelaksanaan pela-ihan Rlsk Bas ed Supervision (RBS). Selain itu, Bank
Indonesiajuga tetap melakukan Pronp t Cotective Action (PCA) dalam memastikan kepatuhan
bank-bank terhadap ketentuan kehati-hatian.

Sementara itu, kebijakan pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap simpanan dan
kewajiban perbankan (blanket guarantee) terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan
masyirakai terhadap sektor perbankan. Dalam waktu yang relatif singkat, dana masyarakat
kembali disimpan disektor perbankan hingga mencapai sekitar 70 persen dari total aset
perbankan, Pemberian blanket guarantee tersebut menimbulkan beban cukup besar bagi
i'emerintah, dan ditengarai dapat me nimbrlkan moral hazardpada sektor perbankan dikemudiaa
hari. Berkaitan dengan haltersebut, telah dirumuskan pola pengurangan cakupan penjaminan
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secara bertahap, yaitu dari jaminan seluruh kewajiban bank menjadi jaminan terbatas pada
simpanan deposito dan lainnya. Selain itu, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan di
bidang asuransi dan dana pensiun yang meliputi restrukturisasi dan reformasi sektor asuransi

. serta pemantapan pengelolaan dana pensiun.

Keb i j akan  Penanganan  T indak  P idana  Pencuc ian  Uang  d i l akukan  dengan
menyempurnakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Umum dan BPR serta
Money Changer sesuai Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, dan rekomendasi The Financial Action Task Force on Money Loundering (FATF).
Sejauh ini FATF lelah mengeluarkan 40 rekornendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian
uang. Rekomendasi tersebut oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar
internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang.

Amandemen UU Pasar Modal disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan
peraturan guna menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindullgi
kepentingan investor. Amandemen UU Pasar Modal tersebut antara lain memuat kotentuan-
ketentuan untuk mendorong integritas pasar modal dengan mengarahkan pengelolaan emiten
yang memenuhi prinsip-prinsip good corporale governance yang antata lain meliputi/aftzess,
trdnspdrency, accountability, dan responsibility. Selain itu dalam Amandemen tersebut juga
memuat ketentuan untuk molindungi kepentingan pemegang saham dan mengatur beberapa hal
yang terkait dengan proses beralihnya pembinaan, pengawasan, dan pengaturan di bidang pasar
modal.

Kesepakatan Pemerintah dengan Bank Indonesia
4\
fenctapan sasaran inflasi yang semula ditetapkan Bank Indonesia, sesuai dengan
Amandemen Undang-undang Bank lndonesia No 3 tahun 2004, mulai tahun 2004 sasaran
inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Koordinasi
tersebut tertuang dalam nota kesepakatan antara Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tentang
penetapan, sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi.

Dalam hal Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah dan
Bank Indonesia telah sepakat dalam beberapa hal pokok, yang mencakup kebijakan BLBI
Kebijakan tersebut merupakan kebij akan bersamaantara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam
masa krisis untuk menyelamatkan sistem moneter dan perekonomian Indonesia. Penyelesaian
BLBI ini juga memperhatikan kemampuan APBN baik dalam jangka pendek maupun jangka

panj ang sirta memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia dalam jangka panjang(/inancial
s6tainabiliry).Selanjutnya pelunasan obligasi negara dalam rangka penyelesaian BLBI mengacu
pada rasio modal Bank Indonesia terhadap kewaj iban moneter sebesar 3 persen'I0 persen.

tlalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter kurang dari 3 persen, maka Pemerintah
akan menutup kekurangan danayang diperlukan Bank Indonesia untuk merrcapai rasio tersebut.
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kepcrcayaan investor domestik dan internasional terhadap prospek ekcnonri
Indonesia. Hal ini tercermin antara laiu pada meuurunnya premi risiko dan
nrembaiknya peringkat utang,

Pada sisi fiskal, defisit anggaran akan cel)derung menurun dalam beberapa
tahun mendatang, Dalam tahun 2005, defisit anggaral diperkirakan mencapai
0,8 persen terhadap PDB, lebih rendah dari perkiraan APBN-P tahun 2004
sebesar 1,3 persen terhadap PDB, Penurunan defisit ini terutama didukung
oleh upaya peningkatan penerimaatt perpajakan nrelalui langkah-langkah
pen ingkatau basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan. Sementara
itu, belanja negara diupayakan stabil dalam beberapa tahun mendatang.
Dengan pedumbuhan yang kuat dalarn konsumsi swasta, iuvestasi, dan
ekspor, kebutuhan fiskal sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomt
semakin berkurang. Peuurunan defisit inijuga dimaksudkan untuk rnerrjaga
kesinambungan fiskal, Lebih dari itu, penurunan defisit yang disertai
pertumbuhan ekonomi akan menurunkan rasio stok utang Pemerintah
terhadap PDB, Dalarr tahun 2005, rasio utang Pemerintah terhadap PDB
cliperkirakan mencapai 56,8 persen, lebih rendah dari perkiraannya tahun
2004 sebcsar 64,8 persen.

Dari sisi inflasi, pencapaian tingkat inflasi yang rendah sangat penting bagi
upaya mendorong peltumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalanr
jangka panjang, Berkaitan dengan hal ini, berbagai upaya akan terus
dilakukan Bank Indonesia ke arah pencapaian sasaran tersebut dengal)
memperhatikan keseilibangan baik dari sisi produksi maupun moneter
keuangan, Inflasi tal.run 2005 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun
2004, turun dari 7,0 persen menjadi sekitar 5,5 persen Beberapa faktor'
yang mengurangi tekanan inflasitersebut antara lain perkiraan menguatnya
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nilai tukar rupiah, lebih rendahnya harga minyak dan harga komoditas nonmigas
di tingkat intemasional sertaterjaganya pasokan dan lancamya distribusi barang
di dalam negeri, Sekalipun demikian, penumnan inflasi tahun 2005 akan bersifat
moderat mengingat masih adanya faktor-faktor yang mendorong inflasi dalarn
tahun 2005 seperti kenaikan upah minimum regional, perbaikan efisiensi
perekonomian nasionalyang masih terus berlangsung secara berlahap, asumsi
kenaikan pendapatan masyarakat dan antisipasi berbagai kenaikan harga barang
danjasayang dipengaruhi oleh kebijakzur baik oleh pemerintah pusat maupun
daerah. Selain itu, pmkiraan inflasi 2005juga telah mempertimbalgkan perkiraan
meningkatnya inflasi di kelompok negara maju dan negara berkembangdalan
tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat dalam tahun 2005
diharapkan dapat semakin mengurangi angka kemiskinan sebagai akibat dari
kisis ekonomi. Pengalaman Indonesia pada masa lalu menunjukkan bahwa
perhrmbuhan ekonomi yang tinggi dan terkendalinya harga-harga kebutuhan
pokok dapat berperan secara signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang disertai program-program
pemerintah dengan target khusus kelompok masyarakat miskin diharapkan dapat
menurunkan angka kemiskinan pada masa datang.

Prospek beberapa variabel ekonomi mako tahun 2005 yang digunakan sebagai
asumsi dasar penyusunan APBN 2005 yaitu pertumbuhan ekonomi, nilaihlkal
rupiah, inflasi, suku bunga SBI-3 bulan, harga minyak mentah dan produksi
minyak Indonesia, Variabel-variabel ekonomi mako di atas secara lebih rinci
dijelaskan sebagai berikut.

Pertumbuhan Ekonomi
Sej ak tahun 2004, dasar tahun penghitungan PDB telah disesuaikan daritahun
1993 menjadi tahun 2000. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk
mengakomodasi dinamika ekonomi Indonesia selama ini, khususnya berkaitan
dengan perluasan cakupan barang danjasa (lihat Boks 3: Perubahan Dasar
Penghitungan PDB Indonesia dan Dampaknya).

Stabilitas ekonomi mako selama tahun 2003 yang relatif terjaga dan terus
berlanj ut hingga semester I 2004 s€rta ditunj arg oleh keberhasilal pelaksanaan
Pemilu 2004 diharapkan dapat memberikan'landasan yang cukup kuat untuk
proses peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap dalam tahun-tahun
berikutnya. Dalam semester I 2004, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan
sebesar 4,7 persen (y-o-y) dengan kecenderungan yang terus membaik. Dengan
dukungan sektor ekstemal yang membaik dan sektor intemal yang semakin
kondusif dan dinamis, penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi akan terus
berlanjut dalam semester II tahun 2004. Dengan demrkian, sasamn pertumbuhan
ekonomi dalam tahun 2004 sebesar 4,8 persen diharapkan dapat tercapai.

Pengeluaran konsumsi, terutama konsumsi masyarakat, masih menjadi
penggerak utama perekonomian lndonesia. Hal ini, selain tercermin dari kontuibtrsi
yang masih relatiftinggi juga tampak dari kecenderungan laju pertumbuhan
yang cukup tinggi. Sementara itu, kinerja investasi dalam beberapa tahuu

Pertumbuhan ekonomi
yang diperkirakan
meningkat dalant tahun
2005 dihercpkan dapal
semakin mengurangt
angka kemitkinan

S lab i l i t ds  e  konon i
makro selama tahun
2 0 0 3 ya n g re I a t if terj ag a
dan Ierus herlanjut
hinggastemester I 2001

Kons,l,t?sl m(tsyarakal,
t lasih tenjadi peng
gerak ulama per-
ekonomiatx Indonesia
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Boks 3: Perubahan Dasar Penghitungan PDB Indonesiu dan
Dampaknya

)ejak triwulan I 2004, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengubah dasar penghitungan PDB
daritahun 1993 menjadi tahun 2000. Nilai PDB dengan seri baru ini digunakan untuk menghitung
PDB atas dasar harga konstan yaitu output setiap tahunnya dinilai menggunakan harga barang
dan jasa pada tahun dasar tersebut untuk mengeliminir pengaruh perubahan harga sehingga
perubahan yang terjadi hanya disebabkan perubahan riil output. Perubahan tersebut kemudian
digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Pada bulan Mei 2004, seri baru PDB
der;gan tahun dasar ?000 telah diterbitkan mulai periode hiwulan I2000 sampai dengan triwulan
I2004 .
Perubahan dasar penghitungan PDB di Indonesia digeser secara berkala hampir setiap l0
tahun. Pada masa lalu perubahan PDB telah dilakukan pada tahun-tahun: 1960,1973,1983, dan
1993. Melalui perubahan dasar tersebut, PDB sebagai salah satu indikator mako dapat lebih
menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan terjadinya perubahan struktur
ekonomi, yang diakibatkan antara lain dengan munculnya produk-produk baru terutama industri
yang terkait dengan teknologi informasi, seperti komputer dan telepon selular.
Penggunaan dasar tahun 2000 juga mengikuti saran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang
merekomendasikan tahun dasar untuk dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan
tahun berakhiran nol (0) atau lima (5).
Dengan perubahan tersebut, maka PDB Indonesia atas dasar harga konstan yang dihitung atas
dasar harga tahun 1993 diubah perhitungannya menjadi atas dasar harga konstan tahun 2000.
Secara konsepsional, perubahan penghitungan PDB atas dasar harga konstan dari tahun 1993
menjadi 2000 menyebabkan perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena
perubahan poia struktur harga pada masing-masing tahun dasar.
Fada dasar'nya, penggunaan tahun dasar 2000 dalam penghitungan PDB atas dasar harga
konstan tidak akan mengubah PDB atas dasar harga berlaku, karena perubahan tahun dasar
tersebut hanya mengubah PDB atas dasar harga konstan. Namun pada penerapan perubahan
dasar tahun tersebut, juga terjadi perubahan pada PDB atas dasar harga berlaku. Hal ini
disebabkan perbaikan cakupan (coverage) pada masing-masing komponen PDB berdasarkan
data yang dineroleh atau tersedia, seperti data dari tabel Input-Output (tabel I-O) tahun 2000.

Basis data yang digunakan pada seri baru PDB dengan dasar tahun 2000 tersebut diturunkan
dar i tabel Inpui-Output Indonesia tahun 2000, yang disusun oleh BPS setiap limatahun sekali.
Lazimnya bisaran PDB yang disusun melalui Tabel I-O tersebut nilainya lebih tinggi dibanding
dengan estimasi PDB yang secara rutin disajikan pada skala tahunan melalui pendekatan y.ang
berbeda, Besaran PDB yang berasal dari Tabel I-O lebih lengkap cakupan kegiatan ekonominya
dan lebih konsisten. Oleh karena itu, besaran PDB seri tahunan harus diselaraskan nilainya
denlan besaran PDB lima tahunan yang berasal dari Tabel I-O tersebut.
Perubahan tahun dasar tersebut tentunya berdampak kepada meningkatnya besaran (/evef
PDB baik secara nominal maupun riil. PDB dengan tahun dasar 2000 menjadi tebih tinggi
dibanding PDB tahun dasar 1993. Hal ini lebih disebabkan oleh perubahan: cakupan komoditi,
harga serta bobot penghitungan PDBnya sendiri, seperti tampak dalam Tabel I' Angka
pertumbuhan PDB iiil dengan tahun dasar 2000 dan 1993 selama periode 2!01-2003- dapat
dilihat dalam Gambar I rlan 2. Selanjutnya, dampak perubahan tahun dasar PDB terhadap tax
ratio, defisit APEN dan rasio utang Pemerintah dapat dilihat dalam Tabel2.
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Tabel 1. Pemlnhan PDB Nominal AkibotPerubahan Dasar Tahun Pcnghihrngan

PDB Atas Dasar Harga Berlaku
Dasar Tahun 2000 DasarTahun 1993
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teraklr ir terlihat masih belum memuaskan. Narnun dengan stabilitas ekonomi
makro yang relatif terjaga dan mcmbaiklya kondisi sosial, politik, dan
keamanan di dalam negeri terutama terkait dengan penyelenggaraan Pemihr
2004, maka kinerja investasi diharapkan akan mengalami perbaikan cukup
signifikan. Selain itu, permintaan domestik yang masih mengalami penguatan
juga diharapkan akan diikuti oleh peningkatan aktivitas produktifyang pada
gilirannya akan mendorong peningkatan investasi. Pertumbuhan investasi
dalarn keseluruhan tahun 2004 diperkirakan mencapai 6,7 persen setelah
sedikit melemah dalam tahun 2003. Pada sisi lain, dalarn tahun 2004, ekspor
diperkirakan masih akan rnencatat perturnbuhan positif sebesar 6,2 persen
atau mengalami sedikit perlambatan dibauding tahun sebelumnya yang
tumbuh sebesar 6,6 persen terkait dengan kendala-kendala struktural sisi
penawaran yaug masih menghadang. Dampak positif dari penguatan-
penguatan ini diharapkan akan berlanjut dalam tahun 2005 sehingga
perturnbuhan ekonomi secara keseluruharr akan mencapai 5,4 persen.

Dengan tahun dasar 2000, perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4
persen dalam tahun 2005 didasarkan kepada ekspektasi akan membaiknya
belbagai faktor ekonouri dan nonekonorni sisi internalserta masih kualnya
sisi eksternal. Langkah awal dari faktor nonekonorni ini penting untuk
pemulihan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap ekonomi
rlakro dan moneter Pedumbuhan ekonornijuga ditopang oleh mcningkalnya
pelmintaan domestik serta lingkungan ekstenralyang masih kondusif.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan konsumsimasyarakat dalarn tahun 2005
diperkirakan masih cukup tinggiyaitu sekitar 4,9 persen, sedikit mengalami
pellambatan dibandingkan konsumsi tahun 2004 yang diperkirakan tumbuh
sebesar 5,3 persen. Relatiftingginya laju pertumbuhan kousumsi masyarakat
dalani tahun 2004 tidak terlepas dari pelaksanaan Pemilu, baik legislatif
marrpun presiden yang harus dilakukan dalam dua kali putaran. Selain itu,
tanda-tanda penguatan kirrerja investasi yang mulai tampak dalam sernester
I2004, dipelkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2005. Dalarn tahun
2005, investasi diperkirakan akan mcngalami pertumbuhan cukup berarti
yang mencapai sebesar 8,1 persen atau mengalami peningkatan dibanding
tahun sebelumnya sebesar 6,7 persen. Sementara itu, ekspor dan irnpor'
balang danjasa tumbuh masing-lrasing 7,2 persen dan I 1,3 persen. Realisasi
dan proyeksi perturnbuhan PDB dapat dilihat dalam Tabel II.3.

PertLrmbuhan konsumsi terutama ditopang oleh konsumsi rnasyarakat. Hal
tersebut selain disebabkan oleh adanya perkiraan meningkatnya pendapatan
masyarakat dalam tahun 2005, juga dipengaluhi oleh relatif terkendalinya
tingkat harga dalam negeri, sehingga secara relatif daya beli masyarakai
rneningkat, Masih relatif tingginya konsumsi masyarakat juga tercerm in pada
kecenderungan pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen (lKK) yang terus
meningkat, Selain itu, rnasjh terkendalinya tingkat bunga domesik pada level
yang relatif rendah diharapkan akan mampu mendorong kredit konsumsi
sehingga pada gilirannya akan menaikkan tingkat konsumsi swasta.
Maraknya penyaluran kedit oleh lembaga-lembaga pembiayaan konsumen
jugamerupakan faktor pendorong lain meningkatnyakonsumsi masyarakat,
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Tabe l.3
REALISASI DAN PROYEKSI PERTUMBUTiAN

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB} RIIL TAHUN 2OO2 . 2OO5
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (Persen)

Realis as i Royeks i

Produk  Dom es  t i k  Bru to

M enurut Pengguoaan
KonsunEi Masyafakat
KonsunEr FerErintah
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Ekspor Bafang dan Jasa
lnpor Barang dan Jasa

M enurut Lapanga n Usaha
Pertanian
Pertambangan
Industri Pengolahan

fvligas
Non Migas

Listrik gas air bersih
Bangunan
Perdagangan, hotel, restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan dan lain-lain
Jasalasa

4,3

1 3 , 0
' ) ,

- 1 , 0
-4 ,0

2 ,8
0 ,4

6 ,4

8 ,4

- '1 ,6

5 ,0
2 . 1

5,4

5,44 ,8

1 0 , 0
1 A

2,8

5 ,3  4 ,9
8 , '1  1 ,7
6 ,7  8 , '1
6 ,2  7 ,2

12.0  1  1 ,3

2 ,9  3 ,0
'1 ,0  3 ,9
5 ,3  6 ,1
0,3 0,5
6 ,0  6 ,9
6 ,0  7 ,O
4,5  5 ,0

14,0  13 ,0
6 ,0  6 ,8
3 ,0  3 ,3

Sementara itu, kiuerja investas ij uga diperkirakan akan semakin mengalarni
pelbaikal. Setelah mengalami pellambatan dalam bebelapa tahun terakhir,
kinerja investasi diperkirakan akan nengalau.ri arah perrbalikan yang
semakin menguat dalam tahun 2004. Tanda-tanda penguatan ini mulai terlihat
dalam senrester I2004 yang tumbuh sebesar 8,3 persen, lebih tinggi dari
semester sebelumnya sebesar 3,5 persen, Pellguatan kinerja investasi ini
juga diperkirakan akan terus berlanjut dalarr tahun 2005 terlebih mengingat
penyclcnggaraan Pernilu tahLrn 2004 berj alan lancar dan aman. Hal inijuga
ditunjang dengan senrakin baiknya proses reformasi sektor keuangan,
restrukturisasi perusahaan, dan utang luar negeri swasta, serla mulai
bcrjalannya kembali beberapa proyek besar dalam rangka peningkatan
penyediaan prasarana fisik yang pada gilirannya juga diharapkan akal
mampu meniugkatkan iklim investasi. Faktor-faktor lain yang diharapkan
akan mampu rnendorong pertumbuhan investasi riil antara lain yaitu semakrn
meniugkatnya kepercayaan dunia usaha yang ditandai oleh kecenderungan
semakin baiknya manajemen ekonorni makro sebagaimana tercermin pada
relatif terkendalinya berbagai indikator makro dalam beberapa periode
terakhir. Pada sisi lain, investasi portofolio yang meningkat dalam beberapa
tahun terakhir akan diikuti oleh meninskatnva investasi rii l.

Kineia investasi dtpet -

kirakan akan senaktn
nengalami perbdil,en

sumber 8PS (Tahun 2OO2 dan 2003)
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dengan Oktober 2004
mencapai 4,38 peryen

Pertumbuhan ekspor baraug danjasa dalam tahun 2005 juga diperkirakan
akan mel)galalni peningkatan yakni menjadi sebesar 7,2 persen dari semula
6,2 persen dalam tahun 2004. Peningkatan ini sejalan dengan relatif masili
kuatnya kinerja ekonomi global. Selain itu, respon kebijakan pemcrintah
yang tepat terhadap berbagai kendala struktural dan rendahnya daya saJng
industri nasional akan sangat berperan mendorong peningkatan ekspor.

Dari sisi penawaran, jalur penguatan kinerja ekonomi dipelkirakan berlanju(
dalarn tahun 2005 yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka pedumbuhan
yang diperkirakan akan terjadi pada seluruh sektor ekonomi. Pefturnbuhan
yang tjnggi diperkirakan terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi
(13,0 persen), bangunan (5,0 perseu), listrik, gas, dan air bersih (7,0 persen),
dan keuangan (6,8 persen), Relatiftingginya pertumbuhan yang dicatat oleh
sektor-sektor yang tidak diperdagangkan (nonlradable seclors) ini akan
semakin memperkuat struktur dan fundamental perekonomiarr Indonesra.

Dalam tahun 2005, kinerja pertumbuhan sektor pertanian relatif stabil
dibandingkan dua tahun terakhir dengan kecenderungan meningkat, Laju
pertumbuhan sektor perlanian dalam tahun 2005 diperkirakan mencapai
sebesar 3,0 persen, mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2004
sebesar 2,9 persen. Laju pertumbuhan seklor pertanian initerutama didorong
oleh faktor produktivitas yang semakin baik dan iklim yang diperkirakan
akan relatifkondusifselama tahun 2005 sehingga akan mampu rnendolong
peftumbuhan nilai tambah sektor pertanian, petemakan, kehutanan, dan
perikanan. Sementara itu, kinerja sektor bangul)an juga diharapkan akan
semakin membaik dalam tahun 2005. Mernbaiknya kinerja sektor bangunan
ini antara laiu ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan volume kedit sektor
properti sejalan dengan kecenderun gan menurumya tingkat bunga domestik.

Pada sisi lain, kinerja sektor indushi pengolahan terutama non-nligas
diperkirakanjuga akan terus mernbaik sejalan dengan rleningkatnya investasi
dan upaya-upaya revitalisasi berbagai industri andalan yang mempunyai
daya saing tinggi. Tanda-tanda membaiknya kinerja pertutnbuhan sektor
industri pengolahan non migas ini terlihat dari pergerakau angka indeks
produksi sektor indust|i yang cenderung terus meningkat dalam awal tahun
2004. Dalarn tahun 2005, industri pengolahan non migas diperkirakan tumbuh
sebesar 6,9 persen atau lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya yang
berturut-turut tumbuh sebesar 5,4 persen dan 6,0 persen. Selain itu,
membaiknya prospek kinerja perekonomian global diharapkan akan dapat
rnendorong permintaan produk ekspor hasil-hasil industli Indonesia.

Inflasi
Akumulasi laju inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2004 nrencapai
4,38 persen, lebih tinggi dibandingkan trngkat inflasi dalam periode yang
sama tahun 2003 sebesar 3,34 persen. Secara tahunan (y-o-y) laju inflasi
dalam tahun 2004 mengalami peningkatan dari 4,82 persen dalarn bulan
Januari menjadi 6,22 pcrsen dalam bulan Oktober.
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Sccara kcscLunrhan lalu iltlasi bulanln sclaura kurun $'aktu Januari slrnpai
dengarl Oktober l(X)4 lebih tinggi dibanding periode yang sarna tahun 2003,
kecLrali LrrrtLrk bLrlan JlruiLli tlart Februari. Lebih rentlahnya inflasi pacla bulan-
l)uliln te|seblll didorong olel) nrer)LrrLlrinva ha|ga ha|ga bahalr makanan tcrkait
(lengau Pxsokan ynng l elatif berlebih.

Scl lcntara i l l ,  pada bulan Malct  200 '1 in f las i  mcncapai  0,36 pc lscn,
sediiu-lkan l)ada hLllar) yang sarna lahuu sebelumnya teljadi deflasi sebesar'
0.2-3 pcrscl, Sclanjullya. irlLasi parla bulan r\pr-il 2004 rrencilpai 0,97 persen
lc-bih tilggi dibaniling intJtsi pada bulan yang saLrra tahun 2003 scbcsar-0,15
pelsen. Lrl lasi bLrlan Aplil 2(X)4 ini telutana didorong oleh kenaikan harga
rlagirrg a-varn r-as sebai:iti akibat keraikar halga prkan ternak, kenaikirn
talif rir nrinrnr/PAM. selta halga kontlak lumah. Pada bulal lVTci 200,1
rLrflasi nencapai 0.t3E pelsen lebih tinggi dibalding intlasi bulan Nlei 2003
scbcsar 0.21 pcrserr. Tirrggiuya inllasi lratla bLrlau Mei 2004 jni lerutama
disebebkan olch ldanyir kenaikan taliftelepou, khusnsnya tafiftelepon lokal.
L)alan bulaLr Juui 2004 rlflasi rncrcapai 0,48 persen. lebih tinggi dari inflasi
bLrlun vaLrg silr.ril lrtluu 2003 scbcsar'0,09 pclscn. Inflasi bulan Juli 2004
Lercalll sellesrr 0,39 per sen lel)jh tinggi dali intlasi bulan Jnli 2003 seLresar'
0.03 pclser, I'eningkatan halgu patla bulan Juli tlan Juli 2004 telsebut
tclntrrrua clidorong olch pcuirgkatan halga-halga dalarn sub kclompok bahan
runkan:ur serta penrmalran. air. l istrik. gas d:rl bahan bakar'. Pelkernbangan
inllasi lrcrdasar-karL kelorlpok pengelurran dapat di lihat pada Grafik II.1.

Gratlk ll.l
PHGI, BAI,IOAN LAJU ll'lFLABl Kt MULAI|F E$DAS RI(AN

KEOM POK PEI\IOELIAHAN J|nu.rl- Ohtob.r 2004
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lriltltElireiE!
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Erlt
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nt5r!lnt|| |lEirllEl

friflfflr

tartsrll

Sclanj Lrtnvu beldasarkan kelorlpok pengelualan. laju inllasi kurr.rulatif sebesar'
4.j8 perscn pclioclc Janun i-Oktobcr' 20021 discbabkan olch rneningkatnya
nclek kelonpok bahan nrakanau sebesal I ,-59 pelsen. makananjadi, minumarr,
r okok drtl leurbakaLr scbesar 3.2 I persen. perunahan 6,18 persen, sandang
2.9.1 pclscn. kcschalan 3.79 pclscn. pcnrLidikan. r'ckcasi dan olah raga 10,22
p c r s e u ,  s e l t l l  t l a n s p o r t a s i  d a n  k o r n n n i k a s i  s e b e s a r  5 , 2 9  p e r s e n .
I'erkeurbal,qaLr intlasi clapat clililiat pada Glafik II.2.
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,-ll

InJlasi patla akhir tahutz
2004 diperki raka n da pat
dikentlal ikan pada
t in gkat se ki tar 7 pe rsen.

InJ' lasi tahun 2005
dipetkirckan dopat
dikendalikdn pada
tingkot jekitor 5,5
persen.

Berdasarkan perkembangan inflasi bulanan tersebut, inflasi pada akhir tzrhun
2004 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitzr 7 persen, lebih
tinggi dari inflasi tahun 2003 yang mencapai 5,06 persen. Perkiraan tingkat
inflasi 7 persen tersebut didasarkan pada perkembangan dan perkiraan
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju inflasi. Faktor yang
diperkirakan mendorong Iaju inflasi adalah perkiraan terdepresiasinya nilai
tukar rupiah dan kenaikan harga-harga perdagangan dunia, yang pada
gilirannya akan menaikkan harga barang-barang impor (imported infla-
tlon). Selain itu, kebijakan pembatasan impor gula, kenaikan harga BBM
untuk industri, serta peningkatan biaya transportasi untuk impor sebagai
akibat kenaikan harga minyak mentah dunia merupakan faktor yang turut
mendorong tingkat inflasi dalam tahun 2004. Di sisi lain, pelkiraan akan
terjadinya panen raya di daerah pesisir utara Jawa yang merupakan salah
satu sentra produksi padi nasional dalam bulan Agustus 2004, merupakan
salah satu thktor yang diperkirakan dapat menahan laju inflasi dalam tahun
2004. Kondisi yang relatif aman selama masa kampanye maupun Pemilu
memberikan pengaruh positif bagi kelancaran distribusi barang yang pada
gilirannya dapat menjaga kestabilan pergerakan harga secara umum.
Selanjutnya, kebijakan moneter yang cenderung ketat pada awal tahun 2004
pada gilfuannyajuga akan mengurangi tekanan inflasi pada semester II 2004.

Sejalan dengan adanya langkah-langkah Pemerintah dan Bank Indonesia
baik di bidang moneter, fiskal, maupun kebijakan sektor riil, inf'lasi tahun
2005 diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sekitar 5,5 persen. Asumsi
inflasi 5,5 persen tahun 2005 didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter
yang berhatihati, perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah pada tahun
2005, optimisme membaiknya kondisi politik dan keamanan pasca Pemilu,
serta asumsi lebih rendahnya harga minyak dunia yang diikuti oleh harga-
harga komoditas non-migas dunia.
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Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap clolar Amerika Selikat yang cenderung menguat
scjak tahun 2001, kembali tertekan hingga mencapai Rp9.403 per dolar
Amerika Serikat pada bulan Juni 20(X. Namun demikian, seiring dengan
Iancar dan amannya pelaksanaan Pemilu serta efektifhya berbagai kebijakan
pcmerintah, nilai tukar rupiah kelnbali menguat hingga meucapai rata-rata
Rp9.093 per dolar Amerika Serikat pada hulan Oktober 2004. Dengan
perkembangan tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah selarna sepuluh bulan
pertama 2004 sebesal. Rp8.1397 per dolar Amerika Serikat atau terdepi esiasi
3,5 persen bila dibandingkan dengan rata-rata nilai tukarrupiah pada periode
yang sama tahun sebelurlnya yang mencapai Rp8.593 per dolar Amerika
Serikat.

Melernahnya nilai tukar rupiah tersebut sebagai dampak t ambatan penguatan
dolar Amerika Serikzrt secara global dan kenaikirn harga minyak dunia.
Perkenrbangan terscbut telah mendorong pelaku pasar unLuk melepaskan
investasi portofolio dalam bcntuk rupiah (capttal outtlorrs). Tekanan
depresiasi rupiah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya
permintaan valuta asing oleh beberapa korporasi dan BUMN (bandwagon
ffict) yang drtengar ai untuk memcnuhi kewajiban luarnegeri dan kebutuhan
nnpol:

Kecenderungan melemahnya n i la i  tukar  rupiah juga ter l ihat  pada
meningkatnya indikator risiko khususnya dalam jangka pendek, yang
terrermin pada relatif meningkatnya premi swap antarbank dalam bulan
Mei-Juni 2004 untuk semuajangka waktu baik 1 bulan, 3 bulan, maupun 6
oulan-

Sementara itu, melemahnya nilai tukarrupiah dan relatiftingginya ekspektasi
laju inflasi menyebabkan nilai tukar rupiah secara rii l melemah yang
dituniukkan oleh mcnurunnya indeks (Real Ellective Exchange Rate/
REER) dari 100,44 pada akhir Descmber 2003 merr.ladi 93,73 pada Oktober
2004. Perkcmbangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat
dilihat oada Grafik II.3.

claflk ll.3
Porkombangan Mlai Tukar Rrpiah lbminal d8n Rll (FEEF,

terhadap Dolar Amerlka Serlkal, Tahun 2003 - 2004

E . l t c
-trtbrht+|!I

Rala Mld nilai tukqr ru-
piah Januari-Oktober
200l nencapai Rpti.897
per dolar A] erika
Seikat.

Nrkt i  tukar rupiah
melemcth t l isebabkan
menguottryd dolar
Anerika Serik t secara
g ! ob.l, k r t.r n E n i n Bka l -

nla harqa nti tD,ak
in!ertut. t ion.t l  dan
pelmtnn4n tuftls,

REER turutlda 100,44
pada Desember 2003

te jadi 93,73 prul.a
Oktoher 2004.
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BI Ielah hengeluarl<4n
serangkaian keb[jafun
an tuk  men jaga  n i l a i
tuka| rupidh telaP

I lala-tata nilai lukar
tahun 2001 dipet kira'
kan Rp8 900/US$

Da la tn  t ahun  2005 ,
rata-rIla nilai lukdr ru-
piah diperkirukan nten'
capai Rp8.600 per dolar
Amefika Seril,&1.

Suku bunga SBI 3 bulan
cender tng  men urun
hingga fiencapai lala-
rata7,ll petsen selama
periode Januari '

Oktober 2004

Penurunan suku bunga
SBI didorong oleh

nembatknya beberaPa
ind i ka lo r  ekonomi
makro

Pada bulan-bulan mendatang nilai tukar rupiah diperkimkan sedikit mengalaini
tekanan. Hal iniantara lain disebabkarl oleh masih relatif tingginya pennintzran

valuta asing di dalam negeri dan nenguatnya dolar Amerika terhadap mata
uang global. Dengan mencermati pengaruh tersebut dan perkembangan

realisasi selama l0 bulan pertama tahun 2004, maka rata-rata nilai tukar

rupiah selama tahun 2004 diperkirakan akan mencapai Rp8.900 per dolar

Arnerika Serikat.

Dalam tahun 2005, nilai tukar rupiah diperkirakan cenderung menguat. Hal

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama tahun 2005 diperkirakan akan

mencapai Rp8.600.

Suku Bunga SBI 3 Bulan

LIJ
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sejalan dengan target indikatifyang ditetapkan. Sejalan dengan meningkatnya
peftumbuhan uang primer pada tahr.m 2004, jumlah uang bcredar (M1 dan
M2) mengalarni kcnaikan yang masing-masing turnbuh sebesar 10,6 persen
dan 4,2 persen sclama Januari-Oktober 2004. Posisi dan targer indikatif
uang primer dapat dilihat dalarn Grafik II.4.

Gratlk ll.4
POSISI DAN TAFOET IT€IKATIF I'A]'IG PHM E. 2OO}2flX
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r
. . E I  E

Penurunan sulc.r bunga SBI telah mendolong berlanjutnya penurunan srku bmga
krcdit, walaupunbelum seperti yang diharapkan. Sarnpai dcngan Oktober 2004,
suk-u hunga kerlit modal kerja (KMK), lcedit konsumsi (KK), dar kedit investasi
(KI) mengalami pcnurunan masing-masing sebesal 143 basis poin, 143 basis
poin, dan 180 basis poin dibandingkan dengan akhirtalrun sebelumlya. Dalam
periode yang sama, sukrr bunga deposito berjangka I bulan menunjukkan
kecenderrngan yang rncmngkat, yaitu dzri 6,27 persen pada Januari 20021menjadi
6,43 persen pada akhir Oktober 2004. Sementara itu, suk-u bunga pasar uang
artart'ank (PUAB) ove r night pada peiode Jmuzui-Oktober'ZIXX rnenunjukkan
perkembangan yang berfluktuatif, Pada Oktober 2004, suku bunga PUAB
over night sebesar 10,92 persen, naik 627 basis poin clibandingkan dengan
akhir tahun 2003.

Penurunan suku bunga SBI ini ditcngarai mentpzkan salah satu val'iabel yang
mempengaruhi aktivtas investordi pasalsalnm. Sclama sepuluh bLtlan terakhir
tahun 2004, IHSG cendcrung meningkat hingga mencapai 860,48 pada Oktober
2004, Demrkriur pnlajumlah total volumc dan nilai fansaksi neningkat rrasing-
masing 83,01 persen dan 91,4 pelsen pada Oktobcr 2004.

Seiring dengan penurunan suku bunga perbankal dan ditelapkannya kcbij akan
pengahrar Girc Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan valas sel.ta pcnctapan
manajemen lisiko pada aklivrtas intetnet banking secata etektif, kincrja
perbankan dalam tahun 2004 menunjukkan perbaikan. Hal ini ter.cermin pada
peningkatan jumlah kredit yang disalurkan d.ri Rp437.944 miliaf pada akhir
2003 menjadi Rp52.5.648 miliar pada Oktober 2004, sedzurgkan dana perbankan
meningkat 3 persen. Beberapa indikator perbzrkrm lainnyajuga menunjukkan
perbaikan sepedi meningkatnya loun tu deposit ratio (LDR) dan net interest
rnargln (NIM), serta relatif stabilnya non performing /aans (NPLs).
Perkembangan suku bunga SBI, suku bunga perbankan, dan suku bunga pasar
uang antarbank dapat dilihat dalam Tabel II.4.

Penu!unan ,suku bunga
SBI di ikut i  0leh pe-
nu t  u l an  , suku  bunga

Kinr:rjd beberqpe in-
dikatot utrrma per-
httnkan menturlukkan

(mlller ruplah)
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Tabel l l .4
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA

2002-2004 (persen)

I  Btn 3 Bln

Deposito
I Bulan

2002 Desember
2003 Januari

Februan
I\,1aret
Apri l
Mei
Junl
Jul i
Aguslus
September
Oktobet

Desember
2004 Januan

Februa

Junl
JUIi
Agllslus
September
Oktober 7

12,65
12,24
1 1 , 4 0
1 1 , 0 6
1 0 , 4 4

8,48
6,49
8,31
7 8 6
7 4 8
7,42
7,33

7 , 3 4
7,34
7,37
7,39
7 , 4 1

t 2  9 4
1 2 , 6 8
11,97

1 0 , 8 8
1 0 , 1 8
s , 1 8
s,06

8,43
8 3 8
8,34

7,70
7,33
7,25
7,24

7,29
7 3 1

8,89
10,7f
1 1 , 0 4
12,70
9 , 1 2
6,81
8,95
5,91
7 , 1 t
4,89
7 , 1 4
3,99
4,65
7 , 2 1

5,87
4,53
4 , 7 1
4,24

4,87
4 , 1 3

\o,92

18,25
18,26
1A,25
'18,08

17,47
' t7,75

17,41
16,86
16,36
18,07
15,7f
15,45
15,07
14,99
1 4 7 9
1 4  6 l
v,4a
14,2f

1 4 , 1
13,99
1 3  8 4

1 3 , 8

17,42
17,42
1 7 , 8 5
17,85
17,74
17,61
' t7,43

1 7 , 0 3
1 6  7 0
1 6 , 5 3
16,27
1 5 , 9 3
1 5 , 6 8
'15 44
15,29
1 5 1 2
1 4  S 8
14,78
1 4 , 6 4
14,58
14,45
14,33

20,21
20,16
20,o8
20,12
1S,99
1 9 , 8 8
19,73
1 9 , 5 9
1 9 , 4 8
1 9  3 3
1 9 , 0 0
18,87
18,69
1 8 , 4 S
18,47
1 8 , 1  1
1 7 , 8 9
1 7  6 8
1 7  5 l

1 7 , 3
1 7 , 4 8
17,O3

12,81
1264

1 1 . 9 0
11,44
11,02
1 0 , 3 1

8 , 1 7
7,67
7,47
6,98
6,62
ts,21

6 , 1 6
6,23
6,24
6,28

1 6  8 9

Sampai akl l i r  lahun
20a4, suku hunga SBI3
bu[u cl iperkirakan.
mencopati 7,5 pe$en

Suku bunga Sts[ 3 bulan
do lan  t ahun  2405
di)et kirakan nrcncapai
6 5 persert

Harga minyak menlall
i n t e rnas iona l  do tam
tahun 2001 cenderung
tinggi
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2004 sebesar 8,5 persen.

6,5 persen.

Harga Minyak Mentah Internasional
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Amerika Serikat menyebabkan harga mixyak mentah internasional terus
nenguat. Selain itu ketidakpastian yang cukup besar terkait dengan pasokan
minyak dunia akibat permasalahan yang terjadi di negara-negara pemasok
minyak di pasar internasional turut memicu tingginya harga minyak dunia.

Harga minyak jenis Brent pada bulan Septcmbcr 2004 mencapai US$43.38
per barel atau rneningkat sebesar 39,13 pelsen dibanding harga bulan Januari
sebesar US$31,18 per balel. I-larga rninyak Brent pada bulan tersebut
merupakan harga minyak tertinggi dalam tahun b€rjalan. Demikian juga
dcngan harga rata-rata minyak mentah keranjang (rasfrer) OPEC mencapai
harga tertinggi pada bulan September 2004 sebesar US$40,36 per barel
atau meningkat 33,07 persen dibanding barga pada bulan Januari sebesar
US$30,33 per barel. Pelkembangan harga minyak dapat dilihat dalarn
Tabel  I I .5 .

Tabe  I  l l . 5
PERKEM BANGAN HARGA RATA-RATA M INYAK

Janua r i  2003  -  Sep tem be r  2004
(US$  /  ba re l )

llealisar i hargo ninyak
Rrenl dan OP[,C Sep-
lentber 2001 mencapai
lingkal let tinggi

Ilargu IC P 2004
diperkirakotl nencapdi
US$36/barel.

t c P

Januarl
Februari
lM aret
Apri l

J U N I

Aguslus
September
Oklober
Nopember
Desernber
Januari
Pebruar i
[4arei
Apr i l
lV ei
J!n i
J u l i
Agust l rs
September

32,16
30,34
25,02
25,81

28,40
29,83
27 ,10
29,60
28,71
29 88
3 1 , 1 8
30,37
33,80
33 36

35  19
38,37
43,03
43,38

30,34
29,78
29,78
25,34
25,60
26 74
27,43
2E,63
26,32
28,54
28,45
29,44
30,33
29,56
32,05

36,27

36,29
40,47
40,36

31 ,35
32,04
30,36
27,41
26,51
26 ,15
26,95
2843
26,88
29,21
29,48
30,50
30 97
30 96
33  16
32,89

36 ,12
37,10
42,41
44,31

Sum bef:P er lamina,  B lo o m berg

Meningkatnya harga minyak internasional mendorong peningkalan harga
rata-rata minyak rnentalr lndonesia (Indonesian Crude Oil Price/LCP).
Pada bulan Desember 2003 harga rata-rata minyak mentah ICP mencapai
US$30,5 per barel dan terus meningkat hingga mencapai U5$44.31 per
barel pada bulan September atau meningkat 45.3 persen. Selama sepuluh
bulan terakhir, rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapaiUS$3 5,62
per barel. Kecenderungan meningkatnya harga tersebut diperkirakan akan
terus berlanjut hingga akhir tahun 2004. Secara keseluruhan dalam tahun
2004 harga rata-rata minyak mentah lndonesia diperkirakan mencapai
US$36 per barel. Perkembangan harga rata-rata minyak ICP 2003-2004
dapat dilihat dalam Grafik II.5.
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Dalam tafiun 2005 harga rata-rata minyak ICP diperkirakar mencapai US$24
pcr barcl, lebih rendah dari perkiraan rcalisasi tahun 2004. Penurunan harga
tersebut dipeftftakan terladi terkait dengan semakin pulihnya pasokan minyak
di pasar intemasional terutama yang berasal dari ladangJadang mrnyak Irak,
relatif stabilnya pelrn intaan minyak dunia, dan lnembaiknya situasi politik dan
keamanan di negara-negara plodusen minyak.

Produksi Minyak Mentah Indonesia
Realisasi produksi minyak mentah Indonesia dalam tahun 2004 diperkirakan
mencapai l,072jutabarel perhali,lebih rendah dzui asumsi dalam APBN 2004
sebeszu 1,l5juta bzrel per hari. Menunrnnya produksi minyak mentah Indone-
sia dalam beberapa rahun feraklxr mi terkait dengan kondisi sumul -sumur minyak
yang sudah tua sehingga seczu.a alamiah produksi minyzrk semakin berkuang,
sedangkan produksi minyak yang dihasilkan dari ladargJadang minyak baru
masih belum cukup optimal.

Dalam tahur 2005 dengan perkiraan terjadinya peningkatan produksi minyak
yang dihasilkan oleh ladang minyak baru, volume produksi minyak mentah Ill-
donesia diperkilakan dapat nrencapai l,l25juta balel pel hzu'r atau lebih tinggi
dibandingkan per-kl-aan realisasi tahun 2004 yang mencapai 1,072 juta barel
per hari.

Neraca Pembayaran
Nelaca pembayalan lndonesia (balance of payments) memainkan peranan
cukup penting dalam pengelolaan ekonomi mako Indonesia. Selain dapat
dijadikan scbagai barometer dalam mengukut kemampuan perekououinn
nasional dalam menopang tr-ansaksi-transaksi internasional, terutama yang
befinbungan dengan kewajiban pembayaran utang dan transaksi impor. posisi



Bab II Prctspek likonomi lulonesia Tahun 2005 clan Asumsi Dqsar APBN 2005

neraca pembayaran juga merupakan salah satu indikator yang tulllt
mempengaruhi sentimen para pelaku pasar, Di samping itu, sejumlah besaran
yang ada di dalamnya, sepcrti ckspor-impor barang dan jasa, memiliki
kontribusi yang cukup signifrkan terhadap pembentukan Produk Domestik
Bruto (PDB). Oleh karena itu, sektor ini juga memiliki peranan yang sangat
strategis dalam upaya mcndorong perbaikan ekotlomi di dalam negeri, baik
dali sjsi ketersediaan cadangan devisa maupun dari sisi kontribusr sektor
tersebut terhadap pertumbuhan ekonoml.

Dalam tahun 2004, kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan
mengalami pennrunan, yaitu dari surplus sebesar US$4.257 juta dalam tahun
2003 menjadi defisit scbcsar US$ 1.229 juta, f)efisit neraca pembayaran itu
belsumbel dari menulunnya surplus transaksi berjalan dan pacla saat yang

sama defisit neraca modal mengalami peningkatan.

Transaksi Berjalan
Dalam tahun 2004, realisasi transaksi berizlan (.current accounts)
diperkirakan mengalami surplus sebesar US$4.159 juta atau sekitar 1,9
persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan surplus dalam tahun
2003 yang mencapai US$7.253 juta atau sekitar 3,5 persen dari PDB.
Cenderung menurunnya slrplus transaksi berjalan disebabkan oleh penurunan
surplus neraca perdagangun (trade balance) dan peningkatan detlsit neraca
jasa-jasa (service accounts).

Penurunan surplus neraca perdagangan dari US$23.708 juta dalam tahun
2003 menjadi US$21.830 juta atau turun sekitar 7,9 persen dalam tahun
2004 terutama disebabkan oleh peningkatan ekspor yang lebih rendah bila
dibandingkan dcnganpeningkatan impot. Pelkernbangan transaksi berialan,
ncraca pcrdagangan dan neraca jasa dapat dilihat dalam Grafik II.6.
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Realisasi nilai ekspor dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai US$67.505
jut4 atau meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan dengan nilai ekspor dalam
tahun 2003 yang mencapai US$63.254 juta. Peningkatan ini bersumber dari
ekspor minyak bumi dan gas alarn (migas) yang meningkat sebesar 2 I ,6 persen
dan ekspor bukan minyak bumi dan gas alam (nonmigas) yang meningkat
sebesar 2,0 persen. Terjadinya peningkatan ekspor migas lebih disebabkan oleh
naiknya harga minyak di pasar intemasional, sedangkan volume ekspomya
cendenurg menunrn. Sementara itu, peningkatan ekspor nonmigas dipe*irakan
terutama karena meningkatlya ekspor produk primer seperti batu bara dan
tembaga serta beberapa produk manufaktur seperti CPO, dan produk kirnia.
Peningkatan ekspor batu bara antara lain disebabkan oleh meningkatnya
permintaan komoditas tersebut terutama dari China guna menggerakan kegiatan
industrinya.

Sementara itu, realisasi nilai impor dalam bhun 2004 diperkirakan mencapai
US$45.675 jut4 atau meningkat sebesar 15,5 penen dibandingkan dengan nilai

tahun sebelumnya.

Dalam pada itu, defsitnetacajasajasa dalam tahun 2004 diperkirakan mencapai
US$17.671juta, meningkat sebesar 7y' persen dibanding defisit dalam tahun
2003 sebesar US$16.455 juta. Peningkatan defisit ini terutama sebagai akibat
men ingkatnya investasi ke luarnegeri.

Neraca Modal
Realisasi defisit lalu lintas modal dalam fahun 2004 diperkirakan terjadi



aliran rnodal masuk tersebut terkait dengan meningkatnya kepercayaan
internasional terhadap stabilitas ekonotni makro. Dari sisi investasi lainnya
terladi peningkatan defisit, hal ini terkait dengan pen.rbayaran utang luar
negeri sektor korporasi yang cukup besar. Ringkasan neraca pembayaran
lndonesia tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dapat dicennati pada Tabel
I I .6

T a b e l l l . 6
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Jutnlah cadangan
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Penurunan surplus transaksi berjalan disebabkan oleh rnenurunnya surplus
neraca perdagangan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan defisit
lueraca jasa-jasa. Penurunan surplus neraca perdagangan terjadi sebagai
akibat menunrnnya ekspor sekitar 6,0 persen, sementara di sisi lain nilai
impor mengalami penurunan sekitar 0,6 persen, PenurLrnan ekspor lebih
disebabkan oleh menurunnya ekspor migas terkait dengan harga minyak
tahun 2005 yang diperkirakan lebih rendah dibanding tahun 2004, sedangkan
ekspor nonrnigas diperkirakan meningkat sebesar 4,0 persen. Pertumbuhan
ekspor nonnigas diperkirakan lebih rendah antala lain karena sedikit
mclambatnya pertumbuhan permintaan dunia yang berdarnpak pada
menurunnyapertumbuhanvo)urneperdagangan dunia. Sedangkan penurunan
impor tersebut terutama disebabkan oleh rnenurunnya impor migas sebagai
akibat menurunnya harga rninyak mentah di pasar internasional. Sernentara
i tu ,  penurunan def is i t  neraca . jasa- jasa terkai t  dengan menurunnya
pembayaran bunga utang LN dan meningkatnya penerinraan jasa pariwisata.

Sementara itu, dalam tahun 2005 defisit lalu lintas modal diperkirakan
rneningkat menjadi US$2.128 juta atau naik sekitar US$ 372jLrta dibanding
tahun 2004 yang mengalami defisil US$ 1.756 ju1a. Peningkatan defisit lalu
lintas rnodal tersebut diperkirakan terutalna bersumber dari peningkatan
defisit sektor publik sebagai akibat menurunnya penerirnaan pinjaman dan
bantuan pemerintah, sementara pelunasan pinjaman diperkirakan rnengalami
peningkatan terkait dengan telah jatuh temponya kewajiban pembayaran
luar negeri sektor tersebut. Berdasarkan perkiraan tersebut di atas, posisi
cadangan devisa tahun 2005 mencapai US$32.791juta atau lebih rendah
dibandingkan posisi tahun 2004 yang mencapai US$35.067 juta. Jumlah
tersebut berarti setara dengan 5,4 bulan pernbayaran impor dan pcmbayaran
utang lual negeri pemerintah.
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BAB III
PERKEMBANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

Pendahuluan
APBN, sebagai salah satu jangkal pengaman perekonomian nasional, harus
scnantiasa dijaga keseimbangannya antara tLrjuan untuk rlengamankan
kesinarnbungan fiskal dengan tu-iuan untuk mendorong perekonomian. Pelanan
APBN tersebut, hingga saat ini, masih dalam batas rambu-rambu yalg menjamin
kesinambungan fiskal, sedangkan stimulns ekonomi yang tcrbesar tetap
diandalkan dari nasyarakat dan dunia usaha untuk mendorong pedumbuhan
eKonoml.

Kebijakan fiskal, yang d ituangkan melaluiAPtsN, d itrljukan untuk meJanjutkan
dan memantapkan konsolidasi fiskal, dan penyehatan APBN dalam rangka
rnenciptakan ketahanas fiskal yang berkelanjulan. Konsolidasi fiskal tersebut
diupayakan melalui beberapa langkah utama sebagai berikut. Pertama,
peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan
penerimaan pelpajakan dan optimalisasi penerimaan regara bukan pajak
(PNBP). Kedua, pengendalian dan perujarnan prioritas alokasi be)anja negara
deugan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja
minimum. Kelrga, pengelolaan utang nega-r'ayang seha! dalam rangka menutupi
kesenj angan pembiayzan anggaran yang dihadapi pemelintah mulai tahun 2004.
Keempat, perbaikan struk r penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan
nrempcrbcsar peranan sektor pajak rlonmigas, dan pcngalihan subsidi secara
bertahap kepada bahan-bahan kebLrtuhan pokok bagi masyaraliat yang kurang
rnar:rpu agar lebih tepat sasaran. Kelinr4 pelge)olaan keuangan negara yang
Icbih efektif, efisien, dan belkesinambungan, yangdilakukan antara lain melalui
perbaikan manajemen pengeluaran negara.

Dalam rangka mcningkatkan penerimaan paj ak dan rasio perpajakan terhadap
PDts (tax ldlio) seca'a benahap, telah dan akan terus dilakukan langkah-
langkzrh penyerrpurnaan telhadap kebijakan perpaj akan dan sistem administrasi
perpajakan, agar basis pajak dapat sernakin dipcrluas, dan potensi pajak yang
telsedia dapat dipungut sccara optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, rasio
penerimaan pelpajakan terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir dapat
ditingkatkan, dari sekitar 13 pelsen padatahun 2002, menjadi 14;0 persen dalam
APBN-P 2004. Dengan per kembangan tersebut, peranan penertmaan
perpajakan terhadap pendapatan negara mengalami penrbahan, yakni dari 70,4
persen dalarn tahun 2002, menjadi 69.1 persen dalam APBN-P 2004.

Di sisi lain, perkembangan penelJrnaau negara bukan pajak (PNBP), sangat
dipengaluhi antara lain oleh perkembangau harga dan produksi minyak mentah
lndonesia, pelbaikan kinerja BU\S{ (y'ang memberikan kontribusi nelalui
pay out rolio dari laba BUMN). sefia efektivitas pengumpulan berbagai

APBN harus dt jaga

kc|ci bangannya

Kebij akqn Jiskal dit uj1|-
kLtn untuk melanjulkan
dan metnantapL,an kon-
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pungutan dari departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen melalui
pelayanan yang dibelikan kepada masyarakat. Dari perkcmbangan berbagai
faktor di atas, dalam tiga tahun terakhir perkemba,)gan PNBP terus
mengalami peningkatan, yakni dari Rp88,4 triliun (5,5 persen terhadap PDB)
dalam tahun 2002, kernudian meningkat menjadi Rp98,9 tril iun (5,5 persel
terhadap PDB) dalam lahun 2003, dan dalam APBN-P 2004 dipelkirakan
realisasinya mencapai Rp123,8 tril iun (6,2 persen terhadap PDB) atau
meningkat 25,2 persen dibandingkan realisasinya dalam tahun sebelumnya.

Demikian pula, p€rkembangan belanja negara dalam tiga tahun terakhir,
secara norninaljuga terus menunjukkan peningkatan dari Rp322,2 tri)iun
dalam tahun 2002 menjadi Rp43 0,0 triliun dalamAPBN-P 2004, Peningkatan
ini terutama berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan aparatur
pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pernberian
stimulus fiskal secara terbatas pada perekonomian, dan peningkatan alokasi
anggaran ke dacrah sejalan dengan pe)aksanaan keb|jakan dcsentralisasi
fiskal. Dengan demikian, rasio belanja negaraterhadap PDB dalam periode
tersebut juga nrenunjukkan peningkatan cukup signifikan, yaitLr dari 20,0
persen pada tahun 2002 rnenjadi  21,6 persen dalam APBN-P 2004.
Peningkatan initerutarna disebabkan oleh meningkatnya beban subsidi dari
2,5 persen terhadap PDB pada tahun 2002 nrenjadi 3,5 perscn terhadap
PDB dalam APBN-P 2004.

Dengan langkah-langkali konsolidasi fiskal tersebut, defisit anggaran berhasil
dikendalikan dari 1,5 persen terhadap PDB dalam tahun 2002, menjadi I ,3
persen terhadap PDB dalam APBN-P 2004. Sumber pembiayaan yang
diandalkan uutuk dapat menutup defisit anggaran dalam periode tersebut,
terutama berasal dari dalam negeri, yaitu dari hasil penjualan aset prograrl
restrukturisasi perbankan, plivatisasi BUMN, dan penerbitan surat utang
pemerintah, Sementara itu, sumber pembiayaan dari luar negeri relatifterbatas,
terkait dcngan beban pembayaran pokok utang luar negeri yzurg cukup besar.
terlebih setelah berakhimya program kerjasama dengan IMF yangberdampak
pada tidak dapat diperolchnya lagi fasilitas penjadwalan (reschecluling) utarg
luar negeri pemerintah. Ke depan, beban pembiayaan anggaran akan rnenjadi
sernakin berat, terutana karena semakin belkurangula jumlah aset negara
yang dapat dijual dan semakin membcngkaknya beban pcmbalaran pokok Dlang,
baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang telah jatuh ternpo.
Karena itu, tidakadajalan lainyang liarus ditcmpuh selain melanjutkan langkah-
laugkah konsolidasi fiskal dalam upaya memantapkan kesJnambungan fiskal.

Ringkasan perkenrbangan pelaksanaan APBN dalam tahu 12002-2004 dapat
diik-uti dalan Tabel Itr.1.

Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam masa konsolidasi fiskalyang telah berlangsung scjak tiga tahun terakh ir,
pendapatan negara dan hibah mempunyai peranan yang sangat besar dalam
meningkatkan kapasitas fiskal, baik dalam pemb iayaan belanja negaramaupun
dalam pengendalian defisit anggaran. Dalam periode inr, pendapatan negara
dan hibah naik rata-rata 16,3 persen per tahun, dari Rp298,6 tril iun (18,5
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Tabe l  l l l , 1
R INGKASAN PERKEMBANGAN PELAKSANMN APBN,  2 l )O2  .2004  I I

( t r l l l un  rup lah )

2002 2003 2004

U ra ian
enH /ilf emr "fllo ot"n-t % thd
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A Pendapa tan  N€ga ra  dan  H ibah

l .  Peno r imaan  Da lam Nego r l
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a  Pa jak  Da lam Nege f i
b  Pa jak  Pe rdagangan

lnteanasional

2  Pene r imaan  Nega ra  Bukan  Pa jak
a  Pene f imaan  SDA
b  Bag ian  Pemer in tah  a tas

Laba  BUMN
c .  PNBP La innya

l l .  H lbah

B .  Ee  l anJa  Nega fa

l.  Anggaran Belanja Pem€rintah Pusat
1  Penge lua ran  Ru l i n
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b Pem biayaan Proyek

l l .  gelania Da€ rah
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6 ,9  0 ,3
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' 18 ,8

0,s

376,5

186 ,9

5  0 ,3
' 18 ,9

19 ,1

't9,1

1 3 , 5
12 ,S

3 ,8

'1 ,0

0 ,0

14 ,3
1 0 , 5
3 ,9
2 , 8
1 , 1

6 ,2

0 ,5

.2,0

9 ,8  0 ,6
1 3 , 9  0 , 9

0 ,1  0 ,0

322,2 20,0

224 ,0  13 ,9
1 8 6 , 7  1  1 , 6
37  , 3  2 .3
25 ,6  1  , 6
11 ,7  0 ,7

98,2 6,1 120,3
94 ,7  5 ,9  111  1

3 ,5  0 ,2  9 ,2

-23 ,6  . ' t , 5  ' 35 ,1

23,5 1,5 32,7

16 ,9  I , 1  32 ,1
-8 ,2  -0 ,5  13

25 ,2  1 ,6  23 ,9
6 ,6  0 ,4  0 ,5

18 ,S  1 ,2  20 ,4

- 1 2 , 3  - 0 , 8  - 1 9 , 8

1)  Perbedaa.  sa tu  6ngka drbe  akang kom a  le rh€dap angka pontum lahan ada lah  karona pem b !  a lan
S u n b e r  :  D e p a f l e m  e n  K e u a n ! a n  R l
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K otn p o I i s i p c n[l Lr pd l4|t

ttegat a scutakitt litlottti

t tu s i  o lc l t  l tc t tcr intaat t

persen tethadap PDB) pada tahun 2002 rnettjadi Rp403,13 t|iliun (20,3 per:selr
terhadap PDB) pada APBN P 2004. Dengan perkembangan kinerja telscbuf,
kemampuan fiskal (pendapatan negara dan hibah) dalarn mcmbiayai belatrja
negala dalam periode tersebut mcningkatdari 92,7 pelsen pada taliul 2002
menjadi 93,9 perscn pada APBN-P 2004,

Di samping perturnbuhannya yangcukup signiflkan, petkemllangan l in yang
cukup menggembirakan terjadi pada komposisi pendapatan regara yang
semakin didominasi oleh peuetimaan perpajakan, tclutarna pajak dalatl' l
negeli dari sektornonmigas. Sclatna tiga tahtln tefakhif, petanan penetitnaur
per:pajakan terhadap perdapatan negara dan hibah telatiJ'ber:flukttrasi, dari
70,4 pelsen pada tahun 2002 menjadi 70,9 pcrscn pada tahun 2003, dau
(r9,1 persen pacla APBN-P 2004. Seclangkan kontribusi penetimaan negata
bukln pajak (PNBP) teriradap total pendapatitn negara dan hibah juga
mengalanri fluktuasi dari 29,6 persen pada tahun 2002 menjadi 30,7 persen
dalam APtsN-P 2004.

Stluktur pendapatan negarii yang clitlominasi olch sutnber -su trbet'
penelimaan per:pajakan yang relatif stabil tersebut, telah membentuk
lantlasan yang kuat bagi ptoses konsoliclasi fiskal, khLrsusnya dalarn
mendolong terciptanya kondisi APBN yang schat dan bertesinambungan.

Perkembangan pcndapatan negara dalam tahun 2002-2004 dapat dilihat
nada Grafik IIl.l.

eafik ll l '1
PEBKEMBANCTAN PENDAPATAN NECTARA, 2002 - 2004

6

0

E

{)
2
t

lPerpaiakan IPNBP
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Anggaron Pendqpqtan dan Belanja Negara

Penerimaan Perpajakan

Sesuai rlengan amanat GBHN 1999-2004, kebiiakan penerimaan negara
antara lain dialahkan pada peningkatan pajak progresifyang adil dan jujur.

Dalarn pelaksanaannya, secara umLrm Pemerintah telah berhasil mendorong
peningkatau penerirnaan perpaj akan secara cukup signifikan, sekalipun dalaln
upaya optirnalisasi penerimaatt perpajakan tersebut masih banyak dihadapi
kendala-kendala, baik yang nenyangkut kebijakan peryajakan maupun yang
terkait dengan kapasitas administrasi pemungutan pajak.

persen telhadap PDB) dalam APBN-P 2004.

Di samping itu, struklur peneritnaan perpajakanjuga urenjadi semakin kuat,
oleh karena lebih didominasi oleh sumber-sumber penerimaan pajak dalam

Dalaur tnasa konsolidasi fiskal, kontribusi penerimaatr pajak dalam negeri
ini cukup stabil, bahkan scdikit meningkat dari 95,0 persen pada tahtrn 2002
menjadi 95,6 persen dari total penerimaan perpajakan padaAPBN-P 2004.
Keberhasilan di dalam menghimpun penerimaan dan memperkuat struktur
perpajakan tersebut, tidak terlepas dari serangkaian langkah pembaharuan
kebijakan dan administrasi perpajakan yangtelah dilaksanakan secara lerus
n]enerus, bertahap, konsisten, dan berkelanjutan sejak tahun 1984, 1994,
1997, dan terakiir tahun 2000.

mendorong iuvestasi, dan rnenciptakan keadilan secara bersamaan melnang

sulit untLrk dicapai sekaligus.

Dalam batas-batas tertentu, pelaksanaan fungsi regulasi dari sistem
perpajakan di dalam tnendorong investasi belum sepenuhnya dapat
iihksanakan secara optimal, oleh karena masihterdapat beberapa kebij akan
yang dinilai oleh banyak katangan dianggap tidak terlalu kondusifbagi iklim

inveitasi, dan bahkan cenderung menimbulkal distorsi dalam perekonomian.

Penel inaa petpdjakan

n ai h tla p a t d i ti ng |rat l(z n

Penerimaan perpajakan

selanto periorle 2002-

2 004 metl i ngkat rula- ral a

15,j persenper talrun

Kontrib4si pekerihuan

pajakdoldn kegeri pdda

t a hu h 2 0 0 4 n e ningka t j i I@

di b and i ng ka n pa d a t a hun

2002.

Sektor perpajakan dt-

lut l t l t t  ut i t  k matnP

mendorong investast,

ddya saing, dah e|iJiensi

perekonontian.

Regutast sisten perpa-

jakan di dalam nen-

dorong im,estasi belum

sepeauho)a op mal
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Kebijakan perpajakan
terus fienerus disem-
purnalan-

Administrasi peryajak-
an masih perlu di-
sempurxakan

L ang kah- I a n g ka h r efor-
masi dan modernisasi
adminislras i perpaj ak-
an

Sebagai contoh, pengenaan PPnBM dan tatif PPh badan yang progresif
dan relatiflebih tinggi dari negara tetangg4 perbedaan perlakuan PPh atas
pendapatan modal sepelti perlakuan terhadap reksadana yang berbeda
dengan instrumen keuangan lainnya, serta perbedaan perlakuan PPN atas
beberapa barang (fasilitas PPN) yang menyebabkan putusnya mata rantai
pajak masukan-pajak keluaran CM-PK), akan merugikan perekonomian
dan iklim investasi secara keseluruhan.

Menyadari hal itu, Pemerintah terus berupaya untuk selalu mencari titik
keseimbangan diantara pencapaian ketiga tujuan tersebut secara optimal.
Upaya' ini secara eksplisit dilakukan melalui penyempurnaan terhadap
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terakhir tertuang
dalam Paket Amaudemen UU Perpajakan Tahun ?000. Paket amandemen
UU Perpajakan ini meliputi Perubahan UU PPh, Perubahan UU PPN dan
PPnBM. Perubahan UU PBB. serta Perubahan UU Bea Meterai. Pada
intinya PaketAmandemen Undalg-undang Perpaj akan Tahun 2000 ini lebih
dititikberatkan untuk memberi rasa keadilan dan kepastian hukum,
sebagaimana ditunjukkan dengan kebijakan penyesuaian batas penghasilan
tidak kena pajak (PTKP), perbedaan antara PPh Badan dan Orang Pribadi
(OP), memperlebar tarif PPh OP dari yang semula 10 persen sampai 30
persen menjadi 5 persen sampai 35 persen, dan memperlebar lapisan tarif
dari tiga lapisan menjadi lima lapisan untuk PPh OP.

Di bidang administrasi perpajakan, disadari juga masih banyak hal yang
perlu disempurnakan, seperti antara lain terjadinya kerancuan dalam
penafsiran undang-undang, proses pemberian restitusi yang lambat,
ketidaksetaraan waj ib pajak dan aparat pajak di hadapan huk'um dan formulir
pajak yang dianggap krlalu kompleks, Berbagai permasalahan tersebut pada
dasamya bermuara pada undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang
tidak tegas, kelembagaan yang belum mendukung, sarana yang belum
memadai, dan integritas pegawai yang belum optimal.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah sejak tahun 2001 telah melakukan langkah-
langkah reformasi dan modemisasi administrasi perpajakan. Langkah-

aparat pajak.
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lJub III Perkertitatryau Attggaran Pendqpatotr. dan BeLanju Negaru

Langkah-langkah penyempunraan, baik administrasi niaupun kebijakan
pcrpajakan yang telah dan sedang dilakukan tersebut, telah rnembawa
dampak positif telhadap pcrkcmbangan penerimaan perpajakan selama tiga
tahun terakhir, baik pajak dalam negeli rnaupun pajak perdagangan
intclnasional.

Pelkembangan penerirraan beherapa jenis pajak dalam tahun 2002-2004
clapat diikuti dalam Grafik IIL2.

eafik ll l.2
PERKEMBANGAN PEI'IEFIMAAN

BEBEFAPAJENTS PAJAK 2002 - 2004

o

$l

9l

ir

I Boa Masuk l C u k a l I PPN d8n PPnBM I PPh

Penerlmaan Palak Dalam Negeri
Pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM. PBB dan BPHTB,
cukai, serta pajak lainnya. Pelkembangan lcalisasi penerimaan ini clalam
tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan 15,7 persen per tahun, yaitu
dari Rp199,5 tril iun pada tahun 2002 menjadi Rp267,0 tril iun dalam
APBN-P 2004. Begitu juga rasio penerimaan pajak dalam negeri terhadap
PDB meningkat dari 12,4 persen pada rahun 2002, menjadi 13,4 pelsen
pada APBN-P 2004.

Salah satu jenis penerimaan pajak yang memberikan kontribusi terbesar
bagi penerimaan pajak dalam negeri adalah pererimaan PPh. Dari tahun
ke tahun penerinraan PPh senantiasa mengalarni pcningkatan, dari Rp 101,9
tril iun atau 6,3 pcrscn terhadap PDB pada tahun 2002, menjadi Rp115,0
triliun ataLr 6,4 persen terhadap PDB pada tahun 2003, dan Rpl35,9 triliun
atau 6,8 persen terhadap PDB dalam APBN-P 2004.

Dalam APBN-P 2004, sebagian besar penerimaan PPh tersebut, yaitu 83,0
persen bersumber dari PPh nonmigas, sedangkau sisanya 17,0 persen berasal
dali PPh rrigas. Dalam tiga tahun tcrakhir, penerimaan PPh nonmigas,
sccara nominal meningkat rata-rata 15,6 persen per tahun, yaitu dari Rp84,4
triliun pada tzrl.run 2002 menjadi Rp | 12,8 tliliun dalam APBN-P 2004. Dengan

l 'ene r in la0n t , t jok
daLant neget i  te l tnt t r

pe r iot le 2002-2004

nten ingkol  rd le-retu

I5,7 persol  [er  t thut t .

Ko t l l  r i bus i  I e tbesu r
pe et irnaatr !)ujek
dalan negei ulaloh
peneriDtacut PPh.

Paneritnaan PPlt rton
nigus selarnu petiocle
2002-2004 nvnin|kal
rata-tata 15,6 pcrsetLper

4 l



Pendapatan dan Belanja Negara

Longkah-tangkah kebi-
jakan dulant meng-
oplinalkan penerimaan

Penerimaan PPh rnigas
cenderung neningkat.

Penerimaan PPN dan
P PnBM selama periode
20A2-2001 neningkal
rata-ratd I5,9 persen

LanEkah-langkah kebi-
jakon dalah meng-

op I i ntr I kafi p e ne r I m a a n

P PN dan PPLBM.
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peningkatan tersebut, rasio penerimaan PPh nonmigas terhadap PDB juga
mengalamipcningkatan, dari 5,2 persen pada tahun 2002 menjadi 5,7 persen
dalam APBN-P 2004. Peningkatan penerimaan PPh nonmigas tersebut,
terutama didorong oleh peningkatan potensi PPh, sejalan dengan
perturnbuhan ekonomi yang semakin meningkat, walaupun adajuga potensi
PPh, sepertl PPh atas bunga deposito, yang cenderung menurun akibat
perurunan tingkat suku bunga,

Sejalan dengan perkemba;gan potensi PPh, pemerintah juga berupaya
mengoptimalkan penerimaan PPh nonmigas melalui berbagai langkah
kebi jakan, baik berupa pcnyempurnaan administrasi  dalam raugka
intensifikasi pemungutan, rnaupurr langkah-langkah ekstensifikasi dalam
rangka memperluas basis pajak, LangkahJangkah kebijakan tersebut antara
lain meliputi: (f program ekstensilikasi bagi waj ib pajak (WP) orang pribadi
maupun badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP; (lil program
intensifikasi pernungutan pajak melalui penegakan hukum seoara tegas dan
konsisten disertai dengan upaya mengintensifkan pencairan tunggakan; serta
(i lrJ peningkatan kualitas pelayanan kepada WP dalam rangka mendorong
kepaLulran sukarela ('ttolunlary compliances,l melalui perluasan penerapan
sistem e-regis tration, e -fling, dan e-payment

Sementara itu, perkernbangan penerimaan PPlr migas lelatif cenderung
meningkat, seiring dengan perkelnbangan kurs, serta harga dan produksi
(tifting) mntyak mentah di pasar internasional. Dalam beberapa tahun
terakhir ,  harga rata-tata minyak mentah Indouesia ( lCP) di  pasar
intemasional relatifcenderung terus meningkat. Sebalikn ya, produksi (lfiing)
ninyak mentah lndonesia cenderung menurun dari I 270 MBCD padatahun
2002 menjadi 1.0?2 MBCD pada APBN-P 2004 Di lain pihak, nilai tukar
rupiah terhadap dolarAmerika Serikat cenderung ber{luktuasi dari Rp9 3 11,0
pada tahun 2002 menjadi Rp8.577,0 pada tahun 2003, dan Rp8.900,0 pada
tahun 2004, untuk setiap dolar Amerika Serikat. Perkembangan berbagai
faktor terscbut, telah menyebabkan realisasi petterimaaan PPh migas
rncningkat dari Rp 17,5 triliun ( l,l persen terhadap PDB) pada tahun 2002,
rnen_jadi Rp23,1 triliun, atau 1,2 persen tcrhadap PDB dalam APBN-P
2004. Jumlah tersebut, berarti lebih tinggi Rp4,1 triliun atau 21,6 persen,

tahun 2003.

persen dalam APBN-P 2004.



Bab I Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

meningkatkar penerilnaan PPN dan PPnBM tersebut, tidak terlepas dari
berbagai kebijakan dan langkahJangkah ekstensifikasi, intensifikasi, dan
peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Upaya ekstensifikasi antara
lain dilakukan melalui: (i) perluasan pengusaha kena pajak (PKP), terutarna
yang melakukan penyerahan barang kena pajak di pusat-pusat pasar;
(lrl pcncabutan berbagai fasilitas PPN dan PPnBM yang dianggap sudah
tidak reievan lagi; dan (lii) pengenaan PPN atas jasa kena pajak, seperti
jasa kepelabLrhan, pelabuhan udara, evakuasi medik, pengelolaan rumah
sakit, dan pcrscwaan rtrang praktek doktcr atau seminar dan lain-lain; serta
(rv) rencana pengenaal) PPN dan I,PnBM di Pulau Bataln secara bertahap.

Sementara itu, kebijakan intensifikasi antar.a lain dilakukan melalui:
(l) intensifikasi pemungutan PPN dari PKP pada sektor-sektor usaha yang
pesat perkerrbangannya; (il) intensifikasi penagihan aktif dan pencairan
tllnggakan tcrutama terhadap penunggak potensial; (ll l) penghitungan
kenrbali pajak rnasukan yang tidak dapat dikreditkan; dan (n) penelitian
kembal i  a tas waj ib  paiak yang mempeloJeh fas i l i tas pembavaran
penclahuluan.

Di lain pihak, upaya peningkatan pelayanan kepada rvaj ib pajak dilakukan
arrtara lain melalLri peningkatan pelayanan restitusi secara cepat, khususnya
dcngan rnemperbaiki administlasi PPN dan mewujudkan bank data yang
lengkap. Mclalui langkahJangkah kebijakan terscbut, diharapkan mekanisnre
konfinnasr dapat dilakukan secara cepat dan beuar, sehingga hak-hak waj ib
pajak dapat d ipenuhi dengan baik, dan keatnanan penerimaan negara dapat
dijamin.

Dalam ralgka merangsang kegiatan perekonomian nasional, clalam tigataJrun
telakhir pemerintah telah mengelual kan beberapa kebijakau dalam bidang
I'fN dan PPnBM, antara lain dengan: (l) meJakukan penghapLtsan dan
p e n u r u n a n  t a r i f  P P n B M  t e r h a d a p  b a r a n g  m e w a h  t e r , t e n t u  d a n
(il) memberikan fasilitas pembebasan pemungutan PPN terhadap barang-
barang modal  atau mesin.  Dalanr  jangka pendek,  kebi jakan te lsebut
berpengaruh uegatif terlradap penerimaau uegara. Namun dalam jangka
panjang. kebijakan-kebijakan tclsebut diharapkan dapat memberikan insentif
bagi peniLrgkatan investasi di dalarn ncgeri, yang pada akhirnya akar dapat
nrenclolon g pcningkatan basis pajak.

Penerimaan pajak dalam negeri lainnya yat)g potensinya relatif cukup
merlauj ikan di masa datang adalah penerimaan PBB dan BPH'fB. Walaupun
konh'ibusi penerimaan PBB dan BPHTB tersebut saat inirelatifmasih kecil
dibandingkan dengan PPh dan PPN dan PPnBM, namun perkembangannya
dari tahun ke tahun cukup stabil dan rneningkat secara konsisten. Dalam
tiga tahun terakhir, penerimaan PBB secara norrinal meningkat rata-rata
28,3 persen per tahun, yaitu dari Rp6,2 tril iun pada tahun 2002 menjadi
Rpl0,2 tril iun dalamAPBN-P 2004. Nanun, rasio penerimaan PBB terhadap
PDB relatif stabil, yaitu 0,5 persen. Salali satu faktor yang cukup besar
pengaruhuya terhadap perkembangan penerimaan PBB dalam tiga tahun
terakhir adalah lrarga minyak rnentah Indonesia (lCP) di pasar intemasional
yang cendenrng meningkat. Hal ini menyebabkan penerinaan PBB dari
sektor  per tambar)gan meningkat  secara s igni f ikan.  Seja lan dengan

Ka b i j a kan in t e ns li kasl

Penwnglttan PPN dan
P PtlBi,L

UPq)a Penittgk0ldn
Pe I a1,an an l',cp o d a ll/ P.

Bebercpd kebiakan di

bidangPPN dan PPnllhl.

PenerintaanPBB selann
periode 2002-2001 e-

ningkat rata'rata 28,3
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Pene t i naan  BP I ITB
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penerimaan BPFI'I B.

daya beli masyalakat,

Selariutnva, dalam ral)gka menillgkatkan efektivitas petnungutan cukai' dalanl

p.tioi" Z6Oi ZOO: pet;erultah telir mer)empuh befuagai.lanBkah alministratif'

lnara lail berupa: 1il peningkatan pengawasan atas peredaran ptodlrksi barang
L ^ - .  - , , 1 2 4 i  i . '  i , " t ' r t t r h a n  n a b r i k a s i  d a l a m  m e m b a y a r  c u k a i ;kena cukai  dan kepatuhan pabrikasi
ril l oemberantasan pcredaran rokok polos, rokol' ' yang dilekati pita cukai

oujJu, aon rokok yang dilekati dengan pila cllkai yang bukan haknyal

i i i ,  p .ntontuuon iec i ra in tensi f  terha. lap l lJE barang kena crrka i  d i
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peredalan;  ( l lJ  pcnguj ian t ingkat  kepatuhan mela lu i  a t rd i t ;  set ta

ir,J peningkatan peiuyunan dulam tongka penl'ediaan dan distribusi pita ctrkai'

Demikjan pula, dalam tahun 2004 pemerintah telah mcnempuh bcbcrapa

Iangkah kebijakan adrninistratif lanjutan, antara lain berupa: (, pcnerapan

ercise ser',,iie sy.slem (ESS), yaitu kornputerisasi sistem pelayanan pita

cukai hasil tcnrbakau dalarn rangka tnempercepat proses. pclayanan pita

cukai, sefta meningkatkan akurasi data penerimaan cukai hasiltembakau;

(ll) peningkatan sistem pengawasan melalui peningkatan,sarana datt

p lasarana pengawasan,  pcngetahuan dan keahl ian SDM di  b idang

palgo*uru,t. teiutama untuk menccgah percdaratt rokok polos dan pita

cuk-ai palsu, serLa dalam rangka penegakan lttlkum drn perlindungatl

masyaiakar; dan (ilr) peningkatan pllaksanaan verifikasi dan audit melalui

penetapaLr  k t i ter ia  dokurnen cukai  yang mernpero leh.pr tor l tas utama'

pelaksanaan aLrdit secara regttler dan illsidentil, sefia audit bersama DJBC,

blp, dan tspnB serta penglialian dan penyempurllaan sistem dan prosedur

kegiatan verifikasi dan audit,

Sementara itu, perketnbangan realisasi penerimaan pajak lainnya dalam

periodc tahuu iOOZ-ZOOq ielatif stabiL pada kisaran 0,1.persen tcrhadap

itDB. No,.r.rur'r demikian, secara nomiuaL peneritlaan pajak lainnya tetap

meningkat, yaitu dari Rpl,5 tril iun dalam tahun 2002, rnenjadi Rp 1"7 tril iun

clalam"tahun 2003. Dalam APBN-P 2004, penelimaan pajak lainnya

d itetapkan sebesar Rp I,8 tli l iun

Pelkeurbangan penerimaan pajak tainnya dipengaruhi oleh perkembangan

nilai transaGi ekonomi yang rnanbutuhkan bea meterai. Pertumbullan ekonomi

yang cendet ung meningkat-selama tiga tahrrn terakhir. telah.berpengaruh posrtif

ierll"oAop peni,igfatan penerimaan pajak lainnya Faktu lainyangjuga turut

berpengaiu h teiiradap ieningkatan peircrimaart paj ak lainnya adalah berbagai

k"d1ak"an yang diteinpuh d-alarn tiga iahun terakhir, antara lain meliputi:

{y' pe[ingkataD pengawasan atas pemakaian bcnda meteral, penggunaan mestl'1

i"tuun 'li"t.toi. clai pencelakari tanda lunas bea tneterai; /itJ peningkatan

nencesahatt atas beredarnya nteterai tcmpel palsu; (il4 pcmantatlan atas

p*nyoiutun meterri secar; perioclik oleh Perum Peruri ke Kantor Pos;

ilr,1 pengenaan bea tlcterai atas pcntbal aran kartu kredit di atasjumlah tertentu

iUcriat<rimulai Jull 2002)l serta (vJ peningkatan kerjasarna dengan Polri untuk

melakukau pcngawasau tcrhadap pemalsuan lncteral'

Paj a k Pe rdaga nga n I nternasiona I

rns terdiri dari bea masuk dan paj ak/
tai transaksi perdagangan luar negeri'
rans tertentu. Perkernbangan realisasi
rn Grakhir cenderung lambat, bahkan

endlrurrg nrenurun' Apabila pada.tahun 2002

rea l i sas i  pener imaan  pa jak  pe rdagangan  in te rnas tona l  mencapa l

npio,e ,riiiun, maka dalaln nitgr'r-P 20b4 sasaran pencrimaan pajak
pJrdagangan intemasional d itetapkan Rp I 2.2 triliun' atau naik rata-rala 7'3

lr"tr.fi o""t tahun. Namtrrt dernikian- rasio pcnerintaan pajak peldagangan

K e b t akan d d M i n* t ra t iJ'

F a ktor -fa kt ory an g rn etn

Fengaruhi penetinnan

pdJoklainnya

Pajak perdagangan
inrernasional terdi dari

bea masuk dan Paiak
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ir.rternasional terhadap PDB dalam kurun waktu tersebut cenderung tul ull,
dari 0,7 persen pada tahun 2002, menjadi 0,6 persen dalam APBN-P 2004.

Demikian pula, peranan pencrimaan pajak perdagangan ilrtemasioral
terhadap penerimaan perpajakan juga cenderung rnenurun. Apabila pada
tahun 2002 kontribLrsi pajak perdagaltgan internasional terhadap penerimaan
perpajakan mencapai 5,0 persen, peranan tersebut terus menurun masing-
nrasing nretr-iadi 4,6 persen pad,a talun 2003, dan 4,4 persen dalam
APBN-P 2004.

Sebagian besar, yaitu 97.2 persen dari penerimaan pajak peroagangan
internasional tersebut bersunber dari penerirnaan bea ntasuk, sedingkan
sisanya berasal dari pajak/pungutan ekspor. Dalarn periode tiga tihun
terakhir, penerirnaan bea masuk secara nominal mengalami peningkatan
rata-rata 7,0 persen per tahun, yaitu dari Rpl0,3 tril iun pada tahun 2002,
nrenjadi  Rpl  l ,B t r i l iun pada APBN-P 2004.  Namun,  b i la  d i l ihat  dar i
persentase terhadap PDB rasionya cenderung turun dari 0,64 persen pada
tahun 2002, mcnjadi 0,59 persen pada APBN,P 2004.

Petanan bea nasuk yang ceuderung nenuru tetsebut  Inerupakan
konsekuensi dari kebijakan pemerintah dalam endLrkung liberalisasi
perdagangan intet nasional melalui pcnurultan tarifsecara bcrtahap, Sampai
dengan tahun 2003, telah dilakukan perubaltan struktur dan Denurunan tarif
bea masuk, sehingga proporsi baiang impor yang ternrasuk ke dalanr
kelompok tarif 0%-50lo rnencapai 67,8 persen; dan yang termasuk ke dalam
kelompok tarif 10%- I 5% mencapai 28,5 perscn; sedangkan sisanya sebesar
3,7 pcrsen rnasuk ke dalam kelompok tarifdi atas 20%.

Dalanr tahun 2004, pernelintah kembalimelakukan perubahan stn:ktnr, dan
perurunan tarif sebagaimana tercanturl dalam Buku Tarif Bea Masuk
ltrdonesia 2004 (BTBMI 2004), yang disusun berdasarkan harntonizerl
sysrerr (llS) dari Worlcl Custottts Organizalion (WCO), dan str.uktur
klasifikasi ISEIN Harmonized Tarilf Nomenclatur (AHTN) dariASEAN.
Dalarn BTBMI 2004 tersebut, diberlakukan dua macam tarif bea masuk,
yaitu (i) tarif berdasarkan Most Favoured Narlon (MFN), dan (il) tanf
beldasarkan skena (.lomnon Effedive I'referential Thrilf .fot' ASEAN
Free lrade Area (CEP'[for AFTA). Beldasarkan MFN p"Jng.nuun to.if
bea masuk atas seluruh importasi balang dari seluruh negara diperlakLrkan
salna, Sementara itu, skema CEPT dalam rangka AFTA dikenakan hanya
nhrk negara-negara ASEAN. Berdasarkan BTBMI 2004,jurnlah total pos

tarif adalah l l.l63. Dari jumlah tersebut, proporsi jumlah barang yang
tennasuk ke dalam kelompok tarif bea masuk 0%-5% mencapai 69,8 persen;
kemudian untuk ke lompok tarif I\Yo-1SVo mencapai 29,3 persen; sedangkan
sisanya 0,9 perseu masuk ke dalarn kelompok tarif20%. Dengan dernili ian.
jurnlalr pos tarif yang masuk ke dalam kelompok tarif bea masuk 0%-5%
dan 10%-15% semakin meningkat, sedangkan yang masuk ke dalam
kelompok tarif 20olo ke atas semakin berkurang.

Dalam rangka mengantisipasi penurunan tarifbea masuk tersebuL sekaligus
mendukung kegiatan perekonomian dalam negeri, pemerintah senantiasa
berupaya meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan melalui berbagai
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prakarsa kebijakan, yang rnencakup: (, prakarsa fasilitasi petdagangan;
(if prakarsa pen.rberantasan penyelundupan dan undervaluation; (iii) pra-
karsa peningkatan kerjasama dengan stakeholder; dan (ivl prakarsa
peningkatan integ[itas pe gawai.

DJBC,

dan penyederhanaan sistem verifikasi dokumen.

tersebut diharapkan peranan DJBC sebagai fasilitator perdagangan,
petindung masyarakat, dan sebagai pemungut pajak, akan dapat semakin
ditingkatkan.

Sementara itu, perkembangan peneriniaan pajaVpungutan ekspor, dalam tiga
tahun terakhir lelatif cukup stabil Apabila pada tahun 2002, realisasi

Perkembangan peneritnaan perpajakan sejak tahun 2002 sampai dengan
tahun 2004 dapat diikuti dalam Tabel III.2.

Prakarsa JusiI itasi per-
dagungan.

Prakarsa pemberanfus-
an penyelundupen dan

Prakarsa peningkalan
kerj asat a . lengatl
stakeholder

l' e nerimaan paj a k el-r -

po r  menga lamt  pe -

nl gta[an
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Tabell l l .2
PEMEMBANCTAN PEIIERIMAAN PERPAJAKAN, 2OO2 ' 2OO4 I}

(tri l iun ruPiah)

uralan
PAN 1H 'o" {ff o""*r Y"^S

l. Psiak tlalam l,lo ge rl

1. Pajak Penghasibn
a Migas
b. Nonnigas

2 PFN dan FftIBM
3, FBB
4 BFHTB
5  C u k a i
6 P4ak Lannya

ll .  Pajak Perdagangan
lntornaslonal

1 Bea l/hsuk
2. tujaldtungutan EksPor

t99,5

101 ,9

44,4
65,2
6 ,2
'1,6

23,2

230,9

115 ,0
19,0
96,1
77 ,1

26,3
1 ,7

11,1

257,O

112,8

10,2
3,2

't ,8

12,4

1 , 1

4,O
0,4

1 , 4
0,1

t2,9

6,4
1 , 1
5,4
4 ,3
0,5
0 ,1

0 ,1

13,4

6,8
1,2

0 ,5
o,2
' | ,4

0 ,1

12,2 0,6

11 ,S  0 ,6
0,3 0,0

10,9 0,6
0,2 0,0

10,6 0,7

10,3 0,6
o,2 0,0

J u m l a h 210,1 242,0 13,5

Perkembangan PNBP
dalam t iga tahun
terakhir menunjukkan
kecenderungan me-
txingkat seir ing me-
ningkatnyd hdrga rata-
ruta mitlydk nentah di
pasu internastonal-

Keterangan :
'1) Perbedaan sstu angka dibelakang koma terhad6p angka poniunlahan adslah karene penhulatan

Sumber: D€parten€n Keuangan Rl

Penerimaan Negara Bukan Paiak (PNBP)
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Demikiar pula halnya dcngan nilai tukar tupiah dalam tahun 2004 yang
dipcrkirakan lel)ih tinggi bila dibanclingkan dengan rtalisasi tahun anggatan
sebelumnya, juga turut nlernpengaluhi pcningkatan perkilaan realisasi PNBP
dalam perhitungan APBN P 2004.

Selain dipengamhi oleh perLLbahan [iLktor'-[akLolckslelna], seperti halga miuyak
mentah dan kuls, pcrkcnbangan dan kontribusi PNBP rerhadzrp pendilpatlrl
ncgara,juga tidak dapatdilepaskan dari belbagai kebr;akiru rLan langkah-lalgkah
stlaregis dan berkelanjutal yang tlitcrnpuh dalam upaya mobilisasi PNBP
LangkahJangkah kcbijakal tersebut, seczu a gat is besiu meliputi: (l) optirnalisasi.
eUsicnsi. dan etektivitas PNBP yang bersumber rLari sutnbcl daya alanr (SDA);
(ll) intensitikasi upayir penccgahan i!.lega!. n.ining. illagul ktgging, Ll;rn iLLe-
gol Jishing; (ii i) pcningkatan kesehatan dan kinerja BUMN tlisertai dcngan
penefapan goocl cttrl:torate goveftrunu; serta (ir, pcningkatan pengawasalt
terhadap pehksanaan pungutrn dcparlemen/LPND.

Perkcnrbangan penerirnaan negara bukan pajak dalarn talrrl 2002 2004
daDat diikuti tlalam Grafik IIL3.

Penerimaan Sumber Daya AIam (SDA)
Pcncrirnaan SDA masih tetap melupakitn sumbet anclalan bagi PNBP,
kalena kontlibusinya yang cukLrp bcsar, baik tethadap PNBP rnauputt
terhadap penclapatan ncgara. Dalant tiga tahun telakhir, peranan penetintartt
in i  Lerhadap tota l  PNBP ra la-rata mencapai  72,1 pctscn per  tahul l .
Penel i r raan SDA in i  t l i topang o lch pcnet  imaan SDA dar : i  migas,
pertarnbangan umum, kehutanan dan pelikanan.

Ktbi1ukur thn Iu43kuIt
l unRkL !h  t t t  u tug i r  | un !
litentp h Prnrc) intuh li

P,: t rt: ri nn u u t S DA t tr ru
pakon tun tct t int lulutt
PNBP

Graflk l l l ,3
PEHKEI'BAiIGAN PEMRM AAN

NEGAM BUKAN PAJ A192OO2.2OO4

o

c
o.

trTotal
IEag ian  Pemer ln tah  Atas  taba E lJMl {

lP enerlmaan s umher Dava Alam
lP  NE  P  La innya
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Konlrtb si peneritflaan
SDA migas terhadap
PNBP dalam periode
2002-2004 rata-tatu
me ne ap a i 67,0 pe rs e n p er
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Foktorfaktor yang
mehpengarahi pehe -
maaa SDA migas

Langkah-langkah kebi-
jakan yang ditempuh
Pemerintah di bidang
migas.
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Penerimaan SDA migas dalam kurun waktu yang sama, masih menjadi
sumber utama bagi PNBP, dengan kontribusi mencapai rata-rata sekitar
67,0 persen per tahun. Penerimaan SDA migas ini menunjukkan
perkembangan yang berfluktuasi, seiring dengan perkembangan harga dar
produksi minyak mentah. Apabila dalam tahun 2002, realisasi penerimaan
SDA migas mencapai Rp60,0 triliun (3 ,7 persen terhadap PDB), maka dalam
tahun 2003 realisasi penerimaan tersebut menj adi Rp61,5 triliun (3,4 persen
terhadap PDB), yang berarti meningkat Rpl,5 triliun atau 2,5 persen.
Sedangkan, dalam APBN-P 2004, rencana penerimaan migas diperkirakan
Rp87,7 triliun (4,4 persen dari PDB), yang berarti meningkat Rp26,2 triliun
atau 42,6 persen dari realisasinya dalam tahun 2003.

' 
Perkembangan penerimaan SDA migas tersebut, pada dasamya dipengaruhi
oleh faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi, serta langkah-langkah kebijakan

antara lain adalah gangguan keamanan di beberapa daerah konflik di dalam
negeri, serta memanasnya situasi politik di beberapa negaraTimur Tengah.

Di sisi produksi, ftta-rata lifting minyak mentah Indonesia dalam tahun
2002 mencapai 1,270 MBCD, dan kemudian turun menjadi 1,092 MBCD
dalam tahun 2003, sebagai akibat adanya beberapa sumur minyak yang
dalam kondisi kapasitas marginal. Penunman kapasitas sumur minyak masih
berlanjut hingga tahun 2004, yang diperkirakan produksi minyak hanya
mencapai 1.072,0 MBCD.

diasumsikan Rp8.900 perUS$, atau mengalami penurunan kembali'
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terhadap eksploitasi dan produksi minyak dan gas alarD, upaya-upaya
perluasan pasar/negaratujuan ekspor tnigas, setta pemberian fasilitas berupa
keringanan pajak dan kemudahan perij inan bagi investor di bidang migas.

Berbeda halnya dengan penerimaan SDA migas, dalam kurun waktu yarrg
sama, perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum ceuderung
mengalami fluktuasi. Apabila pada tahun 2002, realisasi penerirnaan SDA
pedambangan umum mencapai Rpl,5 triliun, tnaka dalam tahun 2003
realisasi penerimaan tersebut telah meniadi RpZ,0 triliun, atau naik 33,3
persen. Sedangkan, dalam APBN-P 2004, sasaran penerimaan SDA
pefiambangan unum diperkirakan sebesar Rp I,8 triliuu, yang berarti turun
10,0 persen terhadap realisasinya dalam tahun 2003. Penurunan ini, antara
lain disebabkan dalam realisasi penerimaan SDA pertambangan umutn tahun
2002 dan 2003, di dalamnya termasuk realisasi peneritnaan dari penjualan
hasi l  tambang, sementara dalam APBN-P 2004 hanya mencakup
penerirnaan yang berasal dari iuran tetap dan royalti (iuran eksplorasi dan
eksploitasi). Besamya iuran tetap ditentukan atas dasar luas area
penambangan, dan tarif per hektar per tahun, yang diberlakukan pada
perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), kontrak
karya, dan kuasa pertambangan. Sementara itu, besarnya royalti dihitung
berdasarkan volume penjualan, persentase tarif royalti, harga jual hasil
tambang, serta kurs, yang diberlakukan bagi PKP2B, kontrak karya, dan
kuasa pertambangan,

Dengan demikian, perkembangan penerimaan SDA pertambangan umum
tersebut, pada dasarnya dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu tarif
perjcnis pertarnbangan, hargajual, luas atau volume, dan nilai tukar rupiah
terhadap dolar Arnerika Serikat. Selajn itu, faktor uonekotronri yang
diperkirakan trerpengaruh terhadap perkembangan penerimaan SDA
pertambangan Llmum antara lain meliputi masalah kearnanan di daerah-
daerah penambangan, yang ralvan terjadi penambangan lanpa ijin (Peti).
Sekalipun sumbangannya masih relatif kecil bila dibandingkan detrgan
kontribusi penerimaan SDAmigas dalam tigaahun terakhir, namun konhibusi
penelimaan SDA pertambangan umum terhadap total penerimaan SDA,
telah mulai menunjukkan petkembangan yang cukup positif. Bila kontribusi
penerirnaau SDA pertambangan umum terhadap total penerirnaan SDA
dalam tahun 2002 sebesar 2,3 persen, maka dalarn APBN-P tahun 2004,
konhibusi penerimaan SDA pertambangan umum terhadap total pencrimaan
SDA mencapai 1,9 persen.

Di samping faktor-faktor tersebut, perkembangan penerimaan SDA
pertambangan urnum juga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang
diternpuh pemerintah di bidang pertambangan umum. Langkah-langkah
kebijakan tersebut antara lain meliputi: (i) peningkatan upaya konservasi,
diversifikasi sumber daya mineral dan energi, serta penataan ruang dengan
memperhaLikan fungsi lingkungan; serta (ii) inventarisasi dan eksplorasi
sumber daya mineral, batubala, gambut bitumen padat, panas bumi, gunung
api, dan air barvah tanah. Selain itu, pemerinah jugatelah melakukan langkah-
langkah dalam rangka petnberantasan dan penanggulangan penambangan
tanpa ijin (Peti).

)'erkembangan penett-
fiaanSDA pcfiambang-
an ut u ddlam tiga
tahun terakhir centle-
rung betfluktuati.

Faktor-faktor yang
mempengar hi pet -

kembangan penerimaan
SDA pertanhangan

Langkahlangkah keht-

lakan yang ditempuh
Pemerintah di bidang
pertambangqn umun.
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Faktor-faktor yang

menpengaruhi dan

langkah-langkah kebi-
jakan yang dttenpuh

Pemet' i  tah di bidang

kehutanan.

Penerimaan SDA
l.,t hutanan da I an kurun
rl,aktu t igd tahun
le t a klir berJll t ktuq s i.

Faktor-faktor yang
mentpengaruhi dan
langkahJangkah kebi-
jakdn yang ditemp ll
Pemerintah.l i  bidaag
pefikanon

Faktor-faktor yang
henlpehgaruhi pene-
rimaan bagian peme-
rmtdhatas labd BUMN.

Penerimaan SDA kehutanan, termasuk dalatn salah satu jenis sumber
penerimaan negara bukan pajak berasal dari iurart hak pengusahaan hutan
(IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR).
Perkembangan penerirnaan ini, dipengaruhi antara lain oleh besamya produksi
(volume dan luas areal tebangan); kebijakan yang berkaitan denganjenis dan
besamyatarif; perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolarAmerika Serikat,
berkaitan dengan dana reboisasi; serta faktor keamanan wilayah hutan akibat
terjadinya penebangan kayt secan illegal - Selain itu, perkernbangan peneritnaan
SDA kehutananjuga dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang diiempuh
pemerintah di bidang kehutanan, yang meliputi antara lairl: (i) upaya konservasi
dan rehabilitasi sumber daya hutan; (ii) pemantapan restrukturisasi sektor'
kehutanan; serta (rir) intensifikasi penerimaan provisi sumber daya hutan dan
danareboisasi.

Dalanr kurun waktu tiga tahun terakhit perkembangan penerimaan SDA
kehutanan juga belsifat fluktuatif Sebagai gambaran, bila dalam tahun 2002
realisasi penerimaan SDA kehutanan mencapai Rp3,1 triliun (0p penenterhadap
PDB), maka dalam tahun 2003 realisasi penerimaannya meningkat rnenjadi
Rp3,7 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Narnun, dalarn APBN-P 2004
penerimaan SDA kehutanan diperkirakan Rp2,7 triliun (0,1 persen terhadap
PDB), atau turuu sekitar 27,0 persen dari realisasinya dalam tahun 2003. Hal
ini terutama berkaitan dengal diterapkannya kebijakmsofr landing, baik untuk
rnendukung pemulihan kembali (recovery) hutan yang rusak, maupun untuk
mewuj udkan pengelolaan hutan secara lestari.

Pada penerimaan SDA perikanan, sumber utamanya berasal dari pungutan
pengusahaan perikanan (PPP), pungutan perikanan asing (PPA), dan pungutat
hasil perikanan @[IP). Perkernbangan penerimaan ini, dipengaruhi atrtara lain
otehjenis kapal, produki dar lingkurgan alanL berbagaikebiiakal yang berkaitan
dengan pungutan kelautan dan perikanan, tenrtama jenis dan besamya tarif;
serta nitai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serika! khususnya pr.mgutran bagi
kapal perikanan asing. Selain hrifpungutan perikanarl langkah-langkah kebijakan
dibidang perikanan yang mempengamhi, antara lain meliputipembenahan sistem

dan dalam APBN-P 2004 diperkirakan realisasinya mencapai 0,3 persen.

Penerimaan Bagian Pemerintah atas laba BUMN
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sena (ii, kebijakan d|iden"puy out rato" yang ditetapkan 50 perscn terhadap
laba bagian pemcrintah bagi masing-masing BUMN, kecuali BLIMN rninoritas,
masih dalarn akumulasi rugi dan restrukturisasi manajemen serta BUMN
asulansi. Kondisi fundamental ekonomi berpengaruh pada tingkat aktivitas/
operasional masing-masing BUMN, baik dalam skala nasional ntaupun
jJrternasional, yang pada akhimya akan berpengaruh pada pelolehan laba setelah
pajak. Semenlara itu, kcbrjakan dividen "pay out ratio" drtetapkan dalarn fbrum
rapat umum pemsgang saham (RUPS), berdasarkan besamya kepemilikan
saham Pemer intah dalam BUMN yang bersaugkutan,  sete lah
men.rpertirnbangkan kepentingan'3/dkz holder)', di antanlya keperluatt dana
bagi reinvcstasi ataupun keperluan ekspansi usaha.

Di sarnping dipengaluhi oleh ketiga laktor di atas, perkembangan penerimaan
bagian perr.rerintah atas laba BUMN juga tidak dapat dilepaskan dari langkah-
langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya pentngkatan
kesehatan dan kinerja BUIvlN, melalui berbagai penycmpurnaall, baik yang
menyangkut organisasi, manajemen maupun operasionalnya, serla kewaj iban
bagi B[-II\4N unluk mencrapkan good corporttte govetnance.

Dalam tiga tahun telakhir, realisasi penerimaan yang berasal dari bagian
pemerintah atas laba BUMN menngkat dari Rp9,8 triliun (0,6 persen terhadap
PDB) dalam tahun 2002 menjadi Rp 12,6 tril iun (0,7 persen tcrhadap PDB)
pada tahun 2003. Peningkatan realisasi penerimaan dividen BTJMN ini, di
samping disebabkan oleh lebih besarnya laba setelah pajak, juga disebabkan
oleh adanyaketepatan waktu BLMN, baik dalam mclaksanakan RUPS maupun
dalam melakukan penyctoran dividen kepada Petne ntah. Dalam APBN-P
2004, perkiraan realisasi peuerinraau bagian pemerintah atas laba BUMN
ditctapkan Rp9, J triliun (0,5 pelsen terhadap PDB), yang berarti Rp3,5 triliun
atau 27,8 persen lebih rendah darirealisasinya dalam tahun 2003. Seinng dengan
perkernbangan realisasi tersebut, dalam kLtntu waktu yang sama, kontribusi
pcncrimaan bagian pernelintah atas laba BUMN terhadap totalPNBP mentrun,
yaitu dari I 1,1 persen dalam tahun 2002, menjadi 7,4 persen dalam APBN-P
2004,

Kontribusi dividcn yang cukup besar dalam penerimaan bagian pemerintah
atas laba BUMN tersebut, diberikan oleh BUMN yang bergelak di sektor-
seklor perbankan, jasa keuangan, konstruksi, usaha pertanrbangan, industri
strategis, sel ta energi dan telekomunikasi.

PNBP Lainnya

PNBP lainnya merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai pungutan
yang dikelola oleh departcmen/LPND, sehubungan dengan fungsinya dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pos penerimaau ini di antaranya
juga menarnpur.rg penerimaan kembali pinjaman, yang berasal dari pendapatan
pclunasan piutang. Faktor yang mempengaruhi perkernbangan PNBP lainnya
adalalr (i) volume atau aktivitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai
deparlemer/LPND bersangkutan; serta (/y' jenis dan arif pungutar). Mengingat
dervasa ini masihterdapat beberapa tarifpungutan yang dirasakan sudah tidak
scsuai lagi dengan segi keekonomiannya, rnaka dalam rangka mengoptimalkan

LangkahJangl,,nh ke bi-

lakan yang diten4tuh
I 'emerinlah da lan
lrp(jya PentngKaran
hesehatah dan kinet!a
u L^,tN

Kantr ibus i pe n e t i tn aan
baglan pemerintah alas
laba RUMN terhadap
tota/PNllP nenltun

Faktotfaktor yang

nenpenga ) uhi dan

langkahlangkah kebi-
jakan yang ditet puh

Pemerintah di brdang

PNBPlainnya
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PNBP lainnyu dalam
igd tahu11 lerakhir
nenun jukkan  kecen -
de t  ungan  yang  ne -
ningkat

Daldtu t iga l4hun
Ietakhtr, penerinaan
hil)dh nark rala-rato
207,9 persen per tahun

penerimaan PNBP larnnyE telah diambil langkah-langkah kebijakan untuk terus

inelakukan evaluasi dan penetapalljenis dan tarifpungutan pada departemen/
I-PND. Di samping itu, pada saat yang bersamaan juga dilakukan upaya
peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya
ke kas negara.

dalam tahun 2003, serta adanya penerimaan premi penjaminan perbankan

nasional Rp2,2 triliun yang sebelumnya nihil Dalam APBN-P 2004, sasaran
PNBP laimrya ditetapkan Rp22,3 triliun ( I ,l persen terhadap PDB), atau lebih

tinggi I8,6 persen dari realisasinya dalam tahun 2003

Hibah
Penerirnaan lribah berasaldati stlmbangall atau do:r,:z,si kr(mt) dari beberapa

d iikuti pada Tabel III'3.

Tabell l l ,S

PERKEMBA}'1GAI.I PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJA( DAI'I HIBATI, 2OO2 - 2OO4 1)

(t.iliun ruPiah)

APBN.P "/;lT'^ HH"^ Ijy
L PenerinEan N€gara Bukan Pajak

a Penerimaan Sumber DaYa Aam

b. Bagian Pemerintah atas Laba Bul\/N

c. PNBP Lainnya

ll. Hibah

88,4

64,8
q a

3,8

0,7

1 , 0

0,0

't23,8

92,4

22,3

o 7

4,6

0,5

1 , 1

0,0

5,5 98,9

4,0 67,5

0 6 12,6

0,9 18,8

0,0 0,5

88,5 5,5 99,4 5,6 124,A 6,3

Fli6loaan sat, angl€ o b€lahans koma ierhadapanska peniumlahan adalah karena pernbulalan
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lJab I Perkenbangan Anggaran Pendopdtsn dan Belanla Negara

Belanja Negara
Anggaran belanja negara menrpunyai pelanan yang cukup strategis dalarn
mendukung pcncapaian sasaran utama fiskal, yaitu rletnantapkan konsolidasi
fiskal dan peuyehatan APBN untuk mewujudkan ketalranan fiskal yang
bcrkelanj utar, Dalarr tiga tahttn terakhir, penggunaan anggaran belanj a negara
diarahkan untuk mendukung dan rnemantapkan kebijakan konsolidasi fiskal,
yang antara lai n dr lakukan rncla lu i (r) penyempumaan manaj em en belanj a negar4
/if peningkatan efisiensi dal cfcktivitas pengelolaan belanja negara,
f l l4  pengalokasian belanja negara sesuai  skala pr ior i tas dengan
mempertimhangkan kcmampr.ran keuangan Lregara unhrk rnendukung pcmulihan
ekonomi nasional, dan (lry' konsolidasi pelaksanaan desentr alisasi fiskal.

Berdasarkan arah kebrjakan fishal yang diarnbil Pemerintah dalam kurLrl
waktu tersel'llt, bcrbagai langkah pengendalian dalanr pemanfaatan anggaran
belar.ja negara telus dilakukan. Dengan demikian rasio anggaran belanja
ncgara terlradap PDB cenderung meningkat, Dalam tahun 2002, rasio
tcrsebut sebesar 20,0 pelsen, tahun 2003 mcncapai 21,1 persen, dan dalam
tahun 2004 naik nenjacli 21,6 persen. Perubahan beban anggaran belauja
negala telsebut terutama dipengaruhi oleh bebelapa taktor. Pertona,
pengelo laan pembayaran bunga utang dalam neger i .  Kedua,  arah
(pengalokasiar) subsidi guna rnenjaga stabilitas harga dan menbautu
rnasyarakat yang kurang mampu- Kellg.z, pembcrian stimulus ekonomi
melaJui peningkatan anggaran belanja pembangurtan. Keelt?.r1, mendukung
anggaran pelaksauaan Penrilu dan Pemilihan Presiden secara laugsung tahuu
2004. Kelima, implikasi kebiiakan otonomidacrah dan desentralisasi fiskal
sesuai dengan Undang-Lrndang No. 22 

'lhhun 
1999 tentang Pcmerintahan

Daerah dan Undang-undang No, 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Daerah.

Realisasi belanja negara dalarr tahun 2003 sebesar Rp376,5 triliun menunjukkan
pcningkatan 16,9 persen dali lealisasiuya dalam tahun 2002. Peringkatan
tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban anggaran belanja
pemerintah pusat untuk belanja pegawai, penyediaan dana untuk persiapan
Pemilu tahLrn 2004, pengeluaran pcmbangunan, serta auggaran belanja untuk
daelah. Namun, dalam tahun 2004 belartja negara meningkat 14,2 persen
rncnjadi Rp430,0 tril iun. Hal ini terutalna karcna menurunnya belanja
pernerintah pusat yang cukup signifikan, sedangkan di sisi lain belanja untuk
daerah lelatif tidak banyak belubah, Selanjutnya, petkelnbangan belanja
negara tahun 2002-2004 dapat dilihat pada Tabcl III.4.

Be I a nj a Pemeri nta h Pu sat
Rasio belanja pemeriutah pusat terhadap PDB dalam tiga tahuri terakhir
menunjukkal  peningkatan.  Apabi la  dalarn tahun 2002 ras io belanja
pcmerinfah pusat telhadap PDB tnencapai 13,9 persen, meningkat mcnjad i
14,3 persen dalam tahun 2003 dan mencapai I 5,1 persen dalam tahun 2004.
Peningkatan tersebut  leb jh banyak d ipengaruhi  o leh nreningkat lya
pengcluarau rtrtin dan pengeluaran pembangunan.

Dalin t iga ta l tu n
le ru Rl| tr  anggat 4t l
belanja negora diaroh-
kan ultk nendukun{
d4n Dte ma ntap kdn
kcbUakan konsolidasi

llaio anggqran belal4id
negara lerlndop PDII
t ahun  2002 -2AA l
cenda ufig nleningktl

,4nggaran belanja ne-
garu da[am tahun 2001
diperkirakan:tcbesar
l?p430,0 tr i l iun qtau

me n ga I a m r p e n i ng l.,at an
14.2 perren dari t6hun
2403

Rasio belanja pene-
rinlah putal terhadal)
t'DR dalum tig tahun
le takhir cenderung
neningkat
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Tabel  l l l .4

PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2002.  2OO4 1 '

( t r i l iun rupiah)

U r a l a n prr.r Y:l-d paru "flf; nearu"'fff

L  Be  l an ja  Pemer in tah  Pusa t

a  Penge lua ran  Ru t i n

b  Penge lua ranPembangunan

l l ,  Be  l a  n j a  Un tuk  Dae rah

a  Dana  Pe r imbangan

b  Dana  O tonomi  Khusus

dan  Penyesua ian

224,0 13,9
1 8 6 , 7  1  1  , 6

98,2  6 ,1
94,7 5,9

256,2 14,3
' i  86  9  10 ,5
69,2  3 ,9

120,3 6,7
1 1 1 , 1  6  2

300,0  15 ,1
2 2 8 , 1  1  1 , 5
7 1  , 9  3 , 6

'r30,0 6,5
123,1 6,2

0 , 36 .90 ,50 ,2

Anggat an bel unja
pe erinlehpuwt delunr
tah rn  200J  sebeso t
RFA0,0 h'ili l

R.Isio redIisasi pcLtge-
l atdn t'utin Icrhadap
I'  DII cenderung ber

Pemanfaatan anggaran

pe nge lud fi n rut i n diol o-

kasikan untuk belan|a

pegaw a i, b e I anj a b a tun g,

penbayaran bunga

ulang, subsidi, da pe'

ngaluaran tinIdinnya.

J u m l a h 322,2 20,0 376,5 21,',1 430,0  21 ,6

1) Ferb€daan saLu angka di bebkang ko|rE t€rhadap angka penlunlahan adalah karena pe.Ybulatan

Sumber:  DeparLenEn Keuangao Rl

Dengan demikian perkembangan belanja pemerintah pusat secara nominal
dalam tiga tahun terakhirjuga nrengalami peningkatan. Dalam tahun 2003,
belanja pcmerintah pusat sebesar Rp256,2 triliun, atau nreningkat 14,3 persen
dari realisasirtya dalam tahun 2002, dan dalarn tahun 2004 belanja pemerintah
pusat mencapai sebesar 17,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya
rncnjadi sebesar Rp300,0 triliun.

Pengeluaran Rutin

Secara keseluruhan,  real isas i  pengeluaran rut in  Calam ta l tun 2003
menunjukkan kenaikan secara nominal sekitar 0,1 persen dibandingkan
realisasinya dalam tahnn 2002, Narnun dalatn rasionya terhadap PDB
cenderung menurun, yakni dari 1 1,6 persen dalam tahun 2002 mcnjadi i 0,5
pelsen dalam talrun 2003, Dalan tahun 2004, pengeluaran rutin diperkirakan
menjadi I{p228,1 tril iun atau I 1,5 persen dari PDB.

Pernanfaatan anggaran pengeluaran rutin dalarn tiga tahun terakhir
senant iasa d iarahkan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan

dan pengeluaran rutin lainnya.
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Bqb I Perkenhangon Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

IVlcskipun fasilitas penjadwalan pernbayaran bunga dan cicilan pokok utang
luar negeri hzschedulitp sudah tidak disediakan lagi sebagai konsekuensi
berakhirnya program kerjasarla dengan lMF, pembayaran bunga utang dalam
taliun 2004 menunjukkan kccendenrngan yang menurun, dalarn besaran nominal,
rtarnun dalam rasionya terhadap PDB dibandingkan cukup berfluktuasi delgan
rea)isasinya dalam tahun{ahun sebelumnya. Nilai nominal pcmbayaran bunga
utang daLam tahun 2004 scbesar Rp63,2 tril iun, yang berarli nrengalami
pcnurunan rata-rata 14,3 petsen pcr tahun tlari realisasinya dalam tahun 2002
sebesar RpS7,7 tril iuD dan ltp65,4 h iliun dalam rahun 2003. Dalam periode
yar)g sama, rasio pcmbayaran bunga utang terhadap PDB.luga rnenurlukkan
peuurunan, yakni dari 5,4 pelsen dalam tahun 2002 menjadi 3,3 persen dalarn
taltun 2003. dar diperkirakar 3,2 perscn dalarn tahun 2004. Terjadinya penunuriut
beban pembayaran bunga utang tersebut tidak terlepas dari upaya Pemcrintalr
runtuk sccala bertahap mengurangi dan rnengcndalikan jumJah utang, serta
langkah otoritas monctcr ur)tuk menstabilkan dan menekan tiugkat bunga di
clalam negeri.Dalam periode 2002-2004, jurnlah stok utang pelnerinlah juga
cenclerung senakin berkurang, yaitu dari sekitar'77 pclscn terhadap PDB dalam
tahun 2002 dipcrkirakan menjadi sekitar 65 persen ter'ltadap PDB dalam tahun
2004.

McnuruI komposisinya, 62,9 pelsen dalitotal pembayaran buuga utang dalam
taltuu 2004 dialokasikan untuk pemhayararr bunga utang dalanr negeri dau 37,1
persen untuk pembayaran bunga utang lual negeli. Pembayaran bunga utang
dalarn negeli dalam tahun 2004 yang diperkiraka:r sebesar Rp39,8 tril iun
menunjukkan penurunan yang cukup berar t i  d ibandingkan real isas i
pcnrbayalannya dalam dua tahurr sebeLurnnya. Hal ini telutama disebabkan
oleh scmakin rcndahnya tingkat suku bunga SBI-3 bulan yang berpenganrh
kepada pembayaran bunga utang dalam negeri berbentuk mengambang
(vuriable rate). Sebagaimana diketahui, dari kescluruhan surat utang uegala
pcr September2003 yang mencapaillp6lS,9 triliun, sekitar3T persen berbentuk
bLtnga mengambang yang dipengarulii oleh tingkat sukLr bunga SBI-3 bulan,
sekitar 25 persen berbentuk bunga tetap (fLred rate). sekilar 3 perscn berbentuk
obligasi Iindung nilai (heclge bonds),dan sisanya sckitar 35 persen belbentuk
surat utang kepada Bank Indonesia (SRBI) yang ticlak diperdagangkan. Dengan
jurnlah utarg clalan negeli sebesal di atas, rlaka konrposisi penrtra.varan brrnga
utang dalarn rregeri tahun 2004 terdiri dari wtriable rate sebesar 45,4 pelsen,

fixecl rcte sebesar 52,5 persen, hedge Dords sebesar 1,7 persen, dan surat
utang kepada Bank Indonesia (SRBI) sebesar 0,4 persen,

Selahr faktor tingkat suku bunga SBI, besaran pembayaran bunga ntang dalam
ncgerijuga clipengarLrhi oleh kebijakan yang dilakukan di bidang pengclolaan
uung dalam negeri. Hal im terkait antara lain dengan pembayaranjatuh tempo
utang dalam negeli, penyeimbangan stluktur jatuh tempo porlrrlro obligasi
negara agar selaras dengan perkembangan anggaran negara dan daya serap
pasar, clan penurunan jumlah obligasi negara dengan melakukar) pembeliall
kembali ftuybackl rli pasar sckunder

Untuk bunga utang luar negeli. pembayararnl,a dalarn betrerapa talun terakhir
melgalami fluktuasi, Hal initerLrtama dipengaruhi suku bunga intema-sionat dat.t
penzuikan pinjaman baru. Bila dilihaLlebih mendalam, rcalisasipembayann bur.rga

Penbayaran bungo
uta gdaldt tahwt 2A0l
menunjukk6n kecende,

funganyanS menufutl

Da lam tahun  2004
sebesar 62,9 persen dari
anggarnn pe bayaran
bunga utatlg dialokasi-
kan unhtk pentbayaran
bunga utang dalan
negeri dan 37,1 persert
untuk Penloa,\tal an
bunga tang luar negerL

Besornya bunga utang
dalam negei di!1cnga
rtt l t  i  oleh suku bunga
SBI dan kebllakanyang
dilakukan di bidang
peDge lo la4n  u tang
dalam negeri

Pernba-r-aran bunga
ulanE lu neget't dalanl
beberupahhun terakhir
berJluktuasi
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I'er Maret 2003, jumlah
ulang luai 'negert pe-
me t i n !ah  sebesa r
U566s,8 niliaL

Rasioanggaran belanla
pegawai plsat lerlvdap
PDB dalan tiga tahun
lerakllb menunj kkd
kecenderungan rne-
ningkot-

Peningkatatt belanja
pegawai antard [ain
disebabkan olelt kebi-
jakan petnbe an goji
ke- lJ dan kenaikan tun-
janganfungsio al guru

utang luar negeri dalaln tahun 2003 sebesar Rpi9,0 triliun menunjukkan
penurunan sebesar 25,2 persen dari realisasinya dalam tahun 2002. Realjsasi
yang rendah tersebut selairr disebabkan oleh masih rendalnya tingkat suku
bunga intemasionaljuga oleh pengzruh mengualnyanilai tukar mata uang rupiah
terhadap dolarAmerika Scrikat. Namun dalam tahun 2004, pembayaran bunga
utang luar negeri diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp23,4 triliun
yang antara lain sebagai dampak dari sedikit melemahnya perkiraar nilaitukar
mata uang rupiah, serta bebau bunga rencana penarikan pinjaman banr dan
pcnerbitan obligasi intemasional dalam tahun 2004.

Dari perkiraan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp23,4 triliun
dalarl tahun 2004, terdiri dari pinjaman multilateral sebesar 40,8 persen,
pinjaman bilateral sebesar 27,3 persen, fasilitas kredit ekspor sebesar 28,0
persen, dan dari pinjarnan lainnya sebesar 3,9 persen. Berdasarkan data
per Maret 2003, darij umlah ulang luar negeri pemerintah sebesar US$65,8
miliar, sekitar 39 perscn berasal dari Jepang, sekitar l6 persen dari Bank
Dunia, sekitar l3 persen dari Bank Pembangunan Asia, sekitar 6 persen
dari Amerika Serikat, dan sisanya 26 persen dari negara dan lenbaga
intemasional lainnya.

Rasio belanja pegawai pusat terhadap PDB dalam tiga tahun terakhil
rurenunjukkan kecenderungan meningkat, yajtu dari 2,5 persen dalam tabun
2002, meningkat melljadi 2,7 persen dalarn tahun 2003 dan tahun 2004.
Peningkatan rasio belanja pegawai 2002-2004 tersebut sejalan deng r upaya
Pernerintah untLrk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS),
anggota TNI/Polri, dan penerinra pcnsiun, melalui berbagai kebijakan
kepegawaian dalam kurun waktu tersebut. Setelah tidak Inengalamikenaikan
gajidalam tahun 2002, pada tahun 2003 Pemerintah melakukan kebijakan
perubahan skala gaji pokok PNS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor ll Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturau
Pemerintalr Nornor 7 'lahun 1977 IentangPerahrran Gaji Pegawai Negeri
Sipil Sebagairnana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001. Kebijakan tcrscbut menjadi salah satu
faktor utarla meningkatnya realisasi belanja pegawai pusat dalaIrr tahun
2003 rnenjadi Rp47,7 triliun, atau rnenrngkat 20,7 persel bila dibandingkan
dengan lealisasi belanja pegawai pusat dalam tahLrn 2002. Selain faktor
tersebut, peningkatan belanja pegawai pusat dalam tahun 2003 juga berkaitan
dengan adanya kebijakan kenaikan tunjangau teuage kependidikan untuk
guru, pelubahan s haring beban pembayaran pensiun antara APBN dengan
PT Taspen dari 75 persen berbanding 25 persen menjadi 79 persen
berbanding 2l persen, penyesuaian tunjangan fungsional yang selaflla ini
belum dinaikkan, serta kenaikan uang makan/lauk pauk anggota TNIiPolri.

Selanjutnya, alokasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2004 diperkirakan
sebesar Rp54,2 triliun, atau meningkat 13,6 persen bila dibandingkan dengan
rcalisasi belanja pegawai pusat dalam tahun 2003, Peningkatan tersebut
terutama disebabkan oieh adanya kebijakan pemberian gaji ke-13 untuk
PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan penerhna pensitn, sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor l7 Tahun 2004 tentang
Pemberian Caj ii Pens iLrni Tunj angan Bulan Ketigabelas Dalam TahLrn
Anggaran 2004 Kepada Pegavvai Negeri, Pejabat Negara, dan Penertma
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Pensiur/TLrnj angar). Di samping itu, peuingkatan alokasi tersebut.juga
dipengaruhi oleh adanya kcnaikan uang makan/lauk pauk anggota TNI/
Poh'i, serta kenaikan tunjanBan flngsional guru dan paramedis .

Dalarn kurun waktu yang sama, rasio belan-ia barang terhadap PDB
cenderung tetap, yaitu sekitar 0,8 persen. Dalam tahun 2004, belanja barang
d iperkirakan sebesar Rp 16,8 tril iun, yang berarti mengalami kenaikan rata-
rata 14,6 persen per tahun bila dibandingkan dengan rcalisasinya sejak tahun
2002.  Peningkatan a lokasi  be lan- ja  barang in i  t idak ter lepas dengan
perkembangan junilah dan jenis kegiatan yang membutuhkan dukungan
pernbiayaan operasional dan pemeliharaan, sepcrti reorganisasi dan
pcmckaran satuan kerja barLr, dan pernbukaan kantol baru penvakilan RI
di Iuar negeli, serta mengantisipasi inflasi.

Pengeluaran subsidi da lam tiga tahun terakhir rnengalami peningkatan yallg
cukup sig;nifikan. Dalarn tahun 2002 dan tahun 2003 rasio pengeluaran subsidi
tcrhadap PDB masing-masing sebcsar 2,5 perscn, namun dalam tahun 2004
dipelkirakan rneningkat nen jadi 3,5 persen. Demikian juga bila dilihat secara
nominal. pengeluaran subsidi dalarn tahun 2004 diperkirakan sebesar Rp69,9
tril iun, lebih tinggi dari realisasi tahun 2003 sebesar Rp43,9 tril iun dan tahun
2002 sebesar Rp40,0 tril iun.

Perkembangan subsidi tersebut sangat dipengamhi oleh subsidi BBM yang
menyerap pengeluaran paling besar di antara berbagaijcnis subsidi. Dalam
tiga tahun terakhir, rasio subsidiBBM terhadap PDB mengalarni fluktuasi dari
1,9 pcncn dalam talrun 2002 merrjadi I ,7 persen dalarn trhun 2003, dan 3,0 penen
dalamtahun 2004. Secaranominal, pengeluaran subsidiBBM dalam tahun 2004
diperkirakar Rp59,2 t iliun atau naik 97,3 penen diband ingkan clengan realisasinya
dalarn tahun 2003. PengelLraran subsidi BBM tersebut dipengaruhi oleh
pelkenbangan harga minyak mentah intemasional, nilai hrkar rupiah terhadap
dolal Amerika Serikat, volurnc konsumsi BBM dj dalam negeri, serla adanya
kebijakan penycsuaian harga BBM dalaur negeli yang telah dilakLrkan secara
bertahap mulai akhil tahun 2001.

Sementara ilu, rasio pengeluaran subsidi non-BBM telhadap PDB mengalami
kcnaikan dari 0,5 persen dalam talrun 2002 rnerladi 0,8 persen da)am tahun
2003. Kenaikan initenr?nra disebabkan oleh adalya subsidi pupuk yang kembali
mulai diberikan pada tahun 2003, Dalam tahun 2004, pengeluaran subsidi non-
BBM diperkirakan Rp9,8 triliun atau turun 29,5 persen dibaldirrgkan dengan
realisasinya dalam tahun 2003. Subsidi non-BBM tersebut antara lain berupa
subsidipangan, listlik bungakredit prograrn, pupuk, benih, kendaraan, dan paj ak
yang ditanggung pernerilttah.

Subsidi listrik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB dalam periode
2002-2004 mengalami penurunan, yaitu dari Rp4,l tril iun dalam tahun 2002
merladi Rp3,3 niliLrn dalam tahurt 2004. Penurunan ini tentlama disebabkan
oleh adanya kebijakan penyesuaiau tarif dasar listrik (TDL), petubahan
mekanisnre pemberian subsidi listrik melalui PT PI,N dari corporate cash

flow sttbsidymeniadi subsidi terarah rnulaitahun 2001, dan penajaman sasarau
konsumen Iistrik vane disuhsidi.

R.tsio belanja b ang
terhodap PD Il juBa
cenderung tetap

Subsidi dalan tiga tahun
ler akh ir  tnenqalanti
pe n i n g ka t on ya n g (u kt t p
signiJikon

Rasio subs idi l l  B,V
terhadap PDB nanga-
loni lukluori  dari  L9
pe rsen  da !am tahu  n
2002 metadi I,7 peLtetj
dalan tahun 2003, lan
3,0 persen dalant tahun
2004.

Ras io  penge Iu .1 ]  d i 1

"^lthsidi 
non BIJ I  tet-

hadap PDB nengalanl
kenaikatl dari 0,5 perse
da lan  t ah t rn  2002
nen jad i  0 ,8  pe rsen
dalan tahun 2003

Subsidi l istr ik secara
nontnal nmupuk faslo
n))a terhadap PDll da-
lat periode 2002-2004
nengalatnt pen funan
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unluk I>50

Rasio pengel or n t utin
lainnya sejak tahun 2042
hingga 2Aal mengaIani
peningkdlanlang cukup

Untuk sLrbsidi pangan, perkembangannya secara noninal dalam tiga tahull
tcrakhir sedikit rnengalami peningkatan, yakni dari Rp4,5 triliun dalam tahun
2002, menjadiRp4,T triliun dalam tahun 2003, dan diperkirakan 1r'renjad i sebesar
Rp4,8 triliun dalam tahun 2004. Kenaikan pengeluaran subsidi pangan ini
antara lain dipengaruhi olch perubalran harga pokok pembelian beras (FIPB)
Bulog oleh Pemerintah dan jurnlah keluarga rniskin yang menerima beras
dari program Raskin.

Sementara itu, subsidi bunga kredit program tahun 2002 sebesar RpO,2 triliun
dan RpO,6 triliun dalam tahun 2003, serta diperkirakan turun rneujadi Rp(),2
triliun dalarn tahun 2004. Subsidi bunga h edit prograrn diberikan antara lain
urtuk pembayaran selisih bunga skim eks pola KIBI, skim kedit ketahanau
pangan (KKP), risk sharingKKP, dan pendanaan kredit pemilikan rumah
sehat (KPRSh). Peugeluaran subsidi bunga krcdit program terutarna
dipengaruhi oleh besaran tingkat suku bunga SBI-3 bulan dan besarnya
otlstanding kred.it.

Selain itu.juga dialokasikan subsidi lainnya yang realisasinya dalam periode
2002-2004 cendcrung berfluktuasi, yakni dari Rp3,7 triliun dalarn tahun 2002,
menjadi Rp4,8 triliun dalam talrun 2003, dan diperkirakan hrnrn menjadi
Rpl,5 triliun dalam tahun 2004. Sebagian besar alokasi subsidi lainnya
diperuntukkan bagi subsidi pupuk. Adapurr pupukyang disubsidi adalah pupuk
urea da[ pupuk non-urea dengan tujuan untuk meriaga stabilitas harga pupuk
agar terjangkau oleh petani. Dalam tahun 2004, subsidi lainnyajuga diberikan
dalanr bentuk subsidi benih (ikan, padi, jagLrng dan kedelai) sebesar Rp 121,0
miliar

Sementara itu, mulai tahun 2004 dalam anggaran subsidijuga ditampung
bantuan kepada BUMN dalam rangka menjalankan penugasan pelayanan
utnl;ln (Public Sertice ObligationlP SO). Anggaran bantuan PSO tersebut
sebelum talrun 2004 ditan.rpung dalam pos pengeluaran rutin lainnya. Untuk
anggaran PSO daJam tahun 2004 yangditampung dalam pos subsidi adalah
sebesar Rp0,8 triliun dan sebagian lagi (Rp0,3 triliun) ditaurpung dalam pos
pengeluaran rutin lainnya (dana cadangan umum), Adapun BUMN yang
nrenerima bantuan PSO dalarn tahun 2004 adalah PT Kereta Api Indonesia
(Persero), PT PeJayaran Nasional Indonesia (Pcrsero), PT Pos Indonesia
(Persero), PT TVzu (Persero), dan Perum BUl,OG.

Selanjutnya, rasio pengeluaran rntin lainuya sejak tahun 2002 hingga 2004
rnengalarni peningkatan yang cukup tajam, yaitu dari Rp6,7 triliun dalam
talrun 2002 menjadiRpl5,0 triliun dalamtahun 2003, dan diperkirakan meryadi
Rp24,0 triliuu dalam tahun 2004. Peningkatan tersebut terutama berkaitan
dengan pembiayaan anggaran persiapan hingga ber'langsungnya Pemilu tahun
2004, pernulihan keamanan dan penegakan hukum di Nanggroe Aceh
Darussalam (I.JAD) dan beberapa daerah rawan konflik lainnya, penanganan
bencana alam, serta untuk gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan
(GN-RHL). Selanjutnya, perkembangan pengeluaran rutin dalam tahun
anggaran 2002 - 2004, dapat dilihat pada Tabel III.5 dan Grafik III. 4.
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Tabe l  l l l .5
PERKEMBANGAN PENGELUAFAN RUTIN.2OO2 -  2OO4' )

( t r i l i un  rup iah)

2003 2004
U r a i a n PAN ?3f; PAN ?3f ApBN-p "flf

1. Belanja pegawai
2, Eelanja barang
3 Pembayaran bunga utang

a Dalam negeri
D, LUar negen

4 .  Subs id i
a  Subs id i  BBM
b. Srrbsidi non-BBlvl / ,

c. Banluan/PSo 3)

5 Pengeluaran rut in lainnya ar

4 7 /  2 , 7  5 4 , 2  2 , 7
1 5 , 0  0 , 8  1 6 , 8  0 , 8
65 ,4  3 ,7  63 ,2  3 ,2
46 ,4  2 ,6  3S ,B  2 ,O
19 ,0  1 ,1  23 ,4  1  , 2
43 ,9  2 ,5  69 ,9  3 ,5
30 ,0  1 ,7  55 ,2  3 ,0
13 ,S  0 ,8  S ,8  0 , s

0 ,8  0 ,0

0 ,8
5 ,4
3 .9
1 , 6
2 ,5
1 , 9
0 ,5

0 ,4  15 ,0  0 ,8  24 ,0  1  , 2
J u m l a h 11 ,6  186 ,9  10 ,5  228 ,1  11 ,5

1 2 , 4
87 ,7
62 ,3

40 ,0
3 1  , 2
B , B

6 , 7
186 ,7

l) Perbedaan salu anqka dr Dctakan!J korna torhaclap angka peniunrtahan adatah karena pembu alan
2) Untuk tahun 2003lermasuk pajak yang di tanagunq pemenntah
3) Sebelum tahun 2004 di tampung dalam pos pengeluaran ru l in ta innya
4) UnLuk tahun 2002 lerrnusuk dana langgap darurat
S!mber:  D€par lemen Keuangan Rl

eaflk lll.4
PERXE'MI'IGAN PENGE-UARAN ruNN, 2OO2 - 2OO4

Eoo.

o
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og
t

2003
Tahun Anggaran
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I Bel. Barang
I Rrlln Lalnnya

I  Pomb. RJnga Uang
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llealisasi peilgehtaran
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triliun dan tahun 2043
nrcningkdl nrcnj a,: l i
Rp69,2 ttitiun

Realisasi dqna kompen-
sasi di luar OPK beras
tahun 2002 nencapai
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Pengel ua ra n Pem ba ng u na n

Sebagaimanaterjadi padatahun-tahun sebelumnya, selalnatahun 2002-2004
realisasi pengeluarar pembangunan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Pertama,sebagai bagian dari alat kebijakan fiskal, kebijakan pengeluaran
pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan investasi pemerintah
untuk incmpercepat pernulihan ekonomi, namun tetap dalam koridor upaya-
upaya konsolidasi mencapai kondisi fiskal yang berkesinambungan (fscal
sustainab ility). Kedua, perkembangan variabel ekonomi mako, terutama
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara signifikan
berpengaruh terhadap besaruya realisasi pengeluaran pembangunan,
terutama pada proyek-proyek yang bersumber dari pinjaman luar ncgeri.
Ketiga, faktor teknis adrninistratifpersiapar) dan pelaksanaan proyek sefia
faktor non-teknis, seperti perkernbangan stabilitas sosial dan keamanan di
beberapa daerab yang rnenjadi lokasi proyekjuga turut menentukan kinerj a
pengeluaran pembangunan.

Dalam tahun 2002, realisasi pengeluaran pembangunan mencapai Rp37,3
triliun, scdangkan dalarn tahun 2003 realisasinya meningkat menjadi Rp69,2
triliun, atau mengalarni peningkatan sebesar 85,5 persen. Demikian pula
dengan rasio pengeluaran pembangunan terhadap PDB juga meningkat
cnkup signifikan, yaitu dari 2,3 persen dalam tahun 2002 menjadi 3,3 persen
dalam tahun 2003. Peningkatau realisasi pengeluaran pembangunan tersebut
berasal dari peuingkatan pembiayaan rupiah sebesar 96,5 persen dan
peningkatan pembiayaan proyek sebesar 61,5 persen. Peningkatan yang
cukup besartersebut merupakan kebijakan khusus sebagai respon terhadap
kenyataan bahwa tragedi bom di Bali telah memberikan darnpak negatif
terhadap kegiatan perekonomian, terutama yang terkait dengan sektor
pariwisata. Melalui kebij akan untuk rneningkatkan pengeluaran pemban gunan
tersebut diharapkan dapat rnenjadi stimulus fiskal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional atau sedikitnya dapat mempertahankan
kondisi perekonomian agar tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam realisasi anggaran pembangunan yang berasal dari pembiayaan rupiah
yang dikelola oleh departemen/lembaga, terdapat dana kompensasi sosial
yang diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampn
sebagai akibat terjadinya kenaikan harga bahan bakar dan energi Sejalan
dengan kebijakan pengurangan subsidienergi, dana kompensasi sosial dari
tahun ke tahun telah meningkat dengan cukup signifikan. Realisasi dana
kompensasi sosial di luar OPK beras pada tahun 2002 telah mencapai Rp2,9
triliun dan dalam tahun 2003 meningkat menjadi Rp3,9 triliun. Dana
kompensasi sosial tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan dan
keselalr teraan sosial ,  t ransportasi ,  sarana air  bersih,  usaha keci l ,

kedua bidang tersebut rnasing-masing mencapai 49,1 persen dan 27,6 persen
dari total dina kompensasi sosial. Selanjutnya, mulai tahun 2004 datta
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kompensasi sosial tidak lagi merupakan program khusus pemerintah tetapi
merupakan bagian dari program dan anggaran dari nasiug-masing
departemen/lembaga yang bersangkutan.

Dilihat dari realisasi anggaran pembangunan sektoral, dalam tahun 2003
ada lima sektor yang lnendapat alokasi dan penyerapan anggaran
pernbangunan yang cukup besar. Kelima sektor tersebut adalah: fi) sektor
pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda dan olahraga; (ir) sektor
transportasi, meteorologi dan geofisika; fit, sektor pertahanan dan
keamanan; (l sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan
perenpuan; dan (v) sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Selanjutnya. dalam APBN-P tahun 2004, pengeluaran pembangunan
diperkirakan sebesar Rp7l,9 hiliun, atau meningkat 3,9 persen dibandingkan
delgan realisasinya pada tahun 2003 sebesar Rp69,2 triliun. Peningkatan
tersebut berasal dari meningkatnya pembiayaan rupiah sebesar 4,7 persen
dan pembjayaan proyek 1,6 persen, Demikian pula, apabila dilihat dari
rasionya terhadap PDB, pengeluaran pembangunan tersebut mengalami
peningkatan sebesar 0,3 persen, yaitu dari 3,3 persen dalam tahun 2003
rnenjadi menjad i 3,6 persen dalarl tahun 2004.

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, dalam tahun 2004 terdapat
beberapa sektor yang memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang
cukup besar, antara lain : (y' sektol pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda
dan olahraga; (if sektor perrahanan dan keamanan; fiit seklor transportasi,
rneteorologi, dan geofisika; fi],/ sektor kesejahteraan sosial, kesehatan dan
pernberdayaan perempuzur; dan (v) sektor pengairan.

Dari seurua sektor yang ada, sektor pendidikan, kebudayaan nasional,
pemLrda dan olahraga, selama beberapa tahun terakhir senantiasa mendapat
prioritas tertinggi. Hal ini cukup beralasan, mengingat bahwa kualitas sumber
daya manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan nasional relatif
nasih jauh dar i  yang diharapkan. OIeh karena i tu,  dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ildonesia, sektor pendidikan,
kebudayaan, pemuda dan olaluaga menjadi salah satu prioritas pembangunan
nasional. Sebagai sektor yang menjadi prioritas, alokasi anggaran
pembangunan yang diberikan pada sektor dimaksud paling besar dibanding
sektor lainnya. Selama tiga tahun terakhir sektor ini mendapat alokasi
anggaran pembangunan setiap tahunnya tidak kurang dari 20 persen dari
total anggaran penrbanguuan dalam APBN-nya.

Sementara itu, dari berbagai kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka
konsolidasi fiskal, nampaknya semakin menunjukkan hasilnya. Salah satu
indikasinya adalah semakin meningkatnya kemampuan Pemerintah dalam
membiayai  program-program pembangunan dar i  sumber-sumber
pernbiayaan dalam negeri. Hal ini antara lain dapat dilihat dari proporsi atau
perbandingan antara pembiayaan luar negeri (proyek) terhadap total
pengeluaran pembangunan. Proporsi penbiayaan proyek terhadap total
pengeluaran pembangunan pada tahun 2002 sebesar 31,4 persen, ketnudian
pada tahun 2003 menurun menjadi27,3 persen dan tahun 2004 turun kembali
meljadi 26,7 persen. Sebaliknya, proporsi pembiayaan rupiah terhadap total

Sektot-sektor yang
mendapal alokati dan
penyerapon anggaran
penbangunah  yang
cukup besar dalant
lafutn 2003.

Pefigehrdran pemba-
ngundn ddlaf i  tdhun
2 00 l.litetapktn se b e s a r
Rp7l,9 t t ihn.

Se ktor-sektor yang
memperoleh alokasi
anggaran pentbangun-
an yang cukup besar
dalan tahwt 2401

Sektor pendidikan,
kebudayaan nasional,
pemuda dan olah raga
selanta beberapa lahun
lerekh ir senantidst l
D2endapal priori tas
lertinggl

Proporsi pentbiayaan
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tcrhqdap lotq[ penge-
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tiga tahun tetdkhir
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pengeluaran pembangunan dalam tahun 2002, sehesar (r8,(r persen dan dalam
tahun 2003 meningkat mcnjadi 72,7 persen, dan dalam tahun 2004 kembali
meningkat menjadi 73,3 persen. Selanjutnya, perkelnbangan pengeLlaran
pembangunan dalam tahr.rn anggaran 2002 2004, dapat dilihat pada Tabel

IiI.6 dan Grafik III.5,

T6be l  l l l . b

PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN,  2OO2 .2004  I I

( t r l l i un  rup iah )

U r a l a n ealr 
'/i$rd 

enr'r !1f; rearu-e% rhd
P D B

l .  Psm b laya  a  n  Rup loh
a .  Pe  m  b layaa  n  Oepo r t smen /

Le  mbaga
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3, Kepolisian N€gara

b .  La ln . l a l n  pem ba  nguna  n

l l .  Pem b layas  n  P royok

25,6 50,3 2 ,4

25 ,3  1 ,6

23 ,3  1 ,4

1  , 5  0 , 1

0 , 5  0 , 0

0 ,3  0 ,0

|  1 ,7  0 ,7

50 ,1  2 ,6

45 ,5  2 ,5

3 , 1  0 , 2

1 , 4  0 , 1

0 ,3  0 ,0

1 8 , 9  1 ,  I

52,7 2,6

52,1 2,6

46,2 2,3

4,3 0,2

1 ,6  0 , ' 1

0,6 0,0

1 9 , 2  r , 0

J u m l a h 2,3 7't,s 3 ,6

1J Perbedaan satu angka Lll lrerakang koma l€nradap angka p€njumlahan ada ah karona pembrrlalan
Sumbor rD€par lemen Keuangan Rl
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Belanja Untuk Daerah

Sejak dilaksanakannya keblakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
pada tahun 2001 , perkernbangan belalja untuk daerah cenderung meningkat,
baik dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan ke dacrah, maupun
cakupan dan jenis dana yang ditransf'er ke daerah. Apabila dalam tahun
2001 dana yang dialokasikan ke daerah lranya berupa dana perimbangan,
yang terdili dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan
dana a lokasi  khLLsus (DAK),  maka sc jak tahun 2002,  se la in dana
perimbangan, Pcmcrintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk
Papua, dan dana penyeimbang/penyesuaian. Selain itu, sejak tahun 2003
Pemelintahjuga memperluas cakupan dana alokasi khusus, menjadi DAK
dana reboisasi (DAK DR), dan DAK non dana rcboisasi (DAK Non-DR)

Dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan ke daerah, apabila dalam tahun
2002 r'ealisasi belanja untLrk daerah mencapai Rp98,2 tril iun (6,1 perscn
terhadap PDB), maka dalam tahun 2003 rcalisasi belanja untuk daerah
urercapal Rp120,3 tril iun (6,7 pcrsen terhadap PDB), atau mengalami
peningkatan scbesar 22,5 pcrsen. Selanjutnya dalam APBN-P tahun 2004,
alokasi belanja untuk daerah ditetapkan l{p 130,0 h iliun (6,5 persen terhadap
PDB) atau meningkat sebesar' 8,1 persen dari realisasi belanja untuk daerah
dalam talrun 2003.

Sebagai korlponen terbesar dari belanja untuk daerah, t'ealisasi dana
perimbangan senantiasa menun-jnkkan kecenderungan meningkat dari tahun
ke tahun. Apabila dalam tahun 2002 realisasi dana pcrimbangan mencapai
Rp94,7 tril iun (5,9 persen tcrhadap PDB), maka dalarn tahun 2003 realisasi
dana per imbangan mencapai  Rpl t l , l  t r i l iun (6,2 persen terhadap PDB),
atau rner)ingkat sebesar 17,3 persen. Selanjutnya, dalam APBN-P tahun
2004 alokasi dana perimbangan tersebut ditetapkan sebcsar Rp 123,1 tril iun
(6,2 persen ter hadap PDB) atau lebih tinggi 10,8 pelsen dafi realisasiuya
dalam tahun 2003. Realisasi dana perimbangan tersebut terdiri dari realisasi
DBH. realisasi DAU, dan realisasi DAK.

Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBI I perpajakan dan DBH sumber
daya alanr (SDA), selain sangat dipengaluhi oleh kinerja penerimaan dalam
negeri yang d ibagihasilkan, j uga tergantung kepada pcraturan pelundang-
rundangan yang berlaku mengenai bcsarnya pcrsentase bagian daerah
pcnghasil. Penerimaan negara yang berasal dari penet'imaan perpajakan
yang dibagihasilkan ke daeralr rnelaluiAPBN meliputi pajak penghasilan,
yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25129 orang pribadi, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Scmentara itu, penerimaan negara yang berasal dari SDA yang
dibagihasilkan ke daerah me liputi antara lain SDA minyak bumi, SDA gas
alam, SDA pertambangan umurn, SDA kehutanan, dan SDA perikanan,

Dalarn perkembangannya, realisasi DBH menunjukkan kecenderungan
meningkat  tergantung kepada real isas i  pener imaan negara yang
dibagihasilkan, Dalam tahun 2003, realisasi DBH rnencapai Rp3 1,4 tril iun
atau meningkat 26, J persen dibandingkan dengan realisasi DBH tahun 2002

Perkembatryan bclanjd
unruk daerah dalant
enpdl tahun perla M
c kup menggentbira

Realisasi belanja t'ntuk
dae  rah  cende tung
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Eningkat.
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dari  DBII SDtl chn
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sebesar Rp24.9 tril iun, Sementara itu, dalam APBN-P tahun 2004, alokasi
DBH tersebut ditelapkan sebesar Rp37.4 triliun atau 19, 1 pcrsen lebih tinggi
dali realisasinya dalam tahun 2003.

Scbagai instrumen yang berperan uutuk mengatasi kesenjangan horisontal
(horizontal imbalonce) antardaerc,h, realisasi DAU senantiasa diupa),akan
meningkat  dar i  tahun ke tahun,  Hal  in i  tercermi l r  antara la in  dal i
meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri (PDN)
neto clari 25 persen dalarn periode tahun 2001 hingga tahun 2003, menjadi
25,5 persen dalam tahun 2004. Dilihat dari daya serapnya, apabila dalam
tahun 2002 realisasi DAIJ mencapai Rp69,2 tril iun, rnaka dalarn tahun 2003
realisasi DAU lnencapai Rp77,0 tril iun, atau meningkat J 1,3 perscn biJa
dibandirrgkan dengan reaiisasi DAU tahun 2002. Dalam APBN-P tahun
2004, alokasi DAU ditetapkan Rp82,l tril iun atau 6,6 persen lebih tinggi
dari realisasi DAU tahun 2003.

Dana alokasi khusus (DAK) disediakan kepada daerah untuk mefienuhi
kebutuhan khusus, Apabila dalarn tahun 2002, ralisasi DAK mencapai RpO.6
t l i l iun,  maka dalarn tahun 2003,  real isas i  DAK tersebut  mengalami
peningkatanyang cukup tinggi, sehingga mencapai Rp2,7 triliun. Peningkatan
ini karena pada awalnya, DAK yang disediakan bagi daera)r selurubnya
bersumber dari daua reboisasi (DR) yang dialokasikan sebesar 40 persen
dari penerimaannyal namun mulai tahun 2003, selain untuk membiayai
kegiatan reboisasi didacrah penghasil, DAK juga d ibcrikan dalarn bentuk
DAK Non-DR untuk mernbiayai kegiatan bidang-bidang laiu, seperti bidang
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintahan daerah
pemekaran.  Selanj  u tnya,  dalanr  APBN-P tahun 2004,  a lokasi  DAK
ditetapkan scbesar Rp3,7 tril iun atau 0,2 persen dari PDB, yang berafti
na ik  sebesar  37,0 pelscn dar i  rea l isas inya dalam tahun sebelumnya,
Peningkatan ini tenrtama karena sejak tahun 2004, bidang-bidang i'ang
dibiayai dengan DAK Non-DR ditambah dengan bidang kclautan dan
perikanan,

Selain dana pelimbangan, seiak tahun 2002 Pemerintah jttga mengalokasikan
dana otonomi khusus dan penyeimbang, yang sejak tahun 2004 dana
penyeimbang diubah menjadi dana penyesuaian. f)atra otonomi khttsus
disediakan hanya untuk Provinsi Papua sebagai implelnentasi dari UU Nomor
? I Tahun 200 | feltang OtonomiKhusus PtovinsiPapua. Besamyadana ototlomi
khusus tcrsebut setara detrgan 2 (dua) perscl darijumlah DAU Mckanisme
pe cairan da a otonomi khusus diatur dalam KMK Nomor 47 Tahun 2002
tentang 

'Iita 
Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang

pada dasarnya sama dengan mekanistne pencairan DAU, dan Keputusan
Bersama Menteri Keuangan Nomor 1602/KMK.02/2003 dan Menteri Dalam
Negeri Nornor 18 Tahun 2003 tentang Penyaluran dan Penerimaan Khusus
dalam rangka Pelaksanaan Otonotni Khusus ProvinsiPapua,

Dalam perkeinbangannya, realisasi dana otonomi khusus mellunjukkan
kecenderungan meningkat, sejalan dengan meningkatnya alokasi DAU
Realisasi dana otonomj khusus dalam tahun 2003 mencapai Rp 1,5 tril iun,
atau meningkat 25,0 persen dari realisasinya dalam tahun 2002 yang sebesar
Rpl,2 tril iun. Selaqutnya, dalamAPBN-P tahun 2004 alokasi dana otonomi
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khusus ditetapkal sebesar Rp1,6 triliun atau 6,7 persen lebih tinggi dari
realisasi dana otonomi khusus dalam tahun 2003,

Realisasi dana penyesuaian menr.mj ukkan perkembalgan yang berfluktuasi.
Apabila realisasi dana penyesnaian dalam tahun 2002 hanya mencapai
Rp2,4 triliun, maka dalam tahun 2003 realisasinya mencapai Rp7,7 triliun,
atau meningkat 220,8 persen. Nan.run demikian, dalam APBN-P tahun 2004
alokasi dana penyesuaian ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun, atau menurun
32,5 persen dari realisasi dana penyesuaian dalam tahun 2003. Penurunan
ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi alokasi dana
penyesuaian secara bertahap, rnengingat dana penyesuaian ini hanya bersifat
sebagai bantuan, dan tidak mencakup seluruh kebutuhan pendanaan pos
anggariur yang bersangkutan. Perkembangan dana yang dialokasikan ke daerah
sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dapat diikuti dalam Tnbel III.7
dan Grafik III.6.

Tabe l l l l .T
PERKEMBANGA BELANJA UNTUK DAERAH, 2OO2 . 2OO4 1J

(tri l iun rupiah)

U r a i a n

Realisast dana penye-
suatan berfluktuari.

rmr 'fflf; "f$f n'"ru' v;ff
DANA PERIMBANGAN

a.  Dana  Bag i  Has i l
l  Palak

i Pajak Penghasi lan
i i  Pajak Bumidan Bangunan
ii i .  BeE Pefolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan
2. Sumber Oaya Alam

i [ ,4inyak Bumi
i i  Gas Alam
iLi Penambangan L,mum
iv Keh!tanan
v Perikanan

b. Dana Alokasl Umum
1. Provnsi
2 Kablpa{en

c. Dana Alokasi KhuEUs
1. Dana Reboisasi
2. Non-dana Reborsasi

DANA OTONOMI KHUSUS
OAN PENYESUAIAN ,)

a. Dan6 Otonoml Khusus
b. Dana Penyesualan

94,7 5,9

24,9 | ,5
J  1 , 9  0 , 7
4 ,1  0 ,3
6 ,1  0 ,4

1 7  0 , 1
13 ,0  0 ,8
6,4 0,4
5 ,3  0 ,3
0 ,6  0 ,0
0 ,6  0 ,0
0 ,1  0 ,0

69,2 4,3
6 ,9  0 ,4

62,2 3,9
0 ,6  0 ,0
0,6 0,0

111,1 6,2 123,1 8,2

37,4 1,9
1 7  7  0 , 9
4 ,8  0 ,2
9 ,8  0 ,5

3 ,2  0 ,2
1 S , 6  1 , 0
9 ,7  0 ,5
7 7  0 , 4
1 4  0 , 1
0 5  0 , 0
o ,2  0 ,0

82,1 4,'l
8 , 2  0 ,4

73 ,9  3 ,7
3 ,7  0 ,2
0 ,8  0 ,0
2 ,8  0 ,1

34,4 1,8
16 ,0  0 ,9
5 ,2  0 ,3
s ,7  0 , s

2 , 2  0 1
15 ,3  0 ,9
6 ,8  0 ,4
6 ,4  0 ,4
't  1 0,1
D 7  0 , 0
4 ,2  0 ,0

77,O 4,3
7 ,7  0 ,4

69,3 3,0
2,7 O,2

2 ,7  0 ,2

9,2 0,5
{ , 5  0 ,1
7,7 0,4

6 ,9  0 ,3
1 ,6  0 ,1
5,2 0,3

3,5 0,2
1 ,2  0 ,1
2,4 O,1

6,7 130,0
1) Peftod€an sstu Engta dlbelakang konE lerhadap angks penjurdahan adalah ksrena pernburatan
2) Unluk tahun 2002-2003 disebut Dana Penyeirlbang
Sunber : OepartefiEn Keuangan Rl

J u m l a h 98,2 6 ,1 120,3
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eafik lll.6
PERKEMBANCTAN BH-ANJA UNTUK DAEFAH' 2002 ' 2004

@
oo-

t
1.5

1
0.5

0

lDen.8a9l  Hosl l

!O.na Aok63l  KhusuB

XDana Aok6si  Umum

EDana Otonomi Khuaus dan PenyesuEian

Da l  u t  t i , q t  l nhun
ta rukhit.  t  .r io lcf isi t
ttng|!uxtn tutrn dari 1,5
pcrs?n tt l  hdla I PDII
t nen iod i  I , J  pe rsen
tuhalap PDD.

Sttnr  be r-  t  u nt l t t :  t  p a nr

biuyu nt o n g g t n.n I e h i I t

litrrultkan kelrlu pt

ntonJiuton tutnbt t

sunt  bc r  pemlt i t tyaan

Keseimbangan Umum dan Defisit APBN

Sejalan dengan langkah-langkah konsolidasi fiskaldan penyelul.rn.,\PBN ultuk
lrredaga kesinanbungar) liskal (/9scal sL!:rt{tfuobilit\'),dall.rn tiga tahurl tel ikhit
lasio deflsit anggalan terhadap PDB tcrus Inentlttjukkalt pemtrtlnan! yitittr dari
1,5 persen padir tlhun 2002, rnenjadi 1,3 perstn drhm APBN-P 2004.
PenurLrnan tlcfisit frskal ini, ter-iadi terLrtamil karcna Pendapatal'] negara dan
hibah dalam kurr-rr.r waktu tersebut dapat ditingkatkan rata-rata 16,7 persen pcr
tahun, sementam perkcmbangan belania treguadalatl periotlc yallg sanladapat
dikendalikan schingga hanya mengaLaui kcnaikart t'ata-tata 1.5,5 persen per
tatrun. Kel.nrhasilan dalaur Lrpaya pcugcndalifln defisit tnggarln tersebut. bcnal'-
beniu sangat rnernbanlr llergtllaDgi tekrnan tet-hatlap kcbutuhan Pclrbiayaan
anst:larrn sclarna kurun waktu tersebul,

Pembiayaan Anggaran
Dalanr langka r.nengulaugi ketclgantungan datta dari luar negeri, sebagaimana
diamanatkan dalam GBHN I 999-2004, uraka dalln kulun wakLl tiga tallun
terakhir', pcmbiayaan luat negeti secara bcrtahap diupayakan untuk dapat
clikulangi. Sebaliknya, kebuLuhan perrbiayaan, lraik nntuk menLrtup dcfisit
anggaran maupun unfuk tnemenuhi kewuiiban penbayaran pokok utang,
sedapat mungkill bisa diupayakan untuk tlipcnuhi dati suurber-sumber dallnt
ncgeli. Hal ini, terutama dimaksudkan untuk menunjang langkah-langkah
konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN dalam mendukung terwujudnya
ketahanan fiskal yang betkesinambu ngan (fiscctl surtainabil v*). Kebijakan
yang ditempuh dllam memenuhi kebutuhan pernbiayaan anggaran, sclanra
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Do /ah  t i ga  t oh  n
terakhir; tatal kebulu/t-
an penthit tyuun ne-
nthgkat rata]otu 5 j , l
persen pcrr tahnt.

lbtal kev,ajiban pokak
ulqng ndik rata rata
|07,1persenper tahun,
utang dslani negel ijaUlt
lempo natk rata t.ala
118,1 persen pcr tahun,
utaLg lu neEeri jak l
tef ipo natk rata-l  ara
92,J persen per tahun

Ras io  penb id ) , aan
unl k nenutup deJir i t
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Selatna periode )002-
2AA1  su rnbe r  pe  n -
biayaan dalan negeri
naik tdtd-rdlcr 59,6
pe rse t l  pe r  l a l l un ;
peranan sumber pem-
biayaan dalan negeri
no i k  nen jad i  7  7 ,3

Peranan sunber petn-
bidyaa luar nvger i
lurun dari 17,5 persen
da lan  t ahun  2402
men jad i  2  2 ,7  pe rsen
dalan talnn 2004

I (ebutuhan pen'rbiayaan tersebut dipenuhi dar i :  ( i )  sumber-sumber
pembiayaan dalam negeri, artara lain melalui penggunaan sebagian saldo
rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI), hasil privatisasi BUMN, hasil
peqiualan aset program restrukturisasi perbankan, dan hasil penerbitan surat
utang uegara; serta fif sumber-sumber pelnbiayaan hlar negeri dalam bcntuk
penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman
pfoyeK.

Dalam tiga tahun teraki ir, sumber pembiayaan dalam negeri yang digunakan
untuk mcmenuhi kebutuhan pembiayaan meningkat rata-rata 59,6 persen
per tahrm, yaitu dari Rp29,1 triliun (1,8 persen terhadap PDB) pada tahun
2002, menjadi Rp74,l triliun (3,7 persen terhadap PDB) dalamAPBN-P 2004.
Dari jumlah tersebut, sumber pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam
negeri, berupa saldo rekening pemerintah di BI juga digunakan untuk
memenuhi pembiayaan APBN. Dalam tahun 2002 terdapat sisa lebih
pembiayaan anggaraD (SILPA) sebesal RpS,2 trilirur (0,5 persen terbadap
PDB), sedangkan dalarn tahuu 2004 digunakan saldo rekening pernelintah
di Bl sebesar R.p23,9 h iliun ( 1,2 persen terhadap PDB). Selanjutnya, sumber
pembiayaan uonperbankan, yang berasal dari hasil privatisasi BUMN, hasil
penj[alan aset program restrukturisasi perbankan, sefta hasii penerbitan surat
utang negara dalam periode yang satna, meningkat rata-rata 3 1,3 persen per.
tahun, yaitu dari Rp29,l triliun ( 1,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2002,
Inenjadi Rp50,2 triliun (2,5 persen terhadap PDB) dalam APBN-P 2004.
Dengan perkembangan tersebut, peranarr surnber pembiayaan dalam negeri
tcrhadap total kebutuhan pembiayaan dalam periode yang satna meningkat
dari 73,1 persen pada tahun 2002 menjadi 77.3 persen dalam APBN-P 2004.

Totalpenarikan pinjaman luar ltegeri berupapinjaman progam dan pinjantan
proyek dalam kurun waktu yang sama secara nominal meningkat rata-rata
7,2 pcrscn per tahun, yaitu dari Rp18,9 triliun (1,2 persen terhadap PDB)
pada tahun 2002 meDjadi Rp2l.7 triliun (l,l persen terhadap PDB) dalam
APBN-P 2004. Demikian pula, peranan sunrber-sunrber pembiayaa dari
lLrar negeri, yang berasal dari penarikan pinjaman program dan pinjanran
proyck, tcrus djusahakan untuk dikurangi yakni dari 47,5 persen pada tahun
2002 nenjzdi 22,7 persen dari total pcmbiayaan anggaran dalam APBN-P
2004. Perkembangan kebutuhan pembiayaan dan sumber-sumber
pembiayaan secara ringkas dapat diikuti dalam Tabcl III.8 dan Grafik III.7.
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Tabe l  l l l  S

KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN, 2002.20041\
( t r i l i un  rup iah )

2003 2004
Uraia n PAN ?$Bd PAN 

'f$J 
APBN-P ?fj

Kebu tuhan  Pem b iayaan
1 Defisi t  Anggaran
2. Pembayaran Pokok utang

- Dalam Negeri
- Luar Negeri

Sum be r  Pem b iayaan
1. Dalam Negeri
2. Luar Negeri

- Pin jaman Program
- Pinjaman Proyek

39,8 2,5 69,4
2 3 , 6  1 , 5  3 5 , 1
16 ,2  1 ,0  34 ,3
3 ,9  0 ,2  14 .5

1 2 , 3  0 , 8  1 9 , 8

48,0 3,0 67,0
2 S , 1  1 , 8  4 6 , 6
18 ,9  1  , 2  20 ,4
1 , 2  0 , 4  1 , 8

' 11 ,7  0 ,7  18 ,6

95,8 4,8
2 6 , 3  1 , 3
69 .5  3 .5
24 ,1  1 ,2
45  s  2 ,3

95,8 4,8
74 .1  3 ,7
2 1 , 7  1 , 1
3 ,1  0 ,2

18 ,6  0 ,9

3,9
2 , O
'1 ,9
O,B
t , l

3 , 7
2 ,6
I , l

0 , 1
1 , 0

Ke  l e  b i ha  n  (Keku rangan ) 0,00,0- 0 ,18,2 -2,4

1) Perbedaan satu angka dibelakang konra lerhadap angka penjumlahan adalah karena pe'n lnr la l .n

Sumber : Oeparternen Keuangan Rl

Gratik lll.7
KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN, 2OO2 - 20O4

F

2003

Tahun Anggaran

2no4

I KekuranganI Kebutuhan I Keleblhan ISumber
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Selanjutnya, perkcmbarlgar) pelnbiayaar delisil anggaran sejak tahun 2002
sampai dcugan tahun 2004 dalam lbrmtt yang sesuai dellgau Undang-undaug

APBN daDat diikuti dalam Tabel III.9 dan Grafik III.8,

Tabell l l .9

PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, 2OO2 - 2OO4 1)

(tr i l iun rupiah)

Uraian PAN /;JT PAN ?JT APBN-P ljT

Pembiayaan Dalam NeEerl

1. Pebankan dalam negeri

2. Non-perbankan dalam negeri

Pembiayaan Luar Negeri (neto)

1 Penarikan pinjaman LN (bruto)
2. Pembayaran cici lan pokok

utanq LN

16 ,9  1 ,1
-8,2 -0,5

25,2 1,6

6,6 0,4

18 ,S  1  , 2
-12 ,3  -0 ,8

32,1 1,4

8 ,3  0 ,5

23 ,9  1 ,3

0,5 0,0

20 ,4  1  , 1
1 S , 8  - 1 , 1

50,1 2,5

23 ,9  1 ,2

26 ,1  13

-23,8 -1,2

21 ,7  1 ,1
-45,5 -2,3

23,6 1 , 5 32,7 1 , 8 26,3 1 , 3

1) Perbedaan satu angka di balakanq koma lerhadap qngka ponl!rmlahan ada ah karena pemLrulala.

Sumber :  D€pan€m€n Kauangaf  B l

Graf lk  l l l .8
PERKEMBANGAN PEM BIAYAAN DEFISIT  ANGGARAN,

2002 - 2004

e

1 - 5

1

0

-0.5

- 1

. 1 . 5

I  Pem b iayaa  n  oa  l am Neg€ l i I  Pem b iayaan  LuEr  Nege r i ( n€ to )
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Dengan semakin berkulangnya peranan sumber'-sumber pen'rbiayaan dali
luar negeri dalam upaya menutup pembiayaan anggaran, serta tidak adanya
lasilitas penjadwalan Lrlang (rescheduling) utang luar ncgcri olch ncgara
darr lernbaga donol melalui fasjlitas Parls Club sejak tahun 2004, dan
dipennhinya kewajiban pemerintah dalam membayar cicilan pokok utang
lLrar negeli secara tepat waktu, maka lasio posisi utang luar ncgcri tcrhadap
PDB rnenulun dali 36,3 persen pada tahun 2(X)2 nrenjadi 30,7 persen dalaur
APBN-P 2004.

Dcmikian pula, sebagai akibat dari adanya pelunasan sulat utang negafa
(SUN) yang jatuh tempo, us,set to bond.rnap, dan pernbelian kembali
(DzvDack) SUN yang belurn jatLrh terrpo, yangjumlah kescluruha nnya jauh
lebih besar dalipada penerbitan StlN dalanr kulun waktu yang sanra, maka
l'lsio stok utang dalam negeri ter-hadap PDts jLrga rnenurun dari 40.4 persen
pada Lahun 2002 menjadi 3l ,8 persen clalam APBN-P 2004.

Dengan berbagai perkembangan telsebut, maka rasio uta[g pen]erintah
terhadap PDB terus menurlrn cllul 16,1 persen pacla tahun 2002 menjadi
62,4 persen pada tahun 2004. Pelkembangan lasio utang pemerintah
terhadap PDB dari tahun 2(X)2 sampai dengan tzLhun 2004 dapat diikuti
oada Grafik III.9.

Grafik lll.9
RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2OO2 .2004

2003
Tahun Anggaran

Rasio tarrg ptnte,httah
ccttcle ruttg nten urt l t
dat i  76,7 persen PDB
ta h utt 2002 nenjad i 62 ,4
persan PDB ralun2004.
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AI'R:Y 2005 merupaknn
APBN nasd  t r ans i s i
da penerintah lafia ke

Tanrd gan yang di-
hu lap i  da lan , lPBN
2405

S t rat e gi ke b ij akan Ji s kal

tahun 200i hants kon-

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARAJAHUN ANGGARAN

Pendahuluan

APBN tahun 2005 merupakan APBN pertama yang disusun berdasarkan
mekanisme pembahasan dan format bam sebagaimana diatur dalam tJndang-
undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena itu,
pcnyusunan APBN 2005 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Mako, dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalarn Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN 2005.

Sebagai APBN transisi, APBN 2005 disusun sedemikian rupa, sehingga
mellcerminkan keseimbangan ar)tara kebutuhan untuk rnenj arn ir.r terjaganya
konsistensi arah dan kesinambungan proses konsolidasi fiskal, dengan
meuyediakan luang gerak yang cukup bagi inisiatif baru oleh Pemerintah
dan DPR hasil Pemilu 2004, di wilayah-wilayah kebrjakan yang strategis,
seperti kebijakan belanja gaji bagi PNS/TNIiPolri dan pensiunan. belanja
subsidi BBM dan non-BBM, penetapan priorilas alokasi anggaran, serta
alternatif dan komposisi sunrber-sumber pembiayaan defi sit,

Dcngan kerangka kebijakan demikian, tantangan yang djhadapi dalam
per)gelolaan kebijakan fiskal pada APBN 2005 rnasih cukup berat dan
senrakin kompleks. Tantangan pokoknya tidak hanya terfokus pada upaya
mengendalikan dcfisit anggaran semata, melainkan bergeser kepadamasalah
pemenuhan kebutuhan perubiayaan dibanding dengan surnber-sumber
pembiayaan anggaran yang terbatas (financing gap). Hal ini disebabkan
terutama oleh membengkaknya beban kewajiban pembayaran pokok utang,
baik utang dalam negeri maupun utang luar negeridalam jumlah yang sangat
besar. Kewajiban tersebut harus dipenuhi seluruhnya dan secara tepat waktu,
oleh karena sebagai konsekuensi dari diakhirinya program kerjasama dengan
IMB sejak tahun 2004 Pemerintah tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas
peniadwalan ulang (rescheduling) utang luar negeri melalui forum Pdris
CIub (PC).

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun
2005 tetap dijaga agar konsisten dalam mendorong upaya peningkatan
penerirnaan negara, mengendalikan dan rnengefisienkan belanja negara, serta
mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran.
Strategi ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan (reformasi) yang
berkelanjutan pada berbagaijenis instrumen fiskal, yan gn'eliputi (i) bidang

Bab IV Anggaran Pendapatdn tlan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005



Anggaran Pendapqtqn dan Belanja Negara Tahun

perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), (lt) penganggaran
belinia negara, (lri) pengelolaan trtang <lan optirnalisasi pembiayaan
anggaran, serta (lv) penataan kelembagaan keuangan negara.

Refbrmasi perpaj akan, yang dihal apkan dapat diterapkan pada tahtur 2005,
akan mencakup hal-halyang berkaitan dengan objek dan subjek paj ak, tarif
dan klasifikasi atau strata tarif, serta prosedur dan adtninistrasi pcrpajakan
Relornasi tersebut akan dilakukan melalui perubahan Undang-undang Pajak
Penghasilal, Undang-undang PPN dan PPnBM, serta Undang-undang
Ketentuan Umum Perpajakan, LangkahJangkah pembaharuan yang akan
clilakukan tersebnt diperkirakan baru akan tnenuai hasil pada tahun 2006.
Dalarr.jangka pendek, pembaharuan kebijakan perpajakan tersebttt justru

diperkirakan akan menyebabkan terjadinya potensi kehilangan Q)otentiol
/oss) pada penelinraan perpajakan. Untuk rnengkompensasikan penurunan
pcnerirnaan pajak tersebLrt, Pemerintah akan mengintensifkan pelaksauaan
langkahJangkah modemisasi dan refotmasi administrasi perpa.iakan, disertai
dengan upaya-upaya khusus lairnya (extra efbrt), telntama melalui
intensifi kasi pemun gutan dan peningkatan pclayanan.

Scmentara itLr, kebijakan peucrimaan negara bukan pajak (PNBP) akan
lebih dititikberatkan pada upaya-upaya perbaikan sistcm administrasi dan
kebijakan dalarn rangka rneningkatkan kontribusi penerimaan SDA, bagian
pemcri[tah aras laba BUMN, dan PNBP laiunya.

Di bidang belanja negara, kebijakan tahun 2005 lebrh diarahkan pada
Iangkal.r-langkah peningkatan efisiensidan efektivitas pengelolaan belanja
negara, serta pcnyelnpumaan manajemen belanja negara, dalam rangka
pelaksanaan Undang-undang Nomor l7 Tahurr 2003 tentang Keuangan
Negara secara bertahap. Langkah-langkah pembaharuan tersetlut alltara
lair rneliputi penganggaran terpad:u (unified 6zdgel), anggaran berbasis
kinerja, kerangka pengeluaran berjaugka menengah, dan standar akuntansi
per)rennmn.

Kebijakan belauja pegarvai diarahkan untuk menrperbaiki pendapatan
aparatur  negara,  tcrbatas mempertahankan pendapatan nominal ,
sedangkan kebijakan belanja barattg diarahkan untuk lnempertahankan
fungsi pcldyanan publik setiap instansi pcmeritrtalr, serta meningkatkan
cflsiensi dan efektivitas pengadaan lrarang dan jasa, perjalanan dinas,

an pernel iharaar  aset  negara.  Senentara i tu ,  kebi jakan belanja modal
iarahkan pada kegiatan invcstas i  sarana dan prasarana pet lbangunan

dalam bentuk tanah, pcralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jaringan,
sef ta modal  f is ik  lar  nnya.

Pada belanja daerah, kebijakan umum tahun 2005 diarahkan antara lain
u n t u k  r n e n i n g k a t k a n  a k u n t a b i l i t a s ,  t r a u s p a r a n s i  d a n  p a r t i s i p a s i

daerah (taxing power).

Cakupon tlalan refor
t asi perpaJ.tl{.on

7' i t ik beft l  reformasi
pene r tmaan  l ) u&dn

Kebijakan umwn belan-
ja twgara dalan tahun
2005

Kebijatan
g( uut

Kebijakan umum be-

lonja daerdh lahun
2405
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Kebijakan ununt Dl)fl,
D.,lU, dan DAK lahun
2005

Upoya yang dilakukan
da lan  n loh i l i sas i
s u m D e t - s u n ) D e l
pentbirryaon

Pendapalan negara datl
h i bah  t ahun  2005
ditetapkan Rp380,4

Anggqrun Pendapatan dan Belanja Negaru Tohun 2005

Dalam kai tan in i ,  kebi jakan dana bagi  hasi l  (DBH) d iarahkan untuk
mempercepat penetapan alokasi DBH pajak dau bukatt pajak (SDA)
melalui peningkaLan koordinasi dan akurasidata, Sementara itu. kebijakan
dana alokasi umum (DAU) tetap mengacu pada konsep kesenjangan
ltskal (iscal gapl untuk mengatasi ketidakseilnbangan antardaerah,
densan formula sesuai Peraturafl Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tenting Dana Perimhangan sebagaimana telah diubah dengan PP Notnor
84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer iutah Nomor
1 0 4  T a h u n  2 0 0 0  t c n t a n g  D a n a  P e r i m b a n g a n ,  s e r t a  t e t a p
mempertimbangkan faktor penyeimbang (alokasi dasar) berdasarkan
kebutLrhan belanja pegawai. Sesuai dengan kesepakatatl Pelnerintah
dengan DPR-RI pada Penbicaraan Pendahuluan Penyusunan IIAPBN
tahun 2005, proporsi DAU tahun 2005 ditetapkan sebesar 25,5 persen
dari penerimaan dalam negeri neto. Di lain pihak, alokasi anggaran untuk
Dana Alokasi Khusus (DAK) non-Dana Reboisasi ditingkatkan, dengan
pr ior i tas pada b idang-b idang pendid ikau.  kesehatan,  in f tastntk tur ,
kelautan dan perikalan, prasarana pemerintahan daerah, serta bidang
pertanlan.

Dengan berbagai  langkah kebi jakan d i  a tas,  dalam APBN 2005,

P D B ,

Dalam rangka menutup def is i t  anggaran tersebut ,  akan d i lakukan
langkah- langkah mobi l isas i  surnber-sumber pembiayaan tnela lu i :

f, penggunaan sebagian dana simpanan pemerintalt di Bl1, (ii) penjualan
aset  eks BPPN yang sekarang d ike lo la o leh PT I 'PA (Perusahaan
Pcngelola Aset) dan melanjutkan kebijakan privatisasi BUMN secara
o p t i m a l ;  ( l i f  p e n e r b i t a n  S u r a t  U t a n g  N e g a r a  ( S U N )  d e n g a n

Tabel IV.l. dan Grafik IV.l.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan negara dan hibah dalam APBN tahun 2005 ditetapkan Rp380,4
trilir.rn, atau 17,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berati menurun Rp23,4

kemandirian APBN.
16



Btrlt IV Anggurcut Perulultcrturt tlcrn Belntja Negu'u lLtlu.ut ,\nggunm 2005

Tabel lV.1

RINGKASAN APBN.P 2OO4 DAN APBN 2O05
(tr i l iun rupiah)

2004
uraian 

aPBN-P t : lo

A.Pendapatan Negara dan Hibah 403,8 2O,3
l .  Pener imaan Dalarn Neger i  403,0 2O,3

1 Pener imaan Perpajakan 279,2 14,O
2 Pener imaan Negara Bukan Pajak 123,4 6,2

I l  H i b a h  O , 7  0 , O

B. Belania Negara 430,0 21,6
I  Belanja Pemerintah Pusat 3OO,O 15,1
l l  B e l a n j a  D a e r a h  1 3 O , O  6 , 5

1 Dana Per imbangan 123,1 6,2

1 ,

2 Dan.r  Otorrorni  KhusLrs dan
PenyesLraian

c.  Surplus/Def is i t  Anggaran (A -  B)

D . P e m b i a y a a n  ( D  |  +  D . l l )
I  Pembiayaan Dalam Neger i

l l  Pembiayaan Luar Neser i  (neto)

6 , 9  0 , 3
-26,3 -1,3

2 6 , 3  1 , 3
5 0 , 1  2 , 5

23,4 -1,2

2005
% thd
P D B

3 8 0 , 4  1 7 , 4
3 7 9 , 6  1 7 , 3
297,a 13, t i

a 1 , a  3 , 7
o , 8  D , 0

3S7,4 14,2
266,2 12,2
1 3 1 , 5  6 . 0
124,3 5,7

7 , 2  0 , 3
- 1 7 , 4  - O . a

1 7 , 4  0 , 4
3 7 , 6  1 , 7

- 2 0 , 2  0 , 9

1 l  P e r b e d a a n  s a t u  d  o i t  d i  b e  a k a n 9  k o m a  t € n r a d a p  a r g k a  p e n l ! m l a h a n  a d a l a h  k a r e n a  p e . i b u l a l a r

s u m t , e r  r ) e D a r t e m e n  r { e u a n o a n  R l

Penerimaan Perpajakan

Dalam APtsN 2005, penerinraal perpajakan direncarakar Rp297,8 tli l irLr),
atau l3,6 pclscn terhaclap PDB dcngan clasal pcrhilungrn tahun 1993 ).

Apabila dibandingkan dengan s:rsar':ur penerim:ran perpiqakan dalarr
APtsN-P 2004, penelulaan perpajakan lahun 2005 telsebut ncningkat
Rp 18,6 tril iun atau 6,7 pc|sc[. Kcnaikall ini |elatif moder at, bajk dilihat dari
nilai nominrl rraupur perselltasenya terhadzrp PDB, bila dibandingkan dengal

'i') Lrh t boks J untuk perbandingar) angkn rasio pefpnjakan (td r,.rtio) dengan rncnggunakan
PDB atas dasaf trhun oefLlitulsan 1993 don 2000

Sd  sa  t  d t t  pc  e i  i t ) t 44 t l
pctpcgttltttl tdhun 2005
Rp297 .8  t t  i l i un  (  11 ,6
pet sen tethdlap PI)B).

Gralik lV.1
fTI'IGKASAN PENKEII.II BAI.IGAN APBN 2OO2 . 2OO5

9 0

d

2002 2003 2004
Tahun Anggaran

2005

lPond.palan Nogaro dan Hlbah
OSurDluE /  Dsl lEl l

lBslanla Nsgara
lPsfibl6yE6n DEI6m Negsrl

lPamblryasn Luar

7',1
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Tujuan refornasi
pcrpajakon 2005 men-
c[plakan sistem per-
pajakanyang sehot dan
kompetittf.

l' ene rimuan pe rpal a ka n
nasih ntengandalkan
pajak dalam negeri

Targel penerimaan PPh
tdhun 2005 6,5 persen
terhadap PDR

Targel penerifidan PPh
nonmigas lahun 2005
5,9 persen terhadap
PDB

L a n g k a h - l a n g k a h
modernisasi pemungul-

78

peningkatan relatif pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan atas
perhitungan adanya kemungkinan terjadinya penurunan (potential loss)
pellerimaan berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan amandemen Undang-
undang tentang PPh, PPN, dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). (Lihat
Boks 4: Pokok-pokok Perubahan Undang-undang Perpajakan).

Reformasi perpajakan, yang diharapkan akan mulai diimplementasikan lada
tahun 2005 tersebut, terutama bertujuan urtuk menciptakan sistem perpaj akan
yang sehat dan kompetitif dalarn rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif
bagi kegiatan investasi dan perdagangan. Reformasi tersebut pada dasamya
merupakan kelanjutan dari langkahJangkah pernbaharuan kebijakan perpajakan
(tm policy reform) yang telah dilakukan pada tahun 1984, 1994, 1997, tJrt
terakhirtahun 2000.

Di samping melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan,
Pemerintah juga akan melanjutkan langkahJangkah perbaikan dalam bidang
administrasi perpaj akain (tax administrotion reform) yangtelah dimulai sejak
tahun 200 1 . Reformasi administrasi perpajakan tersebut Inencakup modemisasi
administrasi pajak dan kepabeanan. Melalui modemisasi adminisFasi perpajakan
ini, diharapkan akan dapat dihasilkan tambahan penerimaan pajak gtura
mengkompensasikan potensi hilangnya penerimaan (polenlial loss),
sehubungan dengan penyempumaan pada aspek kebijakan perpajakan. (Lilmt
Boks 5 : Reformasi dan Modemisasi Administrasi Perpajakan),

Penerimaan perpajakan dalam tahun 2005 masih tetap mengandalkan
penerimaan darisektor pajak dalam negeri, khususnya padatiga sumber utama
yaitu PPh, PPN dan PPnBM, serta cukai. Sebagai gambaran, dari total
penerimaal perpajakan tahun 2005 sebesar Rp297,8 triliun, sebesar Rp285,5
iriliun atau 95,9 persen di antaranya bersumber dari pajak dalam negeri,
sedangkan Rp12,4 triliun atau 4,1 persen lainnya berasal dari pajakperdagangan
intemasional.

Salah satu surnber penerimaan pajak dalarn negeri terbesar adalah pajak
penghasilan (PPh). Dalam APBN 2005, rencana penerimaan PPh, yang terdiri
dari PPh nonmigas dan PPh migas, ditetapkan Rpl42,2 triliun atau 6,5 persen
terhadap PDB.

Darijumlah tersebu! penerimaanPPh nonmigas dalam tahun 2005 ditetapkan
Rpl28,6 triliun, atau 5,9 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut, secaranominal
lebih tinggi Rpl5,8 triliun atau 14,0 persen, dibandingkan dengan sasaran
penerimaan PPh nonrnigas yang ditetapkan dalam APBN-P 2004.
Peningkatan ini relatiflebih moderat bila dibandingkan dengan peningkatan basis
pajak sebagaimana tercennin dari asumsi perkiraan pertumbuhan ekonomi dan
tingkat inflasi yang digunakan dalam perhitungan APBN tahun 2005 Hal ini
didasarkan atas perkiraan terjadinya potensi kehilangan (potential loss)
penerirnaan PPh, berkaitan dengan adanya rencana kebijakan penyesuaian
PTKP PPh orang pribadi, dan penyesuaian tarif PPh badan sebagaimana
diusulkan dalam RUU Perubahan Undang-undang tentang PPh.

Untuk mengamankan sasaran penerimaan PPh nonmigas tahun 2005
tersebut, Pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah modernisasi
pemungutan PPh dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada waj ib paj ak,
yang telah dimulai sejak tahun 2003. Langkah dimaksud antara lain berupa



Bab IV Anggaran Pendapqlqn dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Boks 4: Po ko k-po ko k Peruhahsn Undang-Undang Perpaj ukan

Latar Belakang

Oulorr.r ,puru p"nyehatan APBN sebagaimana diamanatkan oleh GBHN tahun 1999 - 2004,
dan pelaksanaan konsolidasi fiskal dalam rangka kesinambungan fiskal (fs cal sustainability),
penerimaan negara terutamayang bersumber dari sektor perpajakan perlu semakin dimantapkan.
Kebijakan untuk mengoptimalkan tlukungan penerimaan sektor perpa.iakan merupakan opsi
yang paling realistis karena sumbcr-sumber penerimaan ncgara bukan pajak sangat fluktuatif,
tergantung pada perkembangan berbagai faktor eksternal yang relatifsulit diprediksi. Selain itLr,
banyak sekali nasukan-masukan baik dari lembaga internasional maupun lembaga nasional,
yang nenganggap bahwa sistem perpajakan di Indonesia sudah kurang kondusif, dan kurang
kompetitif lagi bagi kegiatan investasi di Indonesia. l3eberapa permasalahan utama yang
dikemukakan, antara iain adalah struktur tarJf yang tidak kompetitif, adanya perlakuan yang
tidak adil, prosedur perpajakan yang terlalu kompleks, serta adanya peraturan yang kurang
tegas, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian.

Tuj uan

.$hubrngun ,l"ngan hal terscbut, Pcmerintah telah menyusun draf perubahan (amandemen)
UU Perpajakan yar)g bertujuan untuk (y' menciptakan suatu sistem perpajakan yarrg sehat dan
konrpetitifdalam meningkatkar.r daya saing kegiatan ekonomi nasional, (if meningkatkan tingkat
kepatuhan sukarela, (iif meningkatkan tingkat kcpercayaan tcrhadap administrasi perpajakan,
dan (lvl mcningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Reformasi perpajakan ini rneliputi aspek
kebijakan dan administrasi perpajakan yang urencakup perubahau Undang-trndang PPh,
perubahan Undang-undang PPN dan PPnBM, serta perubahan Undang-undang KUP.

RUU PPh

!t-okok-pokok perubahan Undartg-undang PPh melipttti /y' perluasan subyek dan obyek pajak,
antara lain pergenaan PPh Pasal 25 atas WP yang melakukan pembelian barang mewah serla
transaksi derivatif dikenakan pajak; (irJ penyclarasan pengurang penghasilan bruto, antal a lain
kompensasi  kcrugian d ip isahkan antara kerugian operas ional  dau non-operasional ;
(llr) penyesuaian PTKP, antara lain WP bersangkutan dinaikkan 300% sedangkan tanggungan
(dependent) turun; (ivl perubahan dan pcnurunan tarif, antara lain tarif PPh Badan lnenjadi
tarif tunggal, khusus UKM tarif tersendiril (r,) perluasal pemotongan pemungutan PPh dan
pembedaan tarif pemotongan antara WP yang ber-NPWP dan yang tidak ber-NPWP;

/vll perluasan dan penyesuaian perlbayaran angsuran pajak tahun berjalan; (vll] penyederhanaatt
penlotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan peketja (Il/ithholding Systetn); (vllr) mempertegas
ketentuar pencegahan penghindaran pajak; serta (rxl SPT Tahunan PPli Pasal 21 ditiadakan
dan perpanjangan waktu penyampaian SPT'lhhunan cukup memberitahukan.

RUU PPN dan PPnBM

fokok-pokok pcrubahan Undang-undang PPN dan PPnBM metiputi (t/ penyederhanaan proses
restitusi, antara lain restitusi setiap bulan hanya boleh diajukan oleh eksportir dan PKP yang
melakukan penyerahan pada pemungut; flt pemusatan tempat pajak terutang dipermudah untuk
nrengurangi beban admin istrasi WP; (ii i) pengaturan mengenai JKP atau BKP tidak berwujud
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dali dalam daerah pabeal keluar daerah pabean (ekspor); (iv) pengaturan kembali BKP, yaitu
pengalihan BKP karena perjanjian leasing, pcnyerahan aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan dan penyerahan BKP dalam rangka penggabungan usaha (ne,,ger);
h,l pengkreditan Pajak Masukan harus memenuhi syarat formal dan material; (vf faktur pajak,
antara lain mempertegas ketentuan mengenai syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan; serta
/vll) fasilitas, antara lain pengusaha yang berorientasi ekspor, perusahaan penerbangan dau
pelayaran internasional sefta perwakilan asing.

RUU KUP

@okok-potok perubahan Undang-undang KUP meliputi (r) definisi; /if pemberian NPWP
dan pengukuhan PKP secarajabatan; fii, surat pemberitahuan, antara lain penandatanganan,
penganrbilar dan penyampaian SPT; (iv) sanksi administrasi, antara lain pengenaan sanksi
adminislrasi pada penyampaian SPT yang tidak tepat waktu; f, pembayaran pajak;
(vl) penetapan dan ketetapan, antara lain tidak semua SPT Lebih Bayar harus diperiksa terlebih
dahulu; (vlf penagihan pajak; (vilrl penyelesaian sengketa di bidang perpajakan; (x) pembukuan
dan pencatatan; (xJ pemeriksaan; (xrJ akses data perpajakan; serta (xii) ketentuan pidana dan
penyidikan.

Dampak l'cncrimaan

Q)ahtn jangka pendek, amandemen Undang-und ang Perpajakan ini diperkirakan akan
menimbulkan dampak penurunan penerimaan perpajakan. Potensi penurunan penerimaan
diperkirakan terjadi pada PPh, yang terdiri dari penyesuaian PTKP PPh OP, perubahan tarif
PPh Badan, dan perlakuan khusus yaitu penbentukan NPL. Pada PPN diperkirakan terjadi
potensi penurunan penerirnaal akibat dari penghapusan pengenaan PPN,Dilain pihak, juga ada
potensi peningkatan penerimaan, pada PPh yang diperkirakan bersumber dari perluasan basis
pajak, dan perlakuan khusus dengan penerapan Norma Penghitungan Penghasilan, sedangkan
pada PPN, potensi pcningkatan penerimaan diperkirakan diperoleh dari perluasan basis pajak
pada premi asuransi. Selanjutnya, dalamjangka panjang, reformasi kebijakan perpajakan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan daya saing sistern perpajakan Indonesia, sehingga mampu
rlendorong perkernbangan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan
berdampak pada peningkatan output nasional dan penerimaan perpajakan.

80
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Boks 5 : Reformasi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan

Latar Belakang dan Tujuan

Ifufonnasi administrasi perpajakanj angka menengah (3-5 tahun) yang digulirkan Pcmcrintah
sejak tahun 2001 diarahkan untuk mendukung penoapaian visi DJP, yaitu meujadi model pelayanan
masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang
dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan ncgara
dari sektol pajak yang mampu menunjang kemaudirian pembiayaan pemerintah bcrtlasarkatr
Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan cfisiensi yang tinggi.

Secara garis besar, ada tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi administrasi
perpajakanjangka menengah, yaihr : (y' tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yarrg Linggi;
(ii) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan; dan (iif tcrcapainya
produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Program dan Kegiatan

@ogru. clan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakLrkan secala
komprehensif, yang meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras dal sumber daya tnauusia
Reformasi perangkat lunak mencakup perbaikan struktut organisasi dan kelembagaan, serta
penyelnpurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan petryebatau
infonnasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasau)
agar lebih efektifdan efisien. Keseluruhan operasi dilakukan dengan berbasis teknologi inforulasi
dan ditunjang oleh kerjasama operasi dengan instansi lain.

Refonnasi perangkat keras diupayakan melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memeuuhi
persyaratan mLrtu sehingga dapat rnenunjang upaya modcrnisasi administrasi perpajakan di
seluruh Indonesia. Prograur reformasi pada aspek sumber daya manusia ditcmpuh rnelalui
penyiapan sumber daya rnanusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Program ini dilakukan
antara lain urelalui pelaksanaan uji kemampuan dan kelayakan secara ketat, penempaLan aparat
sesuai  kapasi tas dan kapabi l i tasnya,  reorganisasi ,  kader isas i ,  pe lat ihan dan ptoglat r t
pengembangan seU capacity.

Untuk uj i coba pelaksanaan keseluruhan progranr tersebut secara utuh telah dipilih Kanwil DJP
WP Besar sebagai proyek percontohan. Kanwil DJP WP Besar merupakan Kantor Pelayanau
Pajak percontohan yang modcm, yang didukung oleh organisasiyang ramping, teknologi infbrmasi
yang memberikan percepatan pelayanan sekaligus pengawasan yang baik, dan sumber daya
manusia yang profesional dengan kode etik yang ketat. Keberhasilan pengimpletnelttasian Kanlot'
Pelayanan Pajak modern ini akan dilanjutkan ke kantor-kantor lainnya di seluruh Indonesia
secara bertahap.

Perbaikan Peraturan

J"Uugoi bagian dari reformasi administrasi perpajakan, Pemerintah juga akan tnelakukau
amandemen terhadap Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakar.r (KUP), datl
penyempurnaar terhadap peraturan terkait lainnya. Revisi LrIJ KUP dan peraturan terkait lainnya
tersebut, dan penerapan praklik good governance dllaksanakau dalam konteks penegakau
hr.rkum dan keadilan, yang lnemayungi semua lini dan tahapan operasionaJ.
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Totget peneritnadn l' P h
nigds 0,6 pet sen terha-
dap PDB

Penerinaan I ' l 'N dan
PPnBM tah t t n  2Aa5
ditatgetkan 4,5 persen
terhadap PDB

L c t n g k a l t - l a n g k a h
kebiiakon adminlstt atif
di  bidang P l '>N dan
PPnB14 tdhun 2005

.\dsatI Lt l t  Penet l  ratdn
l'lJB Lldn ljl'llTB tdhun
2A05 Rp | 3.i triliun (0,6

l)t!t yr1terltudap PDB)

pengenbangan dan pengawasau e-fl ing, e-reEistration, e-payment, dan
e-counseling. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga akan terus berupaya
untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban
perpajakannya melalui kampanye sadar dan peduli pajak. Selain dilakukan
melal$ billboald, videotron, highway infnrmation sls/em, dan komik
pajak uutuk konsumsi anak-anak, kampanye sadar dan peduli pajak tersebut
juga dilaksanakan melalui media elektronik. Di samping itu, optimalisasi
perrerinraan pajak juga akan dilakukan melalui program canrassing,
peningkatan manajemen perneriksaan pajak, serta mengintensifkan
penagihan tun ggakan paj ak,

Sementara itu, penerimaan PPh migas dalam tahun 2005 ditetapkan Rpl3,6
triliun, atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami penurunan
Rp9,5 tril iun, atau 41,1 persen dari sasaran penerimaan PPh migas yang
ditetapkan dalam APBN-P 2004. Lebih rendahnya rencana penerimaan
PPh migas tahun 2005 ini dikarenakan asumsi harga minyak yang digunakan
sebagai dasar perhitungan APBN 2005 (US$2aibbl)jauh lebih rendah bila
dibandingkan dengan asumsi harga minyak pada APBN-P 2004 (US$36i
bbl).

Penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2005 ditetapkan Rp98,8 tril iun,
atau 4,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan
Rpl 1,3 triliun, atau 12,9 persen bila dibandingkan dengan sasarannya dalam
APBN-P 2004 sebesar Rp87,5 hiliun. Peningkatan penerimaan PPN dan
PPnBM tersebut didasarkan atas kalkulasi perkiraan terjadinya peningkatan
nilai transaksi ekonomi yang merupakan obyek PPN dan PPnBM, selaras
dengan peningkatan kegiatau ekonomi seperti tercermin pada asumsi
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2005. Faktor lain yang
juga tumt berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPN adalah
perkiraan terjadinya tambahan penerimaan Q)otential gair) PPN dari
kebijakan perluasan basis pajak sebagaimana diusulkan dalam amandemen
Undang-undang PPN dan PPnBM.

Untuk mendukung pencapaian sasaran penerimaan PPN dan PPnBM tahun
2005 tersebut, Pemerintahjuga akan melakukan berbagai upaya dan langkah-
langkah adrninistratif, di antaranya berupa: (f penagihan kembali PPN yang
teftunda; (lf penghitungan kembali atas pajak masukan yang tidak dapat
dikreditkan; dan (jif penelitian kembali atas WP yang memperoleh fasilitas
pembayaran pendahuluan. Namun, untuk mendorong perkembangan kegiatan
ekonomi, langkah-langkah adrninistratif tersebutjuga akan diiringi dengan
upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada WP, terutama dalam hal
peirgurusan restitusi secaracepatdan sesuai dengan ketentuanyangberlaku.

Dalam tahun 2005, penerimaan PBB dan BPHTB ditetapkan Rpl3,5 tril iun,
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penurunan, dari 0,7 persen dalam tahun 2004 tnenjadi 0,6 persen dalam
tahun 2005,

Target penerimaan PBB dan BPHTB tersebut didasarkan atas perkiraan
kondisi perekonomian yang terus membaik, yang pada gilirannya aka
berdarnpak positifpada sektor konstruksi dan transaksi propedi pada tahu
2005. Di samping itu, berbagai upaya yang akan dilakukau, seperti program
ekstensifikasi melalui digital mapping, dan peuyempurnaan sistem
administrasi perpajakan diharapkan juga turut berperan dalam pencapaian
sasaran penerimaan PBB dan BPHTB tersebut.

Di bidang cukai, dalam APBN 2005, penerimaan cukai ditetapkan Rp28,9
tril iun, atau 1,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti meningkat Rp0,5
tril iun atau 1,8 persen, bila dibandingkan dengan sasarannya dalam APBN-
P 2004 sebesar Rp28,4 tril iun atau 1,4 persen terhadap PDB. Peningkatan
sasaran peuerimaan cukai tersebut, didasarkan atas perkiraan terjadinya
peningkatan produksi rokok, baik sigaret ketek tangan (SK1'), sigaret kretek
mesin (SKM), maupun sigaret putih mesin (SPM). Peningkatan produksi
lokok tersebut didorong oleh keblakan HJE dan tarif cukai yang stabil,
serta meningkatnya permintaan, sejalan dengan peningkataB daya beli
masyarakat. Di san.rping itu, pengenaan cttkai atas produk kaseVCD/VCD/
DVD dan LD mulai tahun 2005 diperkirakan dapat memberikan tambahan
penerimaan cukai tergantung pada tarifcukai yang akan dikenakan (Lihat
Boks 6: Penambahan Barang Kena Cr.rkai (BKC) atas Kaset/VCD/DVD
dan LD). Seluruh hasil dari penerimaan cukai terhadap produk kaset/CD/
VCD/DVD dan LD akan dialokasikan unttrk upaya-upaya pengawasan

dan penegakan hukum terhadap produk-produk bajakan tersebut.

Di sarnping peningkatan produksidan penambahan barang kena cukai(BKC)
tersebut, dalam rangka rnengamankan sasaran petlerimaan cukai tahun 2005,
berbagai kcbijakan dan langkah-langkah administrasi yang telah ditempuh
dalam tahun 2004, terutama langkah dan upaya dalam menanggulangi
peredaran r okok polos dan pita cltkai palsu, akan terus setlakin dimantapkan
Selain itu, berbagai langkah administratif lainnya di bidang cukaijuga akan
lebih dimantapkan pada tahun 2005, di antaranya berupa penerapan excrr?
sert)ice system (ESS), yaitu komputerisasi pelayanan pita cukai hasil
tembakau untuk mempercepat pelayanau pita ctrkai dan meningkatkan
akurasi data cukai hasiltembakau. Sejalan dengan itu,juga akan dilakukan
langkah-langkah peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan
hukum di bidang cukai, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan

sarana dan prasarana pengawasan, serta peningkatan pengetalluan dan

keahlian SDM di bidang pengawasan. Berbagai langkah tersebut,juga akan

disertai dengan peningkatan pelaksanaan verifikasi dan audit yang akatt

dilakukan rrielalui: penetapar.r kriteria dokumen cukai yang metlperoleh
plioritas utama; pelaksanaan audit secara reguler maupun irxidensial serta

iudit bersama-saina DJBC, DJP dan BPKP; pemantauan pelaksanaan tindak
lanjut temuan hasil audit; sefta pengkajian dan penyempurnaan sistem dan
prosedur kegiatan verifikasi dan audtt.

L a n g k a h - I a n g k a h
kebi okan dclninislratif
unluk mend kung pe-

I 'RB dan
BPHTB,

Sasaran pener i f i taan

cuka i  200 5 :  Rp2B,9
triliun (1,3 petren te ,a-
drp PDB)

ll e be rapa ke b ij ak.t t1 di
bid6ngcukai ydng akd
ditempuh daIan1 Iahun
)005
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' Boks 6: Upaya Pemberantusan Pembajakan Kaset, CD, VCD' DW,
dan LD melalui Penambahan Barang Kena Cukai (BKC)

Latar Belakang dan Tujuan
'(/sulan 

penambahan BKC atas produk-produk rekaman ini didasarkan atas pertimbangan
bahwase*i/ar 90 persen dari tolal Kaset, CD, VCD, DVD, dan LD yang beredar di
Indonesia diperhirakan merupakan hasil b$akan. Maraknya peredaran barang-barang
bajakan tersebut, selain telah menimbulkan ketidakpastian usaha bagi industri rekaman, dan
kerugian yang sangat besar bagi stakeholders, seperti para musisi, penyanyi, komposer,
aransemen, dan industri rekaman,juga mengakibatkan kehi langan penerimaan negara dari sektor
pajak, baik PPN maupun PPh.

Pcngenaan cukai atas produk-produk rekaman tersebut sesungguhnya /e6ift ditekankan pada
aspek pengawasnn untuk menBurangi peretlnran produh baiakan. Hal ini sejalan dengan
UU No.ll/1995 tentang Cukai, yang menetapkan karakteristik usulan produk yang menjadi
barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang
ditetapkan, yaitu barang-barang yang dalarn pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.

Produk-produk rekaman tersebut dapat dikategorikan sebagai barang-barang yang patut diawasi,
antara lain karenaperedaran atau pemakaiannya bisa me miliki content y all,g dapat menimbulkan
dampak negatifbagi ketertiban dan keamanan masyarakat (pomografi, kekerasan dan bahasa/
syair yang tidak sesuai dengan etika dan budaya bangsa), dan produk bajakan yang
mengakibatkan terjadinya ekstemalitas negatif, seperti misalnya, kerugian finansial bagi industri
rekaman, tidak adanya kepastian usaha, dan dapat mematikan keativitas pihak-pihak yang
berkaitan dengan dunia usaha.

Kenapa Cukai ?

Pemilihan pengenaan cukai didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain : (y' pungutan
cukai lebih bersifat mengawasi peredaran produk yang dikategorikan sebagai Barang Kena
Cukai (BKC); (ir) UU No.l I / 1995 tentang Cukai memiliki kepastian dalam pengawasan baik
fisik maupun administratif, serta mempunyai ketentuan pidana atas pelanggarannya; dan
(iir) UU No.l 1/1995 tentang Cukai dapat bersinergi dengan ketentuan di bidang TIAKI dalam
mencegah kebocoran penerimaan negara.

Berbeda halnya dengan PPN yang lebih menganut prinsip "sefl assess ment" , yaitu : (y' PPN
lebih ditujukan untuk penerimaan negara dan dikenakan terhadap semua barang pada setiap
tahapan mulai dari tahap produksi sampai dengan pedagang pengecer, kecuali barang untuk
kebutuhan pokok; (lr) UU PPN dan PPnBM belum mengatur masalah pengawasan fisik atas
pelunasan pungutannya; dan (iii) UU PPN dan PPnBM belum maksimal dalam mencegah
kebocoran penerimaan nigara dan penegakan hukum yang berkaitan dengan FIAKI

Harapan

9VLerrlrnkepastian dalam pengawasan baik fisik maupun administratif yang diberikan oleh
Undang-undang Cukai terhadap produk yang dikenai cukai tersebut, diharapkan produk-produk
rekaman bajakan secara bertahap dapat dikurangi, sedangkan produk-produk rekaman yang
legal dapat ditingkatkan, sehingga h ak-hak pala stakeholders, seperti para musisi, pelYalli:
industri rekaman, dan pihak-pihak yang terkait lainnya justru akan dapat dipulihkan. Hal ini
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terutama karena dengan maraknya pembajakan (yang mencapai 9004), maka para musisi, para
penyanyi, dan produser rekaman legal yangjustru dirugikan.
Tarif Cukai
a/
JYlengenai kekhawatiran pengenaan cukai terhadap produk ini akan menaikkan harga jual
tidak beralasan, oleh karena cukai yang dikenakan nilainya relatifkecil, sehingga tidak signifikan
j ika dibandingkan dengan hargajualnya. Tarifcukai yang diusulkan akan dikenakan pada produk
kaset, CD, VCD, DVD dan LD misalnya antara Rpl00-Rp1.000. Apabila dibandingkan dengan
harga produk-produk tersebut dipasaran, antara Rp 15.000-Rp 150.000, maka tarifcukai tersebut
hanya berkisar antara O,lyo-lyo. Mengenai kekhawatiran bahwa pengenaan qukai akan
menurunkan permintaan terhadap produk rekaman, juga kurang beralasan, karena dari hasil
kaj ian terbuktibahwa penurunan permintaan akibat pengenaan cukaijugatidak terlalu signifikan.
Dampak positif(keuntungan) dari pengenaan cukai diperkirakanjauh lebih besar dibandingkan
dengan kerugian yang diperkirakan akan timbul.

Dampak Penerimaan

V)engan asumsi, bahwa pada tahap awal pengenaan cukai dapat mengurangi peredara.n
produk bajakan sekitar 30 persen, (dari sebelumnya 90 persen menjadi 60 nersen), maka
hal ini diperkirakan akan berdampak positifterhadap upaya pemberantasan produk-produk
tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang, Dana yang dikumpulkan dari cukai
atas kaset, CD, VCD, DVD dan LD seluruhnya akan dialokasikan kepada upaya-upaya
pengawasan dan penegakan hukum.

Selanjutny4 penerimaan pajak lainnya dalam tahun 2005 ditetapkan mencapai
Rp2,0 triliun, atau 0,1 persen terhadap PDB. Sasaran penerimaan ini, lebih
tinggi Rp0,2 triliun atau 1l,l persen bila dibandingkan dengan sasaran
penerimaan pajak lainnya dalam APBN-P 2004 sebesar Rpl,8 triliun.
Peningkatan penerimaan pajak lainnya tersebut diperkirakaa bersunberterutama
dari meningkatnya jumlah dan nilai transaksi yalg membutuhkal bea meterai.

Pada sisi lain, penerimaan pajak perdagangan intemasional juga diperkirakan
meningkat. Dalam APBN 2005, penerimaan pajak perdagangan intemasional,
yang terdiri dari bea masuk dan pajal/prmgutan ekspor, ditetapkan Rp I2,4 triliun,
atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti meningkatRp0,2 trihun atau
1,6 persen apabila dibandingkan dengan sasaran penerimaamnya dalam
iAPBN-P 2004 sebesar Rpl2,2 triliun.

Dari j umlah tersebut penerimaan bea masuk ditetapkan Rp 12,0 triliun, atau 0,5
persen terhadap PDB. Sasaran penerimaan bea masuk ini, berarti Rp0,2 triliun
atau 1,7 persen lebih tinggi, dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2004.
Peningkatan sasaran penerimaan bea masuk yang relatif moderat tersebut
didasarkan atas perkiraal terjadinya peningkatan impor barang, sejalan dengan
peningkatan kegiatan ekonomi dalam negeri. Namun dampak peningkatan
volume impor tersebu! tidak sepenuhnya dapat dinikmati, oleh karena pada
saat yang bersamaan, juga lerjadi penurunan tarif efektif rata-rata bea masuk,
berkaitan dengan penurunan tarifnominal, baik dalam ran gla skema C ommon
Efective Preferential Tariffor ASE4N Free Trade Area (CEPT for AFTA),

Pener imu tn  pa lak
Ia{nnya di largetlcan
l lp2,0 tr i t iun atdu 0,1
persen terhacLrp PDB

,\asaran penerinaan
pajak perdagangan
in te rnaJ Io  a l  l ehun
2005  n tencapa i  0 ,6
persen terhadap PDB

Itenerifi1Lul he1 nLtsul(
lahun 2005 Llildrgel katl
0,5 per.tcn terhutlap
PDB
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mauprn akibat darikerangka kerj asama perekonomian ASEAN dengan China
(ASEAN-Clrna Free Tiade Area),lndia (ASE,{N-}rdia Free Trade Area),
dan Jeparrg (ASEAN-"Iapan on Comprehensire Economic Cooperulion).

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran penerimaan bea masuk tersebut,
dan sckaligus rnendorong kegiatan perdagangan intemasional, Pernerintah akan
scnantiasa memantapkan kebijakan reformasi administrasi kepabeanan
(customs odministrulion reforml yang telah dilunculkan sejak tahun 2002.
Refor masi dalarl bidang adrninistrasi kepabeanan tersebut lnencakup prakalsa
fas i l i tas i  perdagangan;  prakarsa pemberantasan peuyel t tudupau dan
undervaludion; prakarsa peningkatatr koordinasi <Iengan slakeholder; serta
prakarsa peningkatan integritas pegawai. (LihatBoks 7: ReforrnasiAdministrasi
Kepabeanan).

Sernentara itu, penerimaan pajak/pungutan ekpor dalam APBN 2005 ditetapkan
Rp0,3 tril iun, atau 0,02 persen terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan
sasaran penerimaan pajak ekspor dalam APBN-P 2004, maka rencana
penelirnaan pajak ckspor tahun 2005 telsebut berarti mengalami peningkatan
Rp8,3 rniliar, atau 2,5 persen, Beberapa faktor yang mendasari peningkatan
sasaran penelirnaan pajaldpungutan ekspor tahull 2005 tersebut autara lain
adalah perkir aan peningkatan volutne ekspor barang yang kena pajak/pungutan
ekspor, serta langkahJangkah intensifikasi pemungutan, penagilian, dan
pcngawasan pernbayaran pajaldpungutan ekspor. Gambaran pendapatan negara
dan bibah dalamA?BN-P 2004 danAPBN 2005 dapatdiikuti lebih lanlut pada
Iabel IV.2.

T a b e l l V . 2
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Boks 7: Reformasi Administrssi Kepabeanan

Reformasi kepabeanan pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 dan akan terus berlarljut
selima lima tahun ke depan. Reformasl kepabeanan dititikberatkan pada pembahaluatl dalam
bidang administrasi kepabeanan (customs administration reform), guna mengantisipasi
perkembangan globalisasi ekonorni dau perdagangan dunia. Reformasi kepabeanan ini disusun
berdasarkan hasil kajian kornprehensifterhadap hampir semua sistem dan prosedur pelayanatl
dan pengawasan di bidang kepabeanan, yang dilakukan oleh Direktorat Jerrderal Bea darr Cukai
dibantrr oleh sta,te holders terkait,yaitu bersama-sama dengan lembaga-lembaga intcrnasiorlal
dan lembaga swasta dalam negeri.

Cakupan reformasi kepabcanan tersebut rneliputi penyempurnaan fungsi utama Dircktorat
Jenderal Bea dan C lukai sebag trade Jacilitatof cotnmunity protector dan revenue colleclor
Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, maka disusunlah program r efcrmasi
kepabeanan yang dikelompokkan ke dalam (y' prakarsa Fasilitasi Perdagangan, {iiJ prakalsa

Pemberantasan Penyelundupan dan Undervaluation, (iii) prakarsa Peningkatan Koordinasi
dengan Stakeholder, serta (iv) prakarsa Peningkatan Integritas Pegawai

1. @rakarsa Fasilitasi Perdagangan

Dalam prakarsa ini, sistem dan prosedur pelayanan yang berkaitan deugan proses Penyelesaian
pengeluaran barang di pelabuhan (khususnya barang impor), dan penyelesaian kcwa.jiban pabeatt
impor harus diciptakan sedemikian rupa, sehingga importir dapat melaksanakan kegiatamya dengan
efisien, dan tanpa adanya intervensi yang signihkan dari aparat Direktorat Jenderal Bea dan cukai,
namun sekaligus berfungsi secara efektif sebagai filter bagi kemungkinan beroperasinya i//egal
trader.

Prakarsa fasilitasi perdagangan meliputi langkahlaflgkah strategis, berupa : pcmberlakuan jalut

prioritas, pemberlakuan sistem baru penetapanjalur, penyempurnaan sistem pembayaran, petbaikair

database harga, pengembangan Harmonrzed System fH.!, perbaikan sistem pengeluaran barang,
perbaikan teknik pemeriksaan barang, serta modernisasi sistem otornasi Direktorat Jendcral Bea datt

Cukai.

z. @rakarsa Pemberantasan Pcnyelundupan dran llndent uatiott

Masing-masing f',trgsi trade facilitdtor, comnanity protector. dan revenue colleclal" yang

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai men.rpunyai karakteristik yang dapat saling

nelemahkan. Untuk dapat mengoptimalkan fungsi fasilitasi pcfdagangan, Dilel{torat Jendcral Bea

dan cukai harus mampu memperlancar atus barang melalui penyederhanaan sistem dan plosedur

pabean. Sebaliknya, sebagai community proleclor, Dlektorat Jenderal Bca dan cukai harus melakukan

prosedtr pengawasan yang ketat. Lebih lanjut, sistem dan prosedur pengawasan nlcmpunyai

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negarar terutama dalam mengatasi kebocoran-

kebocoran.

sehubungan dengan itu, maka sistem dan prosedur pclayanan di bidang impor discmpttrnakan

dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada importir, dan sekaligus

memberikan pengawasan yang tepat kepada high risk tmpofiir, sehingga sistem dan prosedur

pelayanan di bidang impor tersebut dapat mencegah terjadinya penyelundupan dan undervql atiott.

Langkah-langkah strategis yang diambil dalam memberantas penyelundupan dan undervaluattttn

yaitu melalui program registrasi importir, kampanye anti penyelundupan' pcnyediaan tempat
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pemeriksaan, optimalisasi penggunaan lt-Co Scan X-ray, peningkatan peran unit intelijen dalam
pengawasan barang, pemeriksaan lapangan (spot check),penyederhanaan sistem verifrkasi dokumen
sefia nenasihan tuneeakan./.n

3. frakarsa Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholder
Untuk dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memerlukan
kerjasama dengan stakeholder. Di bidang pemerintahan, terdapat kebijakan berbagai departemen
yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga
perlu adanya koordinasi yang optimal agar tugas tersebutdapat dilaksanakan denganbaik. Di samping
itu, koordinasi dengafl masyarakat, khususnya masyarakat usahajuga perlu ditingkatkan.

Sehubrulgan dengan itu, dirumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan koordinasi
dengar' ttakehctlcler melalui program pembentukan Tim Pendamping Pemerintah, penyempurnaan
situs Direkorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pengembangan komunitas pertukaran data eleltronik
kenabeanan (PDE kepabeanan).
.71

4. frakarsa Peningkatan Integritas Pegawai

Belbagai kebijakan strategis yang diambil di bidang kepabeanan tidak akan dapat berjalan dengan
efektiftanpa didukung oleh pegawai yang mempunyai integritas yang tinggi. Kritik yang berkembang
dalam masyarakat mengenai rendahnya kinerj a Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada hakekatnya
bernuara pada ketidakmampuan pegawai Djrektorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan
tugasnya, baik di bidang pelayanan maupun di bidang pemberantasan penyelundupan :
Sehubungan dengan hal itu disusunlah prakarsa peningkatan integritas pegawai melalui langkah- i
langkah shategis, yaitu penyempurnaan Kode Etik, pembentukan Komite Kode Etik, Peningkatan :

Fungsi Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai, Penyediaan Saluran Pengaduan, ;
Peningkatan Keiasama Peranganan Pengaduan Masyarakat Antara Komisi Ombudsman Nasional i
(KON) dan Departemen Keuangan, serta Program Pemberian Insentil 

i

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Da lan  t ahun  2005
Penerin16h men4tltap-
kn pelalcaruan l.,ebt-
jakan di bidang PNBP

Sasaran PNBP dalam
tahun  2005  RpB  l , 8
t r i l i u t t  ( 3 ,7  pe rsen
tethadap PDB)

Kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap pendapatan
negara akan senantiasa diupayakan lebih meningkat dari waktu ke waktu.
Untuk meningkatkan PNBP dimaksud, dalam tahun 2005 akan terus
dilanjutkan langkah-langkah pemantapan pelaksanaan kebijakan di bidang
PNBP yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan
tersebut antara lain meliputi: (y' optimalisasi dan intensifikasi PNBP yang
bersumber dari SDA (ii) penanggulangan pertambangan tanpa izin (Peti);
(lil) optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dengan berwawasan hutan
lestari; (iv/ pengelolaan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan
dan lestari; (v/ peningkatan kinerja dan kesehatan BUMN melalui
peningkatan intensitas penerapan good corporute gor)ernance; setta
(vi) evaluasi dan peninjauan kembali tarif PNBP yang dikelola di berbagai
departemen/LPND.

Sampai saat ini, dominas i PNBP masih ditopang oleh penerimaan SDA migas.
Karena itu, perkembangan PNBP ini, di samping ditentukan oleh upaya dan
kebijakan yang ditempuh pemerintah, juga sangat dipengaruhi oleh
perkembangan harga dan tingkat produksi minyak mentah. Dengan
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menpertimbangkan faktor-faktor tersebul, maka dalam APBN 2005,
sasaran PNBP mcncapai Rp8l,8 ttil iun, atau 3,7 persen terhadap PDB.
Jika dibandingkan dengan sasaran PNBP dalani APBNI'2004 sebesar
I{p I 23,8 tril iun, jumlah tersebut berarti menurun Rp42,0 tril iun atau 13,9
pelsen. Sasarau PNBP tersebut terdiri dari penerimaan SDA Rp50,9 tril iun
(2,3 persen terhadap PDB), pencrimaan bagian pcmerintah atas laba BUMN
Rp 10,6 tril iun (0,5 persen terhadap PDB), dan PNBP lainnya ltp20,3 tril iun
(0,9 persen terhadap PDB).

Dalan tahun 2005, pcncrir,raan SDAnrasih rnclupakan komponen terbcsar,
yaifi62,2 persen dari total PNBP PNBP yaug bersumber dari SDAmeliputi
penerimaan SDA rnigas, peftambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Dalam APBN 2005, pcncrirnaan SDA minyak bumi dan gas alanr (migas)
dirctapkan scbesar Rp47,l tril iun, atau 2,1 persen terhadap PDB. Jumlah
ini menyumbang 92,5 persen dari total penerimaan SDA, atau berperan
harnpir'57,6 pelsen datitotal keseluruhan PNBP. Jika dibandingkan dengan
sasalan penerimaan SDA migas dalam APBN-P 2004 sebesar Rp87,7 tril lun,
rnaka penerimaan migas tahun 2005 tersebut berarti lebih rendah Rp40,6
triIun, aLau 46,3 perscn. Target pcnerimaan SDA rnigas tahun 2005 tersebut.
terdiri dali penerimaan SDA minyak burni Rp3 J ,9 h iliun ( 1,5 persen terhadap
PDB), dan penerirnaan SDA gas alam Rp15,3 tril iun (0,7 persen terhadap
i'DB), Sasaran penerimaan ini didasarkan pada asumsi: (i) harga rata-rata
minyak mentah Indonesia US$24,0 per barel; (il) tingkat produksi nrinyak
lncntah I , I 25 j uta barel per hari; dan (lll) rata-rata n ilai tukar rup iah Rp8.600
per dolar Amerika Serikat.

Pada penerimaan SDA pertambangan umum, langkah-langkah kebijakan
yaug akan ditempuh dalam tahun 2005 antara lain mcliputi : (i) implementasi
Peraturan Pcmerintah Nornor 45 Tahun 2003 tentang TarifAtas Jenis PNBP
Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
(il) pembinaau dan pengelolaan usaha pertambangan sumber daya mineral
dan batubara; (ii i) Lrpaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alarn
dcngan tetap nrcmpcrhatikan fungsi lingkungan; serta (lr,) optinialisasi
ploduksi dan penyediaan bahal baku minelal, batubara, dan panas bumi
dalam upaya rneningkatkan devisa. Selain itu,juga dilakukan langkahJangkah
untuk menyediakan informasi secara lengkap dan mudah diperoleh dalam
langka mewujudkan daya tarik invcstasi, terutama dengan nrelakukan upaya
inventarisasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara. Berdasarkan
berbagai kebijakan tersebut, dalam APBN tahun 2005, penerimaan SDA
pertambangan umum ditetapkall sebesar Rp2,0 tril iun, atau 0,1 persen
terhadap PDB. Jumlah ini, j ika dibandingkan dengan sasaran penerimaan
SDApertambanganumum dalanAPBN-P2004 sebesarRpl,8 triliun, berarti
terdapat  peningkatan Rp0,2 t r i l iun atau l l , l  persen.  Peuer i lnaan
pcfiambangan umum tersebut didasarkan pada asumsi adanya peningkatan
volurne, sefla penerapan PP Nonor 45 Tahun 2003 secara cfektif dalam
talrun 2005. Perrerimaan tersebut meliputi penerimaan iurantettp (landrent)
Rp0,04 tril iun, serta pcnerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royal4,)
Rn 1.97 t r i l iun.

Penerindan SD,. l  te r-
ulana SDA t| igt1s
mas ih  nendon inas i
PNBP

'farge 
t pe nerino a n SDtl

pet ' tanbangan u uf i
t ahun  240  5  sehesa r
Ilp2,0 i! iliun (0,I persen
terhdddp I'DB)
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Da lah  t ahvh  )005
Peme l i n toh  mas ih
n e I ati u ! ka t1 ke b i i o l."tn
soft lancl i t tg, serta
upaya upa)/a Pencegah-

Da lan t  l ah  n  2A05
sasardn penefuDaan
SDI  kehu tanan  d i -
targelkan Rp I,I tt'iliutj
alau 0,I per:ten lerhadap
PDB

KebijaLatz di hidang SD,l
p t ika n o n d iu rdh kan pdda
oll inalisasi penet inaan
nega n serla dilujukan n h! k
newujrtdkan pengelolaun
paznti sunbet dqq kelaulan
alan perikanqn : iecara
berlehnjunn.

Di bidang penerimaan SDA kehutanan, kebijakan yarg ditempuh dalam
tahun 2005, selain dialahkan untuk mengoptimalkan penerimaan, sekaligus
juga ditujukan untuk meningkatkan peluelolaan hutan lestari, Untukmencapai
tuj uatr tersebut, kebiiakan yaug akan dilakukan meliputi (i) akselerasi
rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; (tl) intensifikasi terhadap
provis i  sumber daya hutan dan dana reboisasi l  ( r l l )  pemantapan
restrukturisasi sektor kehutanan; (ly) pemalrtapan pelaksanaan desentt.alisasi

nlemayungi seluruh kegiatan yang menjadijabaran kebijakan. I(arena itu,
dalam tahun 2005, Pemerintah masih akan tetap melanjutkan kebilakan.roli
landing (pengurangen annual albwable cut secara bertahap). Kebijakan
ini ditujukan untuk mengurangi kegiatan eksploitasi hutan secara bertahap,
gurra rllendukung penlulihau kembali (recovery) hutan yang rusak, serta
pemanfaatan sumber daya hulan yang lebih realistis, sehingga diharapkan
akan terwujud per)gelolaan hutan secara lestari.

Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, dalarn APBN 2005,
penerimaan SDA kehutanan ditetapkan Rpl,l triliun atau 0,1 persen terhadap
PDB. .lumlah tersebut terdiri dari penerimaan dana rcboisasi (DR) Rp0,8
tril iun, penerirnaan provisi sumber daya hutan (PSDH) RpO,3 lril iun, scrta
iuran hak pengusahaan hutan (IHPII) Rp6,0 miliar Jika dibandingkan dengan
sasaranuya dalarn APBN-P 2004 sebesar Rp2,7 triliun, jurrlah tersebr.rt beratti
mengalani penurunan Rpl,6 tril iun atau 59,1 persen. Lebib rendahnya
pencrimaan SDA kehutanan dalarn tahun 2005, karena dalam APBN-P
2004 terdapat hasil tunggakan tahun-tahun sebclurnnya .

Target penerimaau SDA kehutanan tahun 2005 ter.sebut didasarkan pada
asumsi produksikayu sebagai berikut : (i) untuk dana reboisasi diperlirakan
5.457 ribu mr; (tt) untuk PSDH, produksikayu yang berasal dariPcrhutani
diperkirakan 847.800 mr, dari hutan tanaman industri diperkirak an ?2.194
ribu mr, dan produksi hasil hutan bukan kayLr diper.kirakan 422.500 ton.
Di sarnping itu,juga diasumsikan adanya penyempumaan berbagai ketentuan
tarif untuk rnasing-masingjenis kayu dan produksi hutan bukan kayu,

Penerimaan SDA perikanan, berdasarkan Peraturan Pemeriutah Nomor 62'lhhun 
2002 tentang thrif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pa.jak yang

Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, meliputi pungutan
pengusahaan perikanan (PPP). termasuk pungutan perjkanan asing (PPA),
dan pungutan hasil perikanan (PHP). Dalam tahun 2005, kebijakan yang akan
ditempuh, selain diarahkan untuk mengoptirnalkan penerirnaan negar.a, juga
ditujr)kan untuk mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya kelautan secara
berkclanjutau. LangkahJangkah kebijakan yang akan ditempuh, antara lain
meliputi peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikatran secara optitnal dan lestali, serta peningkatan kualitas
pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu. Selain itu,juga akan dilakukan
berbagai kegiatan, meliputi antara lain: (r) pengembangan sistem sarana dan
prasarana pengawasan dan pengcndal ian surnber  daya kerauran;
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(il) implementasi rronitorirlg, controlling ancl surveilance (MCS) alau vessel
nloitibring slstem(VMS);(li) peningkatall kapasitas kelembagaan pengelolaan
sumberdaya kclautan dan perikanan; (iv) pengembangan sistem danmekanisme
hukum dan kelembagaan nasional maupun internasional; (u) pcningkatan
pengelo laan surnbel  daya pesis i r ,  laut ,  dan pnlau-pulau keci l ;  ser ta
(r'l) peningkatan sistem infomasj kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT').

Dengan mempeftimbangkan berbagai Iangkahkebuakan tersebut, penerimaan
SDAperihauan dalau.rAPBN tahun 2005 ditetapkan Rp(),7 tril iun. Jumlah ini,
jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan SDA perikanan yang ditetapkan
dalam APBN-P 2004 sebcsar Rp0,3 triliun, berarti terdapat pen ingkatan Rp0,4
triliun atau 133,3 persen. Peningkaan tersebut anlara lain disebabkan kenakan
produksi ikan. Penerirnaan SDA perikanan dalam APBN 2005 didasarkan pada
asumsi prodLrhsi pelikanan yang diperkirakan mencapai 7,3 juta ton, dengan
jurnlah kapal tangkap domestik 4.762 unit dan kapal tangkap asirrg 1.3 55 unit,
serta asrrmsi tarifyang bervariatifper gros,J tonage. Jurnlah tersebut meliputi
purgutan pengusahaan perikanan (PPP) Rp0,5 tril iun dan pungulan hasil
perikanan (PHP) Rp0,2 ailiun.

Sclain penelimaan SDA, komponen PNBPyang potensinya cukup besardalam
nreningkatkan kapasitas pendapatan negala adalah penerimaan yang belasal
dari bagian pemerintah atas laba BUMN. Potensi jenis penerimaan ini
dipengaluhi oleh l<emarnpuan BUMN dalan meraih laba, serta kebijakan dall
upaya ya g ditempuli pemerintah dalam pengelolaan BLMN. Karena ihr, dalam
rangka mcningkatkan kinerja dan kesehatan BUMN, Pelnerintah telah dan
akan terus mengambil langkahJangkah kebijakan strategis, dengan melakukan
bertragai penataan dan penyempumaan, baik rnanajemen, operasional, maupun
kcolqanisasian. Langkah-langkah kebijakan strategis dimaksud antata lain
rneliputi kewaj iban bagiBUMN untuk meningkatkan intensitas penerapan prinsip-
prinsip pengelolaan perusalraan yang baik dan sehat (good torporale
governance), evaluasi dan penetapan secara transparan mengenai tugas,
rvewenang, dan tanggLrngjawab bagi komisaris dau direksi, sc(a optimalisasj
alokzsi sunrber daya yangdimiliki BUMN. Dengan mcmpcrtimbaugkan langkah-
langkah kebijakan climaksud. sclta rncmperhitungkan darnpak perkenrbangan
berbagal indikator ekonomi rnakro terhadap perkiraan laba BUMN, rnaka
penelirnaan [.ragian pemerintah atas laba BUMN dalam tahLrn 2005 ditetapkan
Rp10,6 tril iun atau 0,5 persen terhadap PDB, Junilah ini, j ika dibandingkan
clengan sasaran penerimaan bagian pernerintah atas laba BUMN dalam
APBN-P 2004 sebesar Rp9,l tliliun berartimengalamipeningkatan Rp1,5 triliun
atau 16,5 perseu. Penurunan ini antara laur d isebabkan oleh adanya pelaksanaan
prograrn divestasi dan privatisasi beberapa BUMN tedentu yang sebelumnya
merupakan kelompok BLJMN potensial penyurnbang dividen.

Semcnlara itu, potensi PNBP lainnya, yang sebagian besar berasaldari PNBP
yang dikelola oJeh berbagai departemer/LPND, dan pcndapatan pelunasan
piutang, juga akan semakin dikembangkan agar memberikan kontribusi yang
lebih besar bagi pendapatan ncgara.

Dalam rangka rneningkatkan PNBP lainnya, dalarn tahun 2005, Penicrintah
akan terus melanj utkan program optimalisasi dan intcnsifikasi, antara lain melalui
evaluasi <lan pcnetapan tarif pungutan PNBP yang lebih realistis, serta

Sasaran penerintaan
SD,4 perikanan dalant
tal tn 2045 .litetopkan
Rpq,T tilitol

Da lan  t ahun  2005

Fe ne r i nl d dn P c nP r i nt ah
atas laba BUMN
ditetaplcatl Rp l 0,6 ril iutl
ala 0,5 pet sen lerhadap
PDB

PNBP loinnya dalant
tahun 2005 Ltilelapkah
';e be,s ar llp 2 0, 3 t ti I iu n
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ahuA,9 persen terhadap
PDB

Peneimaanhibah tahun
2005 Rp750,A nihar

Da l6m sa tu  t ah  n
terakhir telah dinula!
langkah refornasi di
bidang pengelolaan
keuangan tregara

pen ingkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetora nnya
ke kas negara, Berdasarkan langkah-langkah kebijakan tersebut, dan
mempertimbangkan pflJspek perekonomiarr dalam lahun 2005 yang diperkirakan
akan lebih baik dari tahun sebelumnya, maka PNBP lainnya dalam APBN
2005 ditetapkan Rp20,3 tri I iun atau 0,9 pcrsen terhadap P DB. Jika diband ingkan
dengan sasarannya dalamAPBN-P2004 sebesar Rp22,3 triliun, jumlah tenebut
berarti mengalami penurunan Rp2,0 triliun ?fau 9,0 pe$en. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana pendapatan lain-lain, karena
dalam APBN-P 2004 termasuk penerimaan premi penjaminan sekitar Rp2,0
triliun yangdalam APBN2005 tidak dianggalkan lagi, mengingat beban premi
penjarninan tersebut sudah dibebankan pada Lembaga Penjaminan S impanan
(I,PS),

Hibah
Dalam APBN 2005, penerimaan negara dari hibah ditetapkan nrencapai
Rp750,0 miliar, yang berarti naik Rpl2,3 miljar atau 1,6 persen dari
penerimaan hibah dalam APBN-P 2004 sebesar Rp73 7,7 niliar, Penerimaar)
hibah ini berasal dari beberapa komitmen yang telah disepakati oleh negara/
lenrbaga donor pada tahun-tahun anggaran sebehrmnya, yang diharapkan
dapar dicairkan selarna peJaksanaan APBN 2005.

Belanja Negara

I)alam satu tahun terakhir, telah dimulai langkah reformasi di bidang
pengelo laan keuangan negara,  dengan d iber lakukannya satu paket
perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu (f Undang-undang
Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negala, /2J Undang-undang
Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3J Llndang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dal
Tanggung Jawab Keuangan Negara- (Lihat Boks 8: Reformasi Manajemel
Keuangan Negara dalam Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara),

Diberlakukanlya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara
tersebut, merupakan satu loncatan yang te.lah dilakukan Pernerintah dan
DPR-RI di bidang pengelolaan keuangan negara, karena dalam beberapa
periode pemerintahan sebelumnya paket perundanB-undangan tersebul
belum dapat diselesaikan. Paket perundang-undangan tersebut menjadi
landasan hukum pengelolaan keuangan yang nrandiri bagi bangsa untuk
menggantikan perundang-undangan Jama yang disusun pada masa kolonial
Hindia Belanda, yaitts Indische Comptabiliteilswet (ICW), Relegen voor
h€t Administrattf beheer (RAB), dan Instructie en Verdere Bepalingen
voor de Algenene Rekenkanter (IAR)

Paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang rnenjadi
landasan reformasi pengelolaan keuangan negara merupakan dasar hukurn
yang kuat di bidang keuangan ncgara untuk lebih mandiri, transparan, dan
akuntabel. Hal ini penting, sebagaiupaya untuk meluruskan kembali tujuan
dan fungsi anggaran secara sungguh-sunggLrh, guna meningkatkan kualitas
pengelolaan anggaran.
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Boks 8: Reformasi Manajemen Keuangan Negara dalum
Paket Undung-Undang Bidang Keuengsn Negura

fakct Rancangan Undang-undang Bidang Keuangan Negara (RUU tentang KeuanganNegara,
RUU tentang Perbendaharaan Negara dan RUU tentang Pemeriksaan Tanggungiawab
KeuanganNegara) kepada DPR-RI padatanggal 29 September 2000 merupakan babak penting
dari rangkaian sejarah reforrnasi manajemen keuangan pemerintah. Paket RLILI dimaksud kini
telah menjadi paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-undang
(UU) Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nolnor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor l5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Reformasi Manajemen Keuangan Negara mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangau
negara, yaitu penyusunan anggaran! pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran. Dalam bidang penyusunan anggaran, perLrbahan yang dilakukan meliputi
penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja Qterformance based budgetlng), penet apan
penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka meneugah (Medium Ternt
Expenditure Framework, MTEF), dan penerapan anggaran terpatJu (unified budget).
Sedangkan dalam bidang pelaksanaan anggaran, dilakukan pembagian kewenangan yang lebih
jelas dalam pengelolaan keuangan antara menteri teknis dan Menteri Keuangan.

Pembagian kewenangan yang baru ini memberikan jaminan (f terlaksananya mekanisme saling

$i (check and balance) dalarn pelaksanaan pengeluaran negara; dan (2) kejelasan akuntabilitas
Menteri Kcuangan sebagai Bendalrara Umum Negara dan menteri teknis sebagai Pengguna
Anggaran. Pembagian kewenangan ini memberikan pula fleksibilitas kepada menteri teknis,
sebagai Pengguna Anggaran, untuk mengatur penggur'raan dana auggaran kementeriannya
secara efisien dan efektifdalam rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan
oLttpul yang telah ditetapkan.

Di bidang perbendaharaan, perubahan yang sangat signifikan antara lain adalah penerapan
'lSA (T'easury Single Account) dalanr pengelolaan kas negara yang memungkinkan dana
pemerintah dikclola secara optimal untuk urendukung pelaksanaan APBN.

Undang-undang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam
UUD 1945 ke dalam asas-asas umum, yang meliputi, baik asas-asas yang telah lama dikenal
dalam pengelolaan keuangan negala, sepetti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan,
dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru yang mendukung pencapaian good governance
dan clean government dalam pengelolaan keuangan negara, alttara lain akLrntabililas yang
berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan
keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Semcntara itu, di bidang pertanggungiawaban pelaksanaan APBN, Pemerintah akan rnenyaj ikan
laporan yang lebih lengkap dan akurat dalam waktu yang relatif singkat. Laporan keuangan
tersebut meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, yang disusun dan
disajikan berdasarkan akuutansi pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah
menyiapkan standar akuntansi pemerintahan dettgau mengacu keparJa international public

sector accounti g standard (IPSAS). Selain itu, untuk menjamin pengelolaan keuangan negara
secara transparan dan bertanggung jawab, berdasarkan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan
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pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungiawaban keuangan
negara. Prinsip pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri tersebut
sejalan dengan *Codes of Good Practices on Fiscal Transparen$', yang diterbitkan oleh
Fiscal Afairs Department, Interndtional Monetary Fund, yang meliputi (i) Clmity oJ Roles
and Responsibilities, (ii) Public Availability of Information, (iii) Open Budget Prepmation,
Execution, and Reporting, dan (iv) Assurances of Integrity.

Asas-asas umum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangai Negara, selain menjadi
acuan dalam reformasi pengelolaan keuangan negara, dimaksudkan pula untuk mendukung
terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan
dalam Bab VI UUD 1945, dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 t€ntangPerimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur fungsi/kewenangan
Daerah, sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1 999 mengatur pengalokasian dana yang
diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut
dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintshan di daerah,
diperlukan asas-asas umum sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh
karena itu, tidak berkelebihan bila dikatakan bahwa Paket Undang-undang Bidang Keuangan
Negara selain menjadi landasan reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat
pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentral.isasi
dan otonomi daerah di Neeara Kesatuan Reoublik lndonesia.

Dalamtahun2005 telah
d i I a l,,s a n a ka n r eh r m a s i
belanja negara deagan
meng bcth formqt ang-
garah belanja negaro
h7 e nj ad i be rsfat terpddu
(uniJied budget), yailu
n|enyilukan anggaran
belanja rutin dengan
anggarah belanja
petnbangunan

Sebagai implementasi reformasi keuangan negara tersebut, dalam waklu
dekat, Pemerintah dengan didukung oleh DPR-RI, sedang dan akan
melaksanakan secara bertahap suatu reformasi di bidang manajemen belanja
negara. Langkah reformasi ini sejalan dengan amanat Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Reformasi belanja negara yang sedang dipersiapkan saat ini, dan akan mulai
dilaksanakan dalam tahun 2005 adalah dengan perubahan anggaran belanja
negara yang sebelumnya terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan menjadi anggaran [eryadu (unified budget).
Anggaran belanja terpadu itu diwujudkan dalam bentuk penyatuan anggaran
belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan dalam APBN yang
selama ini dipisahkan, menjadi satu format anggaran belanja pemerintah
pusat yang komprehensif Bersamaan dengan itu, dilakukanjuga reklasifikasi
belanja negara, khususnya belanja negara untuk pemerintah pusat. Hal ini
dilakukan dengan tujuan, antaalain (I) agar tidak terjadi duplikasi anggaran
yang disebabkan kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional
dengan proyek, khususnya proyek-proyek nonfisik; (2):,memtdahkan
penyusunan anggaran berbasis kinerj a yang akan diterapkan dalam beberapa
tahun ke depan, guna memperjelas keterkaitan antara outputloutcome yang
dicapai dengan penganggaran organisasi; (1,) memberikan gambaran yang
objektif dan proporsional mengenai kegiatan keuangan pemerintah; serta
(41 meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah, dengan
mengacu pada format keuangan pemerintah sesuai standar internasional.
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Dualisme/pembedaan yang ada saat ini antara anggaran belanja rutin dengan
anggaran belanja pembangunan telah mengalihkan fokus dari kinerja
penganggaran secara keseluruhan. Pemaduan kedua anggaran tersebut
sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan belanj a operasional
yang berulang (re current) secart simultan dipertimbangkan pada saat-saat
kunci pengambilan keputusan dalam penlusunan anggaran. Di samping itu,

investasi maupun untuk biaya operasional.

Penyusunan anggaran belanja pemerintah pusat yang bersifat terpadu
tersebut diikuti dengan perubahan format anggaran belanja pemerintah pusat
dalam APBN 2005 menjadi terinci menurut jenis belanja, organisasi, dan
fungsi.(Lihat Boks 9 : Format Baru Belanja Negara).

menurut fungsi dibedakan dalam I I firngsi, yaitu (,1) pelayanan umum,
(2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (l) ekonomi, (5/ lingkungan
hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (Z) kesehatan, (8) pariwisata dan
budaya, (9) agama, (10) pehdidikan, dan (1-1) perlindungan sosial

Perubahan format dan struktur belanja negara sesuai Undang-undang
Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti Pemerintah
telah mengikut i  konsep stat ist ik keuangan pemerintah standar
internasional (Gorernment F inance Statistics I G FS Manual 200 l),
dengan melakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian itu antara lain
berupa (1) dalam format dan struktur belanj a negara yang baru, belanj a
negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dengan belanja
untuk daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003; (2) semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan/
subsidi yang disalurkan melalui perusahaan dalam rangka penugasan

Ke depan, dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003, akan dilakukan penerapan secara bertahap (r) anggaran berbasis

mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan

PenginteErosian ang'
garan belanja ruttn
dengan anggaran belan-
ja pembanwnan meru-
pdkan tahapan yahg
diperlukan untuk me-
mudahkan penyusunan
dan peloksonaan ang-
gar an yang ber orie nta s i
kinerja, yong akan di-
tetapkan pemerihlah
dalam jangka me-
nengalL

Dalarn APBN 2005,
anggatan belanla pe-
merinlah pusat terinci
menurul Jenis belaryia,
otganisasi, danfung
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Boks 9: Format Baru Belanjn Negura

@erubahan format di sisi belanja negara mulai dilaksanakan dalam penyusunan RAPBN 2005,
sesuai dengan UU Notnor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perubahan-perubahan
vanq diterapkan pada intinya : (-f melaksanakan sistem penganggaran secara terpadu (unifiedyang diterapkan pada intinya : (-1) melaksanakan sistem penganggaran secara (unified
budget),yaitu det'tgan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan
yang sebelurnnya dipisahkan; dan (2) mereklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi,
iungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya menurut sektor danjenis belanja.

Tujuan perubahau format adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui (a) minimalisasi duplikasi rencana kerja dan
penganggaran dalam belanja negara, dan @) meningkatkan keterkaitan antara kehnran (output)

clan f'oril (outcomes) yang dicapai dengan penganggaran organisasi. Kedaa, menyesuaikan

dengan klasifikasi yang digunakan secara intemasional.

Secala lingkas, beberapa perubahan pokok sebagai akibat dari penerapan 2 hal sebagaimana di

atas, dapat diikuti dalarn persandingan format lama dan format baru berikut.

F o r m N t  b . r u

Klas i f ikasi  Jen is  Belanja
.  Dr. l l  lJ  u. l  get  in E
.  Bclanja pu sat  rerd i ' r  d ar i6 jc ' ,  is  b€lrn j0

( l e r n a s u k  b e l a n j a  p e m b a n c u  n a D )

K l a s i f r k a s  i  O r g a n i s  a s i
'  T r d a k  t e r c a  t u n r  d a l a m  N K  d a n  U U  A P B N

t e t a p i h a n y a  t e . c a n t u n r  d a l a m  b u k u  S a t u a n
y a n g  d  i t e r a p k a n  d e n g a n  K e p p r e s

K las i f rkas r  Sektor
.  l e r d i r i  a t a s  2 0  s e k t o r  d a D  5 0  s u b s c k t o r
.  P r o g r a m  m e r u p a k a n  f i n c i a n  d a r i s e k t o r  p a d a

p e n g e l u a r a n  r u t i n  d a n  p e m b a n  g u n t n

.  N a m a - n a m a  p r o g r a m  a n t a r a  p e n g e l u a r a n  r u t r n

d  a n  p e n g e h r a r a n  p c m b a n g u n a n  i g a k  b e r b e d a

.  A  l o k a s i  a n g g a r n n  b c r d r s a r k a n  s D k t o r ,

s  u  b  s c k l o r  d a n  p . o g r a m

Klas i f ikasi  Jenis Belonja
.  Uni led BudSet inE
. Bclanj0 pu sat  terdi r i  dar iS jenis belanJa

K l a s i 6 k a s i O r g a n i s a s i
.  D a f t a r  o  r g  a n i s  a s  i  p e n g g u n a  a n  g g E r o n  b e l a d l a

n e g 0 r a  l € r c a n r u m  d a l a m  N K  d a n  U U  A P B N
Juml0h kem€nter ian negara/ lembaga
d h e s u a i k a n  d € n  g e n  y a n g  n d a

K l a s i f i k a s i F u n g s i
.  t e r d i r i a t a s  l l  f u n e s L d a n  7 9  s u b f u n g s r
.  P r o s r a m  p a d a  m a s i n g . m a s i n g  k e m € n t € r r a n

n e g a r a / l e m b a g a  d i k o m p  i l a s  i  s  e s  B a i  d c n g a n
f u n g s i n y a

.  N a m a - n a m a  p r o g r a m  r e l a h  d i s e s u a i k a n
denr ln uni f ied budset

Das ar  A lokas i
r  A  l o k a s i  a n g g a f a n  b e r d r s a r k a n  p r o g r a m

kementer ian negEra/ lembaga

Dalam fonnat baru, bclanja negara menurut jenis belanja (klasifrkasi ekonomi) tetap dibedakan
antara belanj a pemerintah pusat dan be lanj a untuk d aerah. Khu sus untuk belanj a pemerintah pusat
perubahan pokok sebagai akibat penyempumaan format APBN, antara lain sebagai berikut :

a, Dcngan sistem penganggaran yang terpadu (an fied budget), rincian belanja negara menurut
jeniJbelanja (ekonomi)tidak lagi memisahkan antara belanjarutin dan belanja pembangunar.

b ldncian belanja negara tnenurut organisasi disesuaikan dengan kementerian negara./lembaga
yang ada, dan akan termuat dalam UU APBN. Dalam format yang lama, rincian menurut

-i
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c ,

o .

Rincian belanja menurutjenis (tidak termasuk belanja pembangunan) terdiri dari 5 jenis
belanja, yaitu : belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan
belanja rutin lainnya. Dalarn format yang baru ditambah lagi dengan 3 jenis belanja baru,
yaitu belanja modal, belanja hibah, dan bantuan sosial.

Pengeluaran pembangunan dalam format lama dikonversikan dalarn format baru dan
terdistribusikan ke dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial,
dan belania lain-lain.

Untuk lebihjelasnya mengenai penerapan perubahan format baru khususnya perubahan rincian
belanja negara menurutjenis belanja (klasifikasi ekonomi) dapat diikuti dalam konversi sebagai
berikut:

( O N V E R S t  B E L A I { J A  N E G A R A  I , I E N U R U T  J E N I S  B E L A N J A  D A L A M  I - A C C O U N T

A .  P C I { D A P A I A I {  N E G A R A  D A N  H T A A H

r ,  P e n e r i h  a  a  n  D a l a m  N e 9 e r i
1 ,  P . n 6 r i n E E n  P c r p a j E k a n
2 ,  P e n e . i m a a n  N e s a r a  B u k a n  P a j . k

t r .  P € n € r l r E  a  a  n  H l b . h

B ,  B E L A N I A  N E G A R A

L
L  P e d s € l u a r a  n  R u t h

d .  B E h  n j .  P . q ! w . l

b .  B e l a  n J a  B a . a n 9

c .  P . f r  b . y i r ! d  B u n g a

e ,  P . n g 6 l u !  r !  n  R 0 t i n  L a i n o y a

2 ,  P e n c e l u a r a n  p € m b a n g u n . n

IL
! ,  D . . a  P € r l m  b a n e a n
2 ,  O a n a  O t o n o . n l K h u s u s . l a n  P € . y 6 s u a l a  n

c ,  K  e 6 €  i F r  b a  n c r n  P r l m  s f
o ,  s  u r p l u s / D o l l s  l t  a n g q a r a  n

P  E N  D A  P A T A N  N E G A R A  D A N  H I B A H

r .  P e n e r i f i a a n  D a l a m  N  e c e r i
1 .  p € n € r r n a a n  P € r p a l a k a n
2 .  P e n e . i m a a n  N e o a r a  B u k a n  P a j a k

l l .  P e r e r i m 6 . n  H i b a h

I E f A N J A  T I E G A R A

: : '  1 .  a e l a n j .  F € 9 a w a i
- :?  2 .  Beran ja  Ea ranq

+  3 .  B o l a . J a  i r o d a l

+  4 .  P e m b a y a r a n  B u n g a  U t a n g

+  5 .  S u b s i d i

- - '  6 .  s e l a n j a  H i b a  h

: =  7 .  A a  n t q a  n  S o s i a t

+  a .  E e l a n j a  l a  i n - l a i n

Ij, 9rle[ia-!!lsl-!.esa-h
1 .  D . d a  P e r i n b a n 0 6 .
2 .  o a n a  O t o n o m i f t h u s u s  d a n  P e n y e s u a i a n

C ,  K e r € i m b . n s . n  P  r i m  e r
D .  S  u r p l 0 s /  D e l i s i t  A d C g E r a n

Sementara itu, rincian belanja menurut fungsi merupakan reklasifikasi atas program-program
yang dalam format lama merupakan rinciau dari sektor/subsektor. Meskipun merupakan
rcklasifikasi, namun program-program dalam format bartt (unified budget) tidak bisa
dipersandingkan dengan program-program dalam format lama, karena terdapat perbedaan
program.

Fungsi/subfungsi bukan merupakan dasar pengalokasian anggaran, Pengalokasian anggaran
dalam format APBN yang baru didasarkan pada program-progratn yang diusulkan oleh
kementerian negara./lembaga. Selanjutnya, program-program tersebut dikelornpokkan sesuai
dengan fungsi dan subfungsinya. Dengan demikian, rincian anggaran belanja mcnurut fungsi
adalah merupakan kompilasi dari anggaran program-program kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, rincian belanja negara menurut fungsi hanya nrerupakan alat analisis (.tools of
analysis) yang digunakan untuk menganalisa fungsi-fungsi yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai denqan inlernational best practice.s. Dalam hal ini
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Indonesia telah mengacu pada classification of the functions of government (COFOG) yang
disusun oleh LJNDP dau diadopsi GFS manual 2001 - IM! dan hanya sedikit berbeda dengan
memisahkan fungsi agama dari fungsi rekeasi, budaya dan agama (recredtion, culture, and
religion). Dengan demikian, dalam APBN rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari
II fungsi dengan rincian;1'I) pelayanan umum, (/ pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan,
(4/ ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6J perumahan dan fasilitas umum, (f kesehatan, (8J pariwisata
dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan flf perlindungan sosial.

Sesuai dengan lJndang-
undang Notnot '
l7 lhhun 2443, anggar-
L l t  1  Oe l44 lA  t legAr4

lisusun dengan berpe-
clotnan pada Rencana
Ker j a  Pen te r i n l ah
/llKI') tahun 2405, dan
didukung oleh Rencana
KerjL:r da lnggaran
KenNnleriat l  NeEara,/
Lentbagu lllKA-KL)

Daldm APBN )005,
t t) tggdrcn belanlo
iegat 'a d i letopkan
Rp397,8 tr i l iun, atatt
18,) pet sen terhaclap
PDB

strategis; serta (ii i) standar akuntansi pemerintahan, agar laporan
keuangan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, sejalan
dengan standar  akuntansi  sektor  publ ik  yang d i ter ima secara
internasional. Sejalan dengan berbagai perubahan tersebut, maka di
l ingkungan Departemen Keuangan d i lakukan reorganisasi  yang
memisahkan secara tegas fungsi perumusan kebrjakan, perencanaan
anggaran, dan fungsi pelaksanaan anggaran di dalam unit organisasi
yang terpisah, (Lihat Boks l0: Reorganisasi Departemen Keuangan).

Dalam proses penyusunanAPBN 2005juga dilakukan pembaharuan, sesuai
dengan peuggarisan Undang-undang Nomor l7 Tahun 2003, yaitu anggaran
belanja negara disusun dengan berpedoman padaRencana Ker,la Pemerintah
(RKP) tahun 2005, yang didukung oleh Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). RKP rnerupakan rencana
pelaksanaan pernbangunan pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Nasional  (Repenas)  Transis i ,  yang ber is i  kebi jakan
pembangunan, baik yang terkait dengan APBN maupun yang diarahkan
untuk mendorong partisipasi masyarakat dd atn penbzngunan. Sedangkan
RI<A-KL adalah dokumen perencanaau dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan suatu keurenterian negara/lembaga, yang merupakan
penjabaran dari rencana kerj a pemerintah dan rencana strategis kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dengan format belanja negara yang baru tersebut, selanjutnya besaran-
besaran anggaran belanja negara dalam APBN 2005, berikut kebijakan-
kebijakan yang rnendasarinya dapat disampaikan sebagai berikut,

Dalan.r APBN 2005, anggaran belanja negara ditetapkan Rp397,8 triliun,
atau 18,2 persen terhadap PDB. Adapun penggunaan anggaran belanja
negara tersebut pada intinya akan diarahkan untuk membiayai kegiatau
operasional dan non-opelasional pemerintah denganefisiensi danefektivitas
yang semakir meningkat. Hal inimenjadi perhatian utama pemerintah dalam
pengelolaan keuangan negara, agar setiap rupiah penerirnaan yang diperoleh
dari rakyat dapat didistribusikan kembali dan bermanfaat, terutama untuk
pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat dan dunia usaha,
bar.rtuan kepada masyarakat yang kurang mampu, serta perbaikan pelayanan
Demerintah,
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Boks 10: Reorganisasi Departemen Keuangan

l l(eorganisasi Departemen Keuangan merupakan bagian dari rcfbrmasi di bidang
kefembagaan (institulional reforrn/ untuk mewujudkan kepemet itrtahan yang baik (good
governance) dalam pengelolaan keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan fungsi-
fungsi pengelolaan kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran negara, dan perbenclaharaan
negara. Dalam rangka reorganisasi tersebut, dilakitkan penataan kcmbali tugas dan fungsi
unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan dengan berpedolnan kepada prinsip-prinsip
profesionalitas, rentang kendali, akutrtabilitas berdasarkan hasil, transparansi, pemisahan
fungsi yang jelas antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kcbijakan (.check and
balance), serta penyatuan fungsi serupa dalam satu unit orgallisasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dilakukan reorganisasi Departemen Keuangan dengan
pendekatan bahwa setiap unit organisasi diarahkan untuk memberikan kontribusi yaug
optimal dalam pencapaian visi dan misi dalam rangka pengelolaan fiskal (strategy focused
organization). Sesuai dengan pendekatan ini, fungsi-fungsi penyusunan kebijakan yang
semula dilaksanakan oleh berbagai unit organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA), Badan Analisa Fiskal (BAF), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah (DJPKPD), Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), serta Sekretariat
Jenderal dikelompokkan kembali ke dalam unit-unit organisasi Departemen Keuangan.
Dalam pengelompokan tersebut dibedakan fungsi penyusunan kebijakan yang bersifat
konsepsional (conceptual frameworkl dengan fungsi penyusunan kebijakan yang bersifat
teknis operasional (operarional and technical policy). Selain itu, fungsi-fungsi pelaksanaar
kebijakan yang selama ini tersebar pada DJA, Badan Akuntansi Keuangan Negara
(BAKUN), DJLK, SekLetariat Jenderal (Setjen), dan Badan Infottnasi dan Teknologi
Keuangan (BINTEK), diketompokkan ke dalam utrit organisasi tersendiri.

Sejalan dengan pengelompokan dimaksud, dengan Keputusan Presiden Republik indonesia
Nomor 35, 36, dan 37 tahun 2004, 5 (lirna) unit organisasi setingkat cselon I, yaitu DJA,
DJPKPD, BAF, BAKUN, dan BINTEK dihapus dari struktur organisasi Departemen
Keuangan. Sebagai gantinya, dibentuk tiga unit organisasi setingkat eselon I, yaitu Badan
Pengkajian Ekonomi, Keuangau, dan Kerjasama Internasional (BAPIIKKf)' Direktorat
Jenderal  Anggaran dan l ter imbangan Keuangan (DJAPK),  dan Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan (DJPb),

Mela lu i  penataan organisasi  in i ,  un i t -uni t  organisasi  da lam Depat temen Keuangan,
khususnya tiga unit organisasi baru dimaksud, diharapkan mampu mendukung pelaksanaan
tugas Departemen Keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam paket

Undang-undang Bidang Keuangan Negara, antara lain mclalui:

i. terciptanya kebijakan fiskal yang sehat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional yang berkesinambungan,

ii. terlaksananya alokasi anggaran negara secara efektif dan efisien, antat'a lain melalui
penerapan s is tem anggaran terpadu (uni f ied budget) ,  penggunaan kcrangka
pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran(Medium Term Expendilure
Framework - MTEF), serta penerapan sistem penganggarall yang berbasis kinerja

Qterformance based budget).

99



Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

iii. terwujudnya sistem perbendaharaan yang transparan dan bertanggung jawab yang
mampu menjamin ketersediaan dana secara efisien untuk mendukung kegiatan unit-
unit pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Presiden tentang Organisasi Departemen
Keuangan yang baru, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 302/KMK.0l/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan serta
KMK Nomor 303iKMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara.
Dengan organisasi yang baru tersebut, selain lebih terfokus pada pencapaian visi dan misi,
struktur organisasi Departemen Keuangan menjadi lebih ramping.

Anggaran belanja
negara dalam tahun
2 00 5, s e kit ar sepertiga-
nya akan dttransfer
unt k belanja daerah,
sebagai w,tjud nyata
penerapan kebijakan
desenlral isasi f iskal
yang telah dijalahkan
sejak tahun 2001

Belanja pemerihtah
pusal dalam APBN
2005 diretupkon
Rp266,2 triliun, dau
66,9persendai belanja
negara,
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Selain itu, pengelolaan belanja negarajuga akan diaralkan untuk mendukung
pelaksanaan tiga agenda pembangunan tahun 2005, sebagaimana tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2005, yaitu (y' mempercepat
reformasi, (if meningkatkan kesejahteraan ralyat, sefia (iii) memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kemudian, dari anggaran belanja negara dalam tahun 2005 tersebut, sekitar
sepertiganya akan ditransfer untuk belanja daerah, sebagai wujud nyata
penerapan kebiiakan desenoalisasi fiskal yang telah diialankan sejak tahun 200 I .
Pengalokasian anggaran unurk daerah tersebut didukung oleh beberapa kebijakan
umum yang mendasari antara lain dengan: (1) memperhatikan aspirasi daerah,
memperbaiki snulrtur fiskal, dan memobilisasi pendapatan, (2/ memperbaiki
kesenjangan fiskal antardaerah, (3) memperkecil kesenjangan pelayanatr publik
antardaerah, terutama melalui penyrsunan standar pelayanan minimum,
(4/ meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali PendapatanAsli Daerah
(PAD), serta (5) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
masyarakat.

Dari keseluruhan anggaran belanja negara dalam APBN 2005 sebesar
Rp397,8 triliun, sebesar 66,9 persen atau Rp266,2 triliun dialokasikan untuk
belanja pemerintah pusat, dan sebesar 33,1 persen atau Rp 131,5 triliun untuk
belanja untuk daerah. Rincian mengenai belanja negara dalam tahun 2005
daoat diikuti dalam Tabel IV.3.

Bela nja Pemerinta h Pusat

Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp266,2
hiliun atau 66,9 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut diperlukan untuk
memenuhi kewajiban pemerintah dalam pembayaran gaji aparatur negara,
pelaksanaan fungsi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat,
pengadaan sarana dan prasarana pembangunan, pemberian subsidi, serta
pemenuhan kewajiban pemerintah pada pihak ketiga.
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T a b e l l V . 3
B  E  L A N J A  N E G  A R A

A P S N  2 0 0 5  r )
( t r i l i u n  r u p l a h )

1 0 0 6
U r a l a n

A P B N %  t h  d
P D B

t . B € l a n j a  P e m e r l n t a h  P u s a t
1  B e l a n j a  P e g a w a i
2  B e l a n j a  B a r a n g
3  B e l a n j a  M o d a l
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5  S  r r b s r d i
6 .  B e l a n j a  H i b a h
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6 0 , 7
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1 7 , 1
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3 1 , 2
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4 , 1
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1 )  P e r b e d a a n  s a t u  a n g k a  d i b e l a k E n g  k o m a  t e r h a d a p  a n g k a  p e n j u m l e h a n
a d a l a h  k s r e n a  p e m  b u l a t a n

S ' r m  b e r  :  O  € p a r t e m  e n  K € u a n g s n  R l

Dengan penerapan format baru belanja negara, khususnya di sisi belanja
pemerintahpusat maka tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dengan
belanja pembanguuan. Selama ini, peugelompokan belanja pemerintalr pusat
dalam bentuk belanja rutin dan belanj a pembangunan yang semula bertuj uan
untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya anggaran pembangunan,
dalarn pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi,
penumpukah, dan penyimpangan auggaran. Perkembangan dinamis dalam
penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fi skal
yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan
sesuai dengan kerangka pengeluaran berjangka menengah dan berbasis
kiuerja. Untuk melangkah kesana, maka kegiatan awal yang dilakukan adalah
dengan melakukan unifikasi anggaran (unified budgeting), melalui
perubahan format belanja pemerintah pusat menjadi tiga bentuk, yaitu
menurutjenis belanja, organisasi, dal fungsi, sesuai dengan yang digariskan
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

Menurutjenis belanja, anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005
antara lain untuk mempertahankan pendapatan nominal aparatur negara
relatiftehp seperti tahrur 2004, meningkatkan pelayanan publik setiap instansi
pemerintah, mendukung penyediaan sarana dan prasarana pembangunan
nasional, membantu masyarakat yang kurang mampu, petani, serta usaha
kecii dan menengah melalui program subsidi, dan memenuhi kewaj iban
pemerintah dalam hal pembayaran bunga utang.

J  u  m  l a  h
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KlasiJikasi organisast
.lidasarka dtds alokast
anggdran program-
pt,ograh yang akan
dilaksanakan oleh
kementeia lembega.

,4nggaran belanja pe-
, et[ntah pusot menz,1tl

fungst.

Dalah APBN 2005,
kebi jakan bel lnjd
pega\rai letap diarch-
ka untuk menjdga
kelancaran kegiatan
operdsiokal pemerin-

tahan dan mehinBkat-
kan kualilas pelayanan
kepada masyarakat.

Anggaran gaji dan nn-
jangan dalan APBN
2005 ditetapkan Rp34,6
triliun.

Sementara itu, menurut organisasi yang dasar pengalokasian anggarannya
menurut program-program yang akan dilaksanakan, dari keseluruhan anggaran
belanja pemerintah pusat sebesar Rp266,2 triliun, beberapa kementerian
memperoleh alokasi anggaran yang relatifbesar, yaitu Departemen Pertahanal,
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah, Kepolisian Negara, dan Departemen Kesehatan. Anggaran belanja
pemerintah pusat tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional
dan non-operasional setiap kementerian negaJa/lembaga.

Selanjuhya, dilihat menurut fungsi, sebagian besar anggaran belanja pemerintah
pusat terkonsenfasi pada beberapa fungsi, yaitu fungsi pelayanan umung fungsi
ekonomi, fungsi pendidikan, fi-rngsi pertahanan, serta ftngsi ketertiban dan
keamanal. Fungsi-fungsi ini kemudian terinci dalam subflrngsi, yang memuat
program-program yang akan dijalankan kementerian negafa,/lembaga.

Menurut Jenis Belania
Berdasarkan format belanja negara yang baru, rincian anggaran belanja
pemerintah pusat menurut jenis belanj 4 dapat diuraikan sebagai berikut.

Dalam APBN 2005, anggaran belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja
pegalvai, belanja barang belanja modal, pembyaran bunga utang subsidi, belanja
hibah, bantuan sosia.l, dan belanja lain-lain.

Belanja pegawai pada dasamya merupakan kompensasi, baik dalam bentuk
uang maupuu barang yang diberikan kepada aparatur negar4 yang bertugas di
dalam negeri dan di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dalarn APBN 2005, kebiiakan belaqia pegawai tetap diarahkan untuk menj aga

serta untuk kontribusi sosial.

lainJain ditetapkar Pq6,6 trilittn.

102



Bqb Il/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Selanjutnya, alokasi anggaran untuk kontribusi sosial dalam APBN 2005
ditetapkan fu 17,1 hiliun, atau 6,4 persen dari belanjapemerintah pusat. Alokasi
anggaran tersebut telah memperhitungkan penyesuaiall besaran manfaat THT
bagi penerima pensiun, yang mengacu kepada skala gaji menurut Peraturan
Pemerintah Nomor I 1 Tahun 2003 tentang Penrbahan atas Peraturan Pemerin.tah
Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peratwan Gaji Pegawai Negori Sipil Sebagaimana
Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peratural Pemerintah Nomor
26 Talrun 2001 ,

Belanja barang merupakan belanja negara yang digunakan untuk pembelian
barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang
dipasarkan mauprn yang tidak dipasarkan. Belanja barang ini dirinci dalam
belanj a barang, belanj a j as4 be lanj a pemeliharaan, dan belattj a perj alanan.

Dalam APBN 2005, kebijakan belanja barang diarahkan untuk rnempertahankan
fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerinta[ serta meningkatkan efuiensi dan
efektivitas pelgadaan barang danj asa, perjalanan dinas, dan pemelihaman asetnegam-
Berdasarkan pada kebijakan tersebu! alokasi belanja barang dalam APBN 2005
ditetapkan Rp3 4,0 triliun, atau 12,8 penen dari belanjapemerintah pusat.

Sejalan dengan rencana kerja pemerintah pusat tahun 2005, betanja modal
diaralrkan u trk mempercepat penyediaan sarala dan prasarana fisik yang
manfaatnya dapat dinikmati untuk lebih dari satu tahun anggaran. Untuk
mendukung agenda tersebut, belanja modal dalam APBN 2005 ditetapkan
Rp43,l triliun, atau 16,2 persen dari total belanja pemerintah pusat. Belanja
modal tersebut dipergunakan untuk kegiatan investasi pemerintah melalui
penyediaan sara.na dan prasarana pembaugunan dalam bentuk tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, j arirgan, serta belanj a modal fisik lainnya

BerIasarkan asumsi-asumsi ekolomi makro serla rencana kebijakan dalam
pengel'olaan utang negara, pembayaran bunga utang dalam APBN 2005
ditetapkan Rp64,l triliun atau 24,1 persen dari total belanja pemerintah pusat
Haltersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan tingkat suku
bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2005 yakni sebesar 6,5 persen.

tukar nrpiah Rp8.600 per dolarArnerika Serikat. Komposisipembayaran bunga
utang dalam negeri tahun 2005 antara lain terdiri dariTit ed rate sekitar 61,9
persen, vafiable rate sekitar 36,7 persen, serta sekitar 1,4 persen bunga atas
hedge bonds dan surat utang kepada Bank Itrdonesia.

tahun2005.

Ahggqran kontr ibusi
sosial dalam APBN
2005 ditetapkan Rpl9,2

Dalan APBN 2005,
belanja barang di-
relapkan Rp32,4 triliun.

Dalam IPBN 2005,
belanja rnodal di-
letapkon Rp13, I tritiun,
y a nE berart i meningl,,o t
16,2 persen dari
ahggaran yang sa al
dalan tahun 2001

Dalan APBN 2005,
pembayaran btnga
ulan g ditet apkan Rp61, l

Pembayaran bunga
uta g dalan negeri
ditetapkan nencapar
llp39,0 b'ili1n.

Pembayardn bunga
tdng luar negeri dalam

APBN 2005 ditetapkan
F.p25,l triliun.
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Dalam APBN 2005,
orggaran tnluk subsidi
ditetapkqn l1p31,3
ttiliun,

Dari alokasi subsidi
dalam tahun 2005,
hanpir se[uruhnya
disalurkan meIa!ui
pentsahaan negare,

Keblakan pokok yang
berkaildn dengdn pe-
nyaluran BBM dalam
negeri yahg akan di-
anbildalan tahun2005
antav lain jetis BBM
ysng menjadi prioritds
substdi adalah ninyak
tanoh  un luk  t  unah
langEa.

Dalam APBN 2005
sbsidi ntelalui PT Per-
tami|a (Persero)
ditetdpkan Rp 19,0
tiltun.

Dalan tahun anggaran
2005 ditempuh ke-
bijakan btuk tidak
menaikkan taif dasar
Lstrik (TDL).

Dalarn APBN 2005, subsidi dialokasikan sebagai upaya pemerintah untuk
menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha
kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta
lnembantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Dalam
APBN 2005, anggaran untuk subsidi ditetapkan Rp3 I,3 triliun, atau I 1,8
persen dari belanja pemerintah pusat. Subsidi tersebut disalurkan melalui
perusahaan/lemb aga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau
mengimpor barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,
sehingga hargajnalnya dapat terjangkau oleh masyarakat.

Dari alokasi subsidi dalam tahun 2005 tersebut, hampir seluruhnya
disalurkan melalui perusahaan negara, dan sisanya disalurkan melalui
perusahaan swasta. Selanjutnya, apabila dilihat dari jenis perusahaanDya
maka sebagian besar subsidi melalui perusahaan negara dalam tahun
2005 disalurkan melalui lembaga non-keuangan, seperti PT Pertamina
(Persero) sebagai pengelola subsidi BBM sebesar Rpl9,0 triliun, Perum
Bulog sebagai pengelola subsidi pangan dan penugasan mengelola stok
beras uasional sebesar Rp5,9 tr i l iun, PT PLN (Persero) sebagai
peugelola subsidi listrik sebesar Rp3,4 triliun, beberapa BUMN produsen
pupuk yang mengelola subsidi pupuk sebesar Rp1,3 triliun, serta beberapa
BUMN lainnya dialokasikan Rp0,8 triliun sebagai bantuan dalam rangka
menjalankan p€nugasan pemerintah (public service obligationlPSO).

Penyediaan anggaran subsidi melalui perusahaan negara non-lembaga
keuangan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk
memberlakukan 4 dministered price bagi beberapajenis kornoditi, sehingga
harganya lebih murah dari harga pasar. PT Pertamina (Persero) sebagai
perusahaan negara yang menyediakan dan menyalurkan BBM menerima
subsidi karena adanya selisih antara biaya penyediaan BBM dalam negeri
denganjumlah penerimaan dari penjualan BBM dalam negeri. Selisihtersebut
terjadi karena Pemerintah menetapkan hargajual BBM dalam negeri yang
lebih rendah dari biaya pokok pengadaan BBM. Adapun kebijakan pokok
yang berkaitan dengan penyaluran BBM dalam negeri yang akan diambil
dalam tahun 2005 antara lain (i)jenis BBM yang menjadi prioritas subsidi
adalah minyak tanah untuk rumah tangga, dan (ii) volume konsumsi BBM
dalam negeri dalam tahun 2005 ditetapkan 59,6juta kilo liter.

Dengan demikian, datam APBN 2005 subsidi harga BBM yang disalurkan
melalui PT Pertamina (Persero) ditetapkan Rp19,0 triliun, atau 60,7 persen
dari pengeluaran subsidi tahun 2005. Besarnya alokasi subsidi harga BBM
tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan harga minyak mentah
intemasional dalam tahun ?005, yang diasumsikan rata-rata U S $24 per barel.

Selanjutnya, dalamAPBN 2005 juga dianggarkan subsidi yang disalurkan
melalui PT PLN (Persero) sebesar Rp3,4 triliun, atau 10,9 persen dari
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menaikkan tarifdasar listrik (TDL), dan meningkatkan pelayanan dengan
menambah sambungan baru, termasuk untuk daya terpasang 450 VA.

Sementara itu, subsidi dan bantuan PSO yang disalurkan melalui Perum
Bulog dalam APBN 2005 ditetapkan Rp5,9 triliun. Subsidi tersebut
dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program beras untuk rakyat
miskin (Raskin) sebesar Rp4,7 triliun dan bantuan PSO dalam rangka
pengelolaan cadangan stok beras nasional sebesar Rpl,2 triliun. Untuk
program Raskin, diharapkan dapat nrenjangkau sekitar 8,3 juta kepala
keluarga (I(K) miskin, dengan masing-masing KK memperoleh rata-rata
20 kg beras per bulan dimana l2 bLrlan, dengan hargajual Raskin Rp I .000
per kg. Sementara itu, pengalokasian dana lainnya sebesar Rpl,2 triliun
digunakan untuk biaya pengelolaan sekitar 350 ribu ton cadangan stok
beras nasional, sebagai penugasan Pemerintah kepada Perum Bulog.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga stabilitas harga pupuk di tingkat petani
dengan harga yang terjangkau, dalamAPBN 2005 ditetapkan subsidi melalui
perusahaan negara produsen pupuk sebesar Rp1,3 triliun, atau 4,2 persen
dari pengeluaran subsidi 2005. Dengan alokasi subsidi tersebut, maka
diharapkan harga pupuk di tingkat petani, baik urea maupun non-urea, akan
dapat terjangkau oleh petani.

DalamAPBN 2005 juga dialokasikan subsidi sebesar Rp120,0 miliarmelalui
perusahaan negara penyedia benih, yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero),
PT Pertani (Persero), dan UPT Pusat di lingkLrngan Departemen Kelautan
dan Perikanan. Subsidi tersebut digunakan untuk pengadaan benih unggul
padi, kedelai,jagung hibrida,jagung komposit, dan ikan budidaya, sehingga
petani bisa rnendapatkan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan pelayanan umum (Pzblrc
Sen'ice ObligatiozlPSO), dalam APBN 2005 juga dialokasikan subsidi
melalui BUMN pelaksana PSO sebesar Rp0,8 triliun. BUMN tersebut
adalah PT Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta
api kelas ekonomi, PT Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa
pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layananjasa angkutan laut kelas
ekonomi, dan PT TVRI (Persero) antara lain untuk program penyiaran
publik.

Selain meialui perusahaan negara non-lembaga keuangan, sebesar RpO,8
tliliun subsidi dalam APBN 2005 j uga disalurkan melalui perusahaan negara
berbentuk lembaga keuangan yang mengelola subsidibunga kedit program.
Lembaga keuangan milik negara tersebut adalah PT Permodalan Nasional
Madani (PNM), beberapa bank BUMN, dan bank pembangunan daerah
(BPD) yang menyalurkan berbagai skim kedit program dan keditpemilikal
rumah sederhana sehat (KPRSh). Penyediaan kredit bersubsidi tersebut
diharapkan dapat membantu masyarakat dalam rnemenuhi kebutuhan
pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga pasar.

Selain kepada penrsahaan negara, dalam APBN 2005 juga dianggarkan
subsidi melalui perusahaan swasta (antara lain PT Bank Agroniaga, PT Bank
Central Asia Tbk, dan PT Bank Bukopin) sebesar Rp73,9 rniliar. Alokasi

Subsidi dan bantuan
PSO yang dualurkan
melahti Pentnt Bulog
dalan APBN 2005
ditetapkanRp5,9 r liun

Dalan  APBN 2005
subsidi meloltt i
perusuhaan negara
produset pupuk
ditetapkan Rp l ,3 triliun.

DalanAPBN 20051u9a
dialokasikan subsidi
nelalui BUMN pe-
lalcsana PSO sebesar
RpO,8 ftiliun.
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Dflna untuk belanJa
hib.th . lalon APBN
2045 belun ditetapkan

Dalan APBN 2005
ditetdpkdn bantuan
rosialRpl6,i triliun

D a l a r n , l P B N  2 0 0 5
b e / anj d Llin- l.t i n se b ei ar
l?p15,8 triliun

I  B  e l a n j a  P e g a u / a l
2  B  e l a n J a  B  s r a n g
3  B e l a n j a  M o d a l
4 .  P  e m  b a y a m n  B u n g s  u l a n g

a  D a l a m  N  e g e r l
b  L u a r  N e g € I i

5  s  u b s l d l
a  P  e r u s  s h a a n  N e g a r a

-  L B m  b a g s  K e u a n g a n
'  L B m b s g E  N o n - K o u a n g a n

b ,  P s r u s s h a a n  S w a s t e
6  I  e l s n j a  H i b a h
7 ,  B  a o l u E n  S o s  l a l
8 .  B e l a n i a  L a l n - l a i n

subsidi tersebut akan digunakan antara lain untuk subsidi bunga atas skim
kedit ketahanan pangan (KKP) dan KPRSh.

Sementara itu, alokasi dana untuk belanja hibah dalam APBN 2005 belum
dapat ditetapkan. Hal ini mengingat belanja hibah menrpakan transfer yang
s ifhtrrya tidak waj ib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional.
Belum dialokasikannya anggaran hibah tersebut berkaitan dengan belurr.r
adanya rencana untuk memberikan bantuan atau sumbangan yang sifatnya
tidak waiib kepada negara lain atau lembaga hrtemasional, seperti bantuan
kemanusiaan.

Dalam APBN 2005 bantuan sosial ditetapkan Rpl7,1 hiliun atau 6,4 persen
dari belanja pemerintah pusat. Bantuan sosial dalam tahun 2005 tersebut
diberikan dalam bentuk cadangan anggaran untuk penanggulangan bencana
Rp2,0 triliun, dan bantuan yang diberikan melalui kementerial negara/lembaga
Rp 1 4,5 triliun. Anggaran bantuatt sosial ini rnerupakan transfer uang atau barang
yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga guna
melindungi dari kernungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun pengguninnnya
antara lain untuk penanggulangan bencana alam, selta bantuan untuk sarana
peribadatan, beasiswa, pelayanan hukum, usaha ekonomi produktif, dan
penanggulangan kemiskinan.

Selain pos-pos pengeluaran tersebut di atas, dalam APBN 2005 belanja lain-
lain ditetapkan sebesar Rp 15,8 triliun atau 5,9 persen dari belanja pemerintalr
pusat.

Pemanfaatan belanja lainlain ini adalah untuk menampung belanja pemerintah
pusat yang tidak dapatdiklasifikasikan ke dalarnjenis-jenis belanja yang telah
disebutkan di atas, dan dana cadangan urnum. Rincian belanj a pemerintal pusat
menurut klasifikasi jenis belanja dapat lihat pada Tabel IV.4

T a  b e  l  l V . 4

B E L A N J A  P E M E R I N T A H  P U S A T  M E N U R U T  J E N I S  B E L A N J A

A P B N  2 O O 5  ' J

( t r l l l u n  r u p l a h )

2 0 0 5

U r a l a n
A P B N P D B

6  0 , 7
3 4  0
4 3 , 1
64,1

2 5 , 1
3 1  , 3

0 , 8
3 0 , 4

0 , 1

1 f , 1
1  5 , 8

'1 ,6
2 , O

'1 ,8
1 , 1

1 , 4
0 , 0
1 , 4
0 , 0

0 , 8
o , 7

J u n l a h 264,2 12,2

1 )  P e r b e d a s n  s a l u  d i g l i  d i b e l a k a n g
k € r s n a  p € m  b u l a l a n

S u m b € r :  D s p a d e m  e n  K 6 0 a n g a n  R l

106

k o m a  t e r h a d a p  a n q k a  p e n l u m l s h a o  a d a l a h



dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

Menurut Organisasi

Sebagaimana yang telah tertuang di dalam penjelasan pasal ll ayat 5
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rincian
belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian
negara/lembaga pemerintah pusat, Untuk memenuhi ketentuan pasal l1
UUNo.17 Tahun 2003, sebagai perencanaan, rincian belanjanegaradisusun
berdasarkan pada organisasi yang ada besefia dengan program-program
yang diusulkannya,

Dalam APBN 2005, belanja negara yang dirinci menurut organisasi adalah
hanya belanja pemerintah pu sat, sedangkan belanja untuk daerah tetap dirinci
ke dalam dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.
Pada dasarnya, selama ini sudah ada rincian belanja negara menurut
organisasi, yaitu sebagaimana termuat dalam buku Satuan 3 yang menjadi
larnpiran tak terpisahkan dari UU APBN, Perbedaan yang prinsip antara
rincian belanja menurut organisasi dalarn APBN 2005 denganAPBN tahun-
tahun sebelurnnya adalah terletak pada penyajian dan proses/mekanisme
penlusunannya.

Dalanr NK dan APBN 2005, rincian belanja pemerintah pusat menurut
organisasi akan tersaji dalarn tabelringkas, sedangkan rincian secara lengkap
tersaji dalam lampiran NK dan APBN 2005 dan dalam UU No. 36 tentang
APBN 2005. Selain itu, proses dan nrekanisme penganggaran dan
penyusunanAPBN 2005 juga sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Dalam penyusunan APBN, dalam tahun sebelumnya lebih bersifat top
down, sedangkan dalam penl,usunanAPBN 2005 dilakukan rnelalui proses
penganggaran bersifat kombiuasi antarc top down dan bottom ap. Masing-
masing kernenterian negara./lembaga menlusun rencana ke{a (RK-KL) yang
d idalamnya memuat program-program yang akan dilaksanakzur oleh unit-unit
organisasi yalg bersangkutan, Kemudian, RK-KL dari semua kementerian
negara./lembaga tersebut dihimpun menjadi satu rencana kerja pemerintah
(RKP), Sementara itu, Pemerintah bersama-sama Panitia Anggaran DPR-RI
menetapkan pagu anggaran sementara untuk setiap kementerian negara,/
lembaga berdasarkan program. Berdasarkan RK-KL dan pagu anggaran per
pro gram tersebut, masing-masin g kementerian negara/lembaga bersama dengan
komisi mitoa kerjanya di DPR rnembagi pagu anggaran sementara per program
ke dalam kegiatan yang ditetapkan dan menurutjenis belanj4 sehingga tersusun
rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL).
Selanjutnya, kementerian negara/lembaga m€nyusun dan sekaligus
menyampaikan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) dimaksud kepada
Menteri Keuangan. Akhirnya, RKA-KL dari semua kementerian negara,/
Iembaga dan RKP dij adikan pedoman dalam penyusunan NK dan APBN 2005
dan sekaligus menjadi bagiar yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2005.

Melalui proses sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disusun anggaran
belanja pemerintah pusat beserta rinciannya menurut organisasi. Secara
keseluruhan, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN 2005
ditetapkan sebesar Rp266,2 triliun atau 12,2 persen terhadap PDB.

Rinctan anggaran be-
tanja negata menurut
orgatlis(1sl

Alokasi anggaran be-
lanja pemerinlah pusqt
dalam APBN 2005
v be sar Rp 2 6 6, 2 tr i I iun.
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Anggardn belanj a
negara bagi Depar-
temen Pe/tahakan
dalom APBN )005
sebesar Rp2 2,0 triliun,

PemanJdatan anggaran
bclanja negara bdg[
Departef ien Pen-
didikan Nasional.

Dalan APBN 2005,
Departemen Pekerjaan
Umum mendqp.l t
alokasi anggarah
Rp13,I triltun.

Dalan APBN 2005,
alokasi anggaran bagi
Kepolisian Negqrd
sebesar Rpl1,2 trihun,

Dalan APBN 2005,
anggaran bagi Depar-
lemen Kesehatan se-
besar Rp7,8 triltutr etdu
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Anggaran belanja pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN 2005
tersebut, diperuntukkan bagi seluruh kementerian negara/lembaga selaku
pengguna anggaran sebesar Rp127,4 triliun, dan kepada Departemen
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebesarRp138,8 triliun.

Dalam tahun anggaran 2005, Departemen Pertahanan ditetapkan mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp22,0 triliun atau 8,3 persen dari belanja
pemerintah pusat. Sesuai dengan proglam-program yang tercantum dalam
Rencana Kerja Pemetintah (RKP) yang telah mendapatkan persetujuan
dari DPR, alokasi anggaran belanja Departemen Peltahanan akan
dipergunakan untuk membiayai program-program prioritas, antara lain
meliputi: (a/ pengembangan pertahanan integratif, (6/ pengembangan
pertahanan matra dfiat, (c) pengembangan pertahanan natra laut, (d)
pengembangan pertahanan matra ud ara, d€;n (e) penegakan kedaulatan dan
penjagaan keutuhan wilayah NKRI.

Untuk Departemen Pendidikan Nasional dalam APBN 2005 ditetapkan
alokasi anggaran sebesar Rp2l,6 triliun atau 8,1 persen dari belanja
pemerintah pusat. Alokasi anggaran bagi Departemen Pendidikan Nasional
terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia melalui bidang pendidikan nasional. Alokasi anggaran untuk
Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan akan dipergunakan terutama
untuk membiayai program-progrirm prioritas, antara lain melipttti: (a)
pro$am pendidikan anak usia dini, @) program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun, (c) program pendidikan menengah, (d) progtam
pendidikan tngg| (e) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan, dan (f program pendidikan non-formal.

Dalam APBN 2005, Departemen Pekerjaan Unum ditetapkzrn mendapat

pembangunan jalan dan jembatan.

Dalam APBN 2005, Departemen Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp7,8 triliun atau 2,9 persen dari belanja pemerintah pusat. Dengan
alokasi inggaran tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam
melaksanakan program-program prioritas ydng moliputi: (a) upaya kesehatan
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masyarakat, (6) upaya kesehatan perorangan, (c) pencegahan dan
pemberantasan penyakit, dan (d) perbaikan gizi masyarakat.

Untuk Departemen Agama, dalamAPBN 2005 ditetapkan anggaran sebesar
Rp6,7 triliun atau 2,5 persen dari belanja pemerintah pusat. Alokasi anggaran
tersebut terutama dimaksudkan untuk dapat menunjang program-program
pendidikan, ya-ng selain dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional
juga dilaksanakan oleh Departemen Agama, seperti : (a/ program pendidikaa
anak usiadini, (fu program wajib belajar pendidikan dasar sembilantahun, (c)
prograrn pendidikan menengah, /d) program pendidikan tiuggi, darr (e/ program
peringkatan mutu pendidik dan tenaga kependid ikan.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa untuk keenan kementerian negara,i
lembaga tersebut sebagai pengguna anggaran, dalamAPBN 2005 dialokasikan
anggaran sebesar Rp82,4 triliun atau 64,7 persen dari total alokasi anggaran
untuk kementerian negara/lembaga sebagai pengguna anggaran sebesar Rp
I 2 7,4 triliun. Selebihnya, yaitu Rp45,0 tuiliun atau 3 5,3 persen akan d ialokasikan
untuk mernbiayai berbagai program yang dikelola oleh rnasing-masing
kementerian negara./lembaga selain dari keenam kementerian negara,i lembaga
yang telah diuraikan di atas,

Sementara itu, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Departemen
Keuangan selaku Bendahara Umum Negar4 yang besarnya mencapai Rp138,8
triliun, akan dipergunakan untuk program-program sebagai berikut:
(a) pembayaran bunga utang, (b) subsidi dan tlansfer lainnya" serta (c) be lanja
Iahlain.

Selanjutnya, berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
sebagaimara tercantum dalam penjelasan Unda.ng-undang Nomor l7 T'ahul
2003 tentang Keuangan Negara, menteri atau pimpinan lembaga selaku
pengguua anggaran atau pengguna barang negara bertanggung jawab atas
pelaksanaan kebij akan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentangAPBN
dari segi manfaat atau hasil (outcome). Sedangkan pimpinan unit organisasi
dari kementerian atau lembaga bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
yang diterapkal dalam Undang-undang tentang APBN dari segi barang dan/
atau jasa yang disediakan (output).

Secara keseluruhan alokasi anggaran beJ anj a negara menurut organisasi untuk
APBN 2005 dapat dilihatpada Tabcl IVS. Sedang dalarn Lampiran 5 dapat
diikuti rincian belanja menurut organisasi dan program.

Menurut Fungsi

Fungsi pokok pemerintah adalah (1) melaksanakan tanggung jawab atas
ketersediaan bararg dan j asa kepada masyarakat, baik untuk konsumsi kelompok
maupun konsumsi perorangan; dan (2) mendishibusikan kembali pendapatan
dan kekayaan melalui transfer Dalam rangka penyediaan barang dan jasa
tersebut, suatu unit organisasi pemerintah dapat melakukan dengan
(a) memproduksi sendiri barang danjasa dan mendistribusikannya, (6) mernbeli
dari pihak ketiga dan mendistribusikanny4 atau (c) mentransfer uang (casft)
kepada runah tangga sehingga. memungkinkan mereka mampu membeli barang

meningkat )6,1 persen
dati tah n sebeIumnyLl

Depafiemen Agama
dalan APBN 2005
nenddpal olokasi
anggaran sebesar
Rp6,7 triliun.

Dalan APBN 2005.
Departemen Keuangan
selaku BtlN mendapat
dlokasi ahggarah re-
besar llplj8,8 tritiun

T.anggung jawab pinr
pinafi  kementerianl
lembaga dan pimpinan
unit orga isati pemetih-
tah dalam pengelolaan
keuangan negara
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Tabel lV.5
BELANJAPEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI, 2OO4.2OO5 11

(miliar ruPiah)

KDDE KEMENTERIAN NEGARA/LENfi  CA APIIN 2OO4 APBN 2OO5

2

7
3

t 2

l5

22
23

3Z

35

11

t7

54

MAIELIS PERMIJSYAWARATAN RAKYAT
I]EWAN IIRVAKN-AN ILAKYAT
EA'AN FEMERIKSA KEUANCAN

KEJAKSAAN ACLNG
KEPRESIDENAN

I'EPARTIMEN DAI-AA' NICERI
DIPARTIJMEN LLIAI( NEGERI
DEPARTDMEN PERTNI NAN
DEPARTEMEN 1IUKUM DAN HAM
DEPAX.TE]qEN KEUANGAN
DEIARTEM EN PERTANIAN
DEIAR'EMEN PEfuNDLJSTRIAN DAN PERDAOANGAN
DEPAiTEI{EN ENERCI DAN SUM EER DAYA I!'INEML
D'PAR'EMEN PERHUBONGAN
DEPARTEMSN PENDTDI(NN NASIONA!
DEPAR'IEMEN KESEHATAN
DEPARTEMEN A64IlIA
DEPARTEMEN TENAGA KEruA DAN -I RANSM]6RASI
DI]PARTEMgNSOSIAI-
DEPARTEMEN KEIITITANAN
DEPARTEMIJN* KELALTTAN DAN PIRIKANAN
DEPARTII'EN PEKERJAAN UMUM
KFJMEMENAN KOORDINATOR B]Di}.IG IIOLIT'K, HUKIJM D N

KEMENTEru N KOOIIDINATOR BIDANC PEREKONOMTAN
KEMENTEruAN KOoRDINATOR BIDAN6 KESUAIJIIRT{4N R 4JiYAr
KEMEN IIFIAN KEBUDAYAAN IIAN },{IJ\vISATA
X.F,MENIERJAN BAD N USAHA MILIK NECAR.\
XEMEMI€RIAN NSET DAN TEKNOLOCI
KEM SNTERIAN I-INCKIJNCAN H]DIJT
KEMENTEzuAN KOPERASj DAN USAIA KECI- DAN MENEI.IGAH
KJ]IIANIERIA}.I IEMBERDAYAAN PIRDIIIPUAN
K.EMENTTRIAN PENDAYAGUNAAN APARATI]R NECAILA
B AL]AN INTILIJEN NECARA
LEiqBAQA SANDI NECAM
OEWAN KET } .NAI I.I'ASIONAL
B DAJ.I PLTSAT STATISTIK
KEMENTERIT\N PEIENCAN'dAN PEMBANCTJNAN NASIONAUEAPPENAS
BAD N PERTANAHAN NASIONAI
PEIIPUSIAKAAN NASIONAI-
KEMENTERIIN KOMUNII(AS, llAn\ INFORMASI
KEPOLISIANNEOARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAICANAN
LBMBAOA KETAHANAX NASIONAL
BANAN KOORDINASI IENANAMAN MODA.L
BA DAN NARKOTIKA NASIONAI-
KEMF}mRIA\ PEMgANCIN AA DAFRAI] TLRTl-iECAI.
BADAN KOORDINASI KELI]]\RCA BERENCANA NASIOTiAL
KOT1ISI NASIONAI IIAK AZASI MAN(JSIA
I]AI]AN ME]IOROLOCI DAN CEOIISIIiA
KOMISI IEMILIHAN UMUM
MAH}IAMN] KCNSTITUSI

202,n

20r,x

632,3
52,6

?33,1

I l3?,?
'3 372,9

l9  t61 ,6

|115,1

50,3

213,3

68,2

929,1

241,6

26,5

t16 , l

I l8?,7

72,1
l l , 6

213,X

?26,4

353, t
727,2

3  748,5

3 29.,6
5  t76 ,1

510,5

213,1
1065,2

422,7

130,2

4) ,2

JLqUTNI' XEN'ATTENIAN NEGAN'LEMBACA

BA CIAN PEII1EIAYAAN DAN ?EIJIITUNCAN

CICILAN DAN BUNCAUIANG
SUBSIDI DAN TT-{NSFEN LAINNYA

l7 705,9 t5111,4

JUMLAII MGIAN PIiMBIAYMN I'AN PEIIHITTNGAN ta1a7t'3

JUnfl./|lt !!s,16,11 766,r20)

1) Perbedaan satu dlgltdi belakang koma terhadap angka penjumlahan adalatl karena pembulatan

Sumber : Departernen Keuangan Rl

1 t0
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daajasa secara langsung di pasar. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebu!
selain dibiayai melalui penerimaan yang bersumber dari perpajakan,jtrga dibiayai
dari pinjaman dan sumber-sumber lain yang tidak merupakan pembayaran wajib
bagi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi tersebu! Undarg-undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara telal mengamaflatkan bahwa salah
saftr rincian belanja negara adalah belanja negara menurut fi.rngsi. Mengacu
kepada amanat LILI Nomor l7 Tahun 2003 tersebu! dalam APBN 2005 belanja
pernerintah pusat menurut fungsi terdiri dari 11 (sebelas) fungsi, yaitu:
()1 pelayaran umum, (?.) pertahanan, /J) ketertiban dan keamanan,
(4J ekonomi, (5) lingkLrngan hidrp, (6) perumahan dan fasilitas umum,
(7) kesehatan, (8/ pariwisata dan budaya, (9) agama, (10l pendidikan, dan
(1f perlindungan sosial. Rincian belanja pemerintah pusat menwut fungsiterdfui
dari subfungsi-subfungsi, yang merupakan kumpulan dari program-program
yang akan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam rangka
melaksanakan 3 (tiga) agenda pokok pemba-ngun an, yarx: (l) mempercepat
penyclesaian reformasi, (27 meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
(3J memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka negara
kesatuan Republik Indones ia.

Dalam proses penganggaran, dasar alokasi anggaran adalah program-
program yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga. Besaran
anggaran untuk nrasing-rnasing fungsi atau subfungsi merupakan kompilasi
anggaran dari program-program yang tennasuk fungsi atau subfungsi yang
bersangkutan. S elanj utnya, kompilasi dari alokasi anggaran tersebut menjadi
data statistik yang disusun mengikuti standar internasional sebagaimana
ditetapkan dalatn classification of the Junctions of gotternment (COFOG)
yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian,
klasifikasi belanja negara menurut fungsi dapat dipergunakan sebagai alat
analisis (lools of analysis) yang menggambarkan perkembangan belanja
suatu negara menurut fungsi, subfirngsi dan program, yang selanjutnya
dapat diperbandingkan dengan negara lainnya yang rincian belanjanya
mengikuti COFOG Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pernerintah (RKP) Tahun 2005, dalam APBN 2005, terdapat 194 (seratus
sembilan puluh empat) program! dimana 102 (seratus dua) diantaranya
merupakan program prioritas, yang tersebar di semua fungsi. Selain ke-
194 program yang dilaksanakan oleh kernenterian negara.i lembaga, masih
terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN), yaitu (1) program pembayaran
bulga utang, (2) program subsidi dan transfer lainnya, dan (3) program
pembiayaan [ain-lain.

Membandingkan antara rincian belanja menurut fungsi dan tnenurut sektor
pada hakekatnya adalah bahwa klasifikasi firngsi, subfungsi dan progran
merupakan pengganti klasifikasi sektor, subsektor, dan program yang semula
terbagi dalam anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan demikian
rincian belanja negara baik menurut firngsi maupun menurut sektor merupakan
kompilasi dari program-program yang dilaksanakan kementerian negara/
lembaga. Dengan berubahnya sebagian nama-nama program dalam Reucana

Rincian belanjd negdtd
menurutfungsi terdiri I i
fungsi.

Rtncian belanja negara
nrcn\rut fungsi meru-
pal."xn tools of analysis.

Alokasi anggaran per
prcgram menurutfungsi
tqhun 2005 tidak dapal
d i p e r s a n d i n g k a n
dengan alokasi pro-
grd.m menurul seklor
tahun2004.
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Sebagian besar belanja
pemetitah pusdt unluk
me m b iay ai p e I a l.s anaa n
progrqh-progruh ddri

fungsifungs i p e I a y an o n
umum, ekononi, pendi-

dikan, dan pertahanan,
se a ketert ibqn daa
keamandn.

Alokast anggaran kluk
progra -program da-
lam fungsi pelayanah

umum dalan APBN
2005 diretupkan sebesar
Rp158,6trilt n

Alokasi anggaran ntuk
program-progran da-
lan fungsi ekonomi
dalan APBN 2005
ditetapkon sebesar
Rp28,0 ttili n.

Alokosi anggran untuk
progratu-prcgram do-
lom fitngsi pendidikan

dalam APBN 2005
ditetapkdn sebesdr

fu26,0hiliun.

Kerja Pemerintah (RKP) 2005, maka program-program yang terdapat dalam
belanja negara menurut fungsi dalam APBN 2005 tidak dapat dipersandingkan
dengan program-program yang terinci dalam belanja negara menurut sektor
dalam APBN 2004. Di samping itu, tidak seluruh program-pro$am yang
diajukan kementerian negara/lembaga pada talun 2004 dapat dikonversikan
ke dalam program-program yang diajukan pada tahun 2005. Dengan kata lain,
dalam tahun 2005 terdapat perubahan sejumlah program. Perubahan tersebut
meliputi adanya usulan program-program baru yang sebelumnya belum ada,
dan adanya progmm-program gabungan atau pemecahan dari program yang
dilaksanakan oleh kementerian negara./lembaga pada tahun sebelumnya.

Sej alan dengan tiga agenda pembirngunan yang akan dilaksanakan Pemerintah
dalam tahun 2005 , sebagian besar anggaran belsnj a negam unhlk Pemerintah
Pusat dialokasikan rmtukmenjalankan program-Fogram dalam flngsi pelayanan
umum, firngsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi pertahanan, serta fimgsi
ketertiban dan keamanan. Namun demikian, hal ini tidak bemrti bahwa program-
program yang tercakup dalam firngsi-fungsi yang lain menjadi kurang penting
karena program-program tersebut juga mendapatkan alokasi anggaran yang
cukup memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Dalam taltrn 2005 sebagian besar belanja pernerintah pusat terdapat pada fungsi

pusat.

DalamAPBN 2005, total alokasi anggaran pada progam-progam yangterdapat

pangan.
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pendidikan menengah, yang diarahkan untuk mengantisipasi meningkatnya
lulusan sekolah menengah pertama sebagai konsekuensi dari keberhasilan
progam wajiu 9 tahun dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan
menengah yang berkualitas, dan (l) program pendidikan tinggi, dalam rangka
meningkatkan perluasau layanan pendidikan tinggi utttuk menghasilkan lu lusan
yang memenuhi kebutuhan pasar kerja, serta mampu menciptakan dan
mengembangkan iptek. Selain pendidikan umum dan kej uruan, Pemerintahjuga
memberikan perhatian pada pendidikal agama dan keagamaan. Berkaitan
dengar haltersebul dalam fiurgsi pendidikanjuga terdapat program peningkatan
pendidikan agama dan keagamaal. Keberhasilan dari pelaksanaan program-
program tersebut tidak terlepas dari jumlah, kualitas, kompetensi dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan itu,
dalam APBN 2005 juga akan dilaksanakan program peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependid ikan.

Sebagai salah satu upaya untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa dalarn kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NI(RI), frrngsi
pertahanan dan fungsi ketertiban dan keamanan merupakan fungsi-fungsi
strategis dari Pemeriltah. Dalam APBN 2005, program-progam yang akan
dilaksanakan untuk mengaktualisasikan fungsi pertahanan antara larn:
{1/ progam pengembangan pertahanan integratif, (] program pengembangan
pertahanal matra darat, laut, maupun udara, al) program pengembangan potensi
dukungan pertahanan. Sementara itu, fungsi ketertiban dan keamanan akan
diaktualisasikan melalui: (! program pemeliharaan kamtibmas, (2J program
pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, (3J program pemantapan
keamanan dalar'l- negeri, /4J program pembinaan sarana dan prasarana hukum,
dan (51 progran.r pembinaan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia
(HAM).

Dalarn Thbel IV.6 dapat diikuti rincian belarlia pemerirrtah pusat menuut fr.ngsi,
sedangkan dalam Lampiran 6 dapat diikuti rincian lebih lengkap belanja
pemerintah pusat menurut fungsi.

fabel lV.6
ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, APBN 2OO5 'I

1) Pefuedaan satu digit di belakang koma t€rhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan

Sumber ; Departemen Keuangan Rl

P rog rdm-p rog ran
dalam f ingsi perta-
hanan dan fungsi
ketertiban dan keaman-
andalam APBN 2005

I  I 3

(miliar rupiah)

KODE
01
02
03
o4
05
06
o7
08
09
1 0
1 1

PELAYANAN UMUM
PERTAHANAN
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
EKONOMI
LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
KESEHATAN
PARIWISATA DAN BUDAYA
AGAMA
PENDIDIKAN
PERLINDUNGAN SOSIAL

FUNGSI JUMLAH

158.5s9,3
22,001,O
15,585,4
28.016,'1
3.104,7
2280,4
7.038,'1

920,4
69'1,3

25.987,4

JUMLAH 268.220,3



Pendqpatdn dan Belania N

Sejak tdh|n 2001,
rielqlui APBN, Peme-
rintah lelah menyedia-
kan alokasi beldnj a
untuk daerah dengan
junlah dan cakupan
yang cenderuhg me'
ntngKot.

Arah kzbijakan belanja
untuk dserah tah n
2005 terutama unt k
henrngkatka efisiensi
dak ohntabi[;tds.

Belanja UntukDaerah

Guna mewujudkan sistem perimbangalr keuangan yang mencerminkan
pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jel"s antara
itemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

meningkat.

andalan, strategis, dan cepat tumbuh'

perimbangan, piniaman daerah, pengaturan pengelolaan keuangan daerah,
ban pelak-sanaan-Sistem Informasi Keuangan Daerah' (Lihat Roks 11:
Amandemen Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)
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Boks 11: Amandemen Undang-undang tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam pelakanaannya- beberapa ketentuan dalar
beberapa kelemahan, antara lain. yang berkai
perirnbangan, dan pinjaman daerah ya.ng bersumbe
daerah yang diatur dalam LrlJ Nomor 25 Tahun
Tahrur 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU
Negara.

mekanisme penyaluran bagian daerah,
penetapan maksimal 130 oZ atas oenvz

ketentuan yang tidak boleh

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

antara lain meliputi

I(aulg

Di samping itu, Tap MPR Nomor.iV/rrrpR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan otonomi Daerah, dan Tap MpR No-o. Vfi\mRl200z tentanp h"k,-,,n.,.,a,";Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan Tap MpR Nomor tentang Rekomendasi
atas.Laporan Pelaksanaan Putusan MpR RI oleh presiden, DpA, lp"n, SpI( , MA
merekomendasikan teryda lggglintatr dal DTR agarmelakukan perubala.n yang u"rrirut,*nouroi
$,an melyelryt terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintihri O""."t , a." Uil
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perirnbangan Keuangan antara pemerintah pusar dan l)aerahNomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

.B,:ifuT}*,b*:ra^pa hal tersebut,.Pemeriniah bersama DpR telah berhasil menetapkan UU
Nomor 33 Tahun 2004 Tenung Perimbalgan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemi.intu["n
Daerah sebagai pengganti uU Nomor 25 Tahun 1999 di atas. Hal ini dimaksudkan untukDaerah sebagai pengganti uU Nomor 25 Tahun 1999 di atas. Hal ini dimaksudkan untuk
menurgkatkan,akuntabilitas.publik dan_ pelayanan prblik tingkat lokal, dan sesuai dengan asas
demolsasr. t eberapaperubahan yang telah berhasildirumuskan dalam LrU ini, antara lain meliouti
pengahjran sumhr-sumberpenerimaar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, penegasarr
mekanlsme penyalumn bagian daerah, penyesuaian persentase bagi hasil rninyak dan gas 5umi,mekantsme penyaluran bagian daerah, penyesuaian persentase bagi hasil minyak dan'ga
penetapan,maksimal 130 % atas penyaluran realisasi minyak dan las bumi, pinambahinpcnerapan,mafsrmar lJu 70 ams penyaluran reallsasl mmyak dan gas bumi, penambahan bagian
oaeran.oan sektor pertambangan paras bumi, penyesuaiar persentase DanaAlokasi Urnum, clelinis i
dan kriteria pengalokasian Dana Alokasi K}usus. prinsip-prinsip pelaksanaan pi'iaman Jaeiab,
pengaturan secararinci pengelolaan keuangan daerah, dan pllaksanaan sistem iniorinasi keuargan
daerah.

Dalam uU Nomor 33 Tahun 2004 secara.tegas dinyatakan ketentuan mengenai prinsip kebijakan
perimbangan keuangan dan ketentuan_ lebih lengkap mengenai sumber-sum-ber pinerimaan claerah
dengan mencantumkar{en is-jenis dari lain-lain pendapatan asli daerah (ltD) yang sah dan ketentuan-
ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh daerah dalam upaya meninekirkai pAD_nva. Unava
untuk meningkatkan PAD iniakan dilakukan dengan memperlias tax baie danmemberi'kan l rxilg
pow er kepadakabupaten/kota yang tidak berdampakpowet KepadaKabupater/kota yang tldak berdampak tumpang tindih dengar paj ak nasional, sehingga
menutup peluang kabupaten/kota untuk menambah jenis pijak baru di luai yang tercanturn dala"m
UU. Ketentuan tersebut akan dielaborasi lebih lanjut dalam perubahan uU Norior 34 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan dana perimbangan, terdapat beberapa ketentuan tambahan dalam uU Nomor 33
f.arun 2.00ar gtqa lain meliputi (y' dimasu-kkannya persentase bagi hasil pph orang pribadi Dalarn
lpseri dan PPhPasal 21yang diadopsi dari PP I I 5 Tahun 2000 tentlng pembagian H"asil penerima.rn
PPh orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal zl antara pemdrintah p-usat dan pemerintah
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Daenh; (ii) disesuaikannya persentase- bagi hasil minyak dan gasbumi yang akan berlaku sejak

fu,u,i ZOOq. vulru aari minyak bumi, imban"gan untuk Pemerintah sebesar 84,5 o7o dan untuk Daerah

fi:;'i;. il;;s|*auii gii ou,"i. imuangin untuk pemerintah sebesar 69.5 7o dan unhrk Daerah

.-6"#sO5;Z"li"muaiir, o,s x aari imb"angan untuk Daerah baik dari minyak bumi dan gas bumi

oi- J;"1"f^tilun untuk menarnbah anggaranipendidikan dasar; /iir.penetapan r.e3lilasi PenYal ran

bagi hasil yartg berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumitidak meleblhl IJU 7o (serarus tlga
^,.i,,h -.r<cn r rtari astlmsi .lasar harpa'minvak dan bumi dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal

Iii:Tl-'h#f, '[il::'ff Hil:ffi $B:ffiftr
Denve,npu,,,aan basi rrasl SDA, meriputi sltffilllfr"#lt-,1.t'""#i*l'il"i"il'i#l*"t#
[""i"f, i".i,.f.i",. ie,ton'bangan panis bumi; (vJ penyesuaian persentase Dana Alokasi Umum

6;iil, t;,il;"j.k'tahun 2001, pirrentase t"rrebut minimat sebesar 26 % dari PDN Neto yang

)it"i"titit dalam AtnN; serta (vr./ penyempumaan definisi dan kriteria Dana Alokasi Khusus'

i",li"i'' ,"""g"llirt- De.i< yang beriuniber dari Dana Reboisasi ke dalam Dana Bagi Hasil.

Dalam L.lU Nomor 33 Tahun 2004 juga dikemukakan mengenai tlana darura! yaitu bahwa untuk

G;;i;;;il;;[ung ai"f.iUutftui bencana nasional dirVatau peristiwa luar biasa yang tidak

;il;i;i 
";gg"l;"gi 

daerai, pernerintah dapat mengalokasikan dana daruratyang berasal dariAPBN

dengan tnemperhatikan kematnpuan keuangan negara'

Pensaturan piniaman daerah yangdiaturdalam UU Nomor 33 Tahun 2004 telah disesuarkan deng:n

iru'ilffi; i;ffi;" zooii."i"rdn*an'un Negara. Datam hal ini, pinjaman daerah yangbersumber
Jari luar negeri tidak perlu lagi dibatasi hanya untuk mernbiayai proyek-nrovel( vans menqnasllKan

nerrerimaan {reven u, oor"ru,,ng). iJi;il;; ftg ;";ih ,iif.hriun uautut1_pengendatian defisit

hpBN dan APBD tidak melebihi 3% dari pDB tahun anggaran y€ng bersangKutan, dan KumuraUr

;i;r;;;p;;.trtah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% dari PDB tahun anggaran

varis bersangkutan. Semcntata itu' pinjaman ya
i.tl"li Pcrneriitah Daerah, melalui baik lenrbaga
non-pcrbankan, temasuk penerbitan obligasi Di
undaltqan yartg berlaktr' Pcnerbitan obligasi har
lranva-boleh dieunakan'lntuk membiayai invest-a

u,lon'UUNon'o.33Tahurr2004jugamembalrasmengenaipelgaturatrsecararincipengelolaan
keuansan daerah. dan pelaksanaaJsiltem inforn.rasi ketiangan daerah. Pengaturan p.rinsip-prinsip

;;;"d;ilil iliiu:nlg,ineju*ulr* keuangan daerah dirnaksudkan untuk lebih mendorong

fcr\vuiudn\aqooul gove anL e yangt:rLng"a' [odu ptngulaman intemasional' Pengaturan tersebul

i,,*" ai,".ir.frf.^"'rnruf. i*niigtuikun k"ualitis ke6ijakan_hskal dan ekonomi ma1.'.o daerah, serta

ffiffi;;;iliii-6;rt-i^ir,'trfi. potur lru Nomor 33 tahun 2004 tersebutjuga telah.diatur lebih

iiugt"p rn"ng"nui pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan daerah' iermasuk mengenal

arg"garan desintralisasi, dekorisenlrasi. dan rugas pembantuan'
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Dalam tahun anggaran 2005, alokasi anggaran belanja untuk daerah
ditetapkan Rp 131,5 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB, Secara nominal,
jrmlah tersebut meningkat Rp1,5 triliun, atau 1,2 persen dibzurdingkan dengan
alokasinya dalarnAPBN-P tahun 2004. Alokasi belanja untuk daerah tersebut
sebagian besar merupakan alokasi dana perimbangan, yaitu sebesar 94,5
persen, dan sisanya sebesar 5,5 persen merupakan alokasi dana otonomi
khusus dan penyesuaian.

Dana Perimbangan

Dalam tahun 2005, kebijakan danaperimbangan yangterdiri dari dana bagi
hasil (DBH), dana alokasi umurn (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK),
diarahkan terutama untuk ft rnemperkuat koreksi ketimpangan horisontal;
(lf meningkatkan pelayanan publik; dan (ilf meningkatkan efisiensi melalui
anggaran kinerj a berdasarkan Undang-undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Berkaita.n dengan itu, alokasi danaperimbangan dalam tahun 2005 ditetapkan
sebesar Rp124,3 triliun atau 5,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara
nominal meningkat sebesar 1,0 persen bila dibandingkan dengan alokasi
dana perimbangan dalam APBN-P tahun 2004. Dari total alokasi dana
perirrbangan dalam taltun 2005 tersebut, 25,1 persen merupakan alokasi
dana bagi hasil, 71,4 persen merupakan alokasi dana alokasi umum, dan 3,5
persen merupakan alokasi dana alokasi khusus.

Dana Bagi Hasil

2001, dan UU Nomor 2l l2001.

Dalam tahun 2005, alokasi DBH ditetapkan Rp3 1,2 triliun atau 1,4 persen
terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami penurunan Rp6,2
triliun, itau 16,6 persen dibandingkan dengan alokasi DBH dalamAPBN-P
tahun 2004. Demikian pula, rasionya terhadap PDB menurun 0,5 persen
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alokasi DBH dalam tahun 2005
terdiri dari alokasi DBH perpajakan 62,5 persen dan alokasi DBH SDA
37.5 nersen.

Dalam tahun 2045
alokasi belanja nntuk
daetah ditetdpkan
llp 131,5 Diliun dtau 6,4
persen terhadap PDB,
naik 1,2 pelsen dari
!ahuh sebelumnya.

Alokasi dana perint-
bangan di letapkan
sebesdt Rpl24,3 ttili n
atau 5,7 pelsen terhddaq
PDB, naik 1,0 persen
dari tahun sebelumnya.

Kebijakan dana bagi
has{l mengdcu kepada
peratuf an perundattlg-
undangan yang berlalat

Alokas i DB H dite top katl
Rp3l,2 trilixn atou 1,4
pelse terhadap PDB,
turrn 16,6 persen dari
tahunsebelumnya
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Penetapdk bagidn
daerah atas DBH Pajak
berdasarknn Peraturan
Pemerintah Nomor I I5
Tahun 2000.

Alokssi DBH perpajak-
aa diretupkan Rp lg,J
Irilhtn atau 0,9 per|en
tethadap PDB.

Penetapan bagian
daerah atas DBH SDA
sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25
Tahun 1999 dan PP
Nonor I04 Tahun 2000.

DBH Perpajakan

DBH Perpajakan meliputi bagi hasil atas penedmaan pajak penghasilan
(PPh) pasal 21 dan PPh 25/29 ormg pribadi, pajak bumi dan bangunan
(PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor I I 5 Tahun 2000, bagian daerah
atas PPh, baik PPh pasal 2 I maupun PPh pasal2i/2g otangpribadi ditetapkan
masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya, dengan rincian
8 persen menjadi bagian provinsi, dan 12 persen menjadi bagian kabupaten/
kota yang pembagiannya diatur melalui Keputusan Gubemur dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor lainnya yang
relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, berdasarkan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999, bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar
90 persen dari penerimaan PBB, sedangkan sisanya sebesar 10 persen
merupakan bagian pemerintah pusat, yang seluruhnya juga dikombalikan
lagi kepada daerah. Selanjutnya, berdasarkan UUNomor 25 Tahun 1999,
bagian daerah atas BPHTB ditetapkan sebesar E0 persen dari penerimaan
BPHTB, sedangkan sisanya sebesar 20 persen merupakan bagian
pemerintah pusat yang dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah.

Dalam tahun 2005, alokasi DBH perpajakan ditetapkan Rp19,5 triliun atau
0,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan
Rpl,8 tiliun, atau 10,2 persen dibandingkan dengan alokasi DBH perpajakan
dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi DBH perpajakan meliputi DBH PPh
Rp6,4 triliun, DBH PBB Rp9,8 triliun, dan DBH BPHTB Rp3,2 triliun.

DBH Sumber Daya AIam

DBH sumber daya alam terdiri dari bagi hasil dari penerimaan sumber daya
alam (SDA), yang terdiri dari minyakbumi, gas alarn, pertambangan umum,
kehutanan, dan perikanan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Ker.rangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, alokasi untuk daerah
dari bagi hasil minyak bumi dan gas alam ditetapkan masing-masing 15
persen dan 30 persen dari penerimaannya setelah dikurangi pajak. Namun,
khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi
Papua, sejalan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi NanggroeAceh Darussalam (NAD), dan Undang-undang Nomor
2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai dengan tahun ke-8, dan provinsi
Papua sampai dengan tahun ke-25, masing-masing menerima alokasi dana
bagi hasil dari penerimaan minyak bumi dan gas alam sebesar 70 persen
setelah dikurangi pajak.

Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan SDA pertambangan umum,
kehutanan, dan perikanan ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen.
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Dalam tahun 2005, alokasi DBH SDA ditetapkan Rpl1,8 triliun atau 0,5
persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal, mengalami penurunan
Rp7,8 triliun, atau sekitar 39,8 persen dibandingkan dengan alokasi DBH
SDA dalam APBN-P tahun 2004. Alokasi DBH SDA terdiri dari DBH
ninyak bumi Rp4,7 triliun, DBH gas alam Rp4,6 triliun, DBH pertambangan
umumRpl,6 triliun, DBH kehutanan Rp0,3 triliun, dan DBH perikanan Rp0,6
hiliun.

Dana Alokasi Umum

DAU diberikan kepada daerah dengan tuj uan terutama untuk mengatasi
kesenjangan horisontal (horizontal imbalance) antardaerah, dan
dialokasikan dalam bentuk block grant. Namun demikian, penggunaan
DAU harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing
daerah, yang merupakan tugas dan kewenangan daerah.

Sesuai dengan Pasal 7 UU Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, besarnya dana alokasi
umum (DAU) ditetapkan sekLrrang-kurangnya 25 persen dari penerimaan
dalam negeri bersih, yaitu penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan
dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi.

Dalam tahun 2005, kebi jakan DAU mencakup hal-hal  sebagai
berikut: (y' alokasi DAU ditetapkan 25,5 persen dari penerimaan dalam
negeri bersih; (ir) formula sesuai dengan PP Nomor 104/2000 sebagaimana
telah diubah dengan PP Nornor 84/2001; (iii) tetrp mempertimbangkan
faktor penyeinrbang (alokasi dasar) b erdasarkan lumpswn dan proporsional
kebutuhan belanja pegawai; (lu) bagi daerah otonom baru, DAU dihitung
secara proporsional dari daerah induknya; serta (u/ peningkatan akurasi
data dasar perhitungan DAU.

Formula DAU tahun 2005 ditetapkan berdasarkan bobot daerah, yang
dihitung dari selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Adapun
variabel kebutuhau fiskal daerah meliputi: (y' jumlah penduduk; (if luas
wilayah; (iii) keadaan geografi; dan (iv) tingkat pendapatan masyarakat
dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, variabel
kapasitas fiskal daerah terdiri dari (f potensi industri; (if potensi SDA;
(ilr) potensi SDM; dan fv) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

Berdasatkan perkiraan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran
2005 yang sebesar Rp379,6 triliun, serta dengan memperhitungkan perkiraan
alokasi DBH sebesar Rp3l,2 triliun dan alokasi DAK DR sebesar Rp0,3
triliun, nraka besarnya DAU yang akan ditransfer ke daerah dalam tahun
2005 adalah Rp88,8 triliun (4,1 persen terhadap PDB) atau 25,5 persen dari
total penerimaan dalam negeri bersih. Jumlah ini secara nominal naikRp6,7
triliun, atau 8,2 persen dari total DAU dalam APBN-P tahun 2004.

Darijumlah tersebut, pemerintah provinsiakan memperoleh bagian l0 persen,
atau sebesar Rp8,9 triliun (0,4 persen terhadap PDB), sedangkan pemerintah
kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi 90 persen, atau sebesar Rp79,9
triliun (3,6 persen terhadap PDB). DAU bagian pemerintah provinsi tersebut
naik 8,5 persen dari alokasi DAU provinsi tahun 2004 dan alokasi DAU
kabupaten/kotajuga mengalami peningkatan 8,1 persen.

Alokasi DBII SDA
ditetapkan Rp I I ,8 triliun
ata 0,5 persen
terhadap PDB, turua
39,8 persen dari tahun
seoelumhya

Penggunaon DAU tahun
2005 disesuaikan de-
ngan prtori tas dan
kebuluhotl  ,nastng-
nasing daet,ah

Pekelapan fornu!a
DAU 2005 sesuai de-
ngan PP 104/2000 seba-
gaimana telah diubah
dengan PP 84/2001.

Alokori DAU ditetapkan
Rp88,8 triliun alau 4,1
persen terhadap PDB,
naik 8,2 persen dari
lahun sebelumnya.
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DAK dialokasikan ke-
pada dderah nluk
metnenuhi kebutuhan
khusus dengan memper-
hatikan ketefiediadn
dana dari APBN.

lloknsi DAK ditetapkan
Rp4,3 triliuh atau 0,2
persen tethadap PDB,
naik 16,2 persen da
tahunsebelumnya,

DAR DR digunakon
w1 t u k me n bi q) ai ke gi at -

an reboisaii dan peng-
hi iauan oleh daerah
penghasil.

Alokasi DAK DR
dite tap kd n Rp9, 3 trt I [un
atau 0,0.l persen
terhadalt PDB, turun
62,5 persen dati tahun
sebelumnya.

DAK Non-DR dialo-
kasikan unt k mendu-
kunE kegiatan yang
merupakan kewenang.
akda tdngglthgjawdb

1?0

Dana Alokasi Khusus

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 104 Tahun 2000,
DAK dialokasikzur kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan
memperhatikan ketersediaan dana dari APBN. Kriteria kebutuhan khusus
tersebut meliputi, pe rtama,kebufihanyang tidak dapat diperhitungkan dengan
rnenggunakan rumus alokasi urnum, kedua, kebutuhan yang merupakan
komitmen atau prioritas nasional, dan ketigd, kebutuhan untuk membiayai
kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Berdasarkan
kriteria kebutuhan khusus tersebul DAK dibe.dakan atas DAK danareboisasi
(DAK DR) dan DAK non-dana reboisasi (DAK Non-DR).

Dalam tahun 2005, alokasi DAK ditetapkan Rp4,3 triliun atau 0,2 persen
terhadap PDB. Jumlah ini, secara nominal mengalami peningkatan RpO,6
triliun, atau 16,2 persen dibandingkan dengan alokasi DAK dalam APBN-P
tahun 2004. Alokasi DAK dalam tahun 2005 terdiri dari alokasi DAK DR
7,0 persen dan alokasi DAK Non-DR 93,0 persen.

DAK Dann Rehoisasi

Sesuai dengan namanya, kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK
dana reboisasi adalah kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah
penghasil. Sumber pendanaannya berasal dari penerimaan dana reboisasi,
yaitu sebesar 40 persen, yang merupakan bagian daerah penghasil.
Sedangkan dana reboisasi yang sebesar 60 persen merupakan bagian
Pemerintah Pusat yang penggunaannya untuk rehabilitasi hutan dan lahan,
terutama bagi daerah yang sebelumnya merupakan daerah penghasil, melalui
mekanisme APBN yang secara teknis dibahas antara Departemen
Kehutanan, Departemen Keuangan, dan Komisi III DPR RI.

Sumber penerimaan dana ieboisasi berasal dari: (y' rencana karya tahunan;
(il) ijin pemanfaatan kayu; (iir) tunggakan; (rvl pengembalian pinjaman hutan
tanaman industri (HTI) patungan dan BUMN yang jatuh tempo; dan
(v) keberhasilan dalam penanganan kayu ilegal.

Dalam tahun anggaran 2005, alokasi DAK DR ditetapkan sebesar Rp0,3
triliun atau 0,01 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal
menunjukkan penurunan RpO,5 triliun, atau 62,5 persen dibaldingkan alokasi
DAK DR dalam APBN-Ptahun 2004 yang sebesar Rp0,8 triliun. Penurunan
tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya penerimaan dana reboisasidalam
tahun 2005 dibandingkau dengan penerimaannya dalam APBN-P tahun
2004.

DAK Non-Dana Reboisasi

DAK Non-DR dialokasikan sejak tahun 2003 dan digunakan untuk
membiayai kebutuhan khusus, seperti (y' kebutuhan yang tidak dapat
diperkirakan secaraumum dengan menggunakan rumus alokasi umum; dan
atau (it kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. DAK
Non-DR dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pelaksanaan



Bab lV Anggoran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2005

kegiatan yang merupakan kewenaugan dan tanggungjawab daerah ke arah
oemenuhan kebutuhan khusus. Daerah Denerima alokasi DAK Non-DR
mempunyai kewaj iban untuk menyediakan dana pendamping sekurang-
kurangnya 10 persen dari nilai DAK yang diterirnanya.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasian DAKNon-DRtahun 2005 dilakukan
dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kiteria teknis.
Kriteria umum adalah dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah,
yang didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan daerah, tidak
termasuk sisa anggaran lebih (SAL), dengan belanja PNS daerah ffiscal
netto) pad^ APBD tahun 2003. Sementara itu, kriteria khusus dalam
pengalokasian DAK Non-DR tahun 2005 adalah dengan metnperhatikan
peraturan perundang-perundangan yang berlaku, seperti uU otonomi khusus
bagi NAD dan Papua sefta Inpres percepatan pemulihan daerah di wilayah
provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah pascakonflik,
karakteristik daerah, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan
pangan. Selanjutnya, kiteria teknis ditetapkan oleh menteri teknis dengan
rnemperhatikan berbagai variabel yang berkaitan dengan bidang-bidang yang
akan dibiayai dengan DAK Non-DR tahun 2005, yang pada dasarnya
mencakup bidang-bidang (y' pendidikan; (ii) kesehatan; (iiy' infrastruktur
jalan, irigasi, dan air bersih perdesaan; (iv) kelautan dan perikanan;
(v) prasarana pemerintahan daerah; dan (v, pertanian.

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai melalui dana desentralisasi dan kegiatan yang dibiayai melalui
prograrn-program belanja pemerintah pusat, maka dalam tahun 2005 akan
dilakukan pengalihan sebagian kegiatan. Kegiatan yaug selama ini
dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan, namun
kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab
daerah, secara bertahap pendanaan kegiatan tersebut dialihkan menjadi dana
desentralisasi melalui alokasi DAK Non-DR.

Berkaitan dengan itu, dalam tahun 2005 alokasi DAK Non-DR ditetapkan
sebesar Rp4,0 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara
nominal menunjukkan peningkatan Rpl,2 triliun, atau sekitar 42,9 persen
dari alokasi DAK Non-DR dalamAPBN-P tahun 2004 sebesar RpZ,8 hiliun.
Peningkalan ini karena adanya realokasi dari dana-dana dekonsentrasi ke
DAK. Alokasi DAK Non-DR tahun 2005 terdiri dari alokasi DAK Non-
DR bidang pendidikan Rp1,22 triliun, bidang kesehatan Rp0,62 t'iliun, bidang
infrastrukur Rp1,53 triliun, bidangkelautan dan perikanan Rp0,32 triliun,
bidang prasarana pemerintahan daerah RpO,15 tuiliun, dan bidang pertanian
Rp0,17triliun.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana otonomi khusus dan penyesuaian dialokasikan ke daerah sejak tahun
2002. Dana otonomi khusus disediakan khusus untuk Provinsi Papua, sesuai
dengan Undang-undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Kiusus
bagi Provinsi Papua, yaitu setara 2 (dua) persen dari alokasi DAU nasional,
yang penggunaannya diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan
dan kesehatan.

daerah ke urah pe-
menuhan  kebu t  han
khusus.

DAK Non-DR tah n
2005 dilakukan menca-
kup bidang-btdang
pe h did i kan, ke se ha t d n,
infraslruktur jalan,
irigasi, dan qir bersth
perdeuan, kelautandan
perikanan, praserand
pcnerintehan daerah,

Alokasi DAK Non-DR
dite tap kan Rp4, 0 tti I i1n
a tau  0 ,2  persen
terhadap PDB, naik
42,9 persen da lahutl
sebelumnya.

Daka otonomi khurus
disediaknn untuk Pro-
vitlsi Papua, yang peng-
gunaannya diarahkan
untuk pendidikan dan
kesehatafi.
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Alokasi dana olonomi
khusus dan penyexreian
diletap ksn Rp7 ) tri liun
atou 0,3 petsen terhadap
I'Dll, naik 4,3 Fersen
da lahun sebehtmnya

Defisit APBN 2005
diletapkan sebesar 0,8
penen lerhadop PDB.

Dana penyesuaian yang dialokasikan ke daerah rnencakup danapenyesuaian
murni dan ad-hoc. Dana penyesuaian murni dialokasikan sebagai
pelaksanaan kebijakan agar penerapan formula DAU tidak menimbulkan
adanya daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari DAU tahun
sebelumnya ditambah dana penyesuaian murni tahun sebelumnya (.hold
harmless). Dana penyesuaian murni ini secara bertahap diupayakan
pengurangannya untuk mempercepat tujuanDAU sebagai alat pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah.

Sementara itu, dana penyesuaian ad-iac dialokasikan apabila ada kebij akan
Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pos anggaran tertentu dalam
belanja daerah, misalnya, dalam tahun 2005 dana penyesnaian ad-hoc
dialokasikan untuk mengantisipasi adanya kebijakan pemberian gaj i ke- 13
bagi PNS, termasuk PNS di daerah. Dana penyesuaian ad-hoc hanya
bersifat sebagai bantuan, dantidak mencakup seluruh kebutuhan pendanaan
pos anggaran yang bersangkutan.

Dalam tahun 2005, dana otonomi khusus dan penyesuaian ditetapkan sebesar
Rp7,2 triliun (0,3 persen terhadap PDB), yang terdiri atas dana otonomi
khusus sebesar Rp1,8 triliun atau setara dengan 2 persen dari DAU iahun
2005, dan dana penyesuaian sebesar RpS,5 triliun. Jrmlah inisecara nominal
menunjukkan kenaikan Rp0,3 hiliun, atau 4,3 persen bila dibandingkan denga
alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian dalam APBN-P tahun
sebelumnya. Perbandingan anggaran belanja untuk daerah dalam APBN
2004 dengan RAPBN 2005 dapat diikuti pada Tabel fV,7.

Keseimbangan Umum dan DefisitAPBN 2OOs
Berdasarkan anggaran pendapatan negara dan hibah sebesar Rp380,4 triliun
( I 7,4 persen terhadap PDB), dan anggaran belanja negara sebesar Rp397,8
triliun (18.2 persen terhadap PDB), maka defisit anggaran dalam APBN
tahun2005 ditetapkan sebesar Rp17,4 filiun, atau 0,8 persen terhadap PDB.
Perlu dicatat, bahwajika mempergunakan PDB dengan dasar perhitungan
tahun 2000. maka rasio defisit anssaran meniadi 0.65 oersen (Lihat Boks 3:
Perlu dicatat, bahwajika men
tahun 2000. maka rasio defisittahun 2000, maka rasio defisit anggaran menjadi 0,65 persen (Lihat Boks 3:
Perubahan Dasar Penghitungan PDB lndonesia dan Dampaknya). Jumlah
ini. berarti Rn8.9 triliun atau 33.8 nersen lebih rendah bila dibandinskanini, berarti Rp8,9 triliun atau 33,8 persen lebih rendah bila dibandingkan
dengan defisit anggaran dalam APBN-P 2004 sebesar Rp26,3 triliun ( I ,3
oersen terhadap PDB).persen terhadap PDB).

Penurunan besaran defisit dan rasionya terhadap PDB tahun 2005 tersebut,
mencerminkan besarnya kesungguhan dan komitmen Pemerintal dalam
melanjutkan program dan langkah-langkah konsolidasi fiskal (fiscal
consolidation) untuk memantapkan upaya peningkatan ketahanan fiskal
yang berkelanjutan ffiswl sustainability).

Pembiayaan Anggaran
Meskipun besaran defisit anggaran dalam APBN 2005 lebih rendah dari sasaran
defisit anggaran dalam APBN-P 2004, akan tetapi tantangan yang dihadapi di
sisi pembiayaan tidaklah semakin ringan. Pembiayaan yang perlu disediakan
tidak hanya dibutuhkan untuk menutupi defisitAPBN semata-mati, akan tetapi
juga diperlukan untuk memenuhi kewaj iban pembayaran cicilan pokok utang
dalam negeri dan utang luar negeri yang akanjatuh tempo dalam tahun 2005.
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Dalam APBN 2005, jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan ditetapkan
mencapai Rp86,1 triliull atau 3,9 persen terhadap PDB. Jumlah ini, secara
nominal turun Rp9,7 triliun atau 10,1 persen daritotal kebutuhan pembiayaan
APBN-P 2004 sebesar Rp95,8 triliun atau 4,8 persen terhadap PDB.
Pembiayaan dimaksud diperlukan untuk:
a. Menutup defisit aflggaran Rp17,4 triliun (0,8 persen terhadap PDB).

Jumlah yang diperlukan untuk menutup defisit ini, turun Rp8,9 triliun
atau 33,8 persen bila dibandingkan dengan kebuttrhan pembiayaan defisit
anggaran dalam APBN-P 2004 sebesar Rp26,3 triliun (1,3 persen
terhadap PDB).

b. Memenuhi kewajiban pembayaran pokok pinjaman (termasuk pembelian
kembali) Surat Utang Negara (SLrN), cicilan pokok utang luar negeri
dar penyertaan modal negara (SMF), yang secara keseluruhan berjumlah
Rp68,7 trilitur (3,1 persen terhadap PDB). Jumlah ini, apabila d ibandingkan
dengan kebutuhan pernbiayaan untuk memenuhi seluruh kewajiban
pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar
negeri pada APBN-P 2004 sebesar Rp69,5 triliun (3,5 persen terhadap
PDB), berarti mengalami penurunan RpO,8 triliun atau 1,2 persen.

Jumlah tersebut terdiridari (f pembayaran pokokyangiatuh tempo dan
pembelian kembali SI-rN Rp20,9 triliun (1,0 persen terhadap PDB);
(ir) pembayaran cicilan pokok utang luar negeriRp46,8 triliun (2,1 persen
terhadap PDB); dali' (iii) peryertaan modal negara Rp1,0 triliun (0,1
persen terhadap PDB).

AN G G  ARAN BELANJA uNruK ; " ^ t " ; ; l : ^ t " - . t  2004  dsn  ApB  N  200s1 r
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Pembialtaan dalam
negeti Rp59,5 tililor
(2,7 persen terhadap
PDB); Penbiayaan
perbankan dalam
hegeriRp9,0 trtl m(0,4
persentefiddap PDB).

Pembia),aan non
perbankan dalam
negeri Rp50,5 triliun
(2,3 percen terhadap
PDB) terdi i  dari
priyal isdsi dan pe -
jualsn aset progrdm
re:ttrukturisasi pet-
bankan Rp7,5 triliun,
ddfl SUN Rp43,0 tiliun.

Rencane penarikan
pinJaman luar negeri
Rp26.6 trt l iut l  (1,2
persen terhadap PDB),
teftliri dali pinjamarr
progratn Rp8,6 tt iliun
dan ptnjanrun proyek
Rp l8,0 triliun.

Kebutuhan pembiayaan tersebut akan diupayakan dapat dipenuhi dari
sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.
Dalarn APBN 2005, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam

berbagai pos tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan
anggaran, dan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan
darnpaknya terhadap pelaksanaan program moneter.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber
nonperbankan dalam negeri (bruto) dalam APBN 2005 ditetapkan mencapai
Rp50,5 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB. Jumlah ini berasal daii :
{y' hasil privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan
Rp7,5 triliun (0,3 persen torhadap PDB), dan (tr) penerbitan SUN Rp43,0
triliun (2,0 persen terhadap PDB). Privatisasi BUMN yang akan dilakukan
dalam tahun 2005 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program
divestasi/pelepasan saham Pemerintah di BUMN pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, penjualan aset eks BPPN yang sekarang dikelola oleh
PT (Persero) Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) akan diupayakan secara
optirnal untuk memperoleh hasil dan harga yang terbaik sesuai dengan kondisi
pasar'. Dalam hal penerbitan SUN, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah
dan DPR-RI pada Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN tahun
2005, Pemerintah diberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu maupun
denominasi mata uangnya dengan rnempertimbangkan faktor kondisi pasar,
biaya, pengelolaan resiko, dan kebutuhan pembiayaan.(Lihat Boks l2:
Pengelolaan Surat Utang Negara).

Pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar
negeri (bruto) pada tahun 2005 ditetapkan mencapai Rp26,6 triliun (sekitar
US$3,I rniliar) atau 1,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini, naik Rp4,9 triliun
^t^r 22,6 persen dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dalam
APBN-P 2004 sebesar Rp21,7 triliun (1,1 persen terhadap PDB). Penarikan
pinjaman luar negeri tahun 2005 tersebut terdiri dari pinjaman program Rp8,6
triliun (sekitar US$1,0 miliar) atau 0,4 persen terhadap PDB, dan pinjaman
proyek Rp 18,0 triliun (sekitar US$2,1 miliar) atau 0,8 persen terhadap PDB.
Sebagian besar pinjaman program tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari
pinjaman Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank, ADB)
dalam kerangka pembaharuan tata kelola BUMN (Srare Owned Enterprises
Governance Loan), program pembaharuan tatakelola dan keuangan
pemerintah daerah (Local Government Finance and Governance Reform
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Boks 12 : Pengelolaan Surat Utang Negara

.$fiai norninal Surat UtangNegara per 29 Desember 2004 yangtelah diterbitkan adalah sebesar
Rp62l,l8 tril iun dan US$ 1,0 miliar, dengan perincian sebagai berikut:

A. Surat Utang Negara yang diterbitkan dalatn mata uang Rupiah:

1. Obligasi Negara dengan tingkat bunga tetap (fixed rate bonds) sebesar Rp178,73
tnliun,

2. Obligasi Negara dengan tingkat bunga mengambang (variable rate bonds) sebesar
Rp220,57 tril iun,

3. Obligasi Negara Iindung nilai (h edge bonds) sebesar Rp2,71 tril iun,

4. Obligasi Negara kepada Bank Indonesia sebesar Rp2l9,l7 tril iun,

B. Surat Utang Negara dalam valuta asing sebesar US$ 1,0 miliar

Di dalam portofolio Surat Utang Negara terkandung aspek biaya dan risiko. Secata umum,
tujuan pengelolaan Surat Utang Negara adalah untuk meminimalkan biaya bunga dalamjangka
panjang pada tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Risiko-risiko yang dihadapi dalam
pengelolaan Surat Utang Negara, antara lain, adalah: (f risiko tingkat bunga (interesl rdte
rrilc), yaitu potensi penambahan beban bunga akibat kenaikan suku bunga, (?) risiko nilai trtkar
(cutency risk),yaitu potensi penambahan beban bunga akibat melemahnya nilai tukar Rupiah,
dan (3) risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) yaitu, risiko yang dihadapi Pemerintah
untuk membiayai kewajiban pokok yangjatuh tempo dari hasil penerbitan baru dengan biaya
ymgmahal. Refinancing risk ini muncul sebagai akibat terkonsentrasinya strukturiatuh tempo
Surat Utang Negara dalam periode teftenht dan terbatasnya daya serap pasar dalaur periode
tersebut.

Intere.\t rale 'l'sk dan curuency risk dalam portofolio Surat Utang Negara dapat dilihat melalui
analisa sensitivitas berikut, yaitu (-l) kenaikan tingkat bunga sebesar lolo akan mer.rgakibatkan
poterfi penambahan beban bunga sebesar Rp2,28 triliun, dan (2J pelemahan kurs Rupiah terhadap
US dolar sebesar Rp I 00,00 akan mengakibatkan potensi penambahan beban bunga sebesar
Rp9,69 miliar.

Permasalahan utama yang dilradapi dalam pengelolaan Surat Utang Negara saat ini adalah
refnancing rlsk sebagai akibat terlalu terkonsentrasinya jatuh tempo Strrat Utang Negara
dalam periode 2004 - 2009. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan Surat Utang Negara, ymg
meliputi kegiatan penerbitan (issuance), pembelian kembali (buybact), dan penukaran
(switching),lebih ditujukan dalam kerangka untuk mengurar'lgi refinancing risk

Selain itu, permasalahan beban bunga utang yang cukup besar di dalam APBN secara berangsur
telah diupayakan untuk terus menurun, seiring dengan semakin menurunnya tingkat bunga SBI
sebagai hasil upaya kebijakan makro ekonomi Pemerintah bersarna Bank Indonesia Koordinasi
antara otoritas fiskal dan moneter sangat diperlukan agar penerbitan Surat Utang Negara dapat
tepat waktu, sehingga risiko beban jangka pendek rnaupnn jangka panjang yang tirnbul dapat
dikelola secara optirnal.

Dalam rangka mengurangijumlah Surat Utang Negara yang diterbitkan dalam rangka program
rekapitalisasi perbankan, Pemerintah telah melaksanakan program assel-b ond swap padatahtn
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2002 dan 2003, yaitu program penjualan aset BPPN yang pembayarannya menggunakan Surat
Utang Negara yang jatuh tempo pada tahun 2004 dan 2005. Program ini dilakukan untuk
menurunkanjumlah Surat UtangNegara, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban bunga
utang di dafam APBN dan refinancing risk. Jumlah Surat Utang Negara yang telah dilunasi
dalam program ini adalah sebesar Rpl l,6l triliun.

Pengelolaan Surat Utang Negara dapat dilakukan secara efektifdan optimal apabila didukung
oleh pasar surat utang negara yang aktif dan likuid. Oleh karena itu, upaya pengembangan
infrastruktur pasar surat utang negara merupakan bagian penting yang terintegrasi di dalam
strategi pengelolaan Surat Utang Negara. Pada hakekatnya, pasar surat utang negara yang
likuid dapat memberikan peluang bagi Pemerintah untuk meminimalkan biaya penerbitan dan
mengelola risiko Surat Utang Negara secara lebih optimal.

Inisiatif untuk mengembangkan infrastruktur pasar surat utang negara yang likuid meliputi,
antara lain: (f menyediakan harga acuan melalui pengembangan pasar antar pedagang surat
ulang negara, {2) membangun dan mengembangkan pasar repo (repurchase agteement),
(3) menerbitkan Surat UtangNegara yang menjadi acuan, (r') memperluas basis investor melalui
kerjasama dengan pemodal institusional, antara lain dana pensiun, reksadana, dan perusahaan
asuransi, (51 rneningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, sele Imen, dan rcgistri, dan
(6) menciptakan kerangka hukum yang dapat mewujudkan pasar yangtransparan dan menjamin
terliudungirlya kepentingan pemodal (investor).

Rasio nlang telhadap
PDB nengalami penu-
runan, yakni 62,4 per-
sen pada tahun 2004
tnenjedi 51,9 persen
poda tahun 2005

Program), da:l. dtkungan terhadap pembaharuan pengawasan keuangau negara
(Support for Skrte Audit Reform). Selanjutnya, penarikan pinjaman proyek
diharapkan terutarna dari pinjaman yang telah disepakati dengan donor, yang
direncanakan akan dapat dicairkan dalam tahun 2005. Pinjaman tersebut
bersumber dari Bank Dtnia (International Bank for Reconstruction and
De,telopment, IBRD), Bank Pernbangunan Asia (As ian Development Bank,
ADB), Japan Bank for International Cooper.ltion (JBIC), dan Fasilitas
Kredit Ekspor (FKE). Rincian kebuhrhan dar sumber penibiayaan dalam APBN-
P 2004 dan APBN 2005 dapat dilihat pada Tabel IV,8.

Selanj utnya dalam Thbel IV,9 dapat diikuti rincian pembiayaan defisit anggaran
APBN-P 2004 dan APBN 2005 dalam fotmat yang sesuai dengan Undang-
undang APBN.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, dan mempertimbangkan tidak adanya
Iagi penjadwalan ulzi;'g(rescheduling) utang luar negeri pada tahun 2004 dan
2005, maka posisi utang luar negeri pemerintah diperkirakan akan menurun
dari 30,7 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi 25,0 persen terhadap
PDB padatahun 2005, Demikian pula, posisi utang dalam negeri diperkirakan
juga akan mengalami penurunan, yaitu dari 31,8 persen terhadap PDB pada
tahun 2004 menjadi 29,9 persen terhadap PDB pada tahun 2005. Dengan
demikian, secara keseluruhan posisi (stok) utang pemerintah diperkirakan akan
menurun dari 62,4 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi 54,9 persen
terhadap PDB pada tahun 2005. Dengan perhitungan PDB atas dasar tahun
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Tabe l lV '8
KEBUTUHAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

APBN-P 2004 dan APBN 2005 r)

(tri l iun rupiah)

2004 2005

ura ian % thd
rtr orr-r

% thd
P D BAPBN

A. Kebutuhan Pcmbiayaan
i. Defisit APBN
ii. Pembayaran Pokok Utang
ii i Penyert€an ModalNegara (SMF)

B Sumber Pembiayaan
i ,  Da lam Neger i

a. Perbankan Dalam Negeri (Rek.
Pemerintah)

b. Non Perbankan Dalam Negeri
i i . Luar Negeri

€. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proyek

95,8
26,3
69,5
0,0

95,8
74,1

23,9
50,2
2 1 , 7

18,6

46,1
17,4

't,0

86,1
5S,5

8,6
18,0

0 ,4
2,3
, ' '

0,4
0,8

3,9
0,8

0,0

3,8

4,8

0,0

4,8
3 ,7

1 , 2
2 ,5
1 , 1

0,2
0,9

1) Pebedaan satLr digit di belskang koma terhadap angks psnjumlehan adalah karena pembulaten

SumbBr:  Depademen Keuangan Rl

Tabel lV.9

PEM BIAYAAN DEFISIT ANGGARAN

APBN-P 2004 dan APBN 2005 r r

2004 2006
Ura ian neeru-e "f$f; APBN ?$Bd

tl

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

1.  Perba nka n  Da lam Neger l

2 .  Non Perbankan Da lam Neger i

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NEiO)

1 ,  P in iaman Luar  N€ger l  (Bru to)

a. Pinjaman Program
b, Pinjaman Proyek

2.  Pembayaran C lc l lan  Pokok  Utang LN

50, t  2 ,5  37 ,6  1 ,7

23,9 1,2 9,0 0,4

26,1 r,3 28,6 1,3

-23,8 -1,2 -20,2 -0,9

21,7 l, ' , | 26,6 1,2

3 ,1  0 ,2  8 ,6  0 ,4
'18 ,6  0 ,9  18 ,0  0 ,8

-45,5 -2,3 ,46,8 '2,1

J U M L A H 1 , 3 17,4 0,8

1) PsrbedEan satu dig i t  d ibelakang koma lerhadap angka penjumlahan adalah ksr€ne pembulatan

Sumber Departernen Keuangan Rl
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2000, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 47 persen (Lihat
Boks 3: Perubahan Dasar Penghihrngan PDB Indonesia dan Dampalmya).
Rasio utang pemerintah terhadap PDB dari tahun 2002 dan proyeksinya pada
tahun 2004 dan tahun 2005 dapat diikuti pada Grafik W2.
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Lampiran I

Lampiran I

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN,
APBN-P 2OO4 DAN APBN 2OO5 ')

(miliar rupiah)

Uraian APBN-P
2004

APBN
2 0 0 5

% a thd.
APBN-P

( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

A. Pa jak  Da lnm Neger i
L  Pr jak  Pcng l ras i lan  (PPh)

l .  PPh Migas

It

a.  PPh M inyak  Uumi
b. PPh Gas Alflm

2.  PPh Nonmigas

a.  PPh Pasn l2 l
b .  PPh Pas a l  22

b L  PPh Prsa l  22  \on impor
b 2, PPh PasaJ 22 Impor

c  PPh Pasa l23
d.  PPh PasaL25/29

d. l .  P I ,h  Pasa l25 /29  Pr ibad i
d  2 ,  PPh Pasa l25 /29  Badan

e.  PPh PasaL26
f .  P l 'h  ! rna ldan f i ska l i .uar  Negcr i

Pr jak  Per tambahan N i la i  Barang dan Jasa d f ln
Pajak PenjualAn atas Barang Mewah
(PPN/PPnBM)

Pa jak  Bumi  dan Bangunan (PBB)  dan Bea
Pero lehan Hak a tas  Tanah dan Bangunan
(BPnTB)

I ,  PBB
2, BPI.ITB

Cuka i

Pa jak  Ln innya

IV.

B . Pa jak  Perdagangan In te rnas  iona l

I. B ea Mas uk

II. Pajak/Pungutsn Ek s por

261.03r ,4
135.853,0
21.085,8

8 . 1 1 5 , 5
14.970,3

lt2.7 67 ,2

.460,5
2 221,0
9.239,5

r  1 ,638,  L
d ?  t l d  I

| 670,5
45 664.0
7 .551,4

12.526,5

8  7 .5  0  6 ,J

13.391,9

lD 21t,1
3.182,2

28.44r,9

r .838,1

t2,114,l

I  1 .837,6

I36,5

2 t 5 . 4 8  t , 4
142,192,6

13.568,6

L612,5
9 ,956,1

128.624,0

29.2'/5,8
| 1.626,6
4 3'74,9
1 ) \ t  7

13.047,8
5l.164,4
2 822,4

48.342,0
'7.312,9

16.  r96 ,5

98.828,4

13.486,9

t0 272,2
3.214,', l

28 .933,6

2 .039,9

r2,362.,1

l2.o 11 ,9
3 4 4 , 8

6 ,9
4 ,7

-4  t ,2

-5  5 .5
-13.5

l 4 , l

3 1 , 5
7 5  5

91,0
- ? t  5

12,1
8 . 1

69,0

- 1  ?

29.3

0 ,7

0,6
1 , 0

1 ,7

l  l ,0

1 , 5

1 ,5
? <

12,9

JIMLAH 219 .201 ,s 291.844,r 6,7

I  )  Ircrbcdaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatai
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Lampiran 2

Lampiran 2

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK'
APBN-P 2OO4 DAN APBN 2OO5 ')

(miliar rupiah)

1) PerbedaaD satu angka di belakang koma tcrhadap angka penjumlahan adalal karena pembulatan

2) Tennasuk di dalamnya premi penjamrnan perbarkan nasjonsl dan CN-RHL

TIRAIAN
APBN-P

2004
APBN 2OO5

% a rhd.
APBN-P

2004
(D (2) (3) (4)

Penerimaan Negara Bukan Pajak

A. Pen€rimran SDA

L Minyak Bumi

2, Gas Alam

3 . Pertambangan Umun

i. Iuran tetap

ii. Iuran eksplorasi dan cksploitasi (Royalti)

4. Kehutanan

i. luran hak pengusahaan hutan (IHPH)

ii. Provisi sumber daya hutan (PSDH)

ii i.Dana reboisasi

5. Perikanan

Bagian Pemerintah atas Laba BUIUN

PNBP Lainnya

Pendapatan Penjualan

Pendapatan Sewa

Pendapatan Jasa

Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negerr

Pendapatar Keiaksaan dao Peradilan

Pcodapatar Pendidikan

Pendapatan Pelunasan Piutang
Pendapatan Lain-lain rl

I l .

t .

2.

3 .

4.

5 .

6
't.

8 ,

Hibah

123.824,4

92,401,6
63.863,9
23.',|83,5

t.'760,2
40,9

| ;719,3
2.700,0

6,0
664,4

2.029,6
300,0

9.103,5

22.3t3,3
t t q l t

30,8

4 .  r  55 ,3

198,6

40;7

1.422,6

1.69t,6
'7.478,5

137,1

8t.783,0

50.941,4
31.855,7
)5.265,4
2.018,'l

44,5
1.9'7 4,2
l . l 0 l , 6

6,0
322,8
7',72,8
700,0

10.591,3

20.250,3
1.246,1

24,8
5.359,0

456,1
19,3

3.600,0
6.250,0
1 t q s  I

750,0

(34,0)

(44,e)
-50,1

-3 5,8

t4,'1

8 ,8

14,8
-<o )

- 5 1 ;

.61 ,9

133,3

16,3

-9,2

-3 ,8

-t9,4

29,0

t29,6
.52,7

t53 , l
-18 ,7

1 ,7

JUMLA}I 124,562,1 82.533,0 -33,7
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Lompiran 3

Lampiran 3

PENERIIVIAAN DAN PENGELUARAN
REKENING DANA INVESTASI (RDD, APBN.P 2OO4 DAN APBN 2OO5 O

(miliar rupiah)

Uraian
APBN-P

2004
APBN
2005

vo L thd
APBN-P

2004
(1 ) (2) (3) (4)

A. Pe nc rimaan

I. Pe ne rimaan Pinjaman RDI
a. Pokok
b. Bunga
c. Biaya Komihnen/denda

II. Pe ne rimaan Pinjaman Rekening
Pe me rintah Dae rah (RPD)
a. Pokok
b, Bunga
c, Biaya KomitmerVdenda

IIL Penerimaan Pinjaman Subsidiary Loan
Agreement (SLA)
a. Pokok
b. Bunga
c. Biaya Komitmen/denda

B. Pe nge luaran

I. Pe nge luaran RDI
a, P emberiar/pencairan Pinjaman RDI
b, Pencairan Jasa Bank SLA

II. Pe nge luaran RPD

8.313 ,3

1.533,4
1 . t87,7

344,7
1,0

92,4
43,3
48,7
0,4

6,681,5
3.082,8
3.594,3

10,3

621,7

341,7
250,0
91,7

280 ,0

7,067,9

1 .37  | , 8
| ,062,6

308,4
0,9

82,7
38,7
43,6
0A

5,613,4
2.469,8
?  1 1 4  4

o . '

8r7 ,,9

7 1 {  t

644,5
90,8

82,7

-15,0

- r0 ,5
-  10,5
- 1 0 , 5

-12,6

-10,5
- 10,5
- 10,5

-16 , r
-19,9
-12,8
- 10,6

31,6

115,2
157,8
- 1,0

'7o 15

Surplus di setor ke APBN 1.691,6 6,250,0 -18 ,7

1) Perbedaan satu angka di belakang komu terhadap angka penjumlahan adalah karefa pembulatan
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Lampiron 4

Lampiran 4

BELANJA PEMERINTAII PUSAT MENURUT JENIS BELANJA,
APBN 2OO4 DAN APBN 2OO5 ')

(miliar rupiah)

URAL{N

2004 2005

APBN
% thd
PDB APBN

o/o thd

PDB
0 ) (2 ) (3) (4) (5)

Bclania Pegawai

a. Gaji dan Tunjaxgal
h. Honorarium, vrkasi, dll
c Kontribusi Sosial
Bel.aris BrraDg
a Belanja Barang
b. Belanja Jasa (5960)
c Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Perjalauan

Bclrnja Modal
Pembayaran Bunga UtNng
a. Utang Dalarn Negeri
b. Utang Luar Nogeri

Subsidi
a. Pcrusahaan Ncgara

i. Lenbaga Reuan4an
1 PNM (Eks Pola KLBt)
2 BankBUMN
3 Barrk BPD

ii Lenbaga Non Keuanga
I PT Pertamjna (Persero)
2 PeruD Bulog
3 Pl' PLN (Persero)
4 Subsidi Pupuk
J PT Sa[g Hyang Scri (Persero) 2)

6 PT Peruni (Persero)
7 UPT Pusat DKP
t Pl Kereta Api (Persero)
9 PT Pos IndoDesia (Pe$ero)
l0 PT Pelayarln Nesional Indonesia (Persero)
ll PT TVRI (Persero)

b. Pcrusahaan Sl'astr

Belouja Hibah

Bantuan sosial
a PenarggulargarBencana
b Bantuan yang diberikar oleh K,/t,

Belqnjr Lain-laiD

1.

34.264,5
4 444,7

r8.526,0
35.639,E
t3 320,1
18.103,1

r 690,1
39.715,1
6s.65t,0
4l 215,9
24 375,1
26.638,2
26.s89,6

853,4
298,7
538,6
16,6

25 736,I
t4.527,1
5 4't5,5
3.363,3
1353,2

6 4 1

21,0
285,0
1 r  5 , I
220,0

4E,6

14.29!,3
2.000,0

t2 293,3
16.076,5

0,1
0 ,1
0,6
0,E

60.143,1
l4 861,2
6.648,9

19.233,6
34.038,6
14 766,6
t4.97 4.0
2 679,1
1 6 1 8 , 8

43,078,t
64.136,t
38.994,5
25 142,4
31.295,7
31.221,8

771,8
426,2
331,2
14.4

30 450,0
r9.000,0
5.916,7
3 361,3
1 3 0 0 , 0

60,7

20,0
200,0
50,0

250,0
250,0

11.106,;
2.000,0

15.t06,7
15.819,9

Jumlrh 255.309,0 12,8 266.2203 10,4

l) Perbedaan satu angka dibelakang kolra terhadap angla penumlahan adalah ka.iena pembulatan
2) Termasuk lultuk penangkar swasta di ba\ ah koordinasi PT SHS dan PT Pertani
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Lampiran 5

Lampirrn 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT ORGANISASI (KEMENTERIAN NEGARA./LEMBAGA)
APBN 2OO5

(ribu ruPiah)

KODE KEMENTERIAN NECARA/LEMBAGA JUMLAII

I

0  t . 0 l  , 0 1
01.01.06

0 1 . 0 1  l 0
0 1 . 0 1 . 1 2
0 1 . 0 1 . 1 3

7

01 .01 .01
0 l , 0 1 , l 0
0 l . 0 1 , l 2
0 l . 0 1 . l 3

4

01.01.08
01.01.09
0  |  . 0 1 . 1 0
0 1 . 0 1 . 1 2
0 1 . 0 1 . l 3

5

0 1 . 0 1 . 1 0
0 1 . 0 1 . 1 3
03.03.01
03.03,02
03.03.03
03.03,04
03.03,05
03.03.06
03,03,07
03,03.08
03.04.01
1 1 . 0 5 . 0 1

MAJELIS PERMUSYAWARA'IAN R"4.KYAT

Program Penyempumaan daJI PeDguatan Kelembagaan lolitik

Progam Penguatal Kelembagoan Komunikasi dan Informasi dan Ilubungarl Antar-

Lembaga
Program Pengelolaan Sulrber Daya Marusia Aparulur

Progrflm Peringkatal Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Program Psnyelenggamart I'impinaa Kenegoraan dan Kepemcrintalan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Prcgram Penyempumaafl dan Perguatan Kelembagaan Politik

Progran Pengclolaan Sulnber Daya Manusia Aparatur

Program Pelingkatan Salana dan Prasarana ApMatur Negara

Pro$arn Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerhtaian

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Proglam Pgningkatatt Pengawasan dan AkuDtabilitas Aparatllr Negara

Pfograu Penataan Kelelnbagaafl dan Ketatolaksanaan
Progran Pengelolaan Sumbe. Daya Manusia Aparatur

Proglam Peniigkatal Sarana dan Pto.sa.tar1a Aparatur Negara

Program Penyelenggaraat Pitttpinan Kenegaraal dar Kepemerinralmn

]IyIAHKAMAH AGLNG

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Ap4ratuf

Prograrn Peryelelggaraan PimpinaD Kenegaraan dan Kepemc(intahan

Program Perenconaa.n Huktm
P.ogram Pembina€n daD Pengembalgan Hukr-rm dan IIAM

Progranr Pembentukfln Hukurn

Program Peningkatan Kesadaran Hukurn dal HAM

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Progrom PenegakM Hukum darl IIAM

Progran Pembinaar Profesi llukun
Frogram Pembinaon SaJara dan PtasaruE Hukum
Program Pombinaan Peradilatr
Prograrn Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dar Anak

218.168.162

r28.616.678

2.000.000
957.560

14.957.7 t0
rr.516.214

750.152.64r1

441 081.\60
3.552.734

196.830,536
102.688.218

226.4r3.668

t23.099.824
999.999

10.080.000
74.999.991
17,233.848

1.105.417.200

t37.268
64.69t.618
5.000.000

506.076.349
5.000 000
3.000.000
4.250,000

. 9.077,347
9.325.000

197.t5s.234
300.'704 324

1.000.000

t J l
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6

03.03.02
03.03.04
03.03.0s
03.03.06
03.03.07
0r.03.08
03.04.01
I  1,05.0t

7

01.01.03
0 1 . 0 1 . 0 9
0  I  . 0 1 .  l 0
0 1  . 0 1 . 1 2
0 1  . 0 1  . 1 3
08,03.01

8

0 1 . 0 1 . 1  I
0 l  . 0 1  . 1 2
01 .01 . 13

l 0

0 1 , 0 1 , 0 1
01.01,04
01.01.05
01.01 08
0 1 . 0 1 . 0 9
0 r . 0 1 . 1 0
0 1 . 0 1 ,
0 t . 0 1 , l 2
0 1 . 0 1 , l 3
01.03,01
01.03.02
01.03.04
01.04,01
01.06.01
01.06.02
01.06.03
0t .06.04
03.01,06
03.03,03
03.03.04

KEJAKSAT\N AGUNG

Program Pembinaan dan Pengembargan Hukum dan HAM
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan IIAM
Progam Pelayanar dar Bantuan Hukul
Ilogarn Pe[egakd llukun dan IIAM
Progran I'enlbiDaau l'rofesi Hukum
l'rog!tun PelnbiDaal Sajana dan l'fasarana Huk:um
Prograrn Pembinaan Peradilau
Prograln Penguatar Kelernbagaai PergarusutaDaan Gender dar Anak

KETRESIDENAN

Prografi Peningkatao Kerjasama lnteflrasional
Progtlln Penatdan Kelembagaan dan Ketalalaksanaall
Program PengeLolaan Srmber Dayo Manusia Aparahr
ProgIaIII Peningkatan Saftma daJI Prasarana Apardhlr Negflra
I'rogran1 PeDyelelggaraan Pimpjnan Kenegaraar dan Kcpcmeriutahan
Progla,l PeDgelnbangan Komunikasi, hformasi dan Media Masa

WAKIL PRXSIDEN

Prografi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Progam leDingkatan Smana dan Prasarana Aparatur Nega$
Program Pcnyclqlggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinlaharl

DEPARTEMEN DALAIII NEGERI

Itrogrtun lenyempurnaai da.n Pelguatan Kclsmbagaan Politik
Program Peuji)gkatan Komibnen Persatuan dan Kesatuar Nasional
Program Rekonsiliasi Nasionai
ProgrflD Peningkatafl Pengawasan dan Akuntabililas Aparatur Negara
Prograln Penataar Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Progra$ Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparalrr
I'rogram Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Progrtun I'enilrgkatan Sarana dan Prasarana Aparahrr Ncgara
Program Penyelenggaraan Pimpinall Kenegaraan dan Kepemcrintahan
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
Program Penataal Administrasi Kependudukarl
Program Pemberdayaan Masyarakat
Prografi lenelitian dan lengenrbalgal llmu Pcngstahua[ dan Teknologi
Program Penataan Otonomi Daerah
Program Pengembangan Otonomi Daeral)
I'rogram Pembinaan Daerah
Prograrn PenaDganar Daerah Khusus
Pro$arn Pemeliharaan Kamtibmas
Prograrn Pembeltukan Huk n
Prosam Peninakatan Kesadaran Hukum dan HAM

8s8.058.977

1.500000
r3.000.000
r 000.000

514.080.477
I I 000.000

311.678.500
5,000.000

800.000

727.209.610

t.500.000
12.500.000
62.250.000

142 054.834
499_904.116

9_000.000

72.864.943

2.000.000
37.000.000
33.864.943

883.617.900

33.293.244
10.000,000
5.000.000

l8  844.852
1.000.000

27.990.884
2,000.000

86.307.804
I t0.064.102
23.010.000
r0.654.391

180.941.758
t3.352.762
1.000.000

273 .t t9 .0'7 5
20.841.406
6 500.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
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04.01.05
05.04 0 l
05.05.0 r
06,06.0 r
06.06.02
08 03.01
1 0 . 0 5  0 l

l l

0 1  . 0 1  . 0  1
0 1 . 0 1 0 2
01 .0 t  .03
0 l  , 0 1  . 0 8
0 1  0 1 . 0 9
0  t  0 1 . 1 0
0 1 , 0 1 . 1  r
0 1  . 0 1  1 2
0 1  0  r . 1 3
01 04.01

1 1

02 0r  0t
02.01.02
02.0t .03
02.0r .04
02.01.05
02.02.01
02.02.02
02.02.03
0?.03.01
02.04 0l
02.05.01

l3

0 t  ,01,04
0l  01 08
0 l  . 0 1  .  1 0
0 1  . 0 1  ,  1 3
01 04 0 l
03.03.0 |
03.03.02
03.03,03
03.03.04
03.03.05

Program Pengemba[gan dan Pengelolaan Sumbcr Daya Kclautan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumbet Daya Alalll
Prcgram Pcnataan Ruang
Progralll Pengcmbangan Wilayah
Program I'engembatrgarr Perkotaan dan Pcrdcsaan
Progranr Pengembangan Komunikasi, Irformasi dan Media Masa
Program Pendidikan Kedinasan

DEPARTEI\IEN LUT\R NEGERI

Program l'enyemp maal dan Penguatan Kelembagaar ltolitik
Program Peningkatan Kapasrtas Politik dan l{ubungan Luar Neger;

Program Peningkatan Kerjastuna lllternasional
Prcgraln Penlngkatan Pengowasan dan Akurrtabllitas Aparatur Negata

Program Peuataar Kelernbagaar dan Kctatalaksanaan
Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Apafatur
l'rogram Penlngkatan Knalitas Pelayanon Publik
Prograrn l)elingkatan Sa]ana dan Prasarana Aporatur Negara

Program Penyelenggaraan l'impiran Kcncgaraan dan Kelemeril)Laiarl
Program Penelitiarr dan PeDgembalgan Ill11u Pengctahuan dan Teknologi

DEP-,IR'I'EMIiN PERTAI IANAN

Program Pengembangan PertahallaLr lltegratif
I'rografi Pengcnbangan Pertohanan Matra Darat
Progran Pengembangan Pertahanan Matra LoLit
Program Pengembangar Pertahalan Matra Udara
Program Pcncgakan Keduulalan dan Per)jagaan KelLtuhan Wrlayah NKRI

I'roEirarn I'engemba gan Srstcm dau SLfategi Pertahantul

Program Pengembangall l'otensi Dukungan Pcrtahanm
Program Pcngembnngun Induslri I)ertahanan
I'rogrtur Kerjasarna Militer lntern0sional
Prografi Pcnelitian dao PenBembargan I'ertahrrrterl
Progrdrn Operasi Bhakti tNl

DIiNAR'T'L[,1EN HUKUM DAN HAN1

Prograrn Peningkatan Komitmen PersaLuan dan Kesanran Nasional

Program Peningkatan I'engawasan dan Akunlabilitas Aparatur Negara

Progran PcnBelolaan Sumber Daya Mauusia AFaratur

Program ltenyelenggaraan Pimpin0n Kenegaraan dan KcFcmerjDtahan

Program Penelitjiu) darr l'eDgcmbaflgafl llmu Pengetahuall dan Teknologl

P rogranl Perenca aan Hukunl
I'rogram Pen1binaan dan PengembangaD Hukunr dan HAM

Prograrn ['embentukan Hukum
Program PeningkataLr Kesadaran Hukuft dan IIAM

Itrosram Pelaysnan dan BantuaD Huku

r.000.000
4.200.000
4 000 000
7 500 000
2.000.000

529.421
36,968.195

J.718.518.400

3 369 434 626
rs 000 000
30.000.000
|.500.472
r 500 000
9.08  5 .22?
3,000 000

20.000.000
283 538.788

5 459 287

2t.918.591.20n

2 150 010.640
9 052.604 2r  l
3 .  t8? ,952.828
2.311.112.942

25 ',t59 920
52.5  87 .0  l9

5 .017.139.560
19.3  r4  956
40.789 490
28156.549
26.569 085

1.60?.100.900

l9  384.071
9 514 857
.053 42r

167.155.049
l 900 987
5.500.000

211.835.463
15 600.000

546.930,044
|2.t52.209

Lnmpiran 5 (lanjutan)
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KODE KEMENTERIAN NEGARA/LI'MBAGA JUMLAH

03.03.06
03.03.07
03.03 08
l0.05.0 l
I 1 , 0 5 , 0 1

l 5

0l  .0  r  .08
0 l  0 1 . 1 0
0 1 . 0 1 . 1 2
0 l  , 0  t  . 1 3
0  t . 0 1 .  l 4
0 1 . 0 t . 1 5
0 1 , 0 1 . 1 6
0 1 . 0 ! . 1 7
0 1 . 0 t ,  t 8
0 i . 0 1 .  t 9
r0.05.01

l 8

0r  0r  08
0  t . 0 1  . 1 0
0 1  . 0 1 .  l 3
01.04.01
04,03.02
04,03,03
04.03.07
08.03.03

l 0 . 0 5 . 0 l

l ,

0 l  . 0 1  , 0 8
0 1 . 0 1 . 1 0
0 1 . 0 1 . 1 2
0 l . 0 1  l 3
03,03.03
0 4 , 0  t , 0 1
04 01.02
04 01.03
04.0 t .04

04.01.05
04.01.06
04.01.08
04.07.02

Prograrn PenegakaD Hukurn dan llAM
Program Pembinaan Pro fbsi Ilukurn
Prografi Pembinaan Sarana dan Prasarala lluL:um
Progrzun Pendidikan Kedinasan
frogran Peng atan Kelelnbagaan PcngarLrsutamaan Cender dan Anak

DEPARTEMEN KEUANCAN

Program Peningkatan Pengau,!san dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pengelolaan Sumber l)aya Mtuiusia Aparat r
Program PcniDgkatan Sarana dan Prasarata Aparatur Negara
Program Pcnyclenggaraan Pimpinan Kenegaraan dart Kepemeri tahaa
l'roglanr Peningkatan Penerimaan dan Pengflmhnan Keuangao Negara
I'roglanr PeniDgkatan Efekdvitas Pcngcluaran Negara
Program Pcmbinaan Akuntansi Ke angajl Negara
Progranr Pengembangan Kelembagaan Keuangan
Progam Stabiljsasi EkoDomi dan Keuangan
l'rograrn Pengelolaan dan Penrbiayaan Utarg
Prograrn Pendidikan Kedinasan

DEPARTtrNION PERTANIAN

Progra$ PcningkaLan Pcuga\lasan dan Akuntabiliias Aparatur Negara
Prograrn Pcngelolaarl Sumber Daya MaDusia Aparatur
I'roglam Penyelell ggar a an Pinrpinan Kcncgaraon dan Kepemerintaltarl
I'rogra$ Peneijtian dar Pengembargar ILmu Pengetahutui dan TeknoLogi
Program Pcngcmbangan Agribisnis
Progran] PeDi11gkatan Ketallaran Pangan
Progrdn Pernberdalcan Mdsvarakat lenarlian
Ilogran Pengenrbangall, Pcmerataan dan Peningkatan Kualitas sarara dan
l'rasa.:Lua Leklologi lnlomrasi dar Pcnyiarfln
Progrum Pendidikan Kedinason

DliPARt ltM[,N P!]lllNDtiS lltlilN DAN PERDAGANGAN

Ilograrl leningkatan lengawasan dan Akrrntabilitas Aparatur Negara
Progran I'elgelolaan Sumber Daya Manusia Apflralur
Program Peningkalan Sarana dan I'rasarana Aparatur NeBara
ProBram Penyelenggaraan Pimpiuan Kenegaraan dan Kgpcmerintahan
Prograrn Pembenhrkan Hukum
Program Pcrsaingan Usaia
I'rog am l'enganrallau PerdagalgaJI dtur Pcrlindungar Konsurnen
ProBram PengembanBan Distribusi Nasional
I'roglam l'embinaan I'eflgarnal]ar Pcrdagangan, Perlindungan KonsuJnen dan
Sistem DistribusL Nasiolal
Program Peningkatan Kerjasama Perdaga gan Llternasional
Program Pembinaan Kcrjasffna PerdaBaigan lntemasional dai Ekspor-lrnpor
Program Pcngcmbangan Ekspor
Progftun Pe gernbansan lndustri KecjL dan McDcnqah

2.500.000
49 950.000

448 130.190
4.124.609

750.000

1.565.971.000

26.728.238
3 201 000

| 2t2.589.5s7
90.148.102

2 392.480.647
634 .914.1 4'l
50 575.066
21t 353 485
59.904.4nn
63401?4

60736946

4.024.803.890

t2 680 327
35 t00  4
5 l  074.06 t

r45 .086 451
1 . 7 7 8 . 1 1 8 . 1 7 8
|,486 090.736

424.461.000

,s3 662.485
38.530 538

1.4t4.990.119

t4 966.9',74
2',1.922.988
t7 .250 000
39.70'l.829
2.000,000

2s 000.000
27.000 000

142.288.565

12.645.'17 4
55.000.000
90.7 62.866

303 2r8 .260
r95 664 000
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KODT] KENIENTITRIAN NEGAR{/LEMBACA JUMLAH

LJ4 0/  0J

04.07.04
a4 07 .05
04.07.06

08,01,03

10.05.0 r

20

0 r . 0 1 . 0 8
0 l  0 1 . 1 0
0 1  0 r . l l
0 1  0 t . t 3
01.04.01
03.03.03
0,1 05.01

01.05.02
04,05,03

04.05 04

04 05.06

04.05 07

04 05.08

01.05.09

04,06,01

04.06.02
04.06 03
04.07.01
05.03 0 l
05.04 0 i
05,04.02
0s.04.03

0s.07.01

L 0  0 5 . 0 1

22

0 l  0 1 . 0 7
0 1 , 0 1 , 0 8

l'IOglam Pembrnaao lndustn l(utlall I anggr, lndusl Kecll clan lndrrslr] Mcnengot)

Progmln Peningkaton KerDamp!un Tckrologi Industri
Program Pcnalaan StrLrklur lndustri
l'rcgrarn Pcnlbinaan Kemampuan lekrologi lndustri dan Penataan Slruktur
Pragranl Pcogemba gar, I'enrerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan
I'rasarana Tcknologi Informasi dan Pcnyiaran
Program Pendrdikatr Kedinasal

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA !IINI'I{AL

I'rograln Pcningkatan Pengawastur dan Akuntabilitar Apar.rtur Negala
Prograrn I'engclolaan SLmber Daya Mturusia AparahLr
ProgrDrn Penillgkatflu Kualitas Pelayanan Publik
Itrogram Penyeleuggaraan Pimpinon Kenegaraan datr Kcpcnrcrintoltar)
Program Peneliliar dar) I'engenbangaD llmu Pengetahuan dan Teknologi
Progran Pembentukan Ilukunr
Program Pembrrnan dan Pengembangan llsaha KetcnagalistrikDn, tJsaha Energi
Tcrbarukan dan Kouservasi Encrgi
Prograrn Peningkatan Kullitas Jasa Pelayaran Sarllna don Prrsarana Encrgi
l'logranr Pcnycmpumaan Restrukturisasr dan Relorrnasi Sa-rann dan Pfasarana
Energi
Progfam I'eniDgkatau Aksesibilitas Pemerintall Daoroh, Koperasidan Masyarakat
terhadali Jasa Pelayaiar Sarana dan Prasarana Energi
Program PeDilgkatan Kualitas Jasa Pelaya an Sataril dan Prasarana
KctcnagalisLrikarl
Program Penyenlpr.rrnaaj llestrukurisasi duD Reforurasi Sarana dan PrasaraDa
KctcnagdListrikan
Program PeningkataD Aksesibilitns Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyaakat
tcrbadap Jasa Pelayauan Sarana dan lra.surana KetenagaListrikan
Program Penguasaar dan l)engcmbanga, Aplikasi da|) Teknologj serla ]lisnis
Kctcnagalistrikan
Prcgram Penrbi'raan dan t'ergclolaaD Usaha Peftanbaugan Sumber Daya Mineral
dalr Batubara
Program PembilaaLr Pengclolaan lJsaha I'ertambangan Minyak datt Cas Bumi
Progranr Pengembangrur Usaha dan Pcmanl-aatan Minyak dan Cas Bumi
Progrtun PcDingkalan Kopasitas lptek Sistcm Produksi
Prograrn l'errgendahar Penccnaran Liugkungan Hidup
Program Perli dunga[ dan Konservtsi Sumber Daya AJam
I'rogran1 Rehabilitqsj doj l'en]lrllhan Cadangan Sumber Daya Alan
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam datl
Lingkungon IIidup
Program Peningkatal Kualitas dun Akses Inforrnasi Sumber Daya AJam dan
I-ingkungnn IIidup
ProBram l'endidikan Kedinasall

DEPARTtr]llEN PERHUBTJNGAN

Program Penerapari KepemerintahaD yang Baik
I'rosrarlr Pelringkatdn Pengawasan dan Akudtabilitas Aparatur Negara

24.407.881
)23.896.254
141.542.350
I3  0 i  2 .885

3 . 0 1 1  7 6 4
55.651.789

3.296.646,498

22334.535
24.500 t43
42.350 061
20.241 426
3.844.008
6.000.000

31 516 473
44.899.593

6 904 l9 l

82 500 000

r  898.878 3r  I

l2 655 {t56

5 176 54tt

61 299 035

545.443.60u
r32.860.36  r
240.000.000
24 954.059
7.3lt6 402
2 201.890
5.135.580

49 869 040

r0.000 000
9.695.378

5.E26.091.40r

t .626.104
10.823.240
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KODE K-EMIiNTERIAN NECA RA{,EMBACA JUMLAH

0 0 0
01 .0 r . r 2
0 1  . 0 1 .  1 3
01.04.01
03.02.01
04.08.04

04.08.05

04,08,06

04,08,07

04.09.01
04.09.02

10.05.01

0 l  . 0 1  , 0 8
0 1 . 0 1 , 1 0
0 1 . 0 1 . l 2
0 t . 0 1 . l 3
01,04,01
08.02.0 l
08.02.02
{J8.02,03
08.02.04
08.02.05
1 0 . 0 1 . 0 1
10.02.0 L
10.03 0 l
t0 .04,0 t
10.06.01
r0.07,0r
10.07.02
I0.07.03
r0,09.0 |
I  L05.01

24

0 1 . 0 1 . 0 8
0 1 . 0 1  l 0
0 r  0 l  1 3
06.0?.01
07.01,0 r

Program Pengelolaan Sumber Daya Manrlsia Aparatur

Progral' Peningkatalr Sarafla dan Prasarara Aparaftr Ncgara

Program Pcnyelenggaraan Pirnpinan Kenegoraan dan Kepenrerintalmn

Program Penelitiar dan Pengembangar Ilmrt Pengetaluan doJt Teknotogi

Program l'encarian dan Penyelmatan
Program Pemeliltaraan, Rehabilitlsi, I'eningkaiar dan Pembangunl|o TransporLasi

Durat
Prograrn l'elneliharaan, Reh.Lbilitasi, Pcningkatan dalr Pen1blrngu arl Iranspoftasl

I-aut
I'rogralr Pemcliharaan, Rehabilitasi, Peningkat0n dtui I'elnbar]gurltui Transportasi

lldara
Prograln l{estrukturisasi, Retbrmasj Pcrhrtbungan dan Pengembangan l'raLrspofiasi

ontarmoda
Program PenyeLesaian Restruklurisasi Sekor Pos dan Teiekomrmikasi

Program Pengemba gal, Pemerataan dan Peningkatan Rualitas Salana dan

Prasarara Pos dan Telekomulrikasi
Progra.rn Pendidikar Kcdinasot

DEPARTEMEN PENDIDIKAT\' NASIONAI,

l)rograrr Pcningkolau Pengawasan dan Akuntabilitlls  patatur Negala

Prograrn PellgeloLaan Sumber Daya Malrlsia AparaLur

Program I'eningkatan Sarand dan Paasamia Aparatur Negara

Prcgmm Penyelenggaraan Pimpinan Kelegaraan dan Kepemcrintahan

f'rogram Pcnelilion dall I'eDgen]balgan Ilnlu Pengetaluar dall ] eknologi

ProBram l'eLrgenbangan dan Keserasinn Kcbrjakan Pemuda

Program Pembinoan dan Pcnrngkatan PartLsipasi Pemuda

l'rogram Pcngembangan Kehjjnkan dan Munajemer otal l{aga

Prograrn lternbinaan dan Pcmflsyarakatall Olah Raga

Progri n Peningkatan Saraua dan Prasarana OIall ltaga

lrogrir Pendidiktrll Anak ljsia Dini

Program Wa.jib Belajar Pendi(Likan llasar Sembilan Tahun

Program Per)didikalr McnenEah
I'rogram Pendidikan Non-Formal

Program Perldid;kan I inggi
llogran Pcningkalan Mutu l'e0didrk dan Tenaga Kependidikall

Prograln Petu gkatan Buduya Baca dan Pcnrbinaan PerPustakatui

Program Manajenerr Pelayanan Pendidikan

I'rogralu Penelition dm Pengenbangan Pendidikan

ProBram ltenguatan Kelembagaan PengaNsutami{an Gender dan Anak

DEPARTENlEN KESETIAI'AN

I'rogran Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas  paratur Negara

Prograrn Pengelolaan Sumber l)aya Manusia Aparatur

Program Penyelerlggajaan Pimpinan Kenegaraan dan KePemerintaharl

Program Lingkungan Sehat
l ' focran Obat dan lcrhekalan Kesehalan

271,533,783
43.482.39 |
42 .2',7 11.556
20,504 8r3

I04 .375.141

1922.642.941

1241.979 441

1 596 045 330

l6 000 000
2.000,000

4 t6  153.213
t36.646 448

21.585.110.292

26 500.000
s 000.000

92.215.149
| .566 .69 | ,406

40 000.000
5.000 000

75 021.804
35 000.000
95.000 000
84.813 352

253.060.000
6 45 t 581 tt77
2 4?8.160.000

344. t90  000
6.812154 496
2 1 41 .335 .000

70 27 5.208
299.360 000
86.390,000
r 7.300.000

1.195.955.24)

19.0-14 .195
n 60s.229

814.383 398
282.658.539
150.740 s l7

l l 8



Lampiran 5

Lampiran 5 1'lanjutan)

KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA JUMLAH

07.02.0 |
07.03.01
07 .03.02
07,03.03
07,03.04
07.05.0r
0't.06.01
07.06.02
10.05.0 |

25

0 t .0  t .08
01.01.09
0 1 . 0 r . 1 0
0 1 . 0 1 . 1 |
0 1 . 0 t , l 2
0 l  . 0 1 .  l 3
08.02.02
09.01.01
09.01.02

09.02.0r
09.03.01
09.04.01

10.01.01
10.02.01
10.03.01
10.04.01
10.06.01
10.07.01
I0.07,03
10.08.01
11.05.01

26

0l  .01 .08
0 1  , 0 1 . 1 0
0 l  , 0  t . 1 2
0 l , 0 1 . r 3
0l ,04.03
01.06.05
04.02.01
04.02.02
04.02.03

Program Upaya Kesehatan lteromngan
Progranr Promosi Kesehatan dan Pernberdayaan Masya.rakat
Program Upaya Kesehatan MasyaEkat
I)rograln Pencegaliar darl Pemberartasan Penyakit
Program Perbaiktul Gizi Masyaratat
Program Penelitian dar Pergembongan Kesehatan
Pmgraln Sumber Daya Kesehatan
Progftm KebUakar dan Malajemen Pembangunan Kesehatm
Program Pendidikur Kedinasa.n

DEPARTEMEN AGAN!]{

Program Peningkatan Pengawasan dal Ai<untabiiitas Aparatur Nega.ra
Program PeMta.an Kelembagaafl dtur Ketatalaksanaan
Progranr Peflgclolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Progmm Peningkatar Kua.litas Pelayanan Publik
Proglam Peni gkatar Sarana dal Prasarana Aparatur Negaro
Program Penyelenggaralr Pimpina.n Kenegaraan dan Kcpemerjntahon
Program Pembinam dan Peningkatan PartisiFasi Pem[da
Program Peningkatar Pelayanan Kehidupar Beragama
Progran Peningkatan Pomahamon, Penghaytrtan, Penga.malan dan Pongcmbangan
Nilai-nilai Keagamaan
Program Pcningkaf,rn Kerukurai Unat Beragama
Prograrn Penelitian dan Pengembongan Aganla
Program Pengentbangm hmbaga-lelnbaga Sosial Keagrmaaa dan Lembaga
I'endidikan Kcagamaan
Progrom Pendidikur Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Scrnbilan Tahun
Prograrn Pendidik;ur Menengah
Program lendidikal Non-Formal
Program Pendidikar Tinggi
Proglarll Peningkatar Mutu PeDdidik dan TerEga Kepe[didikan
Program Manajerlen Pelayanal Pendidikan
Program Peningkatan Pendidikan Agafia dafl Ksagamflan
Prograrn Penguatan Kelcmbagaan PengarusutamaaD Gender dar Anak

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Peningkatan Pengawa,stur dan Akuntabilitas AFaratur Negaro
lrograrn Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Program Peningkatar Sarala dan Prasarana Aparatur Negara
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program Penguatar Kelembagaar llmu Pengetahuan dan Teknologi
Program TroismjgEsi
Program Peningkatar Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembengan t€mbaga Tenaga Kerja
Progam Perluasan dan Pengembangan Kescmpatafl Keria

2.238.79s.245
28.816.345

| .183.46t .688
807.185.819
178.500.000
'72.t38248

155,855,185
1.002.622.799

250.098.042

6.690.523.r66

t7.555.435
2.000.000

20.786.734
2 l . 2 t 3 . 1 0 1
t 5,000,000

284.233.281
r,000.000

t 73.953.986

386.370,860
14,850.000
1t.062 5't'l

r 05,025.443
22.160.000

2.261.512.305
846.092.809
26.090.000

920,870,356
t00.000,000
17, r50,000

| .436.596.273
L000.000

| .470.179.400

|t.919.112
26.808.575
2 750.000

68.275.699
t4.134.976

752 52t.52
324,844.889
97,009.155

171.855.456



Lanpiran 5

Lampiran 5 (lanjulan)

KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA JUMLAH

7 1

01.01.08
0 1 . 0 1 . 1 0
0 r . 0 1 . 1 2
0 1 . 0 1 . 1 3
10.05.01
1 1.04.01

I  1.05_01
.06.01

I1.06.02
I 1 . 0 8 . 0 1
r  1.09.01
I  L l0 .0 l
I 1 . 1 0 . 0 2

29

01.01.08
0 1 . 0 1 . 1 3
0t .04.01
04.03.01
04.03.04
05.04.01
05.04.02
05.07,01

10.05.01

32

0 r . 0 r , 0 8
0 l  . 0  r ,  l 3
01.04.01
04.03.05
04.03,06
0_5.04.0t
05.04.02
05.05.01
08.03.03

10.05.0J

DEPARTEMEN SOSIAL

Program Peningkatan Pengawasan don Akuntabilitls Aparatur Negora
Program Pengelolaaq Sumber Daya Manusia Aparatur
Program Peningkatari SaIana dan Prasarara Aparalur Negara
Progran Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Prograln Pendidikan Kedinasar
P.ografl Pefiberdayaa.n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan
l'elrardang Masalah Kesejalrteraan Sosial Lainnya
Progran Pelguatan Kcl€mbagaan Pgngarusutamran Gend€r dan Anak
l'.ogran Pelayonan dtui Rehabilitasi Kcscjahteman Sosial
Progran Peningkatal Kualitas lelnlu-han Kesejahteman Sosial
Prcgrafi Batrtuan dan Janinan Kesejahtcraan Sosial
Program Penelitian dan Pengemboigan Kese.jallteraal Sosial
Program Pcngenrbangan Sistem Perlindungon Sosial
Progran Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

DEPAIITEMEN KEIIUTANAN

Progrnrn Peningkatan Pengawa-sar dar Akuntabilitas Aparatur Negara
Program Pcnyelenggaraan Pimpinfln KenegMaan dan Kepemerintahan
Prograrn Penelitian dalr Pelgembangan Ilmu Penggtahuan dan Teknologi
Program Pembangunsn dqn Pembinaal Kehutanar
Program Pembirraan Produksi Kehutarqn
Progran Perlindungan dar Konservasi Sumber Daya Alaln
Prog.afi Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Dayl Alam
Prografi Penjngkatan Kualitas don ikses Infomlasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan l l idup
Progrnm Pendidikan Kedinasan

DEPARTENIEN KEI,ATITAN DAN PER]I{,,\ NAN

Progr8rn Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilit&s Aporalur Negala
Progarn Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Prograln Penelitiol dar Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi
Prograrn Pengembongan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Pro$am Pengembanga[ Sumber Daya Perikanan
Program PerlirlduDgaD dal) Konservari Surnber Daya Alalu
Program Rehabilita.si dan Pemulihan Cadargan Srunber Daya Alafl
Program Penataa[ Ruallg
Program Pengembangan, Pernerataan dan Peningkatan Kualito-s Sarala dan
Prasarana Teknologi laformasi dal Penyiaran
Prograi, Per!didjkan Ked jrasan

2.021 .779.600

4,869.800
3 l .656 813
15.000.000
11.1t3.52r
16.83?.668

566.629.927
600.000

522,818,000
22.447.800

57r.882.465
96.148.815
3. t24.500

92.650.291

1.278.621 .1s9

21.842.29r
127.901.016
r r8.478.376
128.230 000
253.580.000
354.162,000
210.914.000

I0.000.000
53.520.076

2.028.670.509

t3.796.976
t3.zt3.7 t3
55.42't.365

406,568.93 8
| .393 .7 05 .39'l

t4.000.000
78.000.000 I
7,000,000 1

2,082.439
44,875.681
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Lampiran 5

Lampiran 5 (lanjutan)

KODE KEMENTERIAN NEGAR{/LEMBAGA JUMLAH

J5

0r.01.08
01.01.09
01  .01 .  10
0 1 . 0 1 .  I  I
0 1 . 0 1 . 1 2
0 1 . 0 1 . 1 3
0l .04.01
04.04.01

04.04.02

04.07.01
04.08.02
04.08.03
05.01.01
05.04.04
05,05.01
06.01.01
06,02,01
06.02.02
06.03.01
06.03.02
06-06.01
06.06.02
08.03.01
10,05.01
10.06 0 l

34

0 l  . 0 1 . 0 1
0 1 , 0 1 . 0 2
0r ,01.03
0l ,0 L04
0 1 , 0 1 . 0 5
0 1 , 0 1 , 0 6

01 ,01,07
0 1 . 0 1 . 1 3
01.06,0 t
02.02.02
0 3 . 0 1 , 1 0
03.03.06

DEPARTEMEN PEKXRJA{N UNruM

Program PeniDgkatan Pengawas?,n darl Akuntflbilitas Apofttur Negara
Program Pendaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa[
Program Pengeloldan Sumber Doya Manusia Aparat]r
Program Pe[ingkatan Kualitas Pelayanan Publik
Progra$ PeniDgkatan Sarala dan Prasarana Aparafur Negala
Program PenyelenggarDan Pjmpilan Kelegaraan dan KeFemerintahan
Program Penelitian dal Pengembangal lnlu Pengetahua-n dan Teknologi
Program PengembongaD, Pengelola-on, dan Konsewasi Sungai, Danau dan Sumber
air lainnya
ProgarD Perggmborgar rjar PeDgelolaor Jorjrgan Irigasi, Rawa dao Jaringao
Pengairan Lainnya
Prograrn Penirgkatan Kapasitas lptek Sistem Produksi
Program Rehabilitasjfemeliharaan Jalan dan Jembatajr
Prograln PeIIingkata]l,Pembafl gunan Jalan dan Jembatan
Progran Peflgembangnn Sisten Penge]olaan Pe.sornpalan dan Drainase
Program Pergendalian Banjir dan Pengamalan Irantai
Program Penataon Ruang
Program Pengembangan Perumalan
Prograar Lingkungan Sehat
Program Pemberdayual Komunitos Perumahan
Program Peflyediaan dan P€ngglolaan Air Baku
Progran Pengembangon Sistem Pelayanan Air Milum dan Air Limbah
Prcgram Pengernbangan Wilayah
Program Pengembangan Perkotaan dan Perdesaar
Prog.an Pengembangan Konu[ikasi, Infomasi dan Media Masa
Program Penditlikan Kedinasan
Program Pendidikar Tirggi

KDMENI'ERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK. TIUKTn4 DAN
KEAT\IANAN

Prograrn Penyempumaan dan Penguatan Kelerlbagaan Politik
Program Pcningkatan Kapasitas Politik dan l-lubuflgan Luar Negeri
I\ogran Peningkaton Ke4asama Intcmasional
Progr0m Peoingkatan Kolnitrnen Petsatuan dan Kesatuah Nasional
Program Rckonsiliasi Nasionai
Program Penguotan Kelembagaan Komurrikasi dan Infomasi dsn Hubungan Afltar-
Lembaga
Proglam Penerapan Kepenerintahan yang Baik
Program Penyclonggaraan Pimpinan Kenegaraon dan Kepemerintahaa
ProBram Penala€r Otonomi Daeralr
P toglatn Pengembat$an Potcnsi Dnkungan Peltalararr
Program Pemantapar Keafianan Dalam Ncgcri
Proeram Penesakan Hukum daa HAM

13.081.89t.000

19.103.613
9.000.000

56,587,134
18.000.000
6.000.000

38.5  59 .158
12.935.613

? 11.148.461

2.s11.1'72.29r
12.537't68

1.402,339.491
4,438.106,39?

335.898.624
1 .332- t02 .7  4 r

37.875.000
512.424.512

582.556
598.484.166
330.830.402
467.998.623
35.000.000
33.784.395
4.806.139

zt.942.012
5.479.904

67.752.144

14.000.000
2.500.000
1,000,000

15.000.000
6.000.000

2.000.000
2,500.000

17.477.t48
1.000.000
t.000.000
3.275.000
2,000.000
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Ldmpirqn 5

Lampiran 5 (lanjutan)

KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA JUMLAH

35

0 l . 0 1
0 1 . 0 1

36

0 1 . 0 1 . 1 3
11.09.02

40

0 t . 0 1 . 0 8
0 1 . 0 1 . 0 9
0 1 . 0 1 .  t  3
08.01.01
08.01.02
08.01.03
08,01.04
08.01.05
08,01.06

41

0 l , 0  t . l  l
0 t . 0 t . r 2
04.I L04

42

01.01 .03
01.01.08
0 1 . 0 1 . 0 9
0 l  , 0 1 .  l 0
0 1 . 0 1 . 1 l
0 l  . 0 1 .  1 2
0 l . 0 1 , 1 3
01.04,0 t
01.04.02
01.04.03
02.02.03
03.03.03
04.01.06
04.03.05
04.07.01
04. I  L03

l 3
l 8

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANC PERNKONOMIAN

Program Penyelenggaraall Pimpinan Kefi egaraan dflr Kepemerhtahan

Prograrn Stabilisasi Dkonotni dal1 KeuaDgan

KDMEIITERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAIITtrR,$N

RAKYAT

Progra.m Penyelenggaraan Pimpinart Ke[egaraan dan KepemerintalaD

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Ralqat

KEMT]NTERIAN I{EBIJDAYAAN DAN PARNVISATA

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Ncgara

l)Iograln Penataan Kelembagaar) dau Ketatalaksana-an
Prograrn PeDyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerinlahai

Prcgram Pengembangan Nilai Budaya
Pmgam Pengelola.ol Kekayaar Buduya

Program Pengelola.n Keragaman Budaya
lrogram Pengcmbangon Pemasamn Pariwisuta

Prograrn Peningkatafl Kcrj asama Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembonga.n Destinasi Partwisata

KEMENTERIAN BADAN USAIIA MILIK NEGAR,{

Program Penjngkatan Kualitas Pglayanul lublik
Progfarn P€nilgkatal Sarana dan Pmsarana Aparatur Negan

Program Pembinaarr da.n PeDgembangan BUMN-

KEMEMERIAN RISE'I' DAN TEKNOI,OGI

Program Penirgkalon Kerja.sanla lntefi tsional

Prograrn Peningkatan Pcngawasat dall Akuntabilitas Aparatur Negara

Program Penataon Kelembagaan dan Ketatalaksalaan

Program Pengclolaan Sumber Daya MarIEia Apaftlur

Progmm ler rgkatar Kualitas Pelayanon Publik

Program Peningkatm SaJa[a dar Prflsarana AParatur Negara

Pmgram Penyelenggarqan Pinrpillan Kencgaraan dan Kepemerintahan

Piogr0n Penelitial dan Pcngembanga:r llmu Pcngetahuan dan Teknologi

?rogram Difusi dan Pemadaatafl llmu Pengetaluan dan Teknologi

Program Penguatar Kelembagaan lll)ru Pengetahuan don ]'eknologi

Program Pengembangon lndustri I'ertalanan
Prog.an Pembentukan Hukum
Progrtuil Pembinaar Kerjasama Perdagaagan Intema$ional dan Ekspor-Lnpor

Prcgram Pergembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

?rogram Peningkatqll Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Prosram Pensernbansan Standardisasi Nasional

64.458.481

9.4s8 510
54.999 971

40.929.2n2

10.929.22',1
29.999.9't5

510.471.703

10.013.000
35.636.948
92.596.003
42 23t.O0tJ
27.101.000

101,670.042
r 04.288,000
' .682.292
25.253.4t8

55.477.000

3.000,000
2.500.000

49.977,000

1.396.810.864

6.98',1.441
t7 .144,017

998.840
19.464 049
|.899.920

32.119.866
231.016.2s3
557.966,138
67 .159.013

r7z.'t99.982
400.000
500.000

12.055.270
10.499.991

I16 .511.331
28.662.830
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Lampiran

Lampiran 5 (lanjutan)

KODN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA JTJMLAII

05.03.01
05.04.01
05.05.01
0i .07.0I

06.06.01
08.03.01

4J

0 t . 0 1 . 1 2
0 1 . 0 1  l 3
05.03.01
05.04.01
05.04.03

05,07,01

10,05,01

0 t  . 0 1 . 0 8
0t  .01.09
0 1  , 0 1  ,  1 0
0 t . 0 1 . 1 I
0 1 . 0 1  t 2
04.01.07
04.01.09
04.01 .  l0
0 4 . 0 1 , 1 I

0 l . 0 1 . 1 3
I 1.04.02
I  1.04.03
I  L05,01
1r .05.02

48

0 1 . 0 1 . 0 7
0 t  ,01,08
01 .01.09
0 1  . 0 1  ,  l 0
0 1  . 0  1 . 1  1
0 1  . 0 1 .  l 2
0 l  . 0 1 .  l 3

I'rograrn Pcngcndalian Pcnccmaran Lrnglongan Hidup
Prograrn I'erlindungan dan Konscrvasi Surnber Daya Alarn
Program Penataan ltuang
I'rogram I'eningkatan Kualitas dan Akses lnformasi Sumbcr Daya ALam dan
LingkuDgau Hidup
Program Pengembangan Wilayah
Program l'engembangar Komunikasi, Infoflnasi dal1 Mcdia Masa

KEMENTERI+\N LINGKUNGAN HIDUP

Itrogram I'enirgkatan Sarara dan Prasarana Aparatur Ncgara
Prografi Pe yelenggaraan I'inpinan Kenegaraan dan Kepemerirlta.han
Program Pengendalian PencemafaD LingkunBan I Iidup
Prograrn Pcrlinclungat daD Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengembangan Kaprsilas Pengelolaon Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hjdup
Progra.rn Peningkatan Kualitas dan Akses lnformasi Sumbcr Daya Aldm dan
Lingkungan idup
Prograrn l'endjdikan Kcdinasan

KITMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL D,'\N MENENGAH

Program Peningkatan PenBawasan dan AkunLtIbililas Apardlur Negara
Progranr Pcnataan Kelembagau dan Kctatalaksanaan
I'rogran l'engeLolaan Sumbcr Daya Malusia Aparatur
Program Peningkatan Kualitas I'elayaran Publik
Program Peningkatan Sffana dan Prasarana Aparatur Ne8ara
I'rogra.m Penciptaan lklinr Usalta KUKM
Program PengembaDgan Kewirausahaall dan Daya Saing KUKM
Progra$ Pcngerubangon Sisteln PendLrkung Usaha KUKM
Prograrn I'enberdayaan Usalu Mikro

I(T'MENTERIAN PENIBERDAYM}I PERETTPUAN

Program PenyeLenggaraan Pin1pinar KenegaJann dan Kepemerintahan
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Ilerlindungal Arlak
I'rogranr Kcscrasian Kebijakon Peningkatan Kualitos Anak dan Perentpuan
Program Penguatan Kelcmbagaan PcLrgarusutamaan Cender dan Anak
Prograrn Penirgkatan Kualitas Hidup dalr PerlJndungan Percmpuun

KEMENTEIIIAN PENDAYAGUNAAN .APARATUR NEGARA

Program Pcnerapan Kepemerintaian ydng Baik
Progra Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas AparaturNegara
P.ogram Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaajl
Program Pengelolaan Sumber Daya Malusia Aparatur
Progran Pcningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Progra-m Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Proqram Penyclenggaraall I'impinan Kerlega-iaar daII Kepemerrntahan

39 149.000
7 500.000

63 334 033

6.994.452
L100.000
I 888 432

2r8,120.600

4.000.000
10 195 744
63 627 906
56.000 000

7r .085.000

r2.000.000
l . 2 l  1 , 9 5 0

1.06s. | 89.tOs

2 i00.000
6 900.000
3.000 000
5.000 000
5,000 000

99 499.905
262.n40 000
370.450 000
310.000 000

84.552.000

13.6E9 088
5 500.000
6 000.000

50 400.000
L962.9 t2

822.162.000

7.478.t19
246.496.r23
55 054.788
49 995 218
25.5 t 8.000

232 000 | 33
ll9 541 231



Lampiran 5

Lampiran 5 (lanj utan)

KODE KEMENTERIAN NECAR{/I,EMBAGA JU]!ILAH

0t .04.01
0t.06.03
08.03 0 l
10.05.01

50

0 1 . 0 1 . 0 4
0 1 . 0 1 . I 3
03.01.05
03.01.07

0 1 . 0 1 . 1 3
03,0 r ,08
10.05.01

<',

0 2  0 1 . 0 1
02.02.01

54

0 t . 0 1 . 1 2
0 r . 0 l . l l
0r .03  03

J ]

0 l . 0 1 . 0 9
0 t  0 l  1 0
0 1 . 0 1 . 1 2
0 1 . 0 1 . 1 3

0 1 , 0 t , 1 0
0  r . 0 1 .  t 2
0 l . 0  t .  l 3
05.05.02
10.05.01

0 1 . 0 1  l 0
0 1 . 0 1 . t 2

Program Pcnelitian dan Pengembalgal llmu Pengetahuan dan Teknologi
I'rogram Perlbinaan Dacral
l'rograrn l'engembangan Kom nikasi, Inlormtrsi darl Media Masa
Progrom Pendidikan Kedinns r

BADAN INTELIJEN NEGARA

I'rogran1 Peningkatan Konitmen Persahlan daD Kesatuan Nasional
Prograin Pelyelenggara"rLr Pimpinan Keneguaan dan Kepenrerintahan
Program P emberdar-au l'otensi Kearnaran
Prograrn Pellgenbangar Penyclidikan, Pengornanan dan ltenggala:rgal Kearnanan
Negara

LII]IIBACA SANDl NEGAILA.

Program Penyelenggaraan Pirnpinan Kencgaraan dan Kepemerintalrarl
Progranr Pengcmbangan Pengamanor RahasiaNegara
Pfogram leodid jkall Ked jnasa,

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Program Pcngembangal Pcrtahalran lntegrntif
Prografi Pengembargan Sisten dan Stratcgi Perlaholar)

tsADAN PUSAT ST,4.TISTIK

Program Peningkatan Sarana dan Prasararla Aparatur Negaia
Program Pcnyclcnggaraan Pimpinan Kelregaraan dar Kcpcmcrintahan
Progrtun PeDyeLnpumaan dan PcngcmbanBan Statistik

KIiMEN.TIJRIAN PERIiNCAN"AAN PEMBANGI,NAN
F*ASION"AI,/BAPPINAS

Prograln Pelataai Kelerlbagoan dan Kctatalaksanaan
Prograrn Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparalur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarala Apaiatur Ncgara
Prograln l)ellyele ggaJaan Pimprnan Kcnegaraan dan Kepemeriltaban

IJADAN PERTANAHITN NASIONAI,

l'rograrn Pelgelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Program Peningkatar Sarara dan Prasarana Aparaluf Negara
Pro gram Penl,eLenggaraan Pimpinan KenegaraaD dan Kepernerintaian
Program Pengelolaan Perlmahan
ProgrBm Pcndidikan Kedinasan

PtrIIPUSTAKAAN NASIONA,L

I'rograrn I'engelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Program Pcningkatan Sarana dau Prasarana ADaraturNcgara

38,314 279
1000,000
r.307.983

45.456 026

676.'t 68.600

60.336.158
2'79 336 065
64.856 807

2'72.239 570

364.686.300

16.081.953
345.000 000

3 604.347

20.974.500

5.974.500
r5 000.000

346.906.608

4r  589.21E
l8  848 532

286.468.858

1811.236,912

t 16.399.9'12
22 500.000
18.000 000
23.337 000

1.006.606.000

3.840.365
10.000 000

700 803.239
286 588 073

5.37 4 123

r00.282.000

5.000.000
22.600.000

I 4 4



Lampiran 5

Lampiran 5 (lanjutan)

I(ODE KE\IENTERIiIN \EG ARA/LE}ItsAGA , ILII !{ I ,AH

01,04,03
0 8 . 0 1 . 0 1
08.01.02
10.07,02

59-A

0 1 . 0 r . 0 6

0 1 , 0 1 . 0 l i
0  t  .01 .09
0 t . 0 1 . 1 0
0 1 . 0 1  l 2
0 r . 0 t  1 3
04.09.03

08.03 0 l
08,Ii3,02
08,03,u3

60

0 3  0 1 . 0 1
03 0 l  02
0 3 . 0 1 . 0 3
0 3 . 0 1 . 0 4
03.01.05
03 0 r .06
03.01 |  I

hJ

0 r  0 1 . 0 8
07.0r.02
07.01 03

64

0 1 . 0 1 . 0 8
0 1 . 0 1 . 1 0
0 1 . 0 1 . l 3
0 t ,04,01
03,0t ,02

65

0 1 . 0  L  I  I
0 t  0 t . 1 3

Irrograll fenguataD Kelembagaan Ilmu PengeLahuar dan Teknologi
Ptograrn lengernbangan Nilai Budaya
Prograln Pengelolsrtn Kekuyaan Budaya
Program Peningkatan Budaya Baca dar Pembinaan Perpustakaal

I(EMENTI]RIAN KOi\TUNIKASI t}AN INFORI,lASI

Progra$ Penguatall Kelernbagaan KomuDikasidan 1flformasidan Llubu]rgar Antar-
Lenlbaga
Program Peningkatall Pcngarvasan dan AkuntabLlitas Aparatur Ncgara
Program Pcnataau KcLembagaan dan Ketatalaksanaal
Progranr Pengelolaan Sumber Daya Manusja nparatur
Program l'eoingkata[ Sarala dall lrasarana Aparatur Negara
Proglam I'enyeLenggaraaD PilDpinan Kenegaraan dan Kepemerirtahan
Progralr Psnguasaarl sertn PeugelnbaDgan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan
Kollrunikasi
l'rogram Pengembangan Konrunikasi, Inforrnasi dan Mcdia Maso
l)rogram Penyelesaion ResLruklurisasj Sektor Teknologi hrfbinasid.rn Penyiaran
Program Pengcmbangan. Pcnrerataan dan Pcningkatarr Kualitas Sarana dan
Prasarana lcknologi Informasl dan Pcnyiaan

I(EPOI,ISIAN NI'GARA

PrcgraDl Pengembangan SDM Kepolisitui
I'rograrn Pengemba gao Sarana dan Prasardntr Kepolisian
I)mgram Kerjasamu Keamanan dan Ketertiban
Progrdm Pcngembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
Program Pcmbcrdayaan Potensi Kcantanan
I!ogram Perneliharaa Kamtibmas
Program PeDyelidikan dan Penyidikan l indak I'idana

BADAN PENGAIV.\S OBA'1' DITN I\'IAI{,'\NAN

Prograln Peningkatan Pengawasan dan AkuDtabilitas Aparntur Ncgara
Progran PengawasM Obat dan Makanan
Program Prngemharrg.rn Obrt Asl i  InLlunesir

LENTBAGA KETAH,,\NAN NASIONAL

Program Pcningkatan Pengarvasun dan Akuntabilitss Aparatur Negara
Program Pcngelolaan Sunbcr Daya Ma.nusia Aparatur
l"ogf aiD Penyelenggaraao limpinan Kenegaraan daD Kepemerintaian
Progran PelreLitian dan Pengembtuigan IImu Pengetajrua| dall Tekrologi
Program Pengembangan Sarana dan Pras{rana Kepolisian

BADAN KOORDINASI PENANAN{AN MODAL

Pragram Pcningkatan Kualitas Pclayanal Publik
Proaram Penvelenssaraar) Itimsinan Kenesaraan dan KeDenrerintahalr

29.282.000
l8 800.000
8 250 000

|  6 .350.000

279.t 80.600

70 t95  185
3.691.759
3.000.000

29 U46138
44 6 t3  051
65 232.121

3 000.000
38.601.544

t .700 000

19.300.000

l l 165.862.931

6 900 2'11 248
2.8?3.4 t3  661

14.115'182
28.451.093
8. r 66.502

l ,348.691.545
4 2 . 1 5 3 .  t 0 0

206.919.90$

1.080.565
196.459.344

9.439.99J

{ t .165.900

L503.054
7 882 433

I  L599 200
1 , 6 8 1 . 2 1 3

18.500 000

220.616.100

54.000.000
l9  616.100

145



Lampiran 5

Larnpiran 5 (lanjutan)

KODE KEMENTERIAN NECARA/LEMBACA JUMLAH

04.1  |  ,01
0 4 . 1 1 . 0 2

66

0 1 . 0 1  .  l 3
03.01.09

03,03.06
03,04.01
08,02 02
08.03 0l
r0 04.01
I l  0 6 . 0 1

6'l

0t .01 .04
r) 1 ,01.09
0 l  . 0 1  .  1 0
0 t . 0 t . 1 2
0 1 . 0 1 . 1 3
01,06.04
03.03.04
04. t i .02
05.04.03

06.06.01

68

01 .0 r  .08
0 1 . 0 1 , 1 0
0 1 . 0 1 .  l 3
07.04.01
07.04,02
07.04.03
11.04.04

14

0 r . 0 r . 1 3

/ :

04.08.09

Program Peniogkatalr lklim Investasi dal Rcalisasi Invcstasi
Program Peningkatan Promosi darl Kerlastuna hrvestasi

BADAN NARKOTTId{ NASIONAL

ProBranl Penyelenggaraan Pirnpiualr Keregaraan dan KeperneriDta.han
Program PeDcegahan dan I'emberartasan Penyalahgunaan dan Percdaran Gclap
Narkoba
Prograrn Pencgakan Hukum dan HAM
Prograln Pembinaan Peradilan
l'rogralr l'embinaan dan Peniugkatan Partisipasi Pernuda
I'rogram Pengembftngan Kolnulikasl. Informasi dan Mcdia Masa
P.ogram Fendidiktur Non-Formal
Program PeLuyanan dan Rehabilitasi Keseinhteraan Sosial

KIiIlIDNTERIAN PENIBANCUNAN DAEMH TERTINGGAL

Program Peningkatan Komitmer Persatuan dtur Kesatuan Nasional
l'rograln l'e|ataan Kelcmbagaar dan Kelatolaksanaan
Program Pengelolaan Sufiber DayB Manusia Aparatur
Progfam Peningkatan Sarana dan Prasarara Aparatur Negaia

Program PenyeLenggaraan l'irnpillao Kencgaraan dan Kepemcrrntahan

Progra Pcllanganan Daerah KhLrsus
t'roglam Peningkatan KcsadaJar Hukum dan HAM
PrograIIl Penil!gkata[ Promosi dan KcUasama lnvcstasj
I'rogrtun I'engembangan Kapasitas Pengelolaan SLrmber Daya Alaln dan
I-ingkungan llidup
Progranr Pcngembongan Wilayah

BADAN KOOI{DINASI KBLUAIIGA DERENCT\NA N,' \SIONAL

Progran) Peningkatan Pengawosa daD Akuntabilitas Aparatur Ncgara
I'rograln I'engelalaan Sunrbcr Dala Manusitr Aparatur
ProgrJm Penyelenggaraall I'irnpinan Kel1cgaraan dan Kepemerintahan
Program Kcluargu Berencana
Prograin Keschatan Reproduksi ReInaja
I'rogrtun I'enguatan PcLcmbagaan Keluarga Kecil Uerkualitas

Progrirm l(etahanan dolr Pemberdayaan Keluarga

KOMISI NASIONT\L flAK.{ZASI NI\NUSIA

Plografi Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepenteriutahan

NADAN i\IETIiOROLOGI DAN GEOI'ISIKA

Prograrn Pengembangan dan Pcrnbinoon MeteoroLogi dan Ceofisika

46 000.000

1t4.463.800

19.419 007

150.000.000
5.126 946

4 7 8  5 t 5
4.000.000

330.404
706.380

14.402.548

77.324,688

3,000.000
r 5.000.000
2.000 000
2 500.000

14.824.688
24.500,000

r .500,000
3 000.000

3.000 000
8.000 000

595.519.900

I 5 1 4 . ? 4 E
25.' l61218

180,312.300
281. I  13 .000

8.629.910
't 4.284.236
23.904 488

14.794.086

r4.794.086

179.837. r00

1?9 837 100

000 000



Lampiran 5

KODE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA JUMLAH

76

0 t  .01.04
0 1 . 0 1 . 1 3

77

03.03.02
03.03,05
03.03,08

KOMISI PEMILIII{N UMUM

Program Peningkatal Komihncn Persatuan dan Kesatuan Nasional
Proglanl Pe[yelenggaraan Pimpinar KeDegaraan dan Kepelnerintalan

IVIAHI(A,IVI],\H KONSTITUSI

Progran) Pembinaal dan Pengembangan I lukum dan IIAM
Program Pelayanan dan Bantuan Hukum
Proeram Pembinaan Sarana dan Prasarala Hukur

r1.906.979

2.589.473
9,317 .506

r55.000.000

2.155.021
17.244.979
75.000.000

JUMLAH KEMENTERIAN NEGARAI,EMBAGA r27.422,4n6.418

BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PEIIHITUNGAN

6l

0t .05.0r
01.08.02

62

01.08.01
01,08.02

69

0 t  . 0  t  . 1 0
0 l . 0 1 . 1 2
01.03.03
0t .03.04
01.06.04
01.08.01
01.08.02
04.01.10
04.03,03
04.03,07
04.05.02
04.06.03
04.07,04
05.03.01
07.06.01
08,03.01

CICII,AN DAN AUNGA UTANG

Progrfin Pembayaran Bunga Utang
Progrom Pembiayaan LairFlain

SL]BSIDI DAN TRA.NSFER LAINNYA

Program Subsidi dan Transfbr I-sinnya
Program Pembiayaan LainJain

BELANJA LAIN-LAIN

I>rogram Pengelolaar Sumberdaya Manusia A.paratuf
Program Peningkatan Sfiana dan Prasarana Apa-ratur negara
Progranr Penyempumaan d{'l Pengembangar Statistik
Program Pembcrdayaan masyarakat
Proga.nr Penauganarr Daemh Khusus
Program Subsidi dajl Trarxfer Lainaya
Program Pembiayaon lail-loin
Pmgram Pengembangan Sistenr I'erdukung Usala KUKM
Progran leningkatan Kctahanrn Pangan
Program Pemberdayaan nrasyarakar penalian
Program Peningkatan Kualitas Jasa Peloyalan Serala dan Pmsardrn Energi

Progran Pengembangan Us$a dan PemanfaDtan Minyak dan Gal Bumi
Program Pelingkotal Kemanpuan Teknologi Indu.stri
Program Pengendalian Perrcerna.rai Lingkungan Hidup
Program Sumber Daya Kesehotan
Progrtun Pengembanga! Komunjkasi, Informasi, dar Media masa

64.665.751.000

64.136.{149.000
528.902.000

s8.358.250.900

50.279.079.900
8.079 171.000

15.713.846.62

35,000,000
r 56,392.010
150.000.000
792.502.000
210.000.000
250.1?9.000

12.'t41.'744 672
140.000.000
399,000.000
64.385,000

265.000.000
330.000.000
72,000,000
32.644.000
50.000.000
85.000.000

JLMLAH BAGIAN PENEI,\YAAN DAN PER}IITUNGAtrI 138.797.848.582

JUMLAH 266.220.255.000

Lampiran 5 Qanjutan)
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Lamph'an 6

Lampiran 6

ALOKASI ATIGGARAN BELANJA PEMERINTAII PUSAT
MEIIURUT FI]NGSI, APBN 2OO5

(ribu rupinh)

KODI' FTJNGSI JUMLAH

01

01.01

0 l  0 l  0 t
01  0 t  02
0 1 . 0 1  0 l
0 1 0 1 0 4
0 1 0 1 0 5
0 l 0 l  0 6

0r  01 .07
01 01 .08
0 l  0 t  09
0 l 0 t . t 0
0 r . 0 r . l  i
01 .01  l2
0 l  0 1 , l 3
0 r  0 t  1 4
0 1  0  t . l 5
0  r .01 . l6
0 1  0 l  1 7
0 l . 0 1 . 1 8
0 1 . 0 1 . l 9

01.02

01.03
0 l  0 3  0 t
01 03.02
0 r .03  03
0t 03.04

01.04
0 l .04 .01
0l 04.02
01.04.03

01.05
0 l .05 .01

01.06
0 l  06  01
01.06.02

TELAYANAN UMUM

Lcmbag{ Eksekuli lden Leglt ldt i f ,  Keuangan dNn Fiskal, serte Urusrn Luar
Negeri
ProB.am Penyempunaa[ datl Penguatan Kelembagaan Politik
Program Peningkatan Kapasitas Politik darl Hubungan LuarNegeri
ProBra.n Peningkatan Kerjaqana Intemasional
Prograrn Peningkatan Komilnen Persallal dan Kcsafu a1 NasionAl
Pro$arn Rekonsiliasi Nasional
l'rogram PeDSuatan Kelembagaan Komunlkasi dan Informasi dan Hubungal Antar'
L€mbaga
Progran Penerapal Kepemerintalan yang Baik
PrograJn Pedngkatar Pengawasan dan AlQntabilitas Aparalur Negora
Program Penataon KelernbaBaan dan Ketatolaksa[aan
Program Pengelolaon Sumber Daya Manusia AParatDr
P.ograrn Peningkatar Kualitas Peltryanal Publik
Program P€mngkatan Satara dan Prasamna APamtur Negala
Progran Penyelenggoraar Plmpinarl Kenegoraal dalt Kepemerintahan
Program Peningkatafl PeDe.imaan dan Pcrlgamanan Keuangan Negara

Program PeninBkatan Efektivitas Pongeluaran Negara
Progronl Pembllaalr Akuntansr Keuangan Negara
Program PEngembangan Kele[rbagaan Keuangan
Progam Stabilisasi EkonoEr dall Keuargan
Prografl Pcngclolaan dan Pembiayaan Utang

Banluan [.ua r \egeri

Pclaya||an Unrum
Program Keserasian Kebijalall KcFendudukar
Program Penataan A ninistrasi Kepelldudrlkan
Program Penyempumaan dan Pengembangan statistik

Progran Pemberdayaat Masyardkot

Pe etitian Dasar dan Ptngembangan lPtch
Program Penehtiol don Pengerubangan Ilmu Pe[getahuan dan Teknologi

Program Difusi dan Pemonfaatan llmu Pengetahuan dm Teknologi

Prograrn Penguata[ Kelembaga.€n llmu Pengetahuan dan Teknologi

Pinjaman Pcmcrint{h
Proglaln Pembayaran Bunga Utallg

Pembangunan Daerah
Program Penata2n Otonomi Daetah
Program Pengembangsi Ototomi Dderah

158.55t.303.886

18.446.737.00t
3.992 485 708

l7 500.000
39.487 441

110.309.702
1l 000.000

74  195 .  r  85
I |  604.323

669 738 0l7
259 990.547
844 099.2?.8
t11 981 082

2.607 812.258
6.402 .964 389
2 39?.480 .641

634.914.747
50 575.066
28.353 485

Il4 904.459
6.14() 724

1.44t.511.013
23 010,000
10.654 397

436.468 858
973.443',l58

1.362.582.284
|.079 206 313

67  159  013
2t6.216958

64.136.849.000
64. r36,E49 000

t.290.4E2.009
2.000.000

213 fi9 015

148



Lampiran 6

Lampiran 6 (lanjutan)

KODE FUNGSI JUMLAI I

0l 06 03
01 06  04
0 l  06  05

01.07

01.08
0 l  0 8  0 l
0 t 0 8 0 2

02

0?.0I
02 .01  0 l
02 0l 02
02 0 t  03
02 0l 04
02 0 l  05

02.02
02 02 0l
02 02 02
02 02 03

02.03
02 03  0 l

02,04
02 04  0 l
02 04 02

02.05
02 05  0L

03.0r
0 3  0 l 0 t
03  0L  02
03 0 l  03
03 0L  04
0 3 . 0 1 0 5
03 0 l  06
01.0r  07

0 3 . 0 1 0 8

Prograln Pcnlbiraan Daeral
Program Penanganan Daemh KiusDs
Progra.rn TraismiSrasi

Litba g Pelayannn U|nunl

Pelayannn tJunm Lainnya
Program Subsidi da.rt Transfer I ainnyo
Program Pcmblayatui Lajn'laill

PERTAIIANAN

Pcrtahanan Ncgara
Prograrn Pengembangan Pertahanan Integratia
Irrogram Pcngenbargan Pcnahanan Malra Daral
Program Pengembangan Pcrlahanan Ma(ra I-aul
Progrtun PengembargaD PertaharMn Malra Udara
Program Pencgakan Kedaulatan ddn PenJagran Keuluha.1 Wilayah NKRI

DukungAn Pertahanatl
Program Peneenrbanga' SisteLn dan Strategi PertallanaD
Program PenBembangdn Potensi Dukungan Pertah0nan
Prograrn Pengcnbangtur lndustri PcrtairaD arl

Brntorr Mil i tcr Luar Ncgcri
Program Kerjasallla Militer IItcmasional

Litbang PcrtaharNn
Prcg.am Penclitian dan Pengembtuigan Pertahana[
Program Pengclnbangan Ketahantui Nasional

Pcrtahanan I-einnyr
Progran Operasi Bhaktj TNl

KI,TERTIBAN DAN KEAIIIANAN

KepolisiAn
Progran l'engembangar SDM Kepolisian
Prcg.am Pengembargar Sajalla dtui Prasaralra Kcpohsrdn
Program Kerjasoma Keamanan dan KeLertiban
Pfogram Pengembangan Strategl Keamaran dan Ketenibai
Frogran Pembcrdayaan l>otensi Keffnanfln
Program Pemel jharaar) Kamtiblnas
Program Pengembangan I'enyelidikan, Pengarnanan dan PenggaLangan Kemanan

Ncgara
Program Pengembangar l'engamanan Raiasia NeBara

2t 841 406
241 000 00t)
752 521 528

7 | .879.01 6.512
50 529 258 900
2t f49 8t ' /  612

22,t00 .91 | .700

16.79t.,115.0,{ l
2  155  985 .140
9  052  604  2 l l
3  187  952  E2E
2 37',7 112942

2s 7s9 920

5.105.441.535
67  s87  019

5  018  139  560
l9 4 956

40.7E9.490
40 789 490

28.156.54'
28 756 549

26.s69.08s
26.569 085

15.585.405.026

12.020.734.308
6 900 2'71 248
2  E4 l  9  L3  661

t4  715  782
28  451  D93
'73 023 309

I 349 691 545

272 239 570
345 000 000

149
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Lampiran 6 (lanjutan)

150

KODE FUNGSI JI]MLAH

03 0l 09

0 l 0 l  l 0
0 l  0 l  l l

03.02
03 02 0l

03.03
03 03 0l
03 0l 02
03 03 03
03 0i 04
03 03 05
03 03 06
03 03 07
0i 0J 08

03,01
0i 04 ul

03,05

0J,06

03.07

04

04.01
0 4 0 t  0 t
04 0l 02
04 0 l  03
01 0 l  04

04 0 l  05
04 0 t  06
04 0 t  07
04 0 t  08
04 0 t  09
04 0 l  r0
0 4  0 l  l l

0.1.02
04 02 0t
a4 02 02
04 02 03

PrograD Pe cegahal) dat Pernbetalrlasan Pcnyalahgunaan dan pereda.ao Ciel0p
Narkoba
Program Pcnran{apJn LeJlndnbn l): l l i rm NEgerl
Prograrn Penyelidik rl da]l Penyjdjknn Iindak pidana

Pcnanggulangan Bcncana
Program Pencaria, darr Peflyelamalan

Penrbinrnn Huk|lm
PrograD Perencanaan Hukum
Prograrn P€mbiDaan dan Pcngc bang8n thrkuln dan HAM
Irrograh Pcmbcnlukln Hukum
Prograrn Peniugkatan Kesadarau Il kllm dan H,4M
Prograrn Pelayanan don l:lanlunn [Jukr ]r
Prografi Penegakan }Iukum dar H.\M
Program PembinanD P.olesi lluklml
Progtarn Pembit.?an S.tr,?.lra datr Pras,?rana hr]lruDr

PrrAdilan
Prograrn PenbiIaan PcradilaD

I-(mba ga Pcmasyrr{kitrn

Litbrng Ketert ibAn dan KenDll an

I(etert iba D dan Kcamanan LainnyN

EKONONTI

PcrdagAngan, l 'cDgcnrbangan 0sAha, Koperasi drn ttKiU
Progm.'n Persaingan Usol)a
Prograln PengaDanan I'crdagaugftD (lan Perlindungan Konsumen
Program Pengenbangall Distribusi Nasronal
Program leDlbinaau PcngtunaLran Perduganslul. Perlinduugan Ko sumen dan SistcN
Dirtribusr Nrjiional
Prograrn Pcningkatan Kerjasamh Perdagangan Intemasiollal
ProBram Penrbinaan Keiasama Perdagangarl Iulcnlasional dan lrksporlmpor
ProBr.rm Per)ciptaan Iklim Ljsaha KUKM
Prograrll Pcngcmbanga11 Ekspor
Program ltengernbangan Kelvi.ausalaan dan Daya Saing KUKM
Progfth Pengenlbalgan Sistcm l)cndukung Usdha KTJKM
Progra$ Pemberdayaar Usaha Mikfo

'I rnflgn Kerja
Program PenilrgkaLm Kualitas dan Produktiv(as I enago Kerja
Pro€irartr Pcrlindungan dan Pengembargan Lelnbaga Tcnaga KcrJa
P.ogram Perluasan dan Pengenrbangan Kesempatnn Kerja

150 000 00i)
I 275  000

.12 t53 100

t04.J75,1;l l
104.375 t4l

J, l54.l12.738
r0 500 000

1 I',t 9t) 8r2
30 600 000

565 430 044
194  647  188
532184 7',70
10 ]'t 5 000

'I 
03 t 963 924

306.182.839
306 182 839

28.016.074.365

r.E50.760.640
25 000 000
27 000 000

142 288 565

12  645114
55 000 000

102  818  136
99 4q9 905

303 218 260
262 840 000
5  r0  450  000
l r0 000 000

593,709.500
324 844 889
97  009  155

r71  855  456



Lanpiran 6

Lampiran 6 (lanjutan)

KODE FUNGSI JUMLAH

04.03
04 03 0l
04 03 02
04 03 03
04 03.04
04.03 .05
04 03 06
04 0i 07

04,04
04 04  01

04 04 02

04.05
04 05

04 05
01 05
01 05

04 05
04 05
04 05

04 05

04 05

0 l

02
03
04

05
u6
07

08

09

04.06
04 06 0l

04 06 02
04 06 03

04,07
04 07  0r
04.07 02
04 07 03
04 07 04
04 07 05
04 07 06

Pcrtrnian, Hehutanan, Pcrikanan, dan Kclaut{n
Program Pembar)gunan dan Pembinaan Kehutanan
Prcgrarn PcngcNbangan Agribislrs
Progrfin Peningkatar Kelallanar Pangan
PrograD PelrbiDaan Itoduksi Kchutanan
Prograrn Pengembangan dan Pengcl(taan Sumber Daya Kelautan
PrograD Pengcnbangarl Sumbcr Daya Perikaflan
Progr:lm Pemberdayaan Masyarakat Pcrtaniar

Pcngairan
Progran PengernbargaD, Pengelolaan, dan Konsewasi Sulgai, Danau dan Sumber Air
i-alnnya
PrograD Pengenlbangan dan Pcngclolaful Jaringan lri8asi, Rawa darl Jaringan
Pengairan Lainnya

Bahan Bflkar dan Encrgi
Program Pembinaan dan Pengembangan Usahs Kelenagalistrikan, llsaia Energi
'l 

erbarukan dan Konseflasi Energi
Program Penillgkalan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dfir Prasartuia Energi
ProBrlm Penyempumaan RestrukturisLsi dan Reformasi Sarala dan Prasarara Energi
Progran Peni gkatar Akesibjlitas Peme.inta.h Daerall, Koperasi dan Masyarakal
terhadap Jasa Pelayanan Safdt! dan Prssamna Energi
Prograrn Peng asaal da]l Pcngcmbanean Aplikasi Scrta 

_lcknologi 
tncrgi

ProBram ]teningkatan Kualitas Jass Pelayanan S&ana dan Prasarana Ketenagalislrikan
Progrsm Penyempunlaan RestrukLurisasi dan Reformasi Sarara dan Prasaraia
KetcDagalistrikan
Progra.m Penirgkatd Aksesibjlitas Pemerintal Daqah, Koperasl dan Masyarakai
terhadap Jdsa Pelayanon Sarana dan Prasaruna KetenaBalistrikar
Prograrn PeDgLrasaall dan Pcngcnlbargan Aplikasi dan 

_!eknologi 
seft Bisnis

KeteoflgaljsL.ikan

Pertnnbangan
Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Penanbangan Sumber Daya MiDeral dalr
Batubara
Progrsm Pembinaan Pengelolaan [Jsaha Pertanbanga.n Minyak dan Gas Bumi
Prografi Pengembargar Usaha dar PemanfaataD Minyak dan Gas tlumi

hrdustr i  dan Konstruksi
Progaam PeningkataD KapasilLs lptek Sistem Produksi
Progrdn Pengembargan IDdustri Kecil dar MencDgah
I'rogram Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dful Industri Mcncngah
Progrtjm PeniDgkatan Kemornputur Teknologi lndustrL
Prograrn Penataan Sinrklur Industri
I'rogram Pembinaan Kemarnpuan Teknologi Industri dan Pcnalaat Struktur

6.345.6J9.246
r28 230 000

I  ?78  l  l 8  178
l 88s 090 736

253 580 000
,1lE 06E 935

I 393 705 397
488 846 000

3-29r.520-7 52

713 748 461

1571  7 ' t ?291

2.414.E30.007

3 1 5 1 6 4 7 3
309 899 593

6 904 t9l

82 500 000

r  898  878  3 l  I

l 2  655  856

5  176  548

67 299 035

1.248.303.969

545 443 608
132  860  361
s70 000 000

824.s66.s28
154  003  158
t95 664 000
24 407 88r

295 896 254
l4  r  542  150
l3  052  885

r51
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04-0E
04 08 0 l
04 08 02
04 08 03
04 0E 04
04 08 05
04 08 06
04 08 07

04 08 08
04 0E 09

0,1.09
04 09 0l
04 09 02

04 09 03

04.10

04.1 I
0 4  I t  0 l
0 4  L l 0 2
0 4  l l 0 3
04 I  t .04

05

0s.01
0 5 0 t 0 l

05.02

0s.03
05 0 i  0 l

05,04
0 i  04 .01
0s 04 02
0s 04 03

05 04 04

Trrnsportssi
Program Pembln@n Jalar dan Jelnbatan
Proglarn Rehabilitasl-/l'emcljlraraan Jalan dan Jembatar)
Program Peningkatan/Pemba.rrgDnarl Jalan dan Jembatan
Program Pcmcliharaan, Rehabilitasi, Pe inBkatan dan PeDlbargunalr Trarsponasi
frog,ram Pcncliharaan, Rehabililasi, Peningkatan dtui PcDrbangnnalt Transportasi Laut
Program PemeUharaa , Rehabilitasi, Pc[ingkatan dan Pembangunan ltansPorlasi
I'rogram Restrukturisasi. Reformosi Perhubrtngan d.n Pengembangan Transportasi
anIaflno0a
I,rogram PeninBkatall Sarala dar Prasaftna
Prcgrarn Pe gelnbargan dan Pembinam N4eteorologi datt Geotisika

Tclekonlunikasi
llrogram Penyelesaian Reslrukturisasi Scktor I'os dan Telekomunikasi
I,rogram Pengembangal, PeDerataal dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Ptasaralra
Pos dan l-clckomunikasr
PrograrD Penguasaan scrta PenBcmbangan Aplikasi dar TekloloBi Il)fol]nasi dall
Kom|.tnikaii

Litbeng llkonomi

Ekonomi L{innya
PrograD Peningkatarl Ikltnr lnvcstasi dan Realisasi lllvestasi
Progrnn I'cningkatan I'romosj dblr Kedasatna lnlestasl
Progran Pengembangan Standardisasi Nasional
Progranr PcnlbiMan dzur PengembMgai BTJMN

LINGKUNGAN IIIDUP

Manajcncn Limbah
Pfogran Pengembangtur Sistem Pcngelolaan Persampahan dan Drailrase

i\tanaje cr Air Linrbllh

PeDrnggulalgnn l 'ol t lsi
Prograln I'cngendalian Pcncemaran Lillgk ngan HlduP

Konservasi Sunbcrdayn Alanl
ProSram PerlinduDgtul dall Konservusi Sumber Daya Alam
Progranl Rehabilitasi dhn Pemulihai Cadangan Sumbcr Daya Atam
Program Pengembangar Kapasitas Pcn8clolaan Surnber Daya Alam da'll Lingkungan
ll idup
Program Pengendalian Banjir dan PengmaDall Pautal

10.796.950.700

1.402 139 491
4 438 106 39',1
1922.641.941
) 241 9',t9 441
| 596 045 310

16.000 000

179 .E37  100

,121.153,213
2 000 000

4 1 6  l 5 l 2 t l

I 000  000

22E.639.830
l0l 000.000
49 00{J 000
28 662 830
49 9',11 u00

J.104.66?.7,| l

3rs.898.624
335 898 624

142.80?.308
142 807 308

2 .188 .170 .25 t
438 063 890
294 049 580

r23 954 040
) .)32 102 74)



Lampiran 6

Lampiran 6 (lanjutan)

KODE FUNGSI JUIV1LAH

05.05
05.05 01
05.05 02

05,06

05.07
05 07 0l

06

06,01
06 0 l  0 l

06.02
06 02.01
06.02.02

06.03
06.03 0I
06 03 02

06.04

06.05

06.06
06.06.01
06.06 02

07

07.0t
0 7  0 t  0 l
07.0t.02
07.01 03

M.02
D7.02 0l

07.03
07.03 0l
07 03 02
07 03.03
0? 03 04

07.04
07.04 0l

Tatn R rng dan Pcrtanahan
Program Penataa[ Rua,ng
Prograru Pengelolaan Pertanals.,r

Litbang Lingkungon Hidup

Lirrgkungan |Iidup Lainny{
Program Peningkatan Kualitas dan Akes lnfolmesi Sumber Daya Alarn darr
LiDgkungfln Hidup

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

Pengembangan Peruntahnn
Program PenBemba[gan Perumohan

Pernberdayaan Komunitas Permukiman
PmgrEm Lmgkungan Sehat
ProBrarn PeDberdayaan Komunitas Perulnalan

Penyediaan Air Minum
Progam PeDyediogn dar Pengelolaat Air Baku
Prcgran Pengembangan Sistem Pelayanar Air Mtuum dall Air I-imbah

Pe eronggn Jalan

Litbang Perumaha dan Fasilitas llm m

Perum4hon dan Fasilitas [Jmum Lainnya
P.ogf arn Pengembangun Wilayah
Program Pengembangan Perkotaan dan Peldesaall

KESE}IATAN

Obat don P€rbekalan Kesellatal!
Program Obat dm Perbekalan Kes€hatan
Program Pengawasan Obat daIl Makanan
Progmm Pengembangan Obat Asli lndonesia

Pehyonan Kesehatan Perorangon
Proglam Upaya Kesehatar Perorangan

Pclaysnrn K€sehqton Masyarrkrt
Program Promosr Kesehatat da[ Pembcrddyarn Mas]€rakat

Program Upaya Kesehatan Masyankat
Prograrn Pcnc€gahan dan Penberantasan Penyakit

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

K€pcndudukan dan Keluorga Beretrcana
Program Kelumga Berencafla

398.797.106
tr2 209.033
286 588 0?3

3t.994.452

38.994.452

2.2E0.363.r93

512.424.512
512 4?4.512

881.725.261
283.241095
598.484 166

79E.829.025
330.830.402
467.998.623

87.384.3t5
5l.600.000
35184 395

1,0tt.102,321

356.639,852
150 740.51?
t96 459 344

9.439.991

2.23a.795.245
2 238.795 245

2.19a.023.852
28.876345

1783.461.688
807 185 819
178.500.000

364.027.146
2E1.113,000
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07 .04 02
07 04.03

07,05
07 05  0 t

07.06
07.06 0l
07 D6 02

(]E

08.01
08 0 l  01
08.01.02
08.01  03
08.0r .04
0E.01 05
08.01 06

08.02
08 02 0r
08 02.02
08.02 03
0E.02.04
08 02 05

0E.03
08 03 01
08.03.02
08 03.03

08.04

08.05

09

09.01
09 0l 0r
09.01.02

09.02
09.02.01

09.03
09 03 .01

Proglam Kesellatajl Reproduksi Remaja
Prograjn Ponguat0n Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Litbang Kesehatrn
Prograln Penelitiarl dan PengembanBa.n Kesehalar

Kesehotrn Lainnya
Progran Sumber DaYa Kesehatsn
Program Kebijakan dan ManajeDren Penlbanguna[ Kesehatan

PARIWISATA DAN BUDAYA

Pengenbangan Pnriwisatr dan Budlya
Progran Pengemhangan Nilai tsudaya
Program Pengelolaan Kekayaalt Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Progran Peng€mbangan Pemasaran Panwisata
Program PeninBkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata
Prograrl PcDgerDbMgan Destjnasi Pariwisata

Pembinaan Kcpemudaan dan Olah R4ga
Program Pengembangan dan Keseraliar Kebijakan Pernuda

Prografl Pembinaan dan Penhgkatan Partisipasi Pemuda

Program Pengembatgan Kebijskan dan Maraienlctr Olah Raga

Program Pembjnaan dan Pemasyarakatall Olah Raga

Program Peningkatan Satana dff Prasarara OlaI Raga

Prnbinsan Penerbitan drn Penyiaran
Program Pengentbarlgan Konunikasi, Informasi dan Media Masa

Progrsm Penyelesaian Restrul'trisasi Sclcor'toknotogi Intbrmasi dan Penyiaran

Prograln Pengembangm, Pencratoal dan Peningkatan Kualit s Sar ra dall Prasafina

Teknologi Informasi dan Penyiaran

Litbang Pariwisela den Budlrya

Pari\Yisata dsn Budaya Lainnya

AGAlVIA

feningkatNn Kehidupa Bersgdml
Prograrr Pel ngkatm Pelaysnall Kel dupar Beragama
Progran Pgningkatat Pemahaman, Pcn8hayatan, Pengamalan dan Pe[gembanga[

Nilai-flilai Keagamaan

Kerukunan IIidup Beragsma
Program Peningkatan KeruL1nan Umat Beragama

Litbang Agama
Progrorn Pertelittaa dan Pengenlbangan Agama

I629 .910
74.284.236

12.13E.24t
72 138 248

1.208.471.984
205.855 185

t o0? 622 799

920.391.519

399.?75.752
6r  031.000

35 351.000
l0l 670 042
104.288.000
7 | 682.292
25.253 418

299.895,I56
i.000.000

80 021 804
15.000,000
95 000 000
84 813 352

221.220.611
r4r 463 923

I 700 000

78 056.688

69t.262.866

560.324.446
173 953.986

386.370.860

14.850.000
14 850 000

11.062.517
)1062  577
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09.04
09 04.01

10

10.01
r 0 0 t  0 J

10.02
r0  02  01

I(].OJ
l0  03  01

10.0,1
l0  04  01

10.05
l0  05  01

t0.06
10.06  01

10.07
l0  07 .01
l0 07.02
t0 07.03

10.08
l0  08 .0r

i 0.09
t0  09  0 I

10 .10

l l

11.01

11.02

I t.03

11.04
11  04  01

P elty z nt D Keagfr m a an Lainny a
Program Pengembangan Lembagalenrbaga Sosial Kciigamaafl dan Lembaga
Pertidika{ Keaganaar

PENDIDII(AN

Pcldidiknn Anak Usia Dini
Prograrr Pendtdjkan AJ)ak Usia Dini

Pendidikan Dasar
Program Wajib Belajar Peldidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikah Mcncngah
P.o8ran Pendidikatl Menelgaft

Pendidikan Non-I, 'ormal drn Infornrl
Program Pendidjknn Non-Formal

Pendidikan Kedinasan
Prograrn Pend jdikan Kedinasm

Pcndidikan Ti ggi
Proganr Pcndidikan Tinggi

Pclavanan Bantuan terhadaD Pendidikan
Program Peningkatar Mutu pcndidik dan tenaga Kependidikar)
Prograltl Penitrgkatafl Budaya Baca dau pembinaalt pcrpust{kaan
Progran ManajemeD Pelayanan Pondidikan

Pendidikan Keagnmaan
I'rograd P€nilgkatdfl Pendidikai Agafla dall Keagantaafl

Lilbang PeDdidikrn
Prograln Penelitian dan Pengembangar Pe didika,

Pendidikan Lainnya

PERLINDUh*cAN SOSIAL

Perl indungan d0n Pelay{nan Sosial Orrng Sakit dan Crc0t

Perllndungan dan felayanan Sosial Lansia

Perlindnngan dan Pclaysns Sosial Keluargfl p{hlaryan, pcrintis Ketntrdekr0n,
Pejusrg

Perlindungan dan Pelayaran SosiAl Anak.anak daD Keluarga
Program Pemberdayaar Fakir i\4rskin, Komunitds Adar Terpencjl I KA I ) dan
Pcnyand0rg Masalai Kesei€Ircaaan Sosial Lainnyo

10s.025.,113

105.02s.443

25,9t7.390.636

215.220.000
2?5 220 000

8.?19.096,182
8 ?19.096.r82

3.324.252.809
3.71.4 252.E09

370.986.380
370 986.380

?85.874.028
785.874 028

7 .738.504.7 s6'7 738 504 756
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1t 04.0?
11,04 03
11.04.04

11.05
I1 ,05 .01
11.05 .02

11.06
l l 0 6 . 0 l
1l 06.02

11.01

11.0t
r  1 .08 .01

11.09
11.09 ,01
|l.09.02

11.10
1 1 , 1 0 . 0 1
11 10.02

hogra.m Peringkatatr Keseiohteraatr datr Perlindutrg8.o Anak

Progam Keserosian Kebijakatr Peningkatatl Kualittrs Anak dan Perenpuan

Ito8lEm Ketahanan datr Penberdayaan Keluarga

Pemberdsy{an Perempuan
Program Penguakn Kelembagatn Pengarusutamaan Cender dan Anak

Program Penirgkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Penyuluhan dan Birrbingan Sosial
Progmm Pelayanon dall Rehobilitesi Kesejahteraan Sosial

hogra.m PeriiDgkatm Kualitas PeDyuluhan Kesejahtemao sosial

Bantusn Perumihan

Bantuan dan Jaminan Soslsl
Program Bantuan dan Jajninafl Kesejahteraan Sosial

Litbrng Perlindun gan Soslol
Piogmm Peneliiian d,an Pengembangan Kesejahteroan Sosial

Pro$an Pengembatrgan dan Keserasian Kebiiakan Kesejahteraan Rakyat

Perllndungan Sosirl LaintrYa
Program PEnBembangan Sistem Perlindu!8an Sosial

Progtm Pemberdsy0an Kelembagafi K€sejahtema[ Sosial

5.500.000
6,000,000

23.904.488

a0.8t2.9t2
71.850.000
8.962.9t2

559.668.348
537.22n.548
22j47.800

571.882.465
571.882.465

126.148.?90
96.148.E15
ro oos q75

95.774.791
3,124.500

92.650.291

JUMTA}I 266.2120.255,000
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RINCIAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN,
APBN-P 2OO4 DAN APBN 2OO5 ')

(miliar rupiah)

l )  Perbedaan satu angka di belakangkornaterhadapaLrgkapeujumlahanadalahkarcnapcmbulatan

URAITIN
APBN-P

2004
A P B N
2 005

% A  t h d
APBN-P

( l ) (2) (3) (4)

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

I. Pcrbalkan Dalanl Ncgeri

U. Non Perbankan Dalam Negeri

L Privatisasi

2 Penj. Aset Prog. Restr Perbankan

3. SLrrar Utang Negara (nelo)
a. Penerbilan
b Pembay alan Pokok
c. Pembelian kcnbali

4 .  Pcnyer taan Moda lNegara  (SMF)

PEMB IAYAAN LUAR NECERI (n€to)

I. Pcnarikan Pinjaman t,uar Negeri (bruto)
L Pinjamao Program
2. Pin jaman Proyek

IL Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN

B .

50.050,4
23.9 rr,8
2 6 .1  3  8 ,6

5,000,0

t2.913,3

8.225,3
32.300,8

-23.0'7 s,5
-1 ,000,0

-23 .118,9

21.14s,6
3 .140,8

18.604,8

-45 .524,5

37.585,8
9.000,0

28.58s,8
3,500,0

4.000,0

22.085,8
43.000,0

- l9;7 50,4
-  1 . 1 6 3 , 8
-1.000,0

-20.193,6

26.642,9
8,600,0

18.042,9

-46.836,5

-24,9

-62 ,4

9,4
-30,0

-69,0

168,5
1 3 ,  I

-  14 ,4
16,4

- 1 5 , 1

t ' t  (

171,8
-3,0

2,9

J UMLAII 26.271,6 17 .392,2 -33,8

t57
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UNDANG-UNDANG RI,PUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAI{UN 2OO4

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUNANGGARAN 2OO5

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimtrang : a. bahwa dalam rangka tnelaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2005 disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraau pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan Negara;

Mengingat

c .

d .

2.

3 .

bahwa penyusunan APBN 
'fahun Anggaran 2005 berpedoman pada rencana

kerja pemerintah tahun 2005 dalam rangka lnempercepat reformasi,
meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, b, dan
c, perlu nembentuk Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005;

Pasal 5 ayat (l), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayal (1) dan ayat
(5) LJndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lembaran Negara Nomor 43 57);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan l-etnbaran Negara Nomor 3848);

4 .

1 5 8
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRtrSIDEN ITEPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menet:rpkr l  :  UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAN.IA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005,

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini. yang dimaksud dengan:

2.

3 ,

1 .

5. Undang-Undaug Nornor I 8 Tahun 200l tentang Otonomi Khusus bagi provinsi
Daerah Is t imewa Aceh sebagai  Prov ins i  Nanggroe Aceh Dalrussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200i Nomor 114. lhrnbahan
Lembalan Ncgara Nornor 4134);

6. Undang-Undang Nomor 2 I Tahun 2001 tentang Otonomj KhLrsus bagi provinsi
Papua (Lembar.an Negara Republ ik  Indonesia Tal run 2001 Nornor  135.'Iambahan 

Lerlbaran Negara Nomor 415 I );
7. Undang-Undalg Nomor 24 Tahun 2002 tentang Sur-at Utang Negara (Lernbaran

Negara Repub)ik Indoncsia Tahun 2002 Nornor I10, Tambalan Lenrbaran
Negara Nomor 4236);

8. Undang-tlndang Nomor 17 thhul 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik ludonesia Tahun 2003 Nomor 47, fambahan Lembaran Nesara
Nonror 4286y;

9. [Jndarg-Undang Nontor 1 Tahun 2004 tentalg perbeudaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. lhrnbjhan
Lembaran Negara Nomor 43 55);

I 0. Undang-Undang Nolnor l5 Tabun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan
Tanggung Jau,ab Keuangan Negara (l_embaran Negara Rcpublik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran NegariNornoi 4400);

Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang ber,asal
darl penerimaan perpa.jakan, pene.rimaan negara bukan pajak, serfa penenmaan
hibal t  dar i  da lam ncgcr i  dan luar  negcr i .

Penerimaan perpajakan adalah semua peuerimaan yang terdir.i dari pajak dalarn
negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri adalah semua penerirnaan negala yaug berasal dari pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan
atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan,  cukai .  dan pajak la innya.

159
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4.

6 .

5 .

Paj ak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal
dari bea rnasuk dan pajak/pungutan ekspor.

Penerimaan negara bukan paj ak adalah semua penerimaan yang diterima negara
dalarn bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba
badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Penerimaan hibalr adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lcmbaga swasta dan
pemerintah luar negeri.

7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk
membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah senua pengehraran negara
yang dialokasikan kcpada kcmenterian negara/lembaga, sesuai dengan
program-progran yang akan dijalankan.

9. Belalja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara
yang digunakan untuk merlalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan,
fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi
perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya,
fungsi agama, fungsi pendidikan, dan iungsi perlindungan sosial.

10. Belanja pemerintah pusat menurut jcnis adalah semua peugeluaran negara
yang digunakan untuk mernbiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja
modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan
belanja lain-lain.

11. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk
membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada
pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas
di dalam negeri maupun di luar negcri, sebagai imbalan atas pekeljaan yang' 
telah dilaksarakan, kecuali pekeljaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal,

12. Belanja barang adalah sernua pengeluaran negara yang digunakan untuk
rnembiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi
barang danjasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

13. Belanjamodal adalah semua pengeluaran negarayang dilakukan dalam rangka
pernbentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

14. Pernbayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan
untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang Qrincipal
outstanding\,baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung
berdasarkan posisi pinjaman.

15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dau jasa,
yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga
jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

t 60



16. Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uangl
barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi
internasional.

17. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/
barangyang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara,4embaga,
guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

18, Belanja lainJain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang
tidak dapat diklasifrkasikan ke dalam jenis-jenis be lanja sebagaimana dimaksud
dalam angka I I sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.

19. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membi ayai dana
perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.

20. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada
daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

21. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber
daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pzsal 25129 Orang Pribadi dan
Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

22. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan
kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan
kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah.

Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-undang Nomor i 8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah IstimewaAceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Undang-undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah, serta untuk membiayai pos
anggaran tertentu dalam belanj a daerah apabila ada kebij akan pemerintah ya.ng
berpengaruh pada pos anggaran tersebut.

Sisa kredit anggaran adalah sisa kewaj iban pembiayaan program-program
pembangunan pada akhir tahun anggaran.
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27.

Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antararealisasi pembiayaan
dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.

Pembiayaan adalah setiap penerinraan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari
perbankan dalaln negeri, hasil privatisasi, penjualan aset eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), dan surat utarlg negara.

Surat utang negara adalah surat berharga vang berupa surat pengakuan utang
dalaln mata uang rupiah maupun valuta asingyang dijamin pembayaran bunga
dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang
Surat Utang Negara.

Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari
penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman programJ
pinjaman proyek, dan penerbitan obligasi internasional, dikurangi dengan
pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.

Pinjaman prograrn adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam
bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.

Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar
pinjaman program.

Tahun Anggaran 2005 meliputi masa I (satu) tahun mulai dari tmggal I Januari
sampai dengar tanggal31 Desember 2005.

28.

29,

30.

31 .

32.

33.

(1 )

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperoleh
dari sumber-sumber:

a, Penerimaan perpajakan;

b, Penerimaan negara bukan pajak;

c, Penerimaan hibah.

Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh
triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluhjuta rupiah).

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) hurufb
ditetapkan sebesar RpS l.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu hiliun tujuh
ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan
sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lirnapuluh miliar rupiah).

(2)

(3)
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(.2)

(3)

(4)

(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2005
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diretapkan sebesar
Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuhpuluh
tujuh milifi seratus tiga pu luhj uta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 3

(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri
dari:

a. Pajak dalam negeri;

b. Pajak perdagangan internasional.

Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf a
ditetapkan sebesar Rp2E5.481.430.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima
triliun ernpat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Penerimaan pajak perdagangan intemasional sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) hurufb ditetapkan sebesar Rp 12.362.700.000.000,00 (dua belas triliun tiga
ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Rincian penerimaan perpajakan TahunAnggaran 2005 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) terdiri dari:

a. Penerimaan sumber daya alam;

b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;

c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufa
ditetapkan sebesar Rp50.941.400.000.000,00 (limapuluh triliun sembilan ratus
empat puluh satu miliar empat ratLrsjuta rupiah).

Bagian pemerintah atas laba badan usahamilik negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufb ditetapkan sebesar Rp 10.591.303.000.000,00 (sepuluh
triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tigajuta rupiah).

Penerimaan negara bukan paj ak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c ditetapkan sebesar Rp20.250 .297 .928.000,00 (dua puluh triliun dua
ratus lima puluh miliar dua ratus sernbilan puluh tujuhjuta sembilan ratus dua
puluh delapan ribu rupiah).

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan
ayat ini.

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 5

(1) Anggaran Belaaja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari:

a. Anggaran belanja pemerintah pusat;

b. Anggaran belanja untuk daerah.

(2) Anggaran belanj a penierintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditetapkan sebesarRp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam
triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus limapuluh limajuiarupiah).

(3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan sebesar Rp131.549.054.661.000,00 (seratus tigapuluh satu triliun
lima ratus empat puluh sembilan miliar limapuluh empatjuta enam ratus enam
puluh satu ribu tupiah).

(4) Jumlah anggaran belanja negara TahunAnggaran 2005 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar Rp397.769.309.661.000,00 (tiga
ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga
ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah),

Pasal 6

Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat ( 1) hurufa dikelompokkan atas:

a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran;

b. Belanja pemerintah pusat menurut llngsi;

c. Belanja pemerintah pusat menurutjenis belanja.

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufa ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00
(dua ratus enarn puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima
puluh lima juta rupiah).

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam
puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta
rupiah).

Belanja pemerintah pusat menurut jenis be lanja sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ) huruf c ditetapkan sebesar Rp2 66.220.255.000.000,00 (dua ratus enam
puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh limajuta
rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf c terditi dari:

(2)

(3)

(4)

(1 )
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(2)

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang;

c. Belanja modal;

d. Pcmbayaran bunga utang;

e, Subsidi;

f, Belanja hibah;

g, Bantuan sosial;

h. Belanja lain-lain,

(2) Rincian anggaran belanja pcmerintah pusat Tahun Anggaran 2005 menurut
organisasi,4ragian anggaratr dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(l) huruf a, mcnurut fungsJ sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1)
hurufb, dan menurutjenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 7 ayat
( I ), diatur leb ih lanjut dalam Keputusan Presiden.

( 1 )

Pasal 8

Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) rnenurut unit organisasi/bagian anggaran dan
menulut kegiatan dibahas oleh Dewan Pcrrvakilan Rakyat dengan Pelneriutah.

Hasil pembahasan rincian lebih lanjut anggaran belanja peurerintah pusat
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.

(3) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran bclanja pemerintah pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pergeseran anggaran belanja
antalunit organisasi dalam satu bagian anggaran dan/atau autarkegiatan dalam
satu prograln ditetapkan olch Petnerintah.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
( I ) hurufb teldiri dari:

a. Dana perimbangan;

b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian,

Dana perimbangan sebagairnana dimaksud pada ayat ( I ) huruf a ditetapkan
sebesar Rp'124.3 06.5 I I .996.000,00 (seratus dua puluh empat triliun tiga ratus
enam miliar lima ratus sebelasjuta sembilan ratus setnbilan puluh enam ribu
rupiah).

Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )
hurufb ditetapkan sebesar Rp7.242.542.665.000,00 (tuj uh triliun dua ratus empat
puluh dua miliat Jima tatus empat ptrluh duajuta enam ratus enam puluh lima
ribu mpiah). 
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Pasal 10

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a
terdiri dari:

a. Dana bagi hasil;

b, Dana alokasi umunt;

c. Dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) hurufa ditetapkan sebesar
Rp3 1 .217.791 .996.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus tujuh belas rniliar
tujuh ratus sembilan puluh satujuta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah).

Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b ditetapkan
sebesar Rp88.765.600.000.000,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus
enam puluh lima miliar enam ratusjuta rupiah).

Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufc ditetapkan
sebesar Rp4,323.120.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh tigamiliar
seratus dua puluh juta rupiah).

Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

(2)

(3)

(4)

(s)

( l )

Pasal 11

Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat ( 1) hurufb terdiri dari:

a. Dana otonomi khusus;

b, Dana penyesuaian.

Dana otonorni khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf a ditetapkan
sebesar Rp1.775.262,665.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar
dua ratus enam pulLrh dua j uta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) hLuuf b ditetapkan
sebesar Rp5.467.280.000.000,00 (lima hiliun empat ratus enam puluh tujuh
miliar dua ratus delapan puhlhjuta rupiah),

(2)

(3)

Pasal 12

(1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2005 sebesar Rp3 80.3 77.l3 0.928,000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga
ratus tujuh puluh tujuh rniliar seratus tiga puluhjuta sembilan ratus dua puluh
delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), yang
berart i  lebih keci l  dar i  jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar
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Rp397,769.309.661.000,00 (tiga ratus senrbiJan puluh tujuh triliun tuj uh ratus
enam puluh sembilan miliar tiga ratus scmbilan juta enam ratus enarn puluh
satu ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), schingga
da lan  Tahun  Anggaran  2005  te rdapa t  De f i s i t  Anggaran  sebesa r
RplT .392.178.733.000,00 (tujuh belas hiliun tiga ratus sembilan puluh duamiliar
seratus tujuh puluh delapan j uta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang
akan drbiayai dari pembiayaan anggaran,

(2) Pernbiayaan DefisitAnggalan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud
pada ayat ( I ) diperolch dari sumber-sumber:

b.

Pembiayaan dalam negeri setresar Rp3 7.5 85.752.73 3.000,00 (tiga puluh
tuluh tril iun lima ratus delapan puluh Iima miliar tujuh ratus lirna puluh dua
jula tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp20. I 93.5 74.000.000,00
(dua puJuh tril iun scratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh
empatjuta nrpiah).

(3) Rincian Pembrayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 13

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2005, Pcmerintah menyusun Laporan
tentang Real isas i  Semester  Per lama dan Prognosis  Semester  Kedua
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat paling larnbat pada akhir bulan Juli 2005, untuk dibahas
bersama antara Dewan Penvakilan Rak],at dengan Pemerintah.

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belLrm
tet sedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
'lhhun 

Anggaran 2005 daniatau disampaikan dalam Laporan RealisasiAnggararr
Tahun Anggaran 2005.

Pasal 14

Sisa kredit anggaran program pada belanja pernerintah pusat'lhhun Anggaran
2005 yangmasih diperlukan untuk penyelesaian program, dipindahkan ke Tahun
Anggaran 2006 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2006,

Pemindahan sisa kredit anggaran program-program pada belanja pemerirtall
pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) ditetapkan dengan Peraturan
Pemcrintalr.

(2)

(3)

( l )

(2)
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(3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran program-program yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana din.raksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambar pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2006.

Pasal 15

Dalam hal teldapat sisa lebih pembiayaan anggaran TahunAnggaran 2005 ditampung
pada pembiayaau pelbankan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana

talangau pelaksanaan anggaran pendapalan dan belanja negara tahun-tahun

anggaran berikutnya.

( l )

Pasal 16

Pcnyesuaian Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara l-ahun Anggaran 2005

dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan

Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunall perklraan

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2005, apabila terjadi:

a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengatl asumsi yang

digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahnn

Anggaran 2005;

b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

q. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antarunit organisasi, antarprogram, dan antarjelis belanja;

d. Kcadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran
sebehrmnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Attggaran

2005.

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2005 berdasarkan
perubahan sebagai t lana d imaksud pada ayat  (1)  untLrk mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Taltun Anggaran 2005 beraklir'

Pasal l7

Sete lah Tahun Anggaran 2005 berakhi r ,  Perner in tah menyusun

Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negala thhun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.

Pemer intah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang

Pertanggun&iawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara 
'lhhun Anggaran 2005, setelah Laporan Keuangan sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling

lambat 8 (delapan) bulan setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir untuk

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)

( l )
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Pasal 18

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal i Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuiny4 momerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nogara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1E Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

rtd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO4 NOMOR T3O
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PENJELASAN

ATAS

TINDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAIIUN 2OO4

TENTANG

A}IGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2OO5

L IIMI.]M

sebagai perwujudan dari amanat konstitusi yang digariskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-

Undilg basar ie45, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TahunAnggaran 2005

-".upuk* ApBN tahuilertama, seielah akhir masa berlakunya Undang-'ndang-Nomor 25

tahun zooo tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). tahun 2000-2004 yang

dijabarkan ke dalari Reniana Pembangunan Tahunal (Repeta)' Sehubungan agqii -"9h
m"asa berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, maka penyusunan AIB-N Tahun

Anggaran Z00i berpedoman padi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahir-n 2003 tentang i<"uungan N"g-a. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan delam Undang-

Undang Nomor t7 fahun 1OO:, fenyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan

berped-oman pada Rencana Kerji Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Mako, dan Pokok -
- potok Kebijirkan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan un
serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerir
Anggaran 2005 memiliki landasan hukum 1
diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 l
Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan undang-undang-Nomor

15 Tah:un 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga undang-undang-dimaksud merupakan pengganti ketentuan yang ditetapkan pada masa

p"','J.intuh*iolonialHindia Belatt dayartu Indische Comptabiliteitswet (ICW), Regelenvoor

het Administratif beheer (RAB), dart Instriciie en verdere Bepalingen ,voor de. Algemene

Rekenkamer(IAR).Dalanketigaundang-undang'dimaksudditetapkanberbagaikete.nqan
baru, yang sekatigus merupakan pinyempumaan dan porubahan yang bersifat mendasar terhadap

berbagai ketentuan dan tata cara dalam penge
Penyempumaan dan perubahan dimaksud di t
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di l:
mengantisipasi perubahan standar akuntar
akunlansi pimerintahan yang berlaku secara internasional'
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penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai

teiutulan untut rnencapai tufu-an bemegara, dengan kemampuan untuk membiayainya. Dalam

rnewujudkan tujuan bernegara, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai sej ak terjadinya

krisis enam tah-un yang laiu, masih teidapat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam tahun

2005, terutarna:

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, mempercepat

pelaksJtaan reformasi biiokrasi, dan memantapkan pelaksanaan desentralisasi;

b. Mengatasi masalah sosial yang mendasar, yang tercermin darijumlah penduduk-miskin dan

tingliat pengangguran. Jumlah penduduk miskin menunju,kkan penurunan dari 24.,2 persen

paiu awat tiisiilmenjadi 17,4 persen pada akhir tahun 2003. Sementara itu, jumlah angka

pengangguran terbuka pada akhir tahun 2003 masih sekitar 9,5 juta jiwa;

c. Mengeliminasi potensi disintegrasi bangsa, meskipun gojalanya telah menunj ukkan penurunan

diUaidingkan dengan pada saat awal terjadinya kisis. Dengan demikian, masalah separatisme

di beberipa daerah teiutama Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan daerah pasca konflik

perlu ditangani dan dituntaskan seoara komprehensif. Sementara itu, beberapa daerah terpencil

ian wilayah perbatasan juga perlu mendapatkan perhatian serius, guna mempertebal rasa

kebangsaan dun p"rsatuun duiam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)'

Dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan tel:e.bul' penyusunan APBN Tahun

a"gE*"" zooi diarahkai untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) agenda pembangunan' yaitu:

a. Mempercepat reformasi;

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan

c. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI'

Dalarn pelaksanaannya, ketiga agenda dimaksud dijabarkan dalam langkah-langkah kebijakan

dalam berbagai bidang pembangunan, dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender

dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan'

Agenda mempercepat reformasi ditempuh melalui pembangunan politik, pembangunan.hukum

dir penyelenggaraan negara, dan pimbangunan bidang-bidang terkait lainnya'.Agenda

."ningf.utt*-t".sejahterain rakJat antara lain ditempuh melalui pembangunal sumber daya

*unrri"iu, 
"kono-i, 

daerah, infrastruktur, agama, serta bidang-bidang lain yang terkait. Sementara

itu, ug"ndu -.rpokokoh persatuan dan keiatuan bangsa ditempuh melalui pembangunan politik,

pertahanan dan keamanan, agama, serta kebudayaan'

Disampingberbagaitantanganyangharusdiselesaikan,.terdapatpulabeberapamasalahpokok
yangmembutuhkanpenangananlintasbidangdanperluditanganisecaralebihsungguh-sungguh
iutul- tuhun 2005. 

-Beberipa 
masalah pokok dimaksud meliputi antara lain: (a) penanganan

Aceh,Papua,dandaerahpascakonf l ik;@/pembangunankawasant imurlndonesia'daerah
p"rbu,urin, dan terpencii; /c) pemberantajan korupsi; (d) pengentasan kemiskinan; dan

(e) peningkatan ketahanan pangan.

Sementaraitu,darisisiketersediaananggaran,dapatdisampaikanda|amuraianberikutyang
Ji"*ufiJ""g"r p.rkembangan dan perkir-aan perekonomian sebagai landasan penl''sunan APBN

Tahun Anggaran 2005.
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Di samping mempertimbangkan kinerja ekonomi nasional dan kondisi sosial politik dalam negeri,
penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 juga mempertimbangkan perkembangan ekonorni
dunia. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2001 dan menunjukkan perbaikan sejak tahun
2002, kinerj a ekonomi Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan mengalami perbaikan yang cukup
berarti. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terkendalinya laju inflasi,
relatifstabilnya nilaitukar rupiah, dan menurunnya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI) tiga bulan.

Terpeliharanya kepercayaan pasar sejak awal proses pemilihan umurn (Pemilu) yang didukung
oleh lingkungan eksternal yang cukup kondusit memberikan dampak positifterhadap kinerja
ekonomi nasional dalam tahun 2004. Surplus neraca perdagangan dalam tahun 2004 diperkirakan
akan sedikit berkurang sehubungan dengan meningkatnya impor yanglebih tinggi dibandingkan
kenaikan ekspor. Kenaikan inipor iersebut terutama terkait dengan meningkatnya kebutuhan
barang modal untuk investasi, Sekalipun demikian neraca berjalan diperkirakan masih akan
mengalami surplus yang cukup tinggi yaitu sekitar 2,3 persen terhadap PDB. Demikian pula
cadangan devisa diperkirakan berada pada kisaran US$33,2 miliar atau setara dengan sekitar
5,7 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Di sisi ekstemal, perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2005 diperkirakan tidak sekuat
tahun 2004, namun dengan pengelolaan ekonomi nasional yang mantap diharapkan dapat
memberikan peluang yang cukup kuat bagi prospek ekonomi lndonesia. Perkembangan ekonomi
dunia dalam tahun 2004 merupakan yang tertinggi dalam ernpat tahun torakhir' yang didukung
oleh membaiknya pasartenaga kerja diAmerika Serikat, masih tingginya pertumbuhan ekonomi
China, dan pemulihan ekonomi Jepang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Dalam
tahun 2005, kecenderungan meningkabrya suku bunga global dan upaya perlambatan pertumbuhan
ekonomi China merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan perkembangan perekonomian
dunia diperkirakan tidak akan sekuat tahun 2004, namun masih tetap dalam jalur penguatar.
Pada tahun 2005, kebijakan fiskal yang ekspansif dari negara-negara maju utama diperkirakan
masih akan mendukung tingkat produksi global yang tinggi, sehingga negara industri maju
diperkirakan tumbuh sekitar 3,1 persen dalam tahun 2005, dengan perekonomianAmerika Serikat
sebagai penggerak ufama diperkirakan tumbuh 3,9 persen. Sementara itu, perekonomian negara-
negara berkembang pada tahun 2005 diperkirakan tumbuh 5,9 persen, dengan perekonomian
Asia terutama China sebagai penggeraknya.

Dengan memperhatikan lingkungan eksternal yang cukup kondusif, terpeliharanya stabilitas
ekonomi mako, membaiknya kondisi sosial politik d an keamanan dalam negeri, menurunnya
premi risiko dan membaiknya peringkat utang, masih cukup kuatnya permintaan konsumsi,
meningkatnya ekspor, serta harapan kembalinya momentum peningkatan investasi, pertumbuhan
ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 diperkirakan akan moncapai sekitar 5,4 persen, lebih tinggi
dari perkiraan dalam tahun 2004 sebesar 4,8 person. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan
sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah dalam tahun 2005 yang merupakan salah satu
faktor utama yang mempengaruhi tingkat inflasi dan suku bunga dalam negeri diperkirakan akan
dapat stabil pada kisaran Rp8.600 por dolar Amerika Serikat. Sementara itu, laju inflasi
diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 5,5 persen dan rata-rata suku bunga SBI 3 bulan
6,5 persen. Dengan memperfirnbangkan perkembangan penawaran dan permintaan, rata-rata
harga minyak mentah Indonesia di pasar intemasional dalam tahun 2005 diperkirakan akan
berada pada tingkat US$24 per barel, dengan tingkat produksi 1,125 juta barel per hari.
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Sebagai keJanjutan dari pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelur'Ilnya, kerangka kebijakan ApBN
Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk lebih memantapkan proses konsolidaii fl.kul dun
penyehatan APBN, melalui pengendalian defisit dan penurunan rasio utang publik terharjap
PDB, guna menunjang peningkatan ketahanan fiskalyang berkelanjutan f,/is cdl sustdinability).

Dalam kerangka kebijakan dirnaksud, tantargan yang dihadapi dalam pengelolaan kebijakan
fiskal dalarn APBN Tahun Anggaran 2005 makin bertambah berat karena tidak hanva terfokus
pada upaya rlengendalikan defisit, melainkan bergeser kepacla masalah pemenuhankcbunrhan
pembiayaan dibandingkan dengan sumbcr-surnber penrbiayaan anggaran yang terbatas. Hal ini
terutalna berkaitan dengau mernbengkaknya beban kewajiban pembayaran pokok utang, baik
utang dalam negeri maupLrn utang luar ncgeri dalamjumlah yang sangat besar. Kewaj iban teisebut
harus dipcnuhi seluruhnya dan secala tepat waktu sebagai konsekuensi clari diakhirinya program
kerjasama dengan IMF. Dengan berakhirnya program kerjasama tersebut, sejak iatrun zooq
Pemerintah tidak lagi mendapat fasilitas penjadwalan ang (reschetlu ing) uiang luar negeri
urelalui forutn Paris C lub.

Kondisitersebut rnengisyalatkan perlunya strategi kebijakan fiskaltahun 2005 tetap dijaga agar
korsisten dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, pengendalian ian.eisieisi
belanja negara, serta optirnalisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Strategi
ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan (refornasi) yang berkelanjutan pada berbagii
lcnis instlumen fiskal, yang tneliputi: (aJ bidang perpajakan dan pcncrirnaan negara bukan pajak
(PNBP); /b) penganggaran bcianja negara; /c/ pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayian
anggaran: sefia fdJ penataan kelernbagaan keuangan ncgara.

Di bidang perpajaka,, reformasi perpajakan yaug diharapkan dapat diterapkan pada tahLr' 2005
mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak, tarifdan klasifikasi atau strata
tarii, serta plosedur dan administrasi perpajakan. Retbrmasi tersebut akan dilakukan melalui
perubahan Undang-Undang tentang Pajak Penghasi lan,  Undang-Undang tentang pajak
Pefiarnbahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (ppnBM), ser.ta Undang-
Undang tentang Ketentuan Unium Perpajakan. Langkah-langkah pembaharuan yang akan
dilakukan tersebut d iperkirakan baru akan rnenuai hasil pada tahun 2006. Dalam jangka pendek,
pembahaluan kebijaka'' perpajakan tersebutjustru diperkirakan akan rnenyebabkan te4adinya
potensi kelrilangan (potential loss) pada penerimaan perpajakan, untuk mengkompensasikan
penurunan penerimaan pajak tersebut, pelaksanaan langkah-langkah modernisasi dan relormasi
adrninistrasi pcrpajakan akan diintensifkan, disertai dengan upaya-upaya kbusus Jainlya (e.r/ra
eft l 'r), terutanra melalui intensifikasi pemungutan dan peningkatan pelayanan,

Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam
tahun 2005 meliputi: /a/ optirnalisasi dan efektivitas PNBP yang bersumber.dari sumber tlaya
alam (SDA) dengan terencana dan berwawasan lingkungan yang lestari; (6./ peninjauan dan
penyernpurnaan peraturan PNBP pada masing-masing kementer ian negara/ lembaga;
(c) peneftpan law enforcement yang lebih tegas terhadap penebangan hutan secara liar (l//egal
Iogging), penculian ikan (illegal jishirg), dan penambangan tanpa izin (illegal nining);
ld) penertiban penyetoran penerimaan SDA migas dan penibayaran subsidi BBM; /e/ evaluasi
dan koordinasi penetapan jeuis dan tarif berbagai pungutan pNBp di berbagai kementerian
negara/lembaga; fl peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan berbagai
penycmpurnaa,) organisasi, nranajemen dan operasional, sefia pe,)erapan prinsip-prinsip
pengelolaan perusahaan yang sehat (good corporate governance), sefia /gJ peningkatan



Lampiran 8

pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP yang dikelola kementerian

negara/lembaga ke Kas Negara.

Di bidang hibah akan terus diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi

hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai kementerian negara,/lembaga. Langkah-

langkah penertiban administratif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan,

baik dalam perencanaan maupun dalan pengawasan penggunaan dan peltanggungiawaban dana

hibah yang dimanfaatkan oleh segenap kementerian negara/lembaga.

Di sisi anggaran belanja negara, kebrjakau alokasi anggaran belanja pernerintah pusat dalam

tahun 2005 diatahkan untuk:

a, Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara; dan

b. Penyempurnaan manajemen belanja negara secara bertahap, meliputi:

(, Penganggaran terpzdu (unified budget);

(if Anggaran berbasis kinerja; dan

/iil] Kerangka pengeluaran negara dalam jangka menengah dan stattdar akuntansi
pemerintah.

sesuai dengan amanat yang digariskan dalam pasal l1 ayat (5) Undang-undang Nomor 17

Tbhun 200j tentang Keuanga' Negara, mulai tahun angaran 2005 anggaran belanja negara

khususnya anggaran belanjipemerintah pusat, disusun berdasarkan format baru, yaitu format

ungga.un t"rpudu (unified budget). sedangkan menurut klasifikasi ekonomi, anggaran belanja

nelira tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah

Di samping untuk menyesuaikan dengan klasifikasi yang berlaku secara internasional,
penyempuriaan tersebutjuga dimaksudkau untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
p.ng"loi*n *gguran belanja negara, guna mengurangiadanyatumpang tindih (duplikasi) rencana

ilerj'a, .erta men in gkatkan lieterlia itan antara ke I u aran (o ulput) danhasil (outcomes) y ang dicapai

dengan p"ngung!aran orgatrisasi pemerintahan. Berdasarkan format anggaran tersebut
p"nfurunun *g["ran belanja kcbutuhan organisasi pemerintahan dilakukan secara terintegrasi

untut setutntt.l"nis anggaran belanja pemerintah pusat, yang didasarkan pada prinsip pencapaian

kinerja.

Mengacu kepada ketentuan dimaksud, anggaran lrelanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun

Anggaran 20b5 dirinci menurut organisasi, fungsi, danjenis belanja. Rincian belanja pemelintah

puii lnenurut organisasi disesuaikan susunan organisasi pemerintahan (kementerian negara./

iembaga). Semerrtara itu, rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari:
(a) pelayanan umum; (b) pertahanan; (cl ketertiban dan keamanan; (dl ekonomi; (eJ lingkungan

hidtp; (fl perumahan dan fasilitas utnum; lg) kesehatan; (ft/ pariwisata dan btdaya; (i) agama;

6J pendidikan; dan 1ftJ perlindungan sosial. Sedangkan rincian bela ja pemerintah pusat menurut
jinis belanja terdiri dari: @) belarya pegawai; (b) belanja barung; (c) belanja moda-l;
"(tl) pembayaran bunga utang; (e) subsidi; (/ belanja hibah; (g) bantuan sosial; dan (h) belartla

lain-lain.

Di bidang belanja pegawai, kebijakan alokasi anggaran dimaksud dalam tahun 2005 antara lain

diarahkai untui: (afperbaikan pendapatan aparatur negara terbatas untuk mempertahankan
pendapatan nominal relatiftetap melalui pernberian gaj ike-13; (b) perbaikan manfaat tuniangan
irari tua (THT) dan perubahan slarlxg beban pembayaran pensiun; serta (c) pcnyediaan anggaran

untuk mengisi forrnasi pegawai baru, utamanya di bidang kependidikan, kesehatan, dau agama
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Di bidang belanja balang, kebijakan alokasi anggaran dimaksud antara lain diarahkan untuk:
fdl mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah; dan @/ meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta pemeliharaan aset
negara.

Di bidang belanja modal, kebijakan alokasi anggaran dimaksud diarahkan untuk mempercepat
penyediaan sarana dan prasarana fisik yaug dapat dimanfaatkan untuk.jangka waktu lebih dari
I (satu) tahun.

Sernentara itu, alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalarn negeri dan luar negeri didasarkan
kepada rencana pernbayaran j atuh tempo utang dalam negeri dan luar negeri, penerbitan surat
utang negara, penarikan pinjaman luar negeri, dan kebijakan lainnya yang akan ditempuh
pemerintah dalam pengelolaan utang negara.

Di bidang subsidi, kebijakan alokasi anggalannya diarahkan untuk rnenjaga stabilitas harga,
membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian
kebutuhannya, serta membautr.l BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umurn. Sebagian
besar alokasi subsidi disalurkan melalui perusahaan negara, yang manfaatnya akan dirasakan
oleh rnasyarakat dalam bentuk harga yang lebih rnurah untuk barang dan jasa yang disubsidi.
Perusahaan negara yang menyalurkan subsidi yang relatifbesar antara lain adalah PT Pertamina
(Perselo) sebagai pengelola subsidi BBM, Perum Bulog sebagai pengelola subsidi parlgan dan
penugasan mengelola stok beras nasional, PT PLN (Persero) sebagai pengelola subsidi listlik,
beberapa BUMN produsen pupuk yang mengelola subsidi pupuk, serta bcberapa BUMN lainnya
penerima bantuan dalam rangka rnenjalankan penugasan pemerintah (pab lic service obligationl
PSO).

Di bidang belanja hibah, kebijakan alokasi anggaran dimaksud diprioritaskan untuk metnbantu
korban bencana alam di uegara lain, yang disalurkan secara langsung maupun melalui lembaga
intemasional.

Di biclang bantuan sosial, kebijakan alokasi anggaran dimaksud lebih diprioritaskan pada program-
program bantuan sosial yang telah dijalankan selama ini, dengan melakukau betbagai
penyempurnaan mekanismc penyalurannya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Scdangkan untuk belanja lain-lain, diarahkan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang belum
tertampung pada pos-pos belanja negara di atas dan penyediaan datra cadangan umum.

Untuk mendukung ploses konsolidasi dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan alokasi
anggaran belanja bagi daerah, baik dalam bentuk dana perimbangan, maupun dana otonomi
khusus dan penyesuaian diupayakan tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Dalam
tahun anggaran 2005 kebijakan dimaksud lebih dititikberatkan pada:

a. Kebijakan yang bersifat umum, meliputi:

(r) Mcningkatkan efisiensi sumber daya nasioual;

(i, Memperhatikan aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi
pendapatan;

(iiy' Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat;

(iv) Memperkuat koreksi kesenjangan fiskal antardaerah (horizontal imbalance);

(r) Memperkecil kesenjangan pelayanan publik antardaerah Qtublic senice provision
gap) terutaura melalui penyusunan standar pelayanan minimum (SPM);
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fi, Mempertahankan kebijakan fiskal khususnya untuk mendukung kebijakan rnakro

ekonomi;dan

(vll) Meningkatkan. kemamptlan daerah dalam merrggali pendapatan asli daerahiPAD

(taring Pover I

[,uh.

makin besar'

Kebutuhan pembiayaan tersebut akall diupayakan dapat dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan

dalam negeri dan pembiayaan luar negerl

rgelolaan utallg secara terPadu'

angkah yang ditempuh antara lain rntlipl-tl:

injiman provek mauptrn pirtjaman Pros*1 ::t::1
'aian pinjaman; rcl mengupayakan konversl ulang:

Sejalan tlengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara' pengawasan

terhadap pengeloJuun unggutun ''t"gora terus ditilgkatkan' melalui peningkatan transparansl oan

disipl in anggaral t .

Selanjutnya, dalam rangka menlagakesinambungan kegil11:-"T:':,#11,;:"tT;iXlffifi:l

il'!#lild;;il''il;;tri';'"";iu',-k;l,l:lIf::t"']::ian 
prograrn daram tahun anBsaran

5bi? it"#J'fii'i i'"n]uJi r.'"ait unggaran tahun anggaran 2006'

t?6

Denqan mempedratikan hal-hal tersebut di atas' maka AnggaranPendapatan dan Belanja Negara

;;;;;;;;;;t t005 disusun berdasarkan asLttnsi sebagai berikut:



Lampiran I

momian dunia pada tahun 2005 diperkirakan tidak
gan pengelolaaD ekonomi nasional yang mantap
yang cukup kuat bagi prospek ekonomi i,don"rru

b. bahwa proses pemulihan ekonomi lndonesia dalamum aia"r*e ii"h situasi poritik, s".r"r, i"" r"",""'"i"i"ii Ug:tlllffi$li:l1iH:dapat mengalami pertumbuhan yang leU t Auit Oifanaiog oengan pertumbuhan ekonomi dalamtahun 2004;

c- balwa harga minyak bumi dipasar internasionar daram tahun 2005 diperkirakan rebih tinggrdibandingkan dengan harga minyak uumr yang oiasLunsikun outo,n iuii,n iooi' 
'!vvur !.rE

d. bahwa ultuk rnenciptakal- j1llatral ,fis{af flnq sehaf dan berkelanjutan (sustainable),sekaligus untukmenjaga kemaniapan dan kesiabiian p"na,lutun n"gui,ul;;i;il;#;"dan penggalian sumber-sumber penerinraan perpajakin perru terus ditingkatkan;
e bahwa untuk memerihara stabilitas noneter, perlu didukung oleh tersedianya barang danjasa kebutuhan pokok sehari_hari yung _"unp Jun i".r"ou. .a"uru merata, dengan hargayang stabil dan terjangkau oleh masyarakat;
t 

f:T^:*tgSgka 
pemanrapan kebijakan cresenrrarisasifiskal perru didukung orerr adanyaKepastran sislem pembiayaan daerahy.angadil, proporsionar, raslonal, transparan, partisipatif,dan bertanggung j awab laccountailetl

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Ayat ( 1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3 )

Cukupjelas

Ayat (4)

l:.:riTlun ierpajakan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluhtujuh tr'iun derapan ratus empat p;luh empat miliar seratus tiga puruhjut" -pi"rrjtlioiriatas:

t '77



Lampiran 8

Pajak dalam negeri

4111 Pajak penghasilan (PPh)

41112 Pajak penghasilan nonmigas

411121 PPh Pasal 2l

411122 PPh Pasal22
4i1123 PPh Pasal 22 imPor

411124 PPh Pasal 23

41 1125 PPh Pasal 25129 oratgpribadi

411126 PPh Pasal 25129 badan

411127 PPh Pasal 26

411t28 PPh final dan fiskal luar negeri

411i1 PPh minYak bumi dan gas alam

411111 PPh minYak bumi

411112 PPh gas alam

4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa

dan pajak penjualan atas barang mewah

(PPN dan PPnBM)

4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB)

4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB)

4l 15 Pendapatan cukai

4116 Pendapatan paj ak lainnYa

Pajak perdagangan internnsional

4121 Pendapatan bea masuk

4122 Pendapatan paj ak/pungutan ekspor

(dalam ruPiah)

285.48r.430.000.000,00
142. 192.630.000.000,00
128,624.030.000.000,00
29.275.800.000.000,00
4.374.900.000.000,00
7.251.700.000.000,00

13.047.800.000.000,00
2.822.400.000.000,00

48.342.030,000.000,00
7.312.900.000.000,00

1 6. r96.500.000.000,00
13.568.600.000.000,00
3.612.500.000.000,00
9.956.100.000.000,00

98.828.400.000.000,00
10.272.200.000.000,00

3.214.700.000.000,00
28.933.600.000.000,00
2.039.900.000.000,00

r2.362.700.000.000,00
12.017.900.000.000,00

344.800.000.000,00

Pasal 4

Ayat( l )

Cukup jelas

Ayat (2)

CukuPjelas

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) secara rata-rata,dihitung

beriasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dlkenakan

pajak, tormasuk PT Pertamina (Persero).
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Lampiran 8

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar RpS l.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu
triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sernbilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
terdili atas:

a, Penerimaan sumber daya alam

421| Pendapatan minyak bumi
421111 Pendapatan minyak bumi

42lZ Pendapatan gas alam
42l2ll Pendapatan gas alatn

4213 Pendapatan pertambangan ulnum
42131I Pendapatan iuran tetap
421312 Pendapatan royalti batubara

4214 Pendapatankehutanall
42141 Pendapatan dana reboisasi
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan
42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan

4215 Pendapatanperikanan
42151 I Pendapatan perikanan

Bagian pemerintah atas laba BUMN
4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN

Penerimaan negara bukan pajak lainnya
4231I Penjualan hasil produks i/s itaan

4231 l1 Penjualan hasilpertanian, kchutanan dan
perkebunan

Penjualan hasil peternakan dan perikanan

Penjualan hasil tambang
Penjualan hasil sitaan/rampasan darr harta
peninSSalan

Penjualan obat-obatan dan hasil Iarmasi

laimya
Penjualan informasi, penerbitan, fihn, dan

hasil cetakan lainnya
Penjualan lainnya

b.

(dalam rupiah)

s0.941.400.000.000,00

3 1.855.700.000.000,00
3 1.855.700.000.000,00

I s,26s.400.000.000,00
I 5,265.400.000.000,00

2,01 8.700.000.000,00
44.500.000.000,00

L974.200.000.000,00

L 1 0 t.600.000.000,00
772.800.000.000,00
322.800.000.000,00

6.000.000.000,00
700.000.000.000,00
700.000.000.000,00

I 0.591.303.000.000,00
l  0.591.303.000.000,00

20.250.297.928,000,00
I .21 7.834. r  88.000,00

2.345.006.000,00
8. r  33.3 84,000,00

1 .185.876,139.000,00
423112
423113
423]L4

423n5

423 |6

473t19

6.010.193.000,00

155.000.000,00

13.325.3 54.000,00
I .989.1 12.000,00
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Laupiran 8

42312 Penjualan aset
423121 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan

tanah

423 122 Penjualan kendaraan bermotor

423123 Penjualan sewa beli

423129 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusaki

dihapuskan

42313 Pendapatan sewa
423131 Sewa rumah dinas, rumah negeri

423132 Sewa gedung, bangunan, gudang

423133 Sewa benda-benda betgerak

423139 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya

42314 Pendapatan jasa I
423141 Pendapatan rumah sakit dan instansi

kesehatan lainnYa

4231 42 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum

dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)

423143 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor'

SIM, STNK, dan BPKB

423144 Pendapttan hak dan perizinan

423 145 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/

pemeriksaan

423 146 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan,

.iasa informasi, jasa pelatihan dan jasa

, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan

DJBC fiasa Pekerjaan dari cukai)

423147 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama

423148 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan,

dan kettavigasian

42315 Pendapatan jasa II

423151 Pendapatan jasa lembaga keuangan

(asa giro)

423152 Pendapatan jasa penyelenggaraan

telekomunikasi
423153 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin

423 I 55 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak

negara dengan surat Paksa
423 156 Pendapatan uang pewarganegaraan

28.244.444.000,00

553.476.000,00
1.367.072.000,00

25.000.000.000,00

1 .323.896.000,00
24.7'.77.410.000,00
9.2s3.547 .000,00

12,103,108.000,00
L788.947.000,00
L63 r .808.000,00

4.366.021.229.000,00

136.366.043.000,00

2.468.830.000,00

1.107.3 19.725.000,00
1.607.451 .s04.000,00

s 8.937.63 3.000,00

I .147.370.520.000,00
65.000.100.000,00

241.106,874.000,00
993.006.287.000,00

38.587,988.000,00

395.000.000,000,00
4.971 .880.000,00

2.515.400.000,00
s0.000,000,00
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Lampiran 8

42316

423157 Pendapatan bea lelang
423 158 Pendapatan biaya pengurusan piutang dan

lelang negara
423159 Pendapatan jasa Iainnya
Pendapatan bukan pajak dari ILrar negeri
423161 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan

Republik Indonesia
423162 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen

konsuler
Pendapatan kejaksaan dan peradilan

423211 Legalisasi tanda tangan
423212 Pengcsahan suraL di bawah tangan
423213 Uang meja (leges) dan upah pada panitera

badan pengadilan (peradilan)

423214 Hasil denda/tilang dan sebagainya
423215 Ongkos perkara

473219 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

42321

42331 Pendapatanpendidikan
423311 Uang pendidikan
4233 12 Uang ujian masuk, kenaikau tingkat, dan

aklrir pendidikan
423313 Uang ujian untuk menjalankan praktik
4233 l9 Pendapatan pendidikan lainnya

42341 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran berjalan
423411 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

423413 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah

mtunl
42342 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja

tahun anggaran yang lalu
423421 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

423422 Penerimaen kembali belanja pensiun

423423 Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah

mumt
42344 Pendapatan pelunasan piutang

423441 Pendapatan pelunasan piutang
423 47 P endapatan lain-lain

20.929.000.000,00

80,435,000.000,00
450.s 17.019.000,00
456.063.914.000,00

27.769.057.000,00

428.294,857.000,00
19.300.000.000,00

100.000.000,00
50.000.000,00

681 .000.000,00
13.972.000.000,00
3.600.000,000,00

897.000.000,00
3.599.974.033.000,00
2.606.98 r .777.000,00

13.605.406.000,00
r r.820.000,00

979.375.030.000,00

2.800.044.000,00
2.614.864.000,00

185.180.000,00

3 .100 ,923 .3  18 .000 ,00
744.218.000,00

3.000.000,00

3.100. 176.1 00.000,00
6.2s0.000.000.000,00
6.250.000.000.000,00

l9 l . 353 ,061 .000 ,00

l8 t



Lampiran I

423471

423472

423473

423479

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Penerimaan kembali persekoVuang muka

sii
Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian

pekerjaan pemerintah

Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara
Pendapatan anggaran lain-lain

2.277.000.000,00

7.067.390,000,00

6.642.170.000,00
I 75.366.501.000,00

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan selambatnya dalam
bulan Novernber 2004.

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelhs

Pasal l0

Cukupjelas

Pasal 11

Ayat ( I )

Cukupjelas

Ayat (2)

Alokasi dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-
undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang
jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara
nasional, digunakan unhrkpembiayaan peningkatan pendidikan dan kesehatan serta berlaku
selarna 20 tahun sejak tahun 2002.



Lqmpirdn I

Penyaluran dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar
l5 persen, triwulan II sebesar 3 0 persen, triwulan III sebesar 40 persen, dan triwulan IV
sebesar l5 persen.

Mekanisme penyalural ke kabupaten/kota dilaksanakan melalui Gubernur, yang difasilitasi
oleh tim teknis yang dibentuk Pemerintah.

Ayat (3)

Danapenyesuaian sebesar Rp5.467.280.000 000,00 terdiri dari dana penyesuaian murni
Rp805.480.000.000,00 dan dana pe ny esuaian ad-hoc Rp4.661.800.000.000'00

Dana penyesuaian murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan
DAU terdasarkan formula, lebih rendah dibandingkan dengan alokasi DAU ditambah
dana penyesuaian murni tahun anggaran sebelumnya (hold hannless)

Dana penyesuaian ad-hoc merupakan bantuan dari pemorintah pusat kepada daerah
dalam rangka perbaikan kesejahteraan pegawai negeri  s ipi l  daerah sebesar
Rp3.876.300.000.000,00, dan untuk membantu keuangan daerah tertentu sebesar
Rp785.500.000.000,00 dalam rangka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan
dierah, khususnya pada daerah-daerah pemekaran. Dana penyesuaian ini bersifat
bantuan, sehinggatidak dimaksudkarl untuk mengatasi atas kekurangan pengeluaran daerah
dalarn APBD.

Pasal 12

Ayat (l)

Cukupjelas

Aya't (Z)

Cukupjelas

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Fipll .392.118.733,000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus
sembilan puluh dua miliar seratus tuj uh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu

rupiah) terdiri atas:

l. pernbiayaan dalam negeri sebesar Rp37.585.752.733.000,00 (tiga puluh tujuh tliliun lima

ratus delapan puluh lima rniliar tujuh ratus lima puluh dua j uta tujuh ratu s tiga puluh tiga

ribu rupiah) terdiri atas:

a. Perbankan dalarn negeri

b. Privatisasi dan penjualan aset program

restrukturisas i perbankar

c. Surat utang negara bersih

(dalam rupiah)

9.000.000.000.000,00

7.s00.000.000.000,00

22.085.7 57.7 33.000,00
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Lampiran 8

. Penerbitan 43.000.000.000'000,00

. Pembayaran pokok dan pembelian kembali -20.914.247 '267 .000'00

. Pembayaran charge kepada Bank Indonesia

d. Penvertaan modal oemerintah SMF - 1.000.000.000.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah di Bank lndonesia,
baik rekening dana investasi (RDI) maupun rekening-rekening lainnya di luar RDI' seperti
rekening transitori migas.

2. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp20.193.574 000 000,00 (dua puluh

triliun seratus sembilan puluh tiga miliar limaratus tujuh puluh empatjuta rupiah) terdiri

atas:

a. Penarikan pinjaman luar negeri

' Penarikan pinjaman program

. Penarikan pinjaman proYek

b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

Pasal l3

Cukrupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Ayat (l)

Laporan Keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Kouangan'

Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 18

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOhIESIA NOMOR 4442

184

(dalam rupiah)

26.642.886.000.000,00
8.600.000.000.000,00

I 8.042.886.000.000,00
- 46.836.460.000.000,00


